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                                                        Studi Kasus yang terangkum dalam terbitan ini adalah sumber utama<br />

                                                        di antara 18 studi kasus lainnya bagi laporan analitis “<strong>Keadilan</strong> di<br />

                                                        Desa-desa Indonesia: Studi Kasus tentang Akses terhadap <strong>Keadilan</strong>,<br />

                                                        Demokrasi dan Pemerintahan Desa”. Laporan itu sendiri telah<br />

                                                        dipublikasi secara luas di awal Februari 2005 menjadi bagian pertama<br />

                                                        dari buku “Menciptakan Peluang <strong>Keadilan</strong>”.<br />

                                                        Segenap strategi dan temuan telah disistematisasi dalam laporan<br />

                                                        analitis, sehingga mengarahkan berbagai implikasi dan rekomendasi<br />

                                                        dalam mengelola akses dan inisiatif pemberdayaan hukum berbasis<br />

                                                        masyarakat, terutama di tingkat lokal. Namun, sebagai sebuah laporan<br />

                                                        yang mengatasi semua studi kasus yang dikaji, apa yang telah<br />

                                                        dikemukakan pastinya tidak menggambarkan secara lengkap berbagai<br />

                                                        gagasan, inisiatif, proses serta dinamika pengelolaan kasus sehingga<br />

                                                        sebuah kasus menjadi cenderung optimis atau pesimis untuk terus<br />

                                                        didorong ke arah yang berhasil di sisi masyarakat. Ada banyak hal<br />

                                                        dari masing-masing studi kasus yang menjadi luput untuk dipelajari,<br />

                                                        padahal mungkin hal-hal demikian itulah yang bisa menggambarkan<br />

                                                        secara konkrit pikiran dan aktivitas individu atau kelompok masyarakat<br />

                                                        yang kemudian bisa dicontoh, dipilih, dipraktekkan kembali dalam<br />

                                                        menyelesaikan problem kemasyarakatan semacamnya yang saat ini atau<br />

                                                        akan dihadapi kemudian hari oleh masyarakat.<br />

                                                        iii

                                                    

                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        Disamping terdapat permintaan dari berbagai pihak, terutama demi<br />

                                                        hal seperti tersebutlah studi kasus ini dirasa penting dipublikasi secara<br />

                                                        luas. Sekurang-kurangnya, mengingat tidak semua kasus ternyata<br />

                                                        berakhir secara sukses dipandang dari proses maupun putusan atau<br />

                                                        hasil akhirnya, maka studi kasus ini bisa dibaca sebagai sebuah<br />

                                                        penyadaran bagi adanya kekurangan atau kelemahan faktor-faktor<br />

                                                        tertentu dalam sebuah masyarakat yang seharusnya dapat<br />

                                                        dimaksimalisasi menjadi alat penggerak atau pengikat individu dan<br />

                                                        kelompok masyarakat untuk peduli dan mau ikut bersumbangsih dalam<br />

                                                        suatu proses pengelolaan kasus yang terjadi di hadapan atau bahkan<br />

                                                        berkenaan dengan dirinya.<br />

                                                        Terbitan kali ini memuat 6 judul studi yang sebenarnya membicarakan<br />

                                                        9 kasus. Tiga kasus di antaranya adalah mengenai kasus tanah dan sisanya<br />

                                                        merupakan kasus korupsi berkenaan dengan pelaksanaan bantuan<br />

                                                        pemerintah kepada masyarakat, yakni 4 kasus di Program Pengembangan<br />

                                                        Kecamatan (PPK) dan 2 kasus di Proyek Pengentasan Kemiskinan<br />

                                                        Perkotaan (P2KP). Pilihan terhadap 6 judul ini didasarkan kepada aspek<br />

                                                        lebih jelasnya upaya-upaya masyarakat (yang bersangkutan) dalam<br />

                                                        mendorong penyelesaian kasus –sekali lagi terlepas dari berhasil tidaknya<br />

                                                        penyelesaian kasus tersebut, dibandingkan dengan sisa dari 18 studi<br />

                                                        kasus secara keseluruhan. Upaya-upaya masyarakat itu memang<br />

                                                        mendapatkan berbagai gairah dan tantangan yang bervariasi yang<br />

                                                        bergantung pada berbagai faktor lingkungan penyelesaian kasus<br />

                                                        dimaksud. Pendekatan yang dihasilkan pun jadinya beraneka bentuk<br />

                                                        dan level pelibatan stake-holdernya. Ada yang cukup dengan kesepakatan<br />

                                                        di tingkat masyarakat sendiri, yang membebankan kewajiban bagi pelaku<br />

                                                        mengembalikan dana yang disalahgunakan. Ada yang di bawa ke tingkat<br />

                                                        pemerintahan, mulai desa, kecamatan sampai kabupaten. Ada yang<br />

                                                        iv

                                                    

                                                    Kata Pengantar<br />

                                                        melibatkan pihak ketiga yang dianggap independen, seperti lembaga<br />

                                                        swadaya masyarakat atau pembentukan forum atau tim mediasi. Ada<br />

                                                        pelibatan pihak ketiga yang cenderung berpihak, antara lain pemakaian<br />

                                                        jasa pengacara maupun membentuk posko-posko bantuan hukum<br />

                                                        masyarakat. Di antaranya juga ada yang melibatkan sistem hukum formal,<br />

                                                        baik yang langsung maupun sekedar sebagai kekuatan penekan atas upaya<br />

                                                        lain yang bersifat informal.<br />

                                                        Bercermin dari sepilihan studi kasus ini, masyarakat memang sangat<br />

                                                        perlu secara terus menerus menyadari atau disadarkan akan pentingnya<br />

                                                        mencipta, mengembangkan atau memperkuat kunci-kunci keberhasilan<br />

                                                        bagi mereka untuk merawat proses hukum serta keadilan, sebagaimana<br />

                                                        diungkap sebagai salah satu kesimpulan dalam laporan analitis “<strong>Keadilan</strong><br />

                                                        di Desa-desa Indonesia: Studi Kasus tentang Akses terhadap <strong>Keadilan</strong>,<br />

                                                        Demokrasi dan Pemerintahan Desa”, yakni adanya: (i) pemimpin kasus,<br />

                                                        yang secara mudah dapat diterjemahkan adanya tokoh atau kelompok<br />

                                                        yang mempunyai komitmen serta mau mempraktikkan tuntutan<br />

                                                        terhadap ketidakadilan; (ii) mobilisasi di tingkat masyarakat, sehingga<br />

                                                        ada pembelajaran bersama mengenai pentingnya melawan ketidakadilan;<br />

                                                        (iii) kontak dengan berbagai kelompok kepentingan yang independen<br />

                                                        yang dapat bermain di struktur kekuasaan setempat, sehingga dorongan<br />

                                                        publik untuk menyelesaikan kasus tersebut menjadi bertambah kuat;<br />

                                                        (iv) keberhasilan membentuk koalisi sementara untuk mendorong<br />

                                                        penyelesain kasus, sehingga setiap bagian dari lingkungan baik<br />

                                                        masyarakat, gerakan atau lembaga swadaya masyarakat, bantuan hukum,<br />

                                                        media massa serta aparat dan lingkungan berwibawa lain bergerak<br />

                                                        memaksimalkan perannya sehingga keadilan menjadi lebih mungkin;<br />

                                                        dan terakhir (v) reformis di dalam sistem hukum, sehingga segala daya<br />

                                                        upaya yang hadir bagi kemungkinan keadilan menjadi tidak dimentahkan.<br />
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                                                        Sebagai pengharapan, berbagai kecerdasan, kearifan, bahkan mungkin<br />

                                                        kenaifan yang sengaja tidak sengaja muncul dari beberapa studi kasus<br />

                                                        ini sebagai hasil pola pikir dan tindakan masyarakat dalam berhadapan<br />

                                                        dengan problem hukum dan keadilan semoga dapat mengilhami dan<br />

                                                        membimbing penciptaan kreasi sosial yang semakin efektif melawan<br />

                                                        KETIDAKADILAN di banyak tempat dan kesempatan.<br />
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                                                        vii

                                                    

                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        Ketika Laba-Laba<br />

                                                        Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        Studi Kasus Korupsi PPK di Bukit Kemuning,<br />

                                                        Lampung Utara<br />

                                                        Ringkasan<br />

                                                        “ Hukum kita ini seperti jaring laba-laba; kalau nyamuk bisa dia<br />

                                                        tangkap, tapi kalau burung yang datang, malah dia bisa rusak<br />

                                                        sarang(laba-laba)nya…”<br />

                                                        -- Penduduk Desa Tanjung Baru Timur<br />

                                                        Pada tanggal 9 Januari 2001, Camat Bukit Kemuning<br />

                                                        melakukan pemotongan atas dana pencairan Program<br />

                                                        Pengembangan Kecamatan (PPK) dari 6 desa yang<br />

                                                        berpartisipasi: Kelurahan Bukit Kemuning, Tanjung Baru<br />

                                                        Timur, Sukamaju, Sukamarga, Kebon Dalem, dan Sidokayo.<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        Total dana yang diambil Camat sebesar Rp 125 juta. <strong>Tak</strong> lama<br />

                                                        kemudian aparat ke enam desa membuat laporan terbuka<br />

                                                        mengenai peristiwa itu yang ditujukan kepada Pemerintah<br />

                                                        Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, dan media massa setempat.<br />

                                                        Didorong adanya pemantauan oleh masyarakat yang didampingi<br />

                                                        oleh pengacara masyarakat serta tekanan dari Bank Dunia,<br />

                                                        Kejaksaan Negeri Kotabumi melakukan pemeriksaan atas<br />

                                                        kasus ini dengan memakan waktu selama 8,5 bulan. Barulah<br />

                                                        pada November 2001 kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan<br />

                                                        Negeri Kotabumi, Lampung Utara dan mulai disidangkan.<br />

                                                        Pemantauan oleh masyarakat terus berlanjut. Persidangan yang<br />

                                                        berlangsung selama 7 bulan tersebut sering tertunda karena<br />

                                                        ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan dengan alasan<br />

                                                        sakit. Meskipun ijin meninggalkan tahanan telah dicabut oleh<br />

                                                        Majelis Hakim, namun terdakwa lebih sering berada di luar<br />

                                                        tahanan selama persidangan berlangsung.<br />

                                                        Di jalur pemerintahan, Gubernur Lampung setidaknya 2 kali<br />

                                                        mengirim surat kepada Bupati Lampung Utara agar segera<br />

                                                        mengambil langkah tegas untuk memberi sanksi administratif<br />

                                                        kepada Camat. Namun, yang terjadi justru pihak Wakil Bupati<br />

                                                        serta salah seorang Ketua DPRD setempat malah mengirim<br />

                                                        surat resmi kepada Majelis Hakim meminta agar yang<br />

                                                        bersangkutan bisa mendapat tahanan luar saja.<br />

                                                        Pada tanggal 10 Juni 2002, Majelis hakim memutuskan bahwa<br />

                                                        mantan camat dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana<br />

                                                        2

                                                    

                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        penjara selama 1 tahun (dikurangi masa tahanan), membayar<br />

                                                        denda pada negara sebesar Rp 50 juta, dan mengembalikan<br />

                                                        dana masyarakat sebesar Rp 125 juta. Atas putusan tersebut<br />

                                                        mantan Camat tidak mengajukan banding. Sebelum keputusan<br />

                                                        dilaksanakan, Camat yang berada dibawah pengawasan<br />

                                                        Kejaksaan Negeri Kotabumi, dikabarkan melarikan diri.<br />

                                                        Dengan demikian, sampai September 2002 belum satu butirpun<br />

                                                        keputusan hakim yang dapat dilaksanakan. Melalui proses<br />

                                                        negosiasi antara Ketua Kejaksaan Negeri Kotabumi dan pihak<br />

                                                        keluarga camat, barulah pada Oktober 2002 camat<br />

                                                        menyerahkan diri kepada Ketua Kejaksaan Negeri dan langsung<br />

                                                        dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi.<br />

                                                        Kronologi<br />

                                                        Latar Belakang<br />

                                                        Dalam sebuah pertemuan di kantor Kecamatan, Kepala Desa<br />

                                                        Sidokayo, diberitahu bahwa Camat memintanya datang ke kantor<br />

                                                        Kecamatan esok tanggal 9 Januari 2001. Staf kecamatan yang<br />

                                                        menyampaikan berita itu tidak menjelaskan tujuan dari pertemuan<br />

                                                        tersebut. Bersama keenam aparat desa peserta Program<br />

                                                        Pengembangan Kecamatan (PPK), kemudian mendatangi kantor<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        kecamatan pada hari yang ditentukan dan satu persatu diminta masuk<br />

                                                        ke ruang kerja Camat. Sesampainya di dalam, Camat mengeluarkan<br />

                                                        tumpukan uang kertas dan langsung mengambil beberapa ikat uang,<br />

                                                        “Nah ini untuk desa kamu. Tapi ini saya ambil sebagian”, ujar Camat<br />

                                                        tanpa menjelaskan lebih lanjut dasar pengambilan dana tersebut.<br />

                                                        Dalam keadaan bingung, Pak Maswi segera diperintahkan untuk<br />

                                                        meninggalkan ruangan. Kejadian yang sama juga menimpa empat<br />

                                                        kepala desa lainnya. Beberapa saat mereka sempat mengeluhkan<br />

                                                        pemotongan dana tersebut di luar ruang kerja Camat. Karena tidak<br />

                                                        tahu apa yang harus dilakukan, aparat desa terpaksa pulang ke desa<br />

                                                        dengan membawa sebagian dana PPK tersebut.<br />

                                                        Untung bagi Kepala Desa Sekipi. Ia, yang dipanggil masuk ruang<br />

                                                        Camat belakangan, sempat mendengar keluhan aparat desa yang<br />

                                                        lain. Begitu masuk dan Camat mengambil uang PPK untuk kegiatan<br />

                                                        di desanya, ia dengan tegas menolak, “Saya ini orang miskin, Pak.<br />

                                                        Dengan apa saya bisa mengganti uang yang Bapak ambil ini. Kalau Bapak<br />

                                                        memaksa, ya sudah, saya nggak mau terima uang ini sama sekali,” katanya<br />

                                                        sambil meninggalkan ruang kerja Camat. Akhirnya, pada sore hari<br />

                                                        itu juga Camat mengutus seseorang untuk mengantarkan uang PPK<br />

                                                        tersebut dalam jumlah yang utuh ke rumah Kepala Desa Sekipi.<br />

                                                        Pelaporan dan Tanggapan<br />

                                                        “Saya kirim laporan itu ke seluruh kantor pemerintah justru karena saya<br />

                                                        tidak tahu harus melapor kemana....”<br />

                                                        -- Kepala Desa Sidokayo<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        Dalam perjalanan kembali ke desa, Kepala Desa Sidokayo dan aparat<br />

                                                        desa yang lain mulai menyadari masalah yang mereka hadapi. Apalagi,<br />

                                                        jumlah dana yang dipotong oleh Camat cukup besar, berkisar Rp<br />

                                                        20 juta tiap desa. Karena itulah, secara bersama-sama aparat desa<br />

                                                        Sidokayo berusaha menemui Camat hari-hari berikutnya. Tapi<br />

                                                        mereka mendapat informasi bahwa Camat sudah dipindahtugaskan<br />

                                                        menjadi Camat di Kotabumi dan saat ini Camat telah menetap di<br />

                                                        Ibu kota Kabupaten tersebut.<br />

                                                        Merasa menemui jalan buntu, aparat desa Sidokayo bersekpakat<br />

                                                        untuk membuat surat pernyataan mengenai peristiwa pemotongan<br />

                                                        dana tersebut. Surat yang diberi tanggal seperti hari kejadian itu<br />

                                                        kemudian diedarkan ke berbagai instansi pemerintah (kantor Bupati,<br />

                                                        Bappeda, DPRD) dan instansi hukum (Kejaksaan dan Kepolisian).<br />

                                                        Surat pernyataan itu akhirnya diketahui pula oleh wartawan yang<br />

                                                        sehari-hari bertugas di kantor Bupati Lampung Utara. Beberapa hari<br />

                                                        kemudian, ke empat aparat desa korban lain juga membuat Surat<br />

                                                        Pernyataan serupa.<br />

                                                        Tanggapan paling awal datang dari kantor Badan Pengawas Daerah<br />

                                                        (Bawasda) yang langsung melakukan pemeriksaan ke desa-desa 5<br />

                                                        hari kemudian. Disusul dengan petugas Kepolisian Resort Lampung<br />

                                                        Utara yang melakukan pemeriksaan atas aparat desa 5 minggu<br />

                                                        setelah keluarnya Surat pernyataan tersebut.<br />

                                                        Konsultan PPK di tingkat propinsi (KM Prop) melaporkan kejadian<br />

                                                        tersebut kepada Tim Koordinasi PPK tingkat propinsi serta<br />

                                                        Konsultan PPK tingkat Nasional (NMC) pada tanggal 1 Februari<br />

                                                        2001. NMC menindaklanjuti laporan KM Prop tersebut dengan<br />

                                                        melakukan kunjungan lapangan 6 minggu berikutnya. Dalam<br />
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                                                        kunjungan lapangan tersebut, atas inisiatif seorang staf Bappeda<br />

                                                        Lampung, NMC mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum<br />

                                                        Bandar Lampung (LBH) untuk meminta mereka ikut membantu<br />

                                                        masyarakat menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum yang<br />

                                                        direspon LBH dengan menunjuk 2 orang pengacara masyarakat<br />

                                                        untuk menangani kasus ini.<br />

                                                        Masih pada awal Februari itu pula pihak Dinas Pemberdayaan<br />

                                                        Masyarakat (PMD) Kabupaten mengeluarkan pernyataan mengenai<br />

                                                        terjadinya pemotongan dana PPK oleh Camat Bukit Kemuning.<br />

                                                        Disusul oleh keluarnya Surat Perintah dari Gubernur Lampung<br />

                                                        kepada Bupati agar menyelesaikan masalah tersebut 2 minggu<br />

                                                        kemudian. Dalam Surat itu Gubernur meminta Bupati agar<br />

                                                        memerintahkan Camat mengembalikan dana PPK kepada<br />

                                                        masyarakat dan Bupati diminta menjatuhkan sanksi administratif<br />

                                                        kepada Camat. Dari Pemda propinsi, respon juga datang dari<br />

                                                        Bawasda Lampung yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 24<br />

                                                        April 2001. Tanggal 11 Mei 2001 kembali Gubernur mengirim Surat<br />

                                                        Perintah yang senada kepada Bupati.<br />

                                                        Proses Hukum Sebelum Pengadilan<br />

                                                        Seiring dengan upaya penyelesaian dari pihak Pemda propinsi dan<br />

                                                        jalur konsultan PPK, penanganan aparat hukum telah dimulai sejak<br />

                                                        pertengahan Februari 2001. Tanggal 12 Februari pihak Polres<br />

                                                        Lampung Utara melakukan pemanggilan kepada aparat desa korban<br />

                                                        untuk dimintai keterangan. Namun, karena dianggap sebagai kasus<br />

                                                        pidana khusus korupsi, proses hukum atas kasus ini beralih dari<br />

                                                        Polres kepada Kejaksaan Negeri Kotabumi.<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        Lama tak terdengar kabarnya, pengacara masyarakat mengajak aparat<br />

                                                        desa korban untuk bersama-sama menanyakan hasil pemeriksaan<br />

                                                        Kejaksaan Negeri. Kedatangan warga tanggal 16 Juli 2001 ke kantor<br />

                                                        Kejaksaan itu ternyata mendapat respon yang kurang simpatik dari<br />

                                                        Ketua Kejaksaan Negeri. Ia menolak kehadiran warga masyarakat<br />

                                                        dan pengacara masyarakat dengan alasan aparat desa yang datang<br />

                                                        adalah “warga liar” karena tidak dapat menunjukkan kartu tanda<br />

                                                        penduduk (KTP). Penolakan tersebut nyaris berbuntut keributan<br />

                                                        karena Ketua Kejaksaan memanggil pihak Kepolisian untuk<br />

                                                        membubarkan warga. Peristiwa tersebut mendapat perhatian cukup<br />

                                                        besar dari media massa setempat.<br />

                                                        Lambannya penanganan Kejaksaan juga dirasakan oleh NMC yang<br />

                                                        melakukan kunjungan lapangan kembali pada awal Oktober 2001.<br />

                                                        Pada kesempatan tersebut, konsultan NMC melotarkan ancaman<br />

                                                        kepada pihak Pemda dan Kejaksaan bahwa jika kasus ini belum<br />

                                                        juga dilimpahkan ke Pengadilan pada akhir Oktober 2001, maka<br />

                                                        NMC akan merekomendasikan pada pihak Bank Dunia agar tidak<br />

                                                        mengikutsertakan kabupaten Lampung Utara pada pelaksanaan<br />

                                                        PPK tahun berikutnya. Ancaman ini kembali diberitakan secara luas<br />

                                                        oleh media massa.<br />

                                                        Ancaman tersebut nampaknya cukup berhasil. Awal Oktober 2001<br />

                                                        Kejaksaan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Kotabumi.<br />

                                                        Meskipun demikian, selama rentang waktu pemeriksaan di Kejaksaan<br />

                                                        selama 8,5 bulan tersebut, sedikitnya 3 kali staf Kejaksaan<br />

                                                        menyampaikan agar NMC memberi ‘uang operasional’ jika ingin<br />

                                                        kasus ini ditangani dengan cepat.<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        Proses Hukum di Pengadilan<br />

                                                        « Tidak ada pihak yang menekan Majelis Hakim selama menyidangkan<br />

                                                        kasus ini. Saya sendiri termotivasi karena sejak awal tersangka menunjukkan<br />

                                                        sikap seolah-olah dia bisa beli ini Pengadilan… »<br />

                                                        -- Salah seorang anggota Majelis Hakim<br />

                                                        Sejak 17 November 2001 kasus dugaan korupsi (mantan) Camat<br />

                                                        Bukit Kemuning mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Kotabumi.<br />

                                                        Sejak awal persidangan telah muncul masalah karena dakwaan Jaksa<br />

                                                        Penuntut Umum yang dinilai “sungsang” 1 . Majelis Hakim yang diketuai<br />

                                                        Irfanudin SH sempat merasa dilema dengan dakwaan tersebut.<br />

                                                        Kembali masalah ini mendapat liputan baik oleh media massa<br />

                                                        maupun investigasi oleh Komite Anti Korupsi (KoAK, LSM anti<br />

                                                        korupsi yang berbasis di Bandar Lampung) yang dimuat dalam<br />

                                                        buletin mereka yang prestisius, “Sapu Lidi”.<br />

                                                        Selain mengenai dakwaan, anggota majelis hakim merasa perlu<br />

                                                        untuk mendapat informasi tentang PPK lebih banyak. Pengertian<br />

                                                        akan mekanisme program itu akan sangat membantu majelis<br />

                                                        hakim dalam menyidangkan kasus ini. Salah seorang calon Hakim<br />

                                                        yang bertugas di Pengadilan Negeri Kotabumi mengetahui hal<br />

                                                        itu dalam kesempatan diskusi informal dengan anggota majelis<br />

                                                        hakim. Ia, yang juga mantan relawan LBH, kemudian<br />

                                                        1<br />

                                                        Istilah “Dakwaan Sungsang” dimaksudkan sebagai dakwaan dimana tuntutan sekunder<br />

                                                        lebih berat dibanding tuntutan utama/primer. Dakwaan serupa ini dipermasalahkan<br />

                                                        karena kemungkinan besar akan menguntungkan terdakwa karena bila tuntutan pokok<br />

                                                        dikabulkan oleh Hakim maka biasanya tuntutan sekunder dihapuskan.<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        menghubungi pengacara masyarakat untuk mengirimkan bukubuku<br />

                                                        petunjuk PPK untuk kemudian disampaikan kepada majelis<br />

                                                        hakim.<br />

                                                        Kendati Hakim memiliki pemahaman yang baik tentang PPK,<br />

                                                        namun tidak berarti dengan sendirinya persidangan bisa berjalan<br />

                                                        lancar. Masalah muncul menyangkut keberadaan Camat yang,<br />

                                                        berdasarkan ketetapan Majelis Hakim, harus berada di dalam<br />

                                                        tahanan selama masa persidangan. Pada tanggal 6 Februari 2002,<br />

                                                        Mejelis Hakim menerima surat resmi dengan memakai ‘letter head’<br />

                                                        kelembagaan dari Wakil Bupati dan Ketua Bappeda Lampung Utara<br />

                                                        yang meminta Hakim agar memberi tahanan luar kepada Camat<br />

                                                        selama masa persidangan.<br />

                                                        Mulai persidangan ke-11, terpaksa terjadi penundaan sidang<br />

                                                        karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mendatangkan Camat<br />

                                                        ke ruang sidang dengan alasan yang bersangkutan sedang sakit.<br />

                                                        Tapi karena Jaksa tidak juga dapat menunjukkan bukti catatan<br />

                                                        medis tentang penyakit Camat, maka pada sidang tanggal 25<br />

                                                        Februari 2002, Majelis Hakim mengeluarkan surat penetapan<br />

                                                        agar Camat kembali dimasukkan dalam tahanan. Tapi sampai<br />

                                                        masa persidangan berakhir, dikabarkan bahwa Camat tidak<br />

                                                        pernah lagi kembali ke tahanan. Bahkan ia acap datang ke ruang<br />

                                                        sidang dengan diantar oleh mobil dinas resmi dan beberapa orang<br />

                                                        pengawal pribadi.<br />

                                                        Penundaan sidang lagi-lagi terjadi pada April 2002. Kali ini masalah<br />

                                                        muncul dari pihak Jaksa Penuntut Umum yang meminta<br />

                                                        penundaan sidang dengan berbagai alasan: belum siap dengan<br />

                                                        berkas tuntutan, pergantian personil, dan terakhir, karena draft<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        Rencana Tuntutan 2 masih ‘tersangkut’ di Kejaksaan Tinggi di<br />

                                                        Bandar Lampung. Segera saja pengacara masyarakat dan wartawan<br />

                                                        mendatangi Kejaksaan Tinggi, tanggal 9 Mei 2002, untuk<br />

                                                        menanyakan lamanya waktu pemeriksaan rencana tuntutan.<br />

                                                        Jawaban yang diperoleh sangat mengejutkan karena ternyata<br />

                                                        berkas rencana tuntutan yang disebut Jaksa telah ‘tersangkut’<br />

                                                        selama 2 minggu itu baru dikirimkan oleh Kejaksaan Negeri 2<br />

                                                        hari sebelumnya.<br />

                                                        Masalah tersebut dimuat di media massa keesokan harinya.<br />

                                                        Dampaknya, pada sidang berikutnya, 13 Mei 2002, Rencana<br />

                                                        Tuntutan itu sudah ada di tangan Jaksa dan dibacakan di muka<br />

                                                        sidang. Pada tanggal 10 Juni, di muka sidang yang dihadiri oleh<br />

                                                        perwakilan warga masyarakat Bukit Kemuning, Majelis Hakim<br />

                                                        menjatuhkan putusan sebagai berikut: a) Mantan Camat Bukit<br />

                                                        Kemuning dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi,<br />

                                                        b) Mantan camat dikenai sanksi pidana penjara selama 1 tahun,<br />

                                                        c)Diwajibkan membayar denda pada negara sebesar Rp 50 juta, d)<br />

                                                        Diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat desa PPK sebesar<br />

                                                        Rp 125 juta. Pada tanggal 17 Juni 2002, Camat menyatakan tidak<br />

                                                        naik banding.<br />

                                                        2<br />

                                                        Rencana Tuntutan adalah draft tuntutan yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut<br />

                                                        Umum. Pada beberapa kasus, terutama korupsi, Rencana Tuntutan biasanya harus<br />

                                                        mendapat revisi dari Kejaksaan Tinggi di tingkat Propinsi.<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        Pelaksanaan Keputusan/Eksekusi<br />

                                                        Hampir 2 bulan sejak Hakim menjatuhkan putusannya tidak<br />

                                                        terdengar berita eksekusi. Karena itu pada tanggal 27 Juli 2002,<br />

                                                        misi Bank Dunia bertemu muka dengan Gubernur Lampung dan<br />

                                                        Ketua Kejaksaan Tinggi Lampung untuk mendiskusikan masalah<br />

                                                        eksekusi ini. Gubernur menyesalkan karena eksekusi belum dapat<br />

                                                        dilaksanakan. Berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi tertanggal 25<br />

                                                        Juli (2 hari sebelum kedatangan misi Bank Dunia), tertundanya<br />

                                                        eksekusi karena Camat melarikan diri.<br />

                                                        Ketua Kejaksaan Tinggi menjelaskan bahwa kaburnya Camat akibat<br />

                                                        pembantaran 3 Hakim sejak masa persidangan yang tidak kunjung<br />

                                                        dicabut. Menurutnya, berdasarkan laporan Kejaksaan Negeri, itulah<br />

                                                        mengapa pihak Kejaksaan kesulitan untuk melaksanakan eksekusi.<br />

                                                        Ketika diinformasikan fakta bahwa pembantaran Hakim tersebut<br />

                                                        telah dicabut, bahkan sejak masa-masa awal persidangan, Ketua<br />

                                                        Kejaksaan Tinggi menjadi berang dan merasa telah dibohongi oleh<br />

                                                        Kejaksaan Negeri. Ia berjanji akan melakukan pemeriksaan atas<br />

                                                        Jaksa Penuntut Umum dan Ketua Kejaksaan Negeri secepatnya.<br />

                                                        Bila terbukti bersalah, ia akan menjatuhkan sanksi pada kedua orang<br />

                                                        tersebut.<br />

                                                        Sebagaimana diberitakan di media massa beberapa hari berikutnya,<br />

                                                        Ketua Kejaksaan Tinggi memang memanggil pihak Kejaksaan<br />

                                                        3<br />

                                                        Pembantaran adalah ijin dari Majelis Hakim bagi terdakwa untuk meninggalkan tahanan<br />

                                                        (atau menjadi tahanan luar) untuk beberapa alasan seperti sakit atau bila dasar<br />

                                                        penahanan sudah tidak relevan (kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan barang<br />

                                                        bukti)<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        Negeri dan mengancam akan memberikan sanksi administratif bila<br />

                                                        mereka tidak berhasil menangkap Camat. <strong>Tak</strong> berapa lama<br />

                                                        kemudian, muncul pengumuman “Pencarian Buronan” di beberapa<br />

                                                        media lokal. KoAK ikut memuat iklan tersebut di “Sapu Lidi” pada<br />

                                                        terbitan bulan berikutnya.<br />

                                                        Tertundanya pelaksanaan eksekusi tersebut tentu saja<br />

                                                        mengecewakan Irfanudin, Ketua Majelis Hakim kasus ini. Dalam<br />

                                                        sebuah seminar refleksi kasus korupsi Camat Bukit Kemuning di<br />

                                                        Universitas Lampung, 17 Oktober, ia merasa bahwa wibawa<br />

                                                        keputusan Majelis Hakim telah jatuh. Meskipun Irfanudin melihat<br />

                                                        kemungkinan bahwa telah terjadi “contempt of court” karena Jaksa<br />

                                                        mengabaikan keputusan pengadilan, namun ia mengaku tidak ada<br />

                                                        satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan yang dapat<br />

                                                        menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyelesaikan persoalan<br />

                                                        macetnya pelaksanaan eksekusi.<br />

                                                        Ternyata tidak hanya Irfanudin yang merasa kecewa. Ketua<br />

                                                        Kejaksaan Negeri Kotabumi yang juga menjadi salah seorang<br />

                                                        pembicara dalam seminar tersebut bahkan meminta maaf kepada<br />

                                                        publik karena kaburnya Camat adalah kekhilafan instansinya. Ia<br />

                                                        juga berjanji akan mengupayakan penangkapan Camat secepatcepatnya.<br />

                                                        Benarkah? Ternyata, sebagaimana diakui sendiri oleh Ketua<br />

                                                        Kejaksaan Negeri dalam obrolan informal dengan pengacara<br />

                                                        masyarakat, yang terjadi bukanlah proses penangkapan yang<br />

                                                        melibatkan aparat kepolisian melainkan proses negosiasi. Ia<br />

                                                        menjamin bahwa Camat akan menyerahkan diri paling lama 2<br />

                                                        minggu setelah seminar tersebut karena, “Saat ini saya sedang dalam<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        proses negosiasi dengan pihak keluarga Camat. Saya sudah minta agar pihak<br />

                                                        keluarganya menyerahkan Camat itu pada saya.”<br />

                                                        Negosiasi itu ternyata cukup ampuh. Hanya 10 hari setelah seminar<br />

                                                        tersebut, tanggal 27 Oktober, Camat ‘menyerahkan diri’ dengan<br />

                                                        mendatangi rumah Ketua Kejaksaan Negeri Kotabumi. Tanpa<br />

                                                        pengawalan, tanpa proses penangkapan. Saat itu ia langsung dibawa<br />

                                                        ke Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi. Sudah dapat diduga,<br />

                                                        setelah penyerahan diri tersebut, tiba-tiba Camat yang sebelumnya<br />

                                                        dikenal cukup berada, tidak lagi memiliki aset yang dapat dipakai<br />

                                                        untuk mengganti dana PPK.<br />

                                                        Dinamika Masyarakat<br />

                                                        Kecamatan Bukit Kemuning berada di sepanjang jalur Lintas<br />

                                                        Sumatera yang relatif ramai dan mudah diakses lewat jalan darat.<br />

                                                        Ibu kota kecamatan berjarak sekitar 50 km dari Ibukota Kabupaten<br />

                                                        Lampung Utara, Kotabumi. Pasar Bukit Kemuning sejak lama telah<br />

                                                        menjadi titik penting jalur lintas utama di Pulau Sumatera.<br />

                                                        Selain kelurahan Bukit Kemuning, penduduk desa lain di kecamatan<br />

                                                        Bukit Kemuning pada umumnya adalah pendatang. Desa Sidokayo,<br />

                                                        misalnya, didominasi oleh pendatang dari daerah Banten, Jawa Barat.<br />

                                                        Kebanyakan penduduk desa ini memiliki mata pencarian bertani.<br />

                                                        Sementara itu, desa Kebon Dalem, Sekipi dan Tanjung Baru Timur<br />

                                                        mayoritas berasal dari suku Semende. Suku yang berasal dari daerah<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        Sumatera Selatan ini terkenal bertemperamen keras dan bersikap<br />

                                                        terbuka. Selain itu, ikatan kelompok antara warga suku masih cukup<br />

                                                        kuat.<br />

                                                        Benarkah Posisi Adat Camat Sangat Kuat?<br />

                                                        “Dalam adat kami orang Lampung, yang namanya maling ya maling.<br />

                                                        Tidak perduli dia punya kedudukan adat yang kuat…”<br />

                                                        -- Warga asli Lampung Kotabumi<br />

                                                        Sejak tahap awal banyak pihak merasa pesimis kasus ini akan<br />

                                                        diproses dengan cepat dan adil. Desas-desus yang kerap<br />

                                                        terdengar adalah kuatnya pengaruh Camat disebabkan<br />

                                                        kedudukan adatnya dalam strata komunitas Lampung<br />

                                                        Kotabumi yang cukup tinggi. Beberapa pejabat tingkat<br />

                                                        Kabupaten juga terkesan enggan untuk membicarakan kasus<br />

                                                        ini. Mereka berulang kali menyampaikan pada konsultan PPK<br />

                                                        Kabupaten (KM Kab) betapa berbahayanya berurusan dengan<br />

                                                        pelaku, lagi-lagi, karena kedudukan adat yang kuat. Bahkan<br />

                                                        ketika KM Kab mendapat serangan kekerasan (pembacokan)<br />

                                                        oleh seorang penduduk lokal, para pejabat langsung mengaitkan<br />

                                                        peristiwa itu sebagai ‘protes’ dari keluarga Camat yang kesal<br />

                                                        karena PPK terus menekan penyelesaian kasus ini.<br />

                                                        Meskipun tidak terdapat penjelasan yang memadai tentang<br />

                                                        kedudukan adat Camat dalam strata masyarakat lampung<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        Kotabumi, namun hubungan kekerabatannya dengan beberapa<br />

                                                        petinggi setempat sempat terkuak. Selain berasal dari keluarga<br />

                                                        yang sangat terpandang secara ekonomi di kalangan penduduk<br />

                                                        asli, Camat memiliki hubungan kekerabatan (keponakan) dari<br />

                                                        Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Bappeda dan Ketua<br />

                                                        Kejaksaan Negeri Kotabumi. Hubungan kekerabatan ini yang<br />

                                                        nampaknya sangat mempengaruhi proses hukum atas diri<br />

                                                        Camat. Bahkan, kekerabatan ini pula yang berhasil membuat<br />

                                                        proses eksekusi sekedar menjadi proses negosiasi antara anggota<br />

                                                        kekerabatan.<br />

                                                        Yang menarik, isu tentang posisi adat maupun kekerabatan<br />

                                                        dalam kasus ini hanya berpengaruh di tingkat Kabupaten saja.<br />

                                                        Di desa-desa, tokoh masyarakat yang ditanyai mengaku tidak<br />

                                                        takut dengan Camat. “Kalau dia bawa orangnya..., saya juga<br />

                                                        bisa bawa orang saya. Saya nggak takut sama dia,” ujar salah<br />

                                                        seorang tokoh desa. Komentar mengenai posisi adat Camat<br />

                                                        juga unik. Salah seorang warga masyarakat asli Lampung<br />

                                                        bahkan mengatakan bahwa “Nggak ada urusan adat-adatan di<br />

                                                        sini. Kalau dia maling, ya maling. Kalau dia memang orang<br />

                                                        beradat, harusnya malah dia kasih contoh yang bener buat kita<br />

                                                        yang rakyat biasa ini...”<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        Masyarakat Bukit Kemuning dan Arus Reformasi<br />

                                                        Sebagaimana yang terjadi pada berbagai daerah di Indonesia,<br />

                                                        gelombang reformasi yang ditandai dengan semakin terbukanya<br />

                                                        dinamika politik lokal terlihat pula di Kecamatan Bukit Kemuning.<br />

                                                        Setidaknya beberapa desa di Kecamatan ini memiliki Posko 4 KoAK.<br />

                                                        Namun gejolak reformasi memang lahir lebih cepat di Bukit<br />

                                                        Kemuning. Salah satu desa, Dwikora, sempat mendapat perhatian<br />

                                                        luas saat terjadi sengketa tanah pada pertengahan tahun 90-an.<br />

                                                        Dalam konflik antara warga desa dan pihak Departemen Kehutanan<br />

                                                        itu, pihak warga mendapat banyak dukungan dan simpati dari<br />

                                                        berbagai LSM. Peristiwa inilah yang kiranya telah menjadi embrio<br />

                                                        munculnya penguatan masyarakat sipil di lokasi setempat.<br />

                                                        Analisa<br />

                                                        Apa yang membuat insiden ini bisa menjadi “kasus”...?<br />

                                                        “Kalau saja saat itu Camat sedikit berbasa-basi sebelum mengambil uang<br />

                                                        tersebut, mungkin agak lain ceritanya. Ini nggak, dia langsung ambil saja<br />

                                                        tidak memberi keterangan apa-apa....”<br />

                                                        -- Kepala Desa Sidokayo<br />

                                                        4<br />

                                                        Posko merupakan tempat berkumpul, semacam kantor sederhana, dimana para<br />

                                                        relawan KoAK bisa berkumpul dan menyelenggarakan kegiatan baik yang bersifat<br />

                                                        formal (pelatihan kader, rapat, penyusunan aksi) maupun informal seperti membicarakan<br />

                                                        kegiatan dan persoalan kehidupan mereka sehari-hari.<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        Proses pemotongan dana program bantuan pemerintah oleh pejabat<br />

                                                        bukanlah cerita baru. Tindakan korupsi Camat Bukit Kemuning<br />

                                                        rasanya juga bukan yang pertama kali terjadi. Seperti diceritakan<br />

                                                        oleh Kepala Desa Kebon Dalem, suatu saat ia pernah diminta Camat<br />

                                                        untuk mendandatangani surat bukti tanda terima untuk 400kg<br />

                                                        bantuan beras buat rakyat miskin meskipun “nggak ada sebutir juga<br />

                                                        beras itu sampai di desa kami”. Namun tidak ada upaya penyelesaian<br />

                                                        terhadap kasus-kasus sebelumnya.<br />

                                                        Jadi, mengapa tindakan pemotongan dana PPK ini akhirnya bisa<br />

                                                        menjadi kasus hukum?<br />

                                                        Faktor yang paling penting dalam kasus ini adalah surat pernyataan<br />

                                                        yang dibuat oleh aparat desa Sidokayo –yang lalu disusul dengan<br />

                                                        surat yang sama oleh aparat desa korban yang lain. Surat pernyataan<br />

                                                        tersebut kemudian diedarkan ke berbagai instansi pemerintah daerah<br />

                                                        termasuk instansi hukum. Seperti diakui sendiri oleh Kepala Desa<br />

                                                        Sidokayo, surat pernyataan itu terpaksa ia buat karena gagal<br />

                                                        menemui camat untuk meminta penjelasan meskipun aparat desanya<br />

                                                        telah beberapa kali mencoba mencari Camat di Bukit Kemuning.<br />

                                                        Penyebarluasan surat pernyataan itu juga merupakan ‘blessing in<br />

                                                        disguise’—hal itu terjadi justru karena mereka tidak tahu kepada<br />

                                                        siapa seharusnya dapat melaporkan kasus pemotongan tersebut.<br />

                                                        Dampak yang tidak disadari oleh aparat desa adalah, bahwa begitu<br />

                                                        surat ini beredar, kasus itu telah memasuki wilayah publik.<br />

                                                        Setidaknya ada 3 konsekuensi ketika informasi ini menjadi milik<br />

                                                        publik: Pertama, pelaku tidak dapat lagi melakukan upaya<br />

                                                        membungkam kasus ini –misalnya dengan cara ‘damai’ atau ‘bagi<br />

                                                        hasil’. Kedua, akan terjadi proses penyelesaian formal. Ketiga,<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        berbeda bila laporan hanya diterima oleh satu instansi saja, dengan<br />

                                                        beredarnya surat pernyataan itu mau tidak mau akan terjadi proses<br />

                                                        saling kontrol antara lembaga mengenai upaya penyelesaian kasus<br />

                                                        tersebut.<br />

                                                        Penyelesaian kasus ini mungkin akan jadi sangat lain bila saja<br />

                                                        Kepala Desa Sidokayo dan aparat desa korban lainnya berhasil<br />

                                                        menemui Camat sebelum mereka membuat surat pernyataan. Dalam<br />

                                                        diskusi dengan tim Justice, Kepala Desa Sidokayo secara terbuka<br />

                                                        menunjukkan kemungkinan untuk ‘berdamai’ jika saja Camat sedikit<br />

                                                        menunjukkan penghargaan kepada Kepala Desa. Ketika ditanya<br />

                                                        mengapa baru membuat surat pernyataan pemotongan setelah<br />

                                                        adanya surat pernyataan desa Sidokayo, Kepala Desa Kebon Dalem<br />

                                                        mengatakan bahwa semula ia merasa sangat sungkan untuk<br />

                                                        mempersolkan hal ini, “Gimana nggak, Pak, dia kan atasan saya yang<br />

                                                        sangat dihormati. Dia juga sering mengajak saya jalan-jalan dengan mobilnya.<br />

                                                        Jadi hubungan kami sudah sangat dekatlah....”<br />

                                                        Pelaporan & Respon<br />

                                                        Pelaporan masalah dalam kasus ini terbilang intens dan cepat.<br />

                                                        Laporan resmi paling awal datang dari aparat desa Sidokayo<br />

                                                        (pelaporan ke-1) yang langsung disebarkan pada hari yang sama<br />

                                                        dengan hari terjadinya peristiwa pemotongan dana oleh camat.<br />

                                                        Pelaporan ini kemudian diikuti oleh ke-4 desa korban lainnya<br />

                                                        dua minggu kemudian. 1 bulan kemudian keseluruh desa korban<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        kembali membuat laporan yang juga ditujukan kepada Pemerintah<br />

                                                        Daerah Kabupaten, Kepolisian dan Kejaksaan.<br />

                                                        Pelaporan pada jalur konsultan program dilakukan oleh Konsultan<br />

                                                        Manajemen Propinsi sekitar 3 minggu setelah pelaporan ke-1<br />

                                                        yang pada waktu hampir bersamaan diikuti pula oleh<br />

                                                        pemberitahuan resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa<br />

                                                        tingkat Kabupaten untuk jalur pemerintahan. Namun pelaporan<br />

                                                        juga terjadi dengan pemberitaan media massa setempat yang<br />

                                                        memuat berita pemotongan dana ini 2 minggu kemudian.<br />

                                                        Tanggapan paling awal datang dari pihak pemerintah daerah<br />

                                                        dimana Badan Pengawas Daerah (Bawasda) melakukan<br />

                                                        pemeriksaan awal di desa 5 hari setelah adanya laporan ke-1.<br />

                                                        Tanggapan dari aparat hukum (kepolisian) datang 5 minggu<br />

                                                        setelah pelaporan ke-1. Surat perintah Gubernur yang ditujukan<br />

                                                        kepada Bupati Lampung Utara untuk menyelesaikan masalah<br />

                                                        secepatnya dikeluarkan 2 minggu setelah adanya pelaporan<br />

                                                        resmi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten atau<br />

                                                        3,5 minggu sejak kasus ini diberitakan di surat kabar lokal.<br />

                                                        Pada proses berikutnya, secara umum fungsi pelaporan<br />

                                                        dilakukan oleh media massa lokal yang secara aktif<br />

                                                        memberitakan proses penyelesaian di tingkat Kejaksaan sampai<br />

                                                        proses persidangan. Di jalur konsultan program juga berlangsung<br />

                                                        pelaporan rutin mengenai perkembangan kasus secara bulanan<br />

                                                        oleh Konsultan Manajemen Propinsi kepada Konsultan<br />

                                                        Manajemen Nasional/NMC<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        Dimana titik lemah dalam proses penyelesaian hukum atas<br />

                                                        kasus ini?<br />

                                                        “Yang paling sulit dari upaya penyelesaian kasus ini adalah waktu membawa<br />

                                                        kasus ini dari Kejaksaan ke Pengadilan. Setelah pengadilan, semua relatif<br />

                                                        lancar dan yang penting, prosesnya cukup transparan”<br />

                                                        -- Pengacara Masyarakat kasus Bukit Kemuning<br />

                                                        Dalam studi kasus ini, kelemahan paling menonjol dalam rangkaian<br />

                                                        proses hukum terletak di pihak Kejaksaan Negeri Kotabumi.<br />

                                                         Proses hukum dibawah kontrol Kejaksaan tidak transparan.<br />

                                                        Kejaksaan Negeri Kotabumi merupakan lembaga hukum yang<br />

                                                        paling tertutup selama proses penyelesaian kasus ini. Tidak ada<br />

                                                        satu pihakpun, baik masyarakat, pengacara masyarakat, konsultan<br />

                                                        PPK, yang dapat memperoleh informasi perkembangan<br />

                                                        pemeriksaan Kejaksaan atas kasus ini. Bahkan, perwakilan warga<br />

                                                        masyarakat yang didampingi oleh pengacara masyarakat yang<br />

                                                        mendatangi kantor Kejaksaan justru dituduh oleh Ketua<br />

                                                        Kejaksaan Negeri sebagai “warga liar” sehingga yang bersangkutan<br />

                                                        merasa perlu untuk mendatangkan aparat kepolisian.<br />

                                                         Tidak hanya tertutup, proses pemeriksaan oleh Kejaksaan<br />

                                                        memakan waktu paling lama, yaitu 8,5 bulan. Meskipun<br />

                                                        spekulatif, namun besar kemungkinan proses pemeriksaan akan<br />

                                                        memakan waktu lebih lama lagi bila saja tidak ada ancaman dari<br />

                                                        NMC mengenai pemberhentian dana PPK untuk Kabupaten<br />

                                                        Lampung Utara. Ditambah lagi dengan ‘sumbangan’ pihak<br />

                                                        Kejaksaan dalam memperpanjang masa persidangan. Bila<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        penundaan sidang 5 —yang seluruhnya karena faktor Jaksa atau<br />

                                                        Camat, ditiadakan, maka proses persidangan hanya akan<br />

                                                        memakan waktu 3,5 bulan saja.<br />

                                                         Dakwaan sungsang. Strategi menyusun dakwaan terbalik<br />

                                                        merupakan strategi jitu untuk meringankan sanksi terhadap<br />

                                                        terdakwa. Dengan dakwaan terbalik, Majelis Hakim akan<br />

                                                        dihadapkan pada dilema; mempermasalahkan dakwaan bisa<br />

                                                        berakibat batalnya tuntutan atau setidaknya bertambahnya waktu<br />

                                                        persidangan. Menerima dakwaan sama saja menggiring Majelis<br />

                                                        untuk meringankan sanksi terhadap terdakwa.<br />

                                                         Memberi informasi yang salah. Setidaknya 2 kali pihak<br />

                                                        Kejaksaan Negeri memberi informasi yang salah. Yang pertama<br />

                                                        bahkan di muka sidang ketika Jaksa Penuntut Umum meminta<br />

                                                        penundaan sidang dengan alasan Rencana Tuntutan telah 2<br />

                                                        minggu tersangkut di Kejaksaan Tinggi, Bandar Lampung.<br />

                                                        Faktanya, draft baru saja dikirim 2 hari sebelumnya. Kedua,<br />

                                                        Kejaksaan Negeri menyampaikan informasi yang salah kepada<br />

                                                        Ketua Kejaksaan Tinggi Lampung mengenai alasan ‘kabur’nya<br />

                                                        Camat dari tahanan yang terjadi karena Hakim memberi ijin<br />

                                                        pembantaran terlalu lama. Faktanya, justru Jaksa Penuntut<br />

                                                        Umum yang tidak mematuhi ketetapan Majelis Hakim untuk<br />

                                                        mengembalikan Camat ke tahanan selama masa persidangan.<br />

                                                        5<br />

                                                        Dari 10 kali penundaan sidang tersebut, 5 penundaan dikarenakan ketidakhadiran<br />

                                                        terdakwa yang mengaku sakit, 4 penundaan karena problem Jaksa Penuntut Umum<br />

                                                        (Jaksa belum siap dengan tuntutan, pergantian personil Jaksa Penuntut Umum, Jaksa<br />

                                                        belum siap dengan Rencana Tuntutan), 1 penundaan karena terdakwa belum dapat<br />

                                                        menghadirkan saksi a de charge, dan 1 penundaan karena ketidakhadiran pengacara<br />

                                                        Camat. Dari kesemua alasan penundaan sidang berasal dari pihak Kejaksaan atau<br />

                                                        Camat sendiri.<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                         Penundaan pelaksanaan eksekusi. Bila dicermati, tidak pernah<br />

                                                        ada proses ‘kabur’ nya Camat dari tahanan (faktanya, Camat sudah<br />

                                                        lama tidak berada di tahanan selama masa persidangan dan tidak<br />

                                                        pernah ada catatan tindakan kekerasan seperti pembobolan<br />

                                                        penjara atau penganiayaan terhadap penjaga penjara). Tidak<br />

                                                        pernah ada proses pencarian buron. Tidak pernah ada proses<br />

                                                        ‘penyerahan diri’. Diakui sendiri oleh Ketua Kejaksaan Negeri,<br />

                                                        yang berlangsung adalah proses negosiasi antara kerabat –<br />

                                                        termasuk Ketua Kejaksaan.<br />

                                                        Berbeda dengan Kejaksaan, pihak Pengadilan Negeri Kotabumi<br />

                                                        bekerja sangat baik dalam menangani kasus ini: melakukan penguatan<br />

                                                        informasi tentang kasus, transparan menyangkut jadwal persidangan<br />

                                                        dan bersikap tegas terhadap terdakwa dan pihak Kejaksaan.<br />

                                                        Apa yang terjadi ketika Proses Hukum macet......?<br />

                                                        Koalisi Sementara, dukungan para pelaku masyarakat sipil.<br />

                                                        Dalam upaya penyelesaian kasus ini, beberapa kali proses hukum<br />

                                                        nyaris macet. Pertama, ketika tidak ada perkembangan yang dapat<br />

                                                        diketahui saat pemeriksaan di tingkat Kejaksaan. Bahkan, warga<br />

                                                        masyarakat mulai gerah karena sampai bulan ke-6 Camat tak juga<br />

                                                        kunjung diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketika itulah,<br />

                                                        pengacara masyarakat bersama dengan NMC menyusun strategi<br />

                                                        untuk menekan pihak Kejaksaan dengan cara mendampingi warga<br />

                                                        desa meminta penjelasan progres kasus ke Kejaksaan pada Juli 2001.<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        Berdasarkan pengalaman penanganan kasus publik lainnya, pengacara<br />

                                                        masyarakat dari LBH menyadari betul tekanan yang dapat diakibatkan<br />

                                                        dari pemberitaan oleh media massa. Karena itu, ia lalu mengajak rekan<br />

                                                        wartawan salah satu media terkemuka di Lampung untuk ikut<br />

                                                        mendatangi kantor Kejaksaan. Kesempatan tersebut juga sangat<br />

                                                        bermanfaat bagi si wartawan, “Jika saya datang sebagai wartawan, palingpaling<br />

                                                        saya cuma dilempar ke bagian Humas (hubungan masyarakat). Tapi<br />

                                                        kalau saya datang dengan LBH, saya bisa bicara langsung dengan pejabat<br />

                                                        terkait dan mendapat informasi penitng sebagai background tulisan saya....<br />

                                                        setelah itu saya tinggal konfirmasi formal saja,..” ujar wartawati Lampung<br />

                                                        Post. Hanya satu minggu setelah pemberitaan kedatangan warga ke<br />

                                                        kantor Kejaksaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memanggil Camat<br />

                                                        untuk diperiksa pertama kalinya. Dan dua minggu sejak pemberitaan<br />

                                                        tersebut, kembali Gubernur mengeluarkan Surat kepada Bupati<br />

                                                        mengenai hasil pemeriksaan Bawasda Lampung.<br />

                                                        Kemacetan kembali terjadi dalam masa persidangan, baik karena<br />

                                                        ketidakhadiran Camat maupun ketidaksiapan Jaksa Penuntut<br />

                                                        Umum. Kendala Majelis Hakim yang acap dibuat repot karena ulah<br />

                                                        camat maupun Jaksa tersebut sampai ke telinga pengacara<br />

                                                        masyarakat –baik setelah berbicara langsung dengan Hakim maupun<br />

                                                        mendapat informasi dari seorang calon hakim yang bertugas di<br />

                                                        Pengadilan Negeri Kotabumi. Ia biasanya lantas berkoordinasi<br />

                                                        dengan NMC, KoAK dan wartawan. Solusi yang akhirnya dilakukan<br />

                                                        adalah secara bersama-sama kembali mereka melakukan<br />

                                                        pemantauan langsung dan memuat berita tentang macetnya<br />

                                                        persidangan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tekanan ini<br />

                                                        biasanya berhasil menekan pihak Jaksa untuk meneruskan sidang<br />

                                                        pada minggu-minggu berikutnya.<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        Pola yang sama kembali dilakukan ketika terjadi kemacetan dalam<br />

                                                        pelaksanaan eksekusi. KoAK, melalui salah satu LSM lain, mengadakan<br />

                                                        seminar untuk mengangkat isu macetnya eksekusi yang menghadirkan<br />

                                                        Ketua Majelis Hakim, wartawan, aparat desa, dan pengacara<br />

                                                        masyarakat. Hanya dua minggu setelah seminar tersebut Camat<br />

                                                        ‘menyerahkan diri’. Selain itu, melalui “Sapu Lidi”, KoAK melakukan<br />

                                                        peliputan kasus ini beberapa kali sejak isu mengenai dakwaan sungsang<br />

                                                        sampai ikut memasang iklan pencarian Camat saat yang bersangkutan<br />

                                                        kabur dari pelaksanaan eksekusi. Bahkan, dalam salah satu edisi “Sapu<br />

                                                        Lidi” KoAK memuat alur pelaksanaan kegiatan PPK berikut nama<br />

                                                        dan alamat konsultan PPK yang bisa dihubungi masyarakat bila mereka<br />

                                                        ingin melaporkan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.<br />

                                                        Dukungan dari Pelaku Dalam Sistem<br />

                                                        “Saya tahu bagaimana cara bekerjanya birokrat; jangankan masyarakat<br />

                                                        miskin, saya saja yang pegawai negeri masih sering di-‘makan’ kok. ... Jadi<br />

                                                        bahaya sekali kalau kelakuan Camat ini tetap dibiarkan, akan jadi preseden<br />

                                                        bagi Camat-camat lainnya...”<br />

                                                        -- Salah seorang staf Pemerintah Daerah<br />

                                                        Dorongan yang datang dari pelaku masyarakat sipil tidak dengan<br />

                                                        sendirinya membuahkan hasil yang maksimal. Masih dibutuhkan<br />

                                                        kerjasama dari beberapa pelaku yang berasal dari dalam sistem, baik<br />

                                                        dari tubuh pemeritah daerah maupun dari dalam lembaga hukum.<br />

                                                        Sinergi antara pelaku masyarakat sipil dan pelaku dari dalam sistem<br />

                                                        terjadi dalam proses penyelesaian korupsi Camat.<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        Irfanudin, Ketua Majelis Hakim kasus Korupsi Camat Bukit<br />

                                                        Kemuning<br />

                                                        Keterbatasan waktu dan dana transportasi seringkali menjadi<br />

                                                        penghambat bagi masyarakat dan pengacara masyarakat untuk selalu<br />

                                                        hadir memantau jalannya persidangan kasus ini. Apalagi, ketika para<br />

                                                        pemantau telah hadir namun sidang terpaksa ditunda karena<br />

                                                        ketidakhadiran terdakwa. Dalam situasi ini, dukungan Ketua Majelis<br />

                                                        Hakim, Irfanuddin sangat besar. Sembari tetap memegang kode etik<br />

                                                        untuk tidak membicarakan substansi kasus yang sedang ditangani,<br />

                                                        namun Irfanudin sangat terbuka pada berbagai pihak bila diminta<br />

                                                        konfirmasi mengenai jadwal sidang dan kendala yang membuat<br />

                                                        sidang seringkali menjadi tertunda.<br />

                                                        Informasi dari Irfanudin tersebut sangat dibutuhkan baik oleh<br />

                                                        wartawan dan terutama bagi pengacara masyarakat. Dalam situasi<br />

                                                        dimana warga masyarakat didominasi oleh praduga bahwa proses<br />

                                                        hukum pasti berlarut-larut dan serba tidak pasti, keterangan yang<br />

                                                        jelas mengenai apa yang terjadi selama persidangan sangat membantu<br />

                                                        pengacara masyarakat untuk menjaga semangat warga masyarakat<br />

                                                        agar tetap mengikuti kasus ini.<br />

                                                        Calon Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi<br />

                                                        Sejak awal, salah seorang dari hakim Pengadilan Negeri di Kotabumi<br />

                                                        merasa bahwa kasus korupsi seperti ini harus mendapat pemantauan<br />

                                                        yang intensif. Lewat beberapa diskusi informal dengan anggota<br />

                                                        majelis hakim yang menyidangkan kasus ini ia mengetahui bahwa<br />

                                                        Majelis Hakim perlu didukung dengan berbagai bahan bacaan untuk<br />

                                                        memperkuat pengertian mereka mengenai PPK. Ia lalu menghubungi<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        pengacara masyarakat untuk meminta bahan bacaan tersebut dan<br />

                                                        memberikannya kepada Majelis Hakim. Selain itu, calon hakim<br />

                                                        tersebut dapat menjadi sumber bagi pengacara masyarakat untuk<br />

                                                        mengetahui jadwal persidangan kasus ini. Lagi-lagi, latar<br />

                                                        belakangnya sebagai relawan di LBH Bandar Lampung serta jurnalis<br />

                                                        media massa telah membentuk kepekaan serta sikap terbuka<br />

                                                        sebagaimana yang diperlihatkan dalam kasus ini.<br />

                                                        Staf Bappeda Propinsi Lampung<br />

                                                        Salah seorang staf Bappeda Lampung ini memang telah ditugaskan<br />

                                                        oleh atasannya untuk memantau penanganan kasus ini. Saat itu ia<br />

                                                        baru saja ditugaskan di instansi tersebut. Dukungannya untuk<br />

                                                        penyelesaian kasus ini antara lain:<br />

                                                        a. Secara aktif memantau dan membuat draft surat Gubernur<br />

                                                        kepada Pemda Lampung Utara dan instansi Hukum agar<br />

                                                        memprioritaskan kasus ini;<br />

                                                        b. Berinisiatif mengajak berbagai pihak terlibat, seperti mendatangi<br />

                                                        kantor LBH bersama NMC untuk membicarakan upaya<br />

                                                        penyelesaian kasus ini. Yang menarik, dengan latar belakang sebagai<br />

                                                        aktifis LSM, ia bahkan menitipkan kasus korupsi Camat ini kepada<br />

                                                        rekan-rekan dari LSM-nya yang kebetulan sedang mengadakan<br />

                                                        demonstrasi di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung.<br />

                                                        Faktor yang memotifasinya terutama karena kekhawatiran kasus<br />

                                                        serupa sangat mudah akan dilakukan oleh Camat lainnya bila tidak<br />

                                                        diambil tindakan tegas untuk Camat Bukit Kemuning ini. Motif itu<br />

                                                        semakin diperkuat karena, sebagaimana diakuinya, latar<br />

                                                        belakangnya yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tinggal<br />
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                                                    Ketika Laba-Laba Hendak Menjaring Elang<br />

                                                        di desa terpencil, “Jadi saya tahu betapa orang miskin membutuhkan<br />

                                                        dana PPK”.<br />

                                                        Bagaimana koalisi sementara ini bisa terbentuk?<br />

                                                        Keterlibatan para pelaku, baik dalam sistem maupun di luar sistem,<br />

                                                        cukup unik. Keseriusan yang diperlihatkan oleh pihak NMC<br />

                                                        mendorong salah seorang staf Bappeda Lampung untuk juga<br />

                                                        mengupayakan upaya penyelesaian secara cepat. Staf Bappeda ini<br />

                                                        yang kemudian mengajak pihak NMC untuk mendatangi kantor LBH<br />

                                                        sebagai titik pelibatan pelaku pengacara masyarakat.<br />

                                                        Pengacara masyarakat yang ditunjuk LBH menangani kasus ini,<br />

                                                        untungnya, adalah person yang memiliki ‘jam terbang’ lapangan<br />

                                                        penanganan kasus masyarakat yang cukup tinggi. Ia menyadari betul<br />

                                                        pentingnya kerjasama para aktor –termasuk aktor dalam sistem, untuk<br />

                                                        menekan proses hukum agar berjalan cepat dan adil. Ia, misalnya,<br />

                                                        memanfaatkan jaringan LBH dan para wartawan lokal serta sejak awal<br />

                                                        mulai mendekati pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kotabumi.<br />

                                                        Meski tidak berhasil membangun jaringan dengan person di<br />

                                                        Kejaksaan, namun ia menemukan seorang calon hakim di Pengadilan<br />

                                                        yang kebetulan mantan relawan LBH. Yang juga penting dicatat,<br />

                                                        pengacara masyarakat dalam waktu yang bersamaan membagi<br />

                                                        konsentrasi antara “membina jaringan” sekaligus “pendidikan<br />

                                                        politik” bagi masyarakat. Ia, dengan mengendarai sepeda motor dari<br />

                                                        Bandar Lampung (sekitar 4 jam perjalanan), mengelilingi desa-desa<br />

                                                        untuk sesering mungkin berbicara dengan warga dan aparat desa<br />

                                                        mengenai kasus ini, juga mengajak mereka untuk melakukan<br />

                                                        pemantauan atas jalannya proses hukum.<br />
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                                                        Mengapa Ancaman Bank Dunia Menjadi Faktor Penting....?<br />

                                                        “Program seperti PPK (dimana dana langsung disalurkan ke<br />

                                                        masyarakat) inilah satu-satunya program yang bisa diakui oleh pejabat<br />

                                                        yang bersangkutan sebagai bukti adanya pembangunan di mata warga<br />

                                                        masyarakatnya serta sebagai bukti kinerja yang bagus untuk<br />

                                                        ditunjukkan kepada atasannya....”<br />

                                                        -- Staf Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi<br />

                                                        Dari semua pelaku dalam studi kasus ini; masyarakat, anggota<br />

                                                        Majelis Hakim, LBH, KoAK, menyatakan bahwa ancaman dari<br />

                                                        Bank Dunia untuk mencabut dana PPK dari Kabupaten<br />

                                                        Lampung Utara merupakan faktor penting yang mendorong<br />

                                                        kasus ini dibawa ke Pengadilan. Penjelasan atas fenomena ini<br />

                                                        dapat diperoleh dari perbandingan struktur dana pembangunan<br />

                                                        daerah.<br />

                                                        Untuk Kabupaten Lampung Utara, pendapatan asli daerah<br />

                                                        pertahun sekitar Rp 4 - 5 milyar semetara alokasi nasional<br />

                                                        Rp 200 milyar. Dari total dana tersebut, 30 - 40% dialokasikan<br />

                                                        untuk pembangunan bagi masyarakat miskin, “... padahal<br />

                                                        diperkirakan 30% dana tersebut dikorupsi.” Di sisi lain, dana<br />

                                                        PPK untuk Lampung Utara yang berkisar Rp 11 milyar/tahun<br />

                                                        hampir seluruhnya dapat diterima oleh masyarakat, “karena<br />

                                                        mekanisme dana PPK yang langsung jatuh ke masyarakat<br />

                                                        membuatnya sulit untuk diselewengkan,” kata seorang staf<br />

                                                        pemerintah daerah tingkat propinsi Lampung. Jadi, dari alokasi<br />
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                                                        pembangunan kabupaten, dana PPK terbilang signifikan.<br />

                                                        Secara politis, hasil kegiatan PPK dapat menjadi indikator<br />

                                                        yang dipakai oleh pejabat kabupaten sebagai bukti kongkrit<br />

                                                        adanya pembangunan yang dilaksanakan dibawah<br />

                                                        kepemimpinannya.<br />

                                                        Bukankah Gubernur juga telah beberapa kali mengirimkan<br />

                                                        surat kepada Bupati untuk mengambil tindakan tegas?<br />

                                                        Respon pemerintah daerah propinsi terlihat berbeda dari<br />

                                                        respon pemerintah daerah kabupaten dalam menyikapi kasus<br />

                                                        ini. Dalam suratnya tertanggal 19 Februari 2001, Gubernur<br />

                                                        meminta Bupati mengambil tindakan disipliner kepada<br />

                                                        mantan camat (non-aktif dari jabatan). Namun tindakan<br />

                                                        penonaktifan baru dilakukan pihak Kabupaten pada tanggal<br />

                                                        29 Oktober 2001 (8 bulan setelah surat Gubernur).<br />

                                                        Sebaliknya, pihak Kabupaten justru cenderung terlihat<br />

                                                        berpaya melindungi Camat: Hal ini terlihat dari<br />

                                                        dikeluarkannya surat dengan resmi oleh Wakil Bupati dan<br />

                                                        Ketua DPRD Lampung Utara yang meminta kepada Mejelis<br />

                                                        Hakim untuk mengijinkan tahanan luar kepada Camat selama<br />

                                                        masa persidangan berlangsung.<br />

                                                        Perbedaan respon ini dapat mengilustrasikan dinamika politik<br />

                                                        pemerintah daerah pasca pelaksanaan otonomi daerah yang<br />

                                                        memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah<br />

                                                        Kabupaten. Meskipun terlihat tegas dalam menyikapi kasus<br />
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                                                        ini, namun dukungan terhadap Gubernur di tingkat Kabupaten<br />

                                                        sangat lemah. Pertama, Gubernur Lampung yang berasal dari<br />

                                                        Jawa bukalah “putra daerah” –bahkan figurnya sering dikaitkan<br />

                                                        sebagai ‘titipan keluarga Cendana”. Fakta ini dihadapkan<br />

                                                        dengan fakta lain dimana mayoritas pejabat kabupaten<br />

                                                        Lampung Utara merupakan “orang asli” yang memiliki<br />

                                                        dukungan kuat di tingkat lokal. Kedua, berdasarkan keterangan<br />

                                                        pihak propinsi, kenyataan tersebut diperparah lagi karena<br />

                                                        sebagian pejabat kabupaten sudah lama merasa gusar dengan<br />

                                                        sikap Gubernur yang dipandang terlalu ‘keras’ bila<br />

                                                        mengevaluasi kinerja mereka dalam pertemuan-pertemuan di<br />

                                                        tingkat Propinsi.<br />

                                                        Dan, Bagaimana Peran Masyarakat...?<br />

                                                        Meskipun dengan beredarnya surat pernyataan aparat desa kasus<br />

                                                        ini menjadi ‘milik publik’, namun hal itu tidak berarti bahwa<br />

                                                        masyarakat warga desa korban terlibat dalam upaya penyelesaian<br />

                                                        kasus. Pembicaraan di tingkat desa serta pemantauan proses hukum<br />

                                                        hanya melibatkan sedikit elit desa; pada umumnya Kepala Desa<br />

                                                        dan pengurus LKMD. Tidak heran bila pengetahuan warga desa<br />

                                                        tentang kasus ini amat terbatas. Bahkan, karena sedikitnya informasi<br />

                                                        yang mereka peroleh, beberapa warga justru melontarkan kecurigaan<br />

                                                        bahwa aparat desa mereka ikut ‘mencicipi’ uang hasil korupsi<br />

                                                        Camat.<br />
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                                                        Fenomena di atas menggambarkan kesenjangan yang terjadi antara<br />

                                                        warga masyarakat dan aparat desa. Selama ini proses pengambilan<br />

                                                        keputusan dilakukan secara elitis dan kurang melibatkan warga<br />

                                                        secara lebih luas –bila tidak mungkin secara keseluruhan. Bahkan,<br />

                                                        dalam kasus ini, tidak muncul inisiatif aparat desa untuk melakukan<br />

                                                        musyawarah desa guna membicarakan kasus ini. Atau, setidaknya,<br />

                                                        membuka topik kasus ini dalam berbagai pertemuan tingkat desa<br />

                                                        lainnya.<br />

                                                        Aparat desa tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan dengan situasi<br />

                                                        buruk ini. Apatisme warga masyarakat –pertama-tama lebih karena<br />

                                                        keterbatasan pengetahuan mereka terhadap proses hukum, telah<br />

                                                        mencapai titik rendah. Tipis harapan bahwa sebuah kasus hukum<br />

                                                        yang melibatkan aparat pemerintah setingkat Camat dapat<br />

                                                        diselesaikan dengan cepat dan adil.<br />

                                                        Yang mengejutkan, meskipun keputusan Hakim telah dijatuhkan<br />

                                                        dan Camat berada di rumah tahanan, namun sikap pesimis warga<br />

                                                        tidak berkurang. Sebaliknya, sebagaimana diakui oleh sebagian<br />

                                                        warga, kasus ini semakin memperkuat dugaan mereka bahwa aparat<br />

                                                        hukum, terutama Kejaksaan, bekerja sangat buruk karena, “Walau<br />

                                                        sudah ada kesaksian yang sangat jelas, Jaksa masih tanya ini tanya itu..”<br />

                                                        Di sisi lain, masyarakat mengakui sisi positif dari kasus ini dimana<br />

                                                        dengan adanya keputusan yang tegas dari Majelis Hakim akan<br />

                                                        menjadi contoh bagi Camat di lokasi tersebut untuk berhati-hati<br />

                                                        dengan dana pembangunan milik masyarakat, “Siapapun yang jadi<br />

                                                        Camat di sini, mereka akan berfikir seribu kali untuk melakukan korupsi<br />

                                                        lagi.”<br />
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                                                        Kesimpulan<br />

                                                        <br />

                                                        Faktor penting mencuatnya kasus ini adalah Surat<br />

                                                        Pernyataan aparat desa yang disebarkan ke berbagai instansi<br />

                                                        pemeritah dan hukum. Surat Pernyataan yang dikeluarkan<br />

                                                        segera setelah kejadian tersebut merubah status persoalan<br />

                                                        dari “masalah aparat desa – dan atasannya (Camat)” menjadi<br />

                                                        masalah publik. Dengan demikian, sedikit sekali upaya yang<br />

                                                        bisa dilakukan pelaku untuk meredam kasus ini, misalnya<br />

                                                        dengan model penyelesaian secara ‘damai’ atau ‘bagi hasil’<br />

                                                        seperti yang sering terjadi pada kasus korupsi lainnya.<br />

                                                        Pilihan untuk menyebarkan Surat Pernyataan kepada<br />

                                                        sebanyak mungkin lembaga –meskipun lebih karena<br />

                                                        ketidaktahuan, merupakan tindakan tepat. Dalam situasi<br />

                                                        dimana integritas aparat hukum sedang dipertanyakan<br />

                                                        (misalnya, sering muncul dugaan bahwa polisi justru<br />

                                                        mencari peluang mendapat ‘bagian’ dari tersangka begitu<br />

                                                        menerima laporan kejahatan), melaporkan suatu masalah<br />

                                                        kepada lebih banyak lembaga diharapkan akan terjadi saling<br />

                                                        cek dan kontrol antar pihak tersebut.<br />

                                                        <br />

                                                        Proses hukum dalam kasus ini memperlihatkan betapa<br />

                                                        rentannya lembaga hukum terhadap pengaruh di luar<br />

                                                        kepentingan hukum seperti hubungan kekerabatan antar<br />

                                                        para pemegang jabatan penting di daerah yang<br />

                                                        bersangkutan. Bila pun surat resmi yang dikirimkan oleh<br />

                                                        Wakil Bupati dan Ketua DPRD kepada Majelis Hakim<br />
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                                                        tersebut dianggap ‘biasa’ (walau tetap saja mengejutkan<br />

                                                        mengingat adanya Surat Gubernur yang cukup keras),<br />

                                                        namun kasus kacaunya penahanan Camat menunjukkan<br />

                                                        betapa kekuatan hukum tersungkur dimuka kekuatan<br />

                                                        kekerabatan.<br />

                                                        Sulit untuk mengandaikan kehadiran Kewibawaan Hukum<br />

                                                        di hadapan fakta ‘kabur’ –nya Camat sebelum eksekusi<br />

                                                        dilaksanakan. Di depan hidung seluruh aparat hukum,<br />

                                                        Camat dikabarkan melarikan diri. Namun tidak ada laporan<br />

                                                        yang menyebutkan telah terjadi perusakan pintu penjara<br />

                                                        atau penyerangan terhadap sipir penjara oleh Camat,<br />

                                                        misalnya. Juga tidak ada laporan proses pencarian Camat<br />

                                                        selama pelariannya. Kemudian, tiba-tiba saja Camat<br />

                                                        ‘menyerahkan diri’ kepada Ketua Kejaksaan Negeri tanpa<br />

                                                        ada kawalan pihak kepolisian. Yang terjadi nampaknya,<br />

                                                        seperti diakui sendiri oleh Ketua Kejaksaan Negeri, adalah<br />

                                                        proses ‘negosiasi’ antar kerabat. Dan segala ketentuan<br />

                                                        hukum mesti <strong>menunggu</strong> sampai proses negosiasi itu<br />

                                                        menemukan ‘kata sepakat’.<br />

                                                        Meskipun Ketua Mejelis Hakim pernah melontarkan<br />

                                                        pendapat bahwa telah terjadi “Contempt of Court” oleh Jaksa<br />

                                                        Penuntut Umum, namun ternyata tidak ada satu peraturan<br />

                                                        pun yang dapat dipakai hakim untuk menghentikan proses<br />

                                                        pelecehan hukum tersebut. Sehingga, analisa Irfanudin<br />

                                                        menjadi relevan: “KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum<br />

                                                        Acara Pidana) disusun dengan asumsi bahwa seluruh aparat hukum<br />
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                                                        akan mewakili dan melindungi kepentingan negara dan tidak<br />

                                                        mengantisipasi bila terjadi sebaliknya. Nah, bagaimana kalau<br />

                                                        Jaksa Penuntut Umum, misalnya, justru melindungi kepentingan<br />

                                                        terdakwa?”<br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        Jawaban atas kebuntuan tersebut ternyata tidak datang dari<br />

                                                        Kitab Undang Undang atau pendapat pakar hukum<br />

                                                        melainkan dari tekanan yang konsisten dari koalisi<br />

                                                        sementara yang terbentuk antara pelaku di luar sistem<br />

                                                        (warga masyarakat – pengacara masyarakat – jurnalis –<br />

                                                        KoAK) bersama pelaku dalam sistem (staf Bappeda – calon<br />

                                                        Hakim – Majelis Hakim). Upaya, baik bersama-sama<br />

                                                        maupun sendiri, berbagai pelaku tersebut untuk mendorong<br />

                                                        tuntasnya kasus ini didukung pula dengan adanya sikap jelas<br />

                                                        dari Gubernur Lampung dan tekanan Bank Dunia.<br />

                                                        Karena itulah, tidak heran bila dalam berbagai kesempatan<br />

                                                        belajar kasus ini bersama masyarakat, persepsi mereka yang<br />

                                                        sejak semula tidak mempercayai proses hukum tidak<br />

                                                        berubah. Bahkan, lebih buruk lagi, proses hukum atas kasus<br />

                                                        ini justru semakin memperkuat asumsi bahwa proses hukum<br />

                                                        memang lambat dan rentan terhadap pengaruh pejabat atau<br />

                                                        suap.<br />

                                                        Yang sedikit berubah, meskipun belum terlalu jelas karena<br />

                                                        sulit diukur, adalah persepsi mereka akan pentingnya peran<br />

                                                        masyarakat untuk melakukan upaya kontrol terhadap<br />

                                                        proses hukum yang menyangkut kepentingan mereka.<br />
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                                                        Meskipun tetap mengeluh ‘sia-sia’, ‘menghabiskan waktu’<br />

                                                        dan ‘tidak punya ongkos transportasi’, namun mulai muncul<br />

                                                        keyakinan bahwa melakukan peran kontrol masyarakat<br />

                                                        merupakan pilihan terbaik yang harus mereka lakukan. Di<br />

                                                        sinilah kebutuhan akan dukungan pelaku lain (pengacara<br />

                                                        masyarakat dan/atau pelatihan paralegal) dianggap penting.<br />

                                                        Dengan kata lain, berbagai kepentingan; kekerabatan,<br />

                                                        dukungan politik, keuntungan ekonomi memang sangat<br />

                                                        mungkin mempengaruhi proses penegakan hukum. Tapi,<br />

                                                        seperti yang sering disuarakan oleh gerakan mahasiswa kiri<br />

                                                        Indonesia: “Rakyat Bersatu <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Dikalahkan!” –<br />

                                                        nampaknya mulai diyakini kebenarannya oleh warga<br />

                                                        masyarakat.<br />
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                                                        <strong>Keadilan</strong> Yang <strong>Tak</strong><br />

                                                        Terjamah<br />

                                                        Studi Kasus Korupsi PPK di Kecamatan Lebakwangi,<br />

                                                        Kuningan, Jawa Barat<br />

                                                        Ringkasan<br />

                                                        Selama ini pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan,<br />

                                                        Jawa Barat, sering mengungkapkan kebanggaannya atas hasil<br />

                                                        pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di<br />

                                                        wilayahnya –terutama dalam hal akuntabilitas dan produktifitas<br />

                                                        lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK). Sayangnya, hasil<br />

                                                        audit tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan<br />

                                                        (BPKP) tanggal 17 Oktober 2001 memperlihatkan adanya<br />

                                                        selisih dana UPK kecamatan Lebakwangi sebesar Rp 107 juta.<br />

                                                        Tiga hari setelah temuan tersebut, Ketua UPK Lebakwangi<br />

                                                        menandatangani surat pernyataan bahwa ia bertanggungjawab<br />
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                                                        atas selisih dana tersebut. Tidak hanya dalam bentuk surat,<br />

                                                        pernyataannya itu juga direkam dalam bentuk video tape. Ia<br />

                                                        menyatakan akan bertanggungjawab untuk mengembalikan<br />

                                                        dana tersebut –pernyataan yang kemudian membuat kecurigaan<br />

                                                        terhadapnya menguat. Namun, sebagaimana dapat diduga sejak<br />

                                                        awal, dalam kasus penggelapan tak hanya ada pelaku tunggal.<br />

                                                        Berdasarkan pembukuan tidak resmi, selain Ketua UPK,<br />

                                                        tercatat pula Camat, Bendahara dan Sekretaris UPK, sering<br />

                                                        pula meminjam dana UPK untuk kepentingan pribadi –tindakan<br />

                                                        yang jelas menyimpang dari ketentuan PPK.<br />

                                                        Langkah awal penyelesaian adalah upaya pendekatan<br />

                                                        musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bahwa Ketua<br />

                                                        UPK akan menyerahkan asset pribadinya untuk menutupi dana<br />

                                                        tersebut. Namun sampai waktu yang ditentukan ia tidak<br />

                                                        memenuhi janji tersebut. Karena itu penyelesaian beralih<br />

                                                        memakai jalur hukum –kasus dilaporkan ke Kepolisian 2 bulan<br />

                                                        kemudian. Proses hukum berjalan sangat lamban. Lewat 8<br />

                                                        bulan sejak dilaporkan, pada bulan Agustus 2002, belum ada<br />

                                                        satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara<br />

                                                        itu, Ketua UPK justru telah meninggalkan kediamannya tanpa<br />

                                                        meninggalkan jejak sejak Mei 2002. Barulah pada bulan<br />

                                                        Nopember 2002 Polisi menetapkan satu orang tersangka: si<br />

                                                        Bendahara UPK!<br />

                                                        Merasa tidak dapat mengontrol proses hukum di Kepolisian –<br />

                                                        sementara mulai cemas dengan berita kaburnya Ketua UPK,<br />

                                                        Tim Koordinasi PPK Kuningan kembali mengupayakan<br />
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                                                        penyelesaian melalui musyawarah dengan pendekatan<br />

                                                        kekeluargaan. Seorang anggota DPRD Kuningan yang juga<br />

                                                        masih terbilang kerabat keluarga KetuaUPK bersama-sama<br />

                                                        Camat diminta untuk berunding dengan keluarga Ketua UPK<br />

                                                        agar mereka mau menyerahkan asset sebagai pengganti dana<br />

                                                        yang hilang. Upaya ini juga tidak membuahkan hasil. Keluarga<br />

                                                        Ketua UPK bersikeras bahwa bila setelah sekian lama Polisi<br />

                                                        tidak menetapkan anaknya sebagai tersangka –itu berarti<br />

                                                        anaknya tidak bersalah. Lagipula, tidak ada sanksi sosial yang<br />

                                                        bekerja yang dapat memaksa Ketua UPK atau keluarganya<br />

                                                        untuk mau duduk bermusyawarah mencari jalan keluar yang<br />

                                                        terbaik untuk mengembalikan dana tersebut.<br />

                                                        Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun daya<br />

                                                        dorong, baik dari pemerintah atau masyarakat, untuk<br />

                                                        menuntaskan kasus ini. Kepemilikian warga dan Kecamatan<br />

                                                        atas dana UPK sangat terbatas sementara Pemda dan Pengacara<br />

                                                        masyarakat berulang-ulang menyatakan bahwa tidak ada yang<br />

                                                        dapat dilakukan ketika kasus ini sudah ditangani oleh<br />

                                                        Kepolisian, “Kita nggak mau dikatakan mengintervensi aparat<br />

                                                        hukum.”<br />

                                                        Dan berbagai upaya pun menemui jalan buntu...<br />
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                                                        Dinamika Masyarakat<br />

                                                        Kabupaten Kuningan berada di bagian utara propinsi Jawa Barat<br />

                                                        dan dapat ditempuh sekitar 1 jam berkendaraan dari kota Cirebon.<br />

                                                        Kecamatan-kecamatan di kabupaten ini relatif mudah diakses dari<br />

                                                        Ibukota Kuningan melalui jalan beraspal. Kuningan terkenal dengan<br />

                                                        lokasi wisata Gunung Ceremai yang mendorong munculnya industri<br />

                                                        pariwisata yang cukup besar seperti yang terlihat dari keberadaan<br />

                                                        hotel berbintang, restoran dan beberapa tempat hiburan.<br />

                                                        Kecamatan Lebakwangi, yang dapat dijangkau berkendaraan selama<br />

                                                        35 menit dari Kuningan, merupakan salah satu kecamatan yang<br />

                                                        cukup luas dimana terdapat sekitar 80.000 jiwa penduduknya<br />

                                                        tersebar di 29 desa. Sepanjang jalan menuju kota, terdapat berbagai<br />

                                                        kantor pemerintahan daerah, DPRD, serta Polres Kuningan.<br />

                                                        Desa-desa yang berlokasi di sekitar pusat kecamatan ditandai<br />

                                                        dengan masjid yang megah, jalan beraspal dan sejumlah rumah<br />

                                                        tinggal yang sekilas terlihat seperti berada di wilayah Menteng<br />

                                                        atau Kebayoran Baru, Jakarta. Lingkungan desa-desa lebih terlihat<br />

                                                        seperti wilayah perkotaan atau semi-perkotaan daripada pedesaan.<br />

                                                        Sedikit berjalan ke luar pusat kecamatan maka akan ditemui jalan<br />

                                                        yang mulai rusak dan perumahan penduduk yang sederhana terbuat<br />

                                                        dari separuhnya batu bata dan selebihnya dibuat dari bambu.<br />

                                                        Mobilitas penduduk cukup tinggi. Banyak rumah tinggal yang<br />

                                                        kosong karena penghuninya pergi bekerja ke Jakarta atau Cirebon<br />

                                                        dan hanya kembali pada saat Lebaran. Meskipun mata pencaharian<br />

                                                        pada umumnya petani, namun kondisi ekonomi warga terbilang<br />

                                                        cukup maju.<br />

                                                        40

                                                    

                                                    <strong>Keadilan</strong> Yang <strong>Tak</strong> Terjamah<br />

                                                        Kronologi Kasus<br />

                                                        Berawal dari “Sekedar” Pinjam Uang...<br />

                                                        Tidak seorangpun warga desa yang menyadari bahwa proses<br />

                                                        penyimpangan dana UPK di Lebakwangi ternyata telah dimulai tidak<br />

                                                        lama sejak perwakilan warga mengadakan pertemuan antar desa,<br />

                                                        Maret 1999 untuk memilih Ketua, Bendahara dan Sekretaris UPK<br />

                                                        Lebakwangi. Hanya 9 bulan setelah pemilihan itu, Ketua UPK mulai<br />

                                                        melakukan penarikan dana dari rekening UPK untuk kepentingannya<br />

                                                        pribadi. Namun tindakan penyimpangan itu bukan hanya monopoli<br />

                                                        sang Ketua. Berdasarkan catatan Bendahara, sejak Juli 2000,<br />

                                                        tindakan yang sama juga dilakukan oleh Bendahara dan Sekretaris<br />

                                                        dan pihak Kecamatan. Camat bahkan terbilang sering meminjam<br />

                                                        dana UPK dimana dalam rentang waktu Oktober 2000 sampai Maret<br />

                                                        2001 total pinjaman Camat sebesar Rp 15 juta.<br />

                                                        Bukannya melawan, Bendahara bahkan mendukung praktek<br />

                                                        peminjaman dana UPK ini dengan cara membuat pembukuan ganda:<br />

                                                        satu pembukuan untuk catatan ‘resmi’ dan satu buku lagi untuk<br />

                                                        mencatat pinjaman-pinjaman pribadi. Meskipun sempat merasa ragu<br />

                                                        mengingat larangan PPK, tapi berdasarkan pembukuan tidak<br />

                                                        resminya bendahara tidak menolak pinjaman pribadi atas dana UPK<br />

                                                        sampai Oktober 2001 –saat masalah penggelapan sudah mulai<br />

                                                        terbongkar.<br />

                                                        Sebulan setelah pencairan dana PPK, Ketua UPK diketahui membeli<br />

                                                        mobil pribadi dan melakukan renovasi rumah tinggalnya. Melihat<br />

                                                        hal itu, beberapa warga mulai menaruh kecurigaan. Sayangnya tidak<br />
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                                                        terjadi pengamatan lebih serius atas pembukuan UPK karena warga<br />

                                                        merasa sungkan mengingat kedudukan Ketua UPK serta latar<br />

                                                        belakangnya dari keluarga yang cukup berada.<br />

                                                        Pinjaman pribadi Ketua UPK mulai mengganggu aliran dana<br />

                                                        perguliran ketika April 2001 UPK Lebakwangi hanya dapat<br />

                                                        memenuhi permintaan perguliran Rp 40 juta dari total Rp 107 juta<br />

                                                        yang diajukan oleh kelompok peminjam. Lagi-lagi, demi mematuhi<br />

                                                        larangan menyampaikan informasi ke luar UPK, tidak seorang staff<br />

                                                        UPK pun yang melaporkan masalah ini, bahkan tidak ada laporan<br />

                                                        kepada FK yang meja kerjanya bersebelahan dengan ruang UPK.<br />

                                                        Sementara warga peminjam tidak menyampaikan protes atas<br />

                                                        penundaan tersebut karena percaya pada Ketua UPK yang<br />

                                                        mengatakan bahwa dana akan segera cair minggu berikutnya.<br />

                                                        Problem arus kas yang terjadi ternyata tidak merubah kebiasaan<br />

                                                        buruk Ketua UPK dan pihak lain untuk meminjam dana UPK untuk<br />

                                                        kepentingan pribadi. Antara bulan April sampai Juni 2001, tercatat<br />

                                                        Ketua UPK rata-rata melakukan penarikan pribadi ke rekening UPK<br />

                                                        sebesar Rp 7 – 10 juta. Sementara Bendahara, meski mengaku<br />

                                                        sempat ragu akan kemampuan Ketua mengembalikan pinjaman<br />

                                                        tersebut, tetap saja menandatangani lembar penarikan rekening.<br />

                                                        Sampai Juni 2001 total pinjaman Ketua UPK mencapai angka Rp<br />

                                                        88 juta.<br />

                                                        Masalah Mulai Terungkap<br />

                                                        Upaya mengungkap masalah penyimpangan dana UPK ini dimulai<br />

                                                        ketika, Juli 2001, KM Kab Kuningan meminta salinan Buku<br />
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                                                        Petunjuk yang disusun oleh Ketua UPK. Sebelumnya ia mendapat<br />

                                                        laporan dari FK yang mengeluh akan situasi UPK yang tidak<br />

                                                        transparan. KM Kab gagal mendapatkan salinan buku tersebut,<br />

                                                        sementara FK juga mulai kesal dengan UPK karena Bendahara<br />

                                                        bersikeras tidak mau menyerahkan salinan buku rekening Bank<br />

                                                        UPK.<br />

                                                        Laporan KM Kab tentang situasi UPK Lebakwangi disampaikan<br />

                                                        ke Konsultan Manajemen Pusat PPK (NMC) di Jakarta. Namun<br />

                                                        staff NMC yang melakukan audit tak lama kemudian belum dapat<br />

                                                        menemukan bukti yang kuat bahwa telah terjadi penggelapan dana<br />

                                                        UPK. Hal ini dapat dimengerti mengingat sikap pengurus UPK yang<br />

                                                        sebelumnya tidak memberikan akses data bagi pihak di luar UPK<br />

                                                        sendiri.<br />

                                                        Namun sikap tertutup pengurus UPK tidak bertahan lama. Dua<br />

                                                        hari setelah audit NMC yang kedua, 28 September 2001, Bendahara<br />

                                                        menyampaikan pada FK tentang proses pemindahan dana PPK ke<br />

                                                        rekening pribadi Ketua UPK serta beberapa kali proses penarikan<br />

                                                        dana UPK yang dilakukan oleh Ketua untuk kepentingan pribadi.<br />

                                                        Keterangan tersebut segera dibicarakan oleh FK kepada Camat.<br />

                                                        Selain kepada FK, Bendahara dan Sekretaris UPK juga<br />

                                                        menyampaikan informasi kepada KM Kab mengenai total dana Rp<br />

                                                        100 juta yang telah digelapkan oleh Ketua UPK.<br />

                                                        Pada bulan berikutnya, satu tim Pemeriksa Keuangan dan<br />

                                                        Pembangunan (BPKP) Kabupaten Kuningan dijadwalkan<br />

                                                        melakukan audit kegiatan PPK di beberapa kecamatan, termasuk<br />

                                                        Lebakwangi. Rencana audit ini rupanya memaksa Camat untuk<br />

                                                        segera mengambil tindakan pemeriksaan atas dugaan penggelapan<br />
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                                                        dana UPK di kecamatannya. Tentu saja, Camat segera melunasi<br />

                                                        pinjamannya sebesar Rp 15 juta.<br />

                                                        Camat kemudian mengadakan pertemuan dengan KM Kab, FK dan<br />

                                                        Ketua UPK untuk mendiskusikan situasi keuangan UPK<br />

                                                        Lebakwangi, 2 hari sebelum kedatangan tim audit BPKP. Dalam<br />

                                                        pertemuan tersebut Ketua UPK tiba-tiba mengancam bahwa ia akan<br />

                                                        memperkarakan siapa saja yang menuduhnya telah menggelapkan<br />

                                                        dana UPK.<br />

                                                        Hasil audit BPKP dikeluarkan pada 17 Oktober dimana disebutkan<br />

                                                        bahwa terdapat selisih dana di kas UPK sebesar Rp 107 juta. KM<br />

                                                        Kab lantas melaporkan hasil audit ini kepada Tim Koordinasi PPK<br />

                                                        tingkat Kabupaten serta Konsultan Manajemen Propinsi (KM Prop).<br />

                                                        Dengan keluarnya hasil audit BPKP tersebut, sikap Ketua UPK<br />

                                                        mulai mengendur. Dalam pertemuan di tingkat Kabupaten, 22<br />

                                                        Oktober, ia menandatangani pernyataan bahwa dirinya akan<br />

                                                        bertanggungjawab untuk mengembalikan dana UPK. Namun, jelas,<br />

                                                        dalam pernyataan yang juga direkam dalam video tape tersebut<br />

                                                        Ketua UPK tidak mengakui bahwa dirinya telah melakukan<br />

                                                        penggelapan dana UPK. Pernyataan kesediaan untuk bertanggungjawab<br />

                                                        itu diikuti dengan pernyataan kesanggupan Ketua UPK untuk<br />

                                                        menyerahkan sejumlah aset pribadinya sebagai jaminan. Ia juga<br />

                                                        menyatakan siap menghadapi tuntutan hukum bila mengelak dari<br />

                                                        tanggungjawab mengembalikan dana tersebut.<br />

                                                        Faktanya, Maret 2003, 17 bulan setelah pernyataan tersebut, belum<br />

                                                        ada tindakan hukum terhadap Ketua UPK, belum ada aset yang<br />

                                                        diserahkan, dan belum ada dana yang berhasil dikembalikan ke<br />
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                                                        rekening UPK Lebakwangi. Sementara Ketua UPK justru kabur<br />

                                                        meninggalkan kecamatan tersebut...<br />

                                                        Upaya Penyelesaian<br />

                                                        “Sebenarnya tidak hanya Kecamatan, kami juga dirugikan dengan<br />

                                                        pemeriksaan polisi yang begini lama; dia (Ketua UPK) telah kehilangan<br />

                                                        pekerjaan..., kehilangan nama baik..., tapi juga tidak dinyatakan bersalah.”<br />

                                                        -- Keluarga Tersangka<br />

                                                        Awalnya, ada banyak pihak yang merespon kasus ini dengan cepat.<br />

                                                        Namun seiring berjalannya waktu, upaya penyelesaian tersebut kian<br />

                                                        lamban dan tidak terkoordinasi.<br />

                                                        Tahap 1: Pendekatan Informal – 22 Oktober 2001. Langkah<br />

                                                        penyelesaian paling awal adalah Tim Koordinasi PPK Kuningan<br />

                                                        melakukan pertemuan dengan mengundang semua pihak yang<br />

                                                        terlibat, termasuk Ketua UPK. Dalam kesempatan tersebut Ketua<br />

                                                        UPK membuat pernyataan bahwa ia bertanggungjawab untuk<br />

                                                        mengembalikan dana tersebut. Sayangnya, Ketua UPK mengabaikan<br />

                                                        pernyataan tersebut –bahkan tidak menanggapi surat resmi dari<br />

                                                        Kecamatan yang mempertanyakan kesediaannya menyerahkan aset<br />

                                                        pribadi untuk mengganti dana hilang.<br />

                                                        Tahap 2: Pertemuan Antar Desa (UDKP) Khusus – 15<br />

                                                        Nopember 2001. Karena tahap penyelesaian pertama tidak<br />

                                                        membuahkan hasil, maka diadakanlah UDKP Khusus untuk<br />

                                                        membahas masalah ini. Warga yang hadir bersepakat untuk<br />
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                                                        membentuk “Tim-5” yang terdiri dari FK, perwakilan Kepala Desa,<br />

                                                        LKMD, Ketua UPK Pengganti dan tokoh masyarakat yang ditugasi<br />

                                                        untuk menangani kasus ini. Selain itu, ditegaskan pula bahwa Ketua<br />

                                                        UPK harus mengembalikan dana UPK paling lambat tanggal 30<br />

                                                        Nopember 2001. Jika tidak, masyarakat melalui Tim-5 akan<br />

                                                        mengambil tindakan hukum.<br />

                                                        Tahap 3: Proses Hukum Formal Dimulai – 1 Desember 2001.<br />

                                                        Sehari setelah batas waktu terlewati, Tim-5 melaporkan kasus ini<br />

                                                        kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Lebakwangi. Karena alasan<br />

                                                        bahwa kasus ini terbilang “besar” dan ada rasa “sungkan” untuk<br />

                                                        memeriksa pihak-pihak di tingkat kecamatan, maka Polsek<br />

                                                        melimpahkan kasus ini kepada Kepolisian Resort (Polres) Kuningan<br />

                                                        pada 4 Desember 2001. Respon awal cukup cepat dimana Polres<br />

                                                        langsung melakukan pemeriksaan 5 hari kemudian. Tapi tidak seperti<br />

                                                        respon awalnya, pemeriksaan Kepolisian kian lamban hingga<br />

                                                        Februari 2002 FK memfasilitasi pembentukan “Tim Aksi” yang<br />

                                                        terdiri dari perwakilan masyarakat dengan tujuan untuk melakukan<br />

                                                        upaya tekanan kepada Polres agar mempercepat proses pemeriksaan.<br />

                                                        Namun, sebagaimana juga Tim-5, Tim aksi ini tidak membawa<br />

                                                        banyak perubahan.<br />

                                                        Melihat bahwa upaya informal tak kunjung membuahkan hasil,<br />

                                                        sementara proses pemeriksaan di Kepolisian berjalan lamban, FK,<br />

                                                        UPK dan Camat sejak Maret 2001 berinisiatif memakai jasa seorang<br />

                                                        pengacara guna ‘memprofesionalkan’ tekanan terhadap Ketua UPK<br />

                                                        dan keluarganya. Calon pengacara yang paling tepat adalah warga<br />

                                                        kecamatan Lebakwangi sendiri yang sebelumnya bekerja sebagai<br />

                                                        pengacara di Jakarta. Inisiatif ini disepakati dalam UDKP khusus<br />

                                                        yang diselenggarakan pada April 2002.<br />
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                                                        Setelah kontrak kerja antara dirinya dan Camat (mewakili UDKP)<br />

                                                        ditandatangani, barulah pengacara ini melakukan tugasnya yaitu<br />

                                                        mendampingi orang desa atau pengurus UPK yang diperiksa oleh<br />

                                                        Polres. Sayangnya, dalam kontrak kerja senilai Rp 5 juta (semula ia<br />

                                                        meminta bayaran 7,5 juta) tersebut tidak dirinci tugas-tugas apa<br />

                                                        saja dan batas waktu pemberian jasa pengacara tersebut. Dalam<br />

                                                        tugasnya mendampingi para saksi, diakui sendiri oleh pengacara, ia<br />

                                                        juga melakukan upaya ‘pendekatan’ kepada petugas Polres seperti<br />

                                                        mengajak makan siang bersama. Selain itu, setidaknya sebanyak 2<br />

                                                        kali ia juga mengirim surat kepada Polres meminta agar kasus ini<br />

                                                        mendapat perhatian yang serius.<br />

                                                        Tahap 4: Pendekatan Informal (lagi) – 5 Agustus 2002.<br />

                                                        Lambannya proses pemeriksaan oleh Polres mendorong Tim<br />

                                                        Koordinasi untuk kembali mengadakan pertemuan di tingkat<br />

                                                        Kabupaten untuk membahas kasus ini. Dalam pertemuan tersebut<br />

                                                        disepakati bahwa—sambil <strong>menunggu</strong> hasil proses hukum, maka Tim<br />

                                                        Koordinasi PPK meminta bantuan seorang anggota DPRD<br />

                                                        Kuningan yang masih kerabat keluarga Ketua UPK agar bersama<br />

                                                        Camat kembali melakukan pendekatan informal untuk meminta<br />

                                                        keluarganya ikut bertanggungjawab mengganti dana UPK yang<br />

                                                        digelapkan.<br />

                                                        Kepada Tim Justice, Camat mengatakan bahwa ia telah menemui<br />

                                                        keluarga Ketua UPK pada 7 Agustus 2002 di mana pihak keluarga<br />

                                                        Ketua UPK sepakat untuk menjual beberapa aset keluarga guna<br />

                                                        mengganti dana yang hilang. Tapi saat bertemu dengan Tim Justice,<br />

                                                        keluarga Ketua UPK mengatakan bahwa baru Tim Justicelah pihak<br />

                                                        luar pertama yang berbicara dengan mereka. Bagi mereka, bila dalam<br />

                                                        pemeriksaan polisi yang sudah berjalan 9 bulan anak mereka tidak<br />
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                                                        dinyatakan sebagai tersangka, itu berarti bahwa anak mereka<br />

                                                        memang tidak bersalah. Selain itu, mereka menyatakan sangat<br />

                                                        dirugikan dengan lambannya proses hukum atas kasus ini.<br />

                                                        Atas usul Tim Koordinasi PPK dan Camat, Bupati Kuningan<br />

                                                        setidaknya 3 kali mengirimkan surat kepada Polres meminta agar<br />

                                                        pemeriksaan kasus ini diprioritaskan. Surat Bupati terakhir dikirim<br />

                                                        pada bulan Juni 2002 lalu.<br />

                                                        Perkembangan terakhir upaya penyelesaian kasus ini adalah<br />

                                                        ditetapkannya Bendahara UPK sebagai tersangka oleh Polres pada<br />

                                                        bulan Nopember 2002. Ketika ditanya oleh Tim Koordinasi tentang<br />

                                                        mengapa Ketua UPK tidak dijadikan tersangka juga, Polres beralasan<br />

                                                        bahwa hal tersebut sulit dilakukan karena keberadaan Ketua UPK<br />

                                                        tersebut tidak diketahui. Padahal sebelumnya pihak Polres<br />

                                                        menyatakan tidak khawatir Ketua UPK akan melarikan diri,<br />

                                                        “Meskipun dia sudah meninggalkan kediamannya tapi dia selalu datang<br />

                                                        setiap kali dilakukan pemanggilan oleh Kepolisian.”<br />

                                                        Analisa<br />

                                                        Bagaimana Penggelapan ini <strong>Bisa</strong> Terjadi...?<br />

                                                        Mengapa Bendahara tetap membiarkan terjadinya penarikan dana<br />

                                                        dari rekening UPK serta adanya pinjaman untuk pribadi –bahkan<br />

                                                        terus berlanjut meski masalah mulai terkuak? Mengapa staf UPK<br />
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                                                        sangat patuh pada ketentuan yang tertuang dalam Buku Petunjuk<br />

                                                        buatan Ketua bahwa mereka tidak boleh memberi informasi kepada<br />

                                                        pihak di luar UPK? Agak sulit untuk menjawab kedua pertanyaan<br />

                                                        tersebut.<br />

                                                        Box 1: Apakah Ketua UPK tersebut di-”kambinghitam”kan?<br />

                                                        Meskipun kecurigaan terbesar dialamatkan pada Ketua UPK,<br />

                                                        namun beberapa pihak menyanggah dugaan tersebut. Keluarga<br />

                                                        Ketua UPK menegaskan bahwa meskipun anaknya menyatakan<br />

                                                        siap bertanggungjawab atas dana tersebut, namun tidak berarti<br />

                                                        ia mengakui bahwa ia yang bersalah, “Pernyataan itu dibuat<br />

                                                        karena tanggungjawabnya sebagai Ketua UPK.” Selain itu, ada<br />

                                                        kemungkinan anaknya menandatangani surat pernyataan itu<br />

                                                        dibawah tekanan dan intimidasi pihak Kecamatan dan UPK,<br />

                                                        baik yang bersifat fisik dan non-fisik. Pihak keluarga lebih jauh<br />

                                                        bahkan melansir dugaan bahwa tuduhan terhadap anaknya<br />

                                                        adalah upaya Bendahara dan Ketua UPK yang baru untuk<br />

                                                        merebut posisi yang sebelumnya dipegang oleh Ketua UPK.<br />

                                                        Di lain pihak, meskipun dinyatakan secara terbuka –bahkan<br />

                                                        direkam di atas pita video, bagi pihak Polres hal tersebut<br />

                                                        bukanlah bukti yang kuat secara hukum. Dalam kesempatan<br />

                                                        pemeriksaan, Ketua UPK menyampaikan berulang-ulang<br />

                                                        bahwa Polisi harus memeriksa Bendahara dan Ketua UPK yang<br />

                                                        baru yang ia anggap ikut bertanggungjawab atas penggelapan<br />

                                                        dana UPK tersebut.<br />
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                                                        Lantas, mungkinkah Ketua UPK hanya sekedar korban dari<br />

                                                        perebutan jabatan? Atau memang ia adalah tokoh utama dalam<br />

                                                        penggelapan dana tersebut?<br />

                                                        Cerita dari Kepala Desa Parakan sedikit berbeda. Menurutnya,<br />

                                                        ia sempat berbicara secara pribadi dengan Ketua UPK sehari<br />

                                                        setelah ia menandatangani surat pernyataan itu. Ketika itu<br />

                                                        Ketua UPK mengakui bahwa ia memang memakai sebagian<br />

                                                        dari dana UPK tersebut. Namun, hal yang sama juga dilakukan<br />

                                                        oleh Bendahara, Sekretaris, bahkan Camat sehingga Ketua<br />

                                                        UPK merasa bahwa harusnya para pelaku lain juga ikut<br />

                                                        bertanggung jawab.<br />

                                                        Dari berbagai indikasi yang ditemukan, memang akan ada lebih<br />

                                                        dari satu orang yang harus bertanggungjawab atas hilangnya<br />

                                                        dana UPK tersebut. Selain pada Ketua, kecurigaan pertamatama<br />

                                                        juga dapat diajukan kepada Bendahara. Ia, dengan sadar,<br />

                                                        melakukan banyak sekali penyimpangan atas mekanisme<br />

                                                        pengelolaan dana UPK. Selain itu, sampai sesaat sebelum<br />

                                                        masalah terungkap, ia bertahan untuk tidak melaporkan<br />

                                                        berbagai penyimpangan tersebut kepada siapapun serta masih<br />

                                                        menyetujui penarikan dana dari rekening UPK yang dilakukan<br />

                                                        oleh Ketua. Sikap tidak transparan Bendahara itu masih saja<br />

                                                        terjadi saat Tim Justice meminta keterangan bukti berbagai<br />

                                                        pengeluaran UPK untuk pembelian furniture kantor. Ia<br />

                                                        memberikan kuitansi palsu –yang baru saja dibuat beberapa<br />

                                                        jam sebelumnya kepada Tim Justice atas pengerjaan furniture<br />

                                                        yang dilakukan oleh perusahaan milik orangtuanya sendiri.<br />
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                                                        Bendahara juga sempat mengelak memberikan salinan rekening<br />

                                                        bank dana UPK dengan alasan seluruh berkas sudah ia serahkan<br />

                                                        ke Polres. Pernyataannya berubah beberapa jam kemudian dan<br />

                                                        mengatakan bahwa salinan yang diminta ternyata masih<br />

                                                        tersimpan di rumahnya. Indikasi yang paling kentara adalah<br />

                                                        penarikan dana untuk pinjaman pribadi masih terus berlanjut<br />

                                                        bahkan beberapa bulan setelah hasil audit BPKP diumumkan.<br />

                                                        Ketika itu, bendahara masih meminjamkan dana sebesar Rp<br />

                                                        1,5 juta kepada orangtua dari Ketua UPK yang baru.<br />

                                                        Hanya ada kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa diskusi yang<br />

                                                        terjadi. Di antaranya adalah kuatnya perasaan “sungkan” dan<br />

                                                        “tunduk pada atasan” yang mendominasi para pengurus UPK.<br />

                                                        Perasaan tersebut bahkan mampu menekan sikap waspada dan<br />

                                                        kesadaran mereka bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap<br />

                                                        ketentuan PPK. “Masa’ sih kita mau curiga sama Ketua sendiri?” ujar<br />

                                                        salah seorang staf UPK. Sementara Bendahara berulang-ulang hanya<br />

                                                        mengatakan bahwa, “Nggak tahu ya, susah sih, Saya nggak bisa menolak<br />

                                                        kalau dia (Ketua UPK) kasih perintah ke saya.”<br />

                                                        Yang membuat situasi semakin bertambah runyam adalah fakta<br />

                                                        bahwa hampir semua pihak –yang harusnya melakukan fungsi<br />

                                                        kontrol atas UPK Lebakwangi, justru terlibat dalam penyimpangan<br />

                                                        yang sama meminjam dana UPK untuk kepentingan pribadi.<br />

                                                        Keadaan itu tentu saja mengurangi kemungkinan terjadinya upaya<br />

                                                        saling kontrol dan mengawasi –betapapun penyimpangan yang<br />

                                                        terjadi telah sedemikian mencolok.<br />
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                                                        Fakta lain yang juga sangat menonjol dalam kasus ini adalah sangat<br />

                                                        terbatasnya kepedulian warga masyarakat –setidaknya kelompok<br />

                                                        peminjam dana PPK, atas kinerja UPK dan permasalahan yang<br />

                                                        terjadi. Bilapun ada yang peduli, mereka juga mendapat laporan<br />

                                                        keuangan UPK yang ‘palsu’ karena Bendahara tidak pernah<br />

                                                        membeberkan Pembukuan tidak resmi dimana ia mencatat pinjaman<br />

                                                        – pinjaman perseorangan.<br />

                                                        Pemeriksaan di Tingkat Kepolisian<br />

                                                        Hampir semua pihak menyatakan kekecewaannya atas penanganan<br />

                                                        kasus oleh pihak Polres yang dianggap lamban. Kepala Unit Reserse<br />

                                                        Polres Kuningan menyatakan dapat memahami kekecewaan<br />

                                                        tersebut. Ia sendiri mengakui bahwa pemeriksaan ini berjalan lebih<br />

                                                        lama dari perkiraannya semula. Tapi, menurutnya, “Masyarakat tidak<br />

                                                        memahami rumitnya prosedur kerja Kepolisian. Mereka berfikir kita belum<br />

                                                        melakukan apapun padahal masalah yang kita hadapi adalah bukti-bukti<br />

                                                        yang ada masih lemah secara hukum.” Karena itu ia menyatakan akan<br />

                                                        dengan senang hati menjelaskan masalah ini pada masyarakat bila<br />

                                                        memang diperlukan.<br />

                                                        Sebagaimana telah didiskusikan bersama Kepolisian, sebenarnya<br />

                                                        ada beberapa peluang untuk memperbaiki kinerja mereka dalam<br />

                                                        penanganan kasus ini. Pertama, berdasarkan Undang-undang Anti<br />

                                                        Korupsi yang baru, sebenarnya kasus ini bisa langsung dilimpahkan<br />

                                                        kepada pihak Kejaksaan. Bila itu dilakukan, kerjasama Kepolisian<br />

                                                        dan Kejaksaan kiranya dapat mempercepat pengungkapan kasus<br />

                                                        ini.<br />
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                                                        Kedua, dalam undang-undang tersebut juga dimungkinkan untuk<br />

                                                        memakai strategi “pembagian beban pembuktian” dimana tidak<br />

                                                        hanya polisi yang harus mengungkapkan bahwa si A telah melakukan<br />

                                                        tindak pidana melainkan si A juga berkewajiban untuk membuktikan<br />

                                                        bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Mengingat<br />

                                                        dalam kasus penggelapan biasanya dilakukan bersama-sama,<br />

                                                        memeriksa tersangka satu demi satu tentu akan membutuhkan<br />

                                                        banyak waktu dibanding meminta seluruh tersangka untuk bersamasama<br />

                                                        membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.<br />

                                                        Selain itu, kendala ‘klise’ seperti: kurangnya dana operasional dan<br />

                                                        keengganan saksi dari desa untuk datang dalam pemeriksaan juga<br />

                                                        disampaikan oleh pihak Kepolisian. Untuk yang pertama, biaya<br />

                                                        operasional akan sedikit berkurang bila petugas justru yang<br />

                                                        ‘menjemput bola’ dengan melakukan pemeriksaan di Kecamatan<br />

                                                        (apalagi mengingat jarak tempuh dari Polres ke Lebakwangi hanya<br />

                                                        sekitar 20 menit berkendaraan). Tentang keengganan warga untuk<br />

                                                        memenuhi panggilan Polres dibantah oleh salah seorang warga desa.<br />

                                                        Ia mengaku justru harus <strong>menunggu</strong> selama 7 jam ketika datang ke<br />

                                                        Polres untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, “Katanya petugas<br />

                                                        sedang pergi ke luar kantor sehingga saya harus <strong>menunggu</strong> dari jam 8 pagi<br />

                                                        sampai jam 3 sore,” keluhnya.<br />

                                                        Mengapa Upaya Informal Sama Sekali Tidak Membuahkan<br />

                                                        Hasil?<br />

                                                        Dua kali upaya penyelesaian informal dalam kasus ini tidak<br />

                                                        membuahkan hasil. Sebaliknya, posisi tawar Ketua UPK –pihak yang<br />
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                                                        selama ini diduga sebagai pelaku utama penggelapan tersebut, dan<br />

                                                        keluarganya justru semakin menguat. Beberapa kali pihak Ketua UPK<br />

                                                        bahkan melontarkan ungkapan bahwa mereka sama sekali tidak takut<br />

                                                        dengan ancaman dari manapun, “Saya justru ingin kasus ini dituntaskan<br />

                                                        oleh Polisi secepatnya,” kata orang tua Ketua UPK. Nampaknya, bila<br />

                                                        tidak ada tekanan sanksi hukum atau penistaan secara sosial dari<br />

                                                        masyarakat, Ketua UPK tidak pernah merasa perlu untuk melakukan<br />

                                                        negosiasi dengan pihak manapun untuk menyelesaikan masalah ini.<br />

                                                        Selain itu, diperkirakan ia sangat memahami bahwa memang bukan<br />

                                                        hanya dirinya yang telah melakukan penyimpangan atas prosedur PPK<br />

                                                        –sehingga ancaman kepadanya akan mudah dialihkan menjadi<br />

                                                        ancaman buat pelaku lainnya.<br />

                                                        Ada beberapa kemungkinan untuk menjelaskan situasi tersebut.<br />

                                                        Pertama, karakter masyarakat Lebakwangi cenderung lebih<br />

                                                        menyerupai karakter masyarakat perkotaan dimana tekanan sanksi<br />

                                                        sosial atas pelaku kejahatan cenderung lebih lemah dibanding yang<br />

                                                        biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan. Pada kasus Ketua UPK,<br />

                                                        sanksi sosial ini semakin lemah karena ia tidak lagi tinggal di desa<br />

                                                        dan belum memiliki keluarga sehingga sangat mudah baginya untuk<br />

                                                        meninggalkan masyarakatnya dan pergi kapan saja.<br />

                                                        Kedua, bagi Ketua UPK, tekanan hukum juga sama lemahnya.<br />

                                                        Meski tidak diketahui apakah ia sudah mendapat nasehat hukum<br />

                                                        dari pengacara yang ia sewa dari Jakarta sejak Oktober 2001, namun<br />

                                                        jelas pernyataan yang dibuatnya sangat diplomatis. Tidak ada<br />

                                                        pengakuan kesalahan dalam pernyataan tersebut melainkan<br />

                                                        kesediaan untuk bertanggungjawab. Dengan demikian pernyataan<br />

                                                        itu sangat lemah sebagai bukti adanya tindakan pidana. Dan, meski<br />

                                                        telah ditangani oleh Polres selama hampir setahun tanpa ada<br />
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                                                        seorangpun yang dijadikan tersangka, ia memiliki lebih banyak lagi<br />

                                                        alasan untuk menganggap bahwa proses hukum sama sekali bukan<br />

                                                        ancaman yang harus dirisaukan.<br />

                                                        Fenomena ini menjelaskan betapa proses hukum formal dan proses<br />

                                                        informal sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jika<br />

                                                        proses hukum formal tidak berjalan dengan baik, maka hampir dapat<br />

                                                        dipastikan bahwa proses informal cenderung tidak akan berhasil.<br />

                                                        Tidak cukup hanya sanksi sosial, dalam masyarakat yang mulai<br />

                                                        berkembang, proses negosiasi antar pihak yang sedang bersengketa<br />

                                                        juga membutuhkan tekanan pihak luar yang dapat memaksa mereka<br />

                                                        untuk duduk bersama dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.<br />

                                                        Harapan & Pandangan Masyarakat Terhadap Proses Hukum<br />

                                                        “Jika diproses Polisi, kita, warga kampung ini, nggak tahu apa yang terjadi.<br />

                                                        Lagi pula kita tidak bisa mengawasi kerja Bapak-bapak Polisi...”<br />

                                                        -- Warga Desa Kataraja<br />

                                                        Sistem hukum—yang dalam kasus ini diwakili oleh Polres Kuningan<br />

                                                        dipandang dengan penuh keraguan oleh kebanyakan warga<br />

                                                        masyarakat. Selain soal keterbatasan pengetahuan mereka mengenai<br />

                                                        prosedur hukum, kepedulian yang utama adalah tidak adanya kontrol<br />

                                                        masyarakat atas sebuah kasus yang diproses oleh aparat hukum.<br />

                                                        Dari beberapa diskusi bersama warga masyarakat, terlihat cara<br />

                                                        pandang mereka tentang sistem hukum yang dipandang abstrak,<br />

                                                        berjarak serta diluar kontrol ‘orang kecil’ seperti masyarakat desa<br />

                                                        kebanyakan.<br />
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                                                        Selain itu, motif utama kebanyakan orang atas kasus ini pertamatama<br />

                                                        bukanlah perlunya sanksi hukum atas pelaku kejahatan,<br />

                                                        melainkan agar dana UPK tersebut dapat segera dikembalikan agar<br />

                                                        bisa mereka manfaatkan. Itulah sebabnya mereka mengandaikan<br />

                                                        bahwa proses informal jauh lebih mungkin untuk mewujudkan<br />

                                                        harapan tersebut. Warga menganggap bahwa mereka lebih memiliki<br />

                                                        akses untuk mengontrol jalannya proses informal dan keputusan<br />

                                                        biasanya lebih mengekspresikan aspirasi keadilan masyarakat itu<br />

                                                        sendiri, sesuatu yang sulit diperoleh bila menyelesaikan kasus<br />

                                                        melalui jalur hukum.<br />

                                                        Kecenderungan untuk mendahulukan proses informal ini dikuatkan<br />

                                                        oleh pernyataan banyak pihak termasuk beberapa pejabat<br />

                                                        pemerintah daerah setempat. Hanya pihak Polres dan Tim<br />

                                                        Koordinasi yang berpendapat bahwa sudah selayaknya untuk<br />

                                                        menegakkan supremasi hukum. Bagi mereka, pelaku penggelapan<br />

                                                        dana UPK Lebakwangi tetap harus dihukum meskipun dana yang<br />

                                                        hilang telah dikembalikan.<br />

                                                        Box 2: Apa Sebenarnya Arti “Independensi Hukum” itu...?<br />

                                                        Hampir semua pihak menganggap bahwa kinerja Polres<br />

                                                        Kuningan sangat lamban. Bahkan, akibatnya segera muncul<br />

                                                        dugaan bahwa pihak Kepolisian “ada main” dengan tersangka<br />

                                                        utama, Ketua UPK. Tapi yang menarik untuk dicermati<br />

                                                        bukanlah apakah dugaaan tersebut benar atau salah, namun<br />

                                                        bagaimana ketidaktransparanan aparat hukum berdampak pada<br />
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                                                        tetap rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat<br />

                                                        hukum.<br />

                                                        Warga dan petugas Kecamatan mengakui bahwa mereka tidak<br />

                                                        melakukan pemantauan terhadap Polres Kuningan, “Ya kalau sudah<br />

                                                        ditangani (aparat) hukum, ya kita lepas tangan lah, Pak. Kita<br />

                                                        sudah tidak bisa ikut campur lagi...,” ujar Camat Lebakwangi.<br />

                                                        Anggota Tim Koordinasi, meski sangat ingin mengikuti setiap detil<br />

                                                        kemajuan pemeriksaan Kepolisian, mengaku tidak berhasil memperoleh<br />

                                                        informasi tersebut. Permintaannya ditolak oleh petugas kepolisian dengan<br />

                                                        alasan, “itu dokumen rahasia Kepolisian.” Sementara untuk memaksa<br />

                                                        pihak Kepolisian, ia merasa bahwa, “Itu kan artinya intervensi<br />

                                                        oleh pemerintah kepada lembaga hukum. Hukum kan harus<br />

                                                        independen,” ujarnya. Yang terjadi akhirnya adalah jurang antara<br />

                                                        Kepolisian dengan masyarakat: masyarakat terus saja mereproduksi<br />

                                                        kekecewaan dan kecurigaan tentang “petugas yang bisa dibeli” sementara<br />

                                                        polisi berkutat dengan keluhan bahwa kurang adanya kerjasama dari<br />

                                                        warga dan pemerintah.<br />

                                                        Lalu, apa arti “independensi hukum” itu sesungguhnya?<br />

                                                        Lazimnya, dalam konsep Pemilahan Kekuasaan, selalu<br />

                                                        didengungkan pentingnya independensi kekuasaan kehakiman<br />

                                                        atas kekuasaan lain: Legislatif dan terutama eksekutif. Artinya:<br />

                                                        kekuasaan yang lain tidak boleh mengintervensi obyektifitas<br />

                                                        kekuasaan kehakiman untuk kepentingan subyektif kekuasaan<br />

                                                        eksekutif atau legislatif. Konsep ini kemudian menjiwai Pasal<br />

                                                        1 Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok<br />

                                                        Kekuasaan Kehakiman.<br />
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                                                        Istilah ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk mengisolasi<br />

                                                        lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan<br />

                                                        dari masyarakat. Adalah kewajiban lembaga hukum untuk<br />

                                                        melayani kebutuhan informasi masyarakat tentang prosedur<br />

                                                        dan rencana kerja mereka –setidaknya dalam rangka<br />

                                                        pendidikan hukum buat masyarakat. Bahkan kecenderungan<br />

                                                        terakhir, atas nama akuntabilitas, justru keterlibatan warga<br />

                                                        dalam memantau proses hukum sangat didukung. Dalam UU<br />

                                                        Korupsi No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi<br />

                                                        diatur ketentuan adanya penghargaan bagi warga negara yang<br />

                                                        ikut membantu mencegah dan memberantas korupsi seperti:<br />

                                                        mencari informasi, menanyakan proses pemeriksaan kepada<br />

                                                        aparat hukum yang sedang menangani. Lebih jauh, hak warga<br />

                                                        negara juga dijamin untuk mendapatkan jawaban atas<br />

                                                        pertanyaannya.<br />

                                                        Memang terkadang ada beberapa informasi yang harus dijaga<br />

                                                        kerahasiaannya sebagai bagian dari upaya mengungkapkan<br />

                                                        kasus itu sendiri. Namun, masih ada lebih banyak informasi<br />

                                                        yang masuk kategori “Tidak rahasia” yang akan sangat berguna<br />

                                                        untuk menjembatani jurang antara masyarakat dan aparat<br />

                                                        hukum seperti: rencana kerja pemeriksaan, kendala<br />

                                                        pemeriksaan, dan hasil umum pemeriksaan. Jadi, perdebatan<br />

                                                        sudah harus dimulai: mana independensi hukum dan mana sikap<br />

                                                        tidak transparan?<br />
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                                                        Peran Pengacara Masyarakat<br />

                                                        Kebutuhan masyarakat desa akan akses kepada aktor yang memiliki<br />

                                                        latar belakang dan pengalaman di bidang hukum guna membantu<br />

                                                        mereka mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan<br />

                                                        kasus terlihat sangat tinggi. Namun pengalaman di Lebakwangi<br />

                                                        memperlihatkan bahwa dibutuhkan beberapa prasyarat agar<br />

                                                        pelibatan aktor pengacara masyarakat dapat memberikan manfaat<br />

                                                        lebih.<br />

                                                        Kinerja pengacara masyarakat dalam kasus ini terlihat lebih sebagai<br />

                                                        tambahan biaya dibanding sebagai bantuan. Usai bernegosiasi<br />

                                                        mengenai honornya, kerja pengacara masyarakat dalam kasus ini<br />

                                                        adalah mendampingi para saksi dari kecamatan dan desa yang sedang<br />

                                                        diperiksa oleh Kepolisian. Tindakan paling jauh adalah mengirim surat<br />

                                                        kepada Polres Kuningan agar memperhatikan kasus ini secara lebih<br />

                                                        serius. Kegiatan tersebut –yang merefleksikan pengalaman menjadi<br />

                                                        pengacara privat di Jakarta, masih dilengkapi dengan beberapa kali<br />

                                                        ‘melobi’ petugas Polres agar memperhatikan kasus ini.<br />

                                                        Dalam kasus pidana, sebetulnya peran pengacara amat terbatas<br />

                                                        karena untuk melindungi kepentingannya negara memiliki Jaksa<br />

                                                        Penuntut Umum. Dengan demikian, peran pengacara masyarakat<br />

                                                        lebih untuk memfasilitasi warga masyarakat agar memiliki<br />

                                                        pemahaman yang lebih baik mengenai proses hukum serta kasus<br />

                                                        yang sedang dihadapi. Lebih baik lagi bila peran itu dilanjutkan<br />

                                                        dengan pendampingan bagi masyarakat untuk melakukan<br />

                                                        pengawasan atas institusi hukum yang sedang bertugas menangani<br />

                                                        kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat.<br />
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                                                        Pengacara masyarakat dalam sebuah kasus korupsi di Lampung bisa<br />

                                                        menjadi perbandingan. Ia bahkan tidak meminta dana operasional<br />

                                                        dari warga penerima bantuan PPK. Biaya operasional selama<br />

                                                        mendampingi masyarakat sebagian berasal dari LBH dan selebihnya<br />

                                                        berasal dari dana pribadi. Kegiatan pertama yang ia lakukan adalah<br />

                                                        menginvestigasi ulang kasus yang dihadapi. Setelah itu, ia berbicara<br />

                                                        dengan sebanyak mungkin aparat desa korban untuk menjelaskan<br />

                                                        tentang potret kasus dari kacamata hukum dan proses hukum yang<br />

                                                        biasanya akan terjadi. Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk<br />

                                                        memantau bekerjanya aparat hukum. Dalam hal ini ia sekaligus<br />

                                                        membangun jaringan kerjasama dengan aktor-aktor LSM, wartawan,<br />

                                                        bahkan membangun komunikasi dengan aktor dari dalam institusi<br />

                                                        hukum seperti Kejaksaan dan Pengadilan.<br />

                                                        Begitupun, kecuali pengurus baru UPK Lebakwangi yang mengeluh<br />

                                                        tentang uang honor pengacara masyarakat, kebanyakan pihak justru<br />

                                                        mengaku puas dengan kinerjanya. Camat menilai pengacara itu<br />

                                                        “sangat membantu”, sementara warga lain merasa bangga karena<br />

                                                        memiliki seorang warga desa yang ahli hukum dan berpengalaman<br />

                                                        kerja di Jakarta.<br />

                                                        Namun perasaan puas tersebut menguak problem lain, yaitu adanya<br />

                                                        kemungkinan konflik kepentingan antara pengurus UPK serta<br />

                                                        Camat dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan jasa pengacara<br />

                                                        ini. Sebagaimana diakui sendiri oleh si pengacara, dalam<br />

                                                        pemahamannya ia adalah pengacara untuk UPK dan bukan untuk<br />

                                                        masyarakat. Pada kenyataannya memang terdapat batas yang kabur<br />

                                                        apakah pendampingan yang diberikan kepada Bendahara dan Ketua<br />

                                                        UPK pengganti tersebut dalam kapasitas mereka sebagai pengurus<br />
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                                                        UPK atau justru untuk melindungi kepentingan hukum mereka<br />

                                                        secara pribadi. Sebagaimana diketahui, meski UPK memiliki<br />

                                                        kepentingan hukum agar dana tersebut dapat kembali, namun<br />

                                                        Bendahara dan pengurus UPK lain serta Camat juga berkepentingan<br />

                                                        untuk menghindarkan diri mereka dari kemungkinan dijadikan<br />

                                                        tersangka.<br />

                                                        Kesimpulan<br />

                                                        Jauh panggang dari api. Kiranya ungkapan pepatah lama ini<br />

                                                        cukup tepat menggambarkan serangkaian upaya penyelesaian<br />

                                                        kasus penggelapan dana UPK Lebakwangi ini. Ada banyak<br />

                                                        pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian kasus namun<br />

                                                        masing-masing menuju arah yang berbeda. Langkah<br />

                                                        penyelesaian melalui sistem hukum formal pada dasarnya<br />

                                                        diambil sekedar untuk memperkuat tekanan kepada Ketua<br />

                                                        UPK agar mau bekerjasama dengan mengembalikan pinjaman<br />

                                                        pribadinya. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, motif para<br />

                                                        pihak pada dasarnya adalah kembalinya dana ke UPK dan<br />

                                                        bukannya berdasarkan keinginan agar pelaku pidana mendapat<br />

                                                        sanksi hukum.<br />

                                                        Di lain sisi, langkah penyelesaian melalui mekanisme<br />

                                                        musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan (informal)<br />

                                                        dijalankan dengan setengah hati. Dengan proses musyawarah<br />
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                                                        dengan pelibatan pelaku yang terbatas dan elitis, tidak muncul<br />

                                                        tekanan secara sosial yang cukup kuat untuk memaksa<br />

                                                        kesediaan para tersangka untuk ikut bermusyawarah<br />

                                                        menyelesaikan persoalan yang ada. Akhirnya, lambannya proses<br />

                                                        hukum justru menjadi legitimasi oleh pihak keluarga Ketua<br />

                                                        UPK untuk mengabaikan ajakan negosiasi pihak Kecamatan<br />

                                                        dan anggota DPRD.<br />

                                                        Situasi di atas sebetulnya terjadi karena memang tidak ada satu<br />

                                                        pihakpun yang mempunyai motif yang cukup kuat untuk secara<br />

                                                        konsisten menyelesaikan kasus ini. Pihak Kecamatan dan staf<br />

                                                        UPK tentu saja akan pernah melakukan upaya maksimal karena<br />

                                                        pada dasarnya mereka melakukan kesalahan yang sama dengan<br />

                                                        yang dilakukan oleh Ketua UPK –meski dalam jumlah dana<br />

                                                        yang jauh lebih kecil. Sementara Tim Koordinasi PPK dan<br />

                                                        Pemerintah Daerah Kuningan merasa perannya dibatasi oleh<br />

                                                        kekhawatiran melakukan intervensi hukum atas kerja aparat<br />

                                                        kepolisian. Pada saat yang sama, pengacara masyarakat yang<br />

                                                        diharapkan dapat menjadi pendamping masyarakat untuk<br />

                                                        melakukan tekanan kepada lembaga hukum yang berwenang<br />

                                                        justru sejak awal memiliki persepsi yang keliru tentang siapa<br />

                                                        yang menjadi ‘klien’-nya: staff UPK dan Camat atau warga<br />

                                                        masyarakat?<br />

                                                        Pemantauan masyarakat amat terbatas karena tidak ada<br />

                                                        transparansi yang terjadi. Selain itu, motif warga pun sangat<br />

                                                        rendah. Salah satu indikasinya rendahnya motif warga terlihat<br />

                                                        ketika ide untuk melibatkan pengacara masyarakat dibahas di<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> Yang <strong>Tak</strong> Terjamah<br />

                                                        UDKP khusus. Semua perwakilan desa setuju dengan ide itu<br />

                                                        sejauh tidak ada keharusan tiap desa untuk ikut menanggung<br />

                                                        biaya jasa pengacara tersebut.<br />

                                                        Meskipun kemudian upaya hukum formal dilakukan, tapi<br />

                                                        sesungguhnya sikap ini diambil sekedar sebagai ‘ancaman’ agar<br />

                                                        Ketua UPK mau bekerjasama. Dan ketika proses mulai<br />

                                                        dijalankan, masing-masing pihak tidak mengetahui<br />

                                                        ekspektasinya dan ukuran keberhasilannya. Bahkan bagi<br />

                                                        sebagian orang yang penting adalah dananya kembali.<br />

                                                        Bila hanya berhasil menetapkan satu orang tersangka dalam<br />

                                                        kasus penggelapan ini, rasanya Kepolisian jelas berada pada<br />

                                                        jalur yang keliru. Sangat mungkin Bendahara juga bersalah,<br />

                                                        tapi membiarkan Ketua UPK sudah pasti tidak adil. Faktanya,<br />

                                                        Ketua UPK –yang berasal dari keluarga berada, berpendidikan<br />

                                                        cukup tinggi dan sanggup mendatangkan pengacara dari<br />

                                                        Jakarta, itu melarikan diri. Dan yang tertinggal hanya si<br />

                                                        Bendahara –wanita yang sudah tidak bersuami, tidak<br />

                                                        berpendidikan cukup dan tidak mampu menyewa pengacara,<br />

                                                        itu sebagai tersangka utama.<br />

                                                        Apakah hukum memang hanya bisa bekerja untuk golongan lemah<br />

                                                        seperti ini?<br />
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                                                        Kanker Korupsi<br />

                                                        Cerita dari Dua Desa di Kalimantan Tengah<br />

                                                        Ringkasan<br />

                                                        “Tegakkan hukum! Bagi masyarakat sini, dia (pelaku korupsi) sudah<br />

                                                        jadi Akbar Tanjung ke 2, Kalau kasus ini tidak selesai, kasus korupsi<br />

                                                        yang lain akan lanjut terus.”<br />

                                                        -- Penduduk Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah<br />

                                                        “Kasus ini seperti kanker.”<br />

                                                        -- Camat Seruyan Tengah<br />

                                                        Banyak hal sudah terjadi di Kecamatan Seruyan selama dua<br />

                                                        tahun terakhir. Seruyan Tengah dikenal sebagai sumber<br />

                                                        “pejuang” Dayak dalam kerusuhan antar etnis yang merebak<br />

                                                        di Sampit dan sekitarnya pada Februari 2001 lalu. Meskipun<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        daerah ini bukan pusat konflik antara etnis Dayak dan Madura,<br />

                                                        namun etnis Madura yang sebelumnya tinggal di desa tersebut<br />

                                                        telah melarikan diri dan beberapa orang Dayak setempat telah<br />

                                                        ditahan atas keterlibatan mereka dalam tindak kekerasan yang<br />

                                                        mengerikan.<br />

                                                        Korupsi juga telah hadir di daerah ini. Memasuki enam bulan<br />

                                                        masa implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK),<br />

                                                        Kepala Unit Manajemen Keuangan Kecamatan (UPK), Ijuh<br />

                                                        Biring, mulai menyedot dana program. Ijuh, mantan kepala adat<br />

                                                        dan anggota DPRD, merupakan figur yang disegani di daerah<br />

                                                        tersebut. Pada bulan Januari 2002, ia mengaku telah mencuri<br />

                                                        dana program sebesar empat puluh juta rupiah. Satu setengah<br />

                                                        tahun kemudian kasus tersebut tetap belum terselesaikan.<br />

                                                        Pada awalnya diupayakan negosiasi untuk menyelesaikan<br />

                                                        masalah. Ijuh menandatangani beberapa deklarasi dengan janji<br />

                                                        akan melunasi utangnya. Namun, frustrasi masyarakat<br />

                                                        berkembang sejalan dengan melesetnya setiap janji pelunasan<br />

                                                        utang dari batas waktu yang telah ia tetapkan. Akibatnya, kasus<br />

                                                        tersebut diajukan ke polisi. Dengan dukungan dana operasional<br />

                                                        yang disuplai masyarakat, pada mulanya polisi bergerak cepat.<br />

                                                        Tetapi kombinasi antara kendala geografis dan hubungan<br />

                                                        disfungsional antara Kepolisian dan Kantor Kejaksaan Negeri<br />

                                                        menyebabkan kasus masih tetap dalam kategori penyelidikan<br />

                                                        setelah berjalan lebih dari setahun. Namun, transparansi<br />

                                                        membuat situasi menjadi berbeda – pemantauan yang sedang<br />

                                                        berlangsung yang dilakukan oleh perangkat hukum masyarakat,<br />
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                                                        media, konsultan PPK dan Bank Dunia meningkatkan<br />

                                                        kemungkinan penyelesaian yang berhasil.<br />

                                                        Pada saat yang sama di desa Ayawan di Seruyan Tengah, kepala<br />

                                                        desa juga memetik hasil atas dana program yang digelapkannya.<br />

                                                        Ketika dana pengembangan disalurkan ke desa tersebut, tanpa<br />

                                                        segan ia mengambil Rp 16,5 juta bagi dirinya sendiri. Upaya<br />

                                                        terpuji yang dipimpin oleh masyarakat untuk meminta<br />

                                                        pertanggungjawaban membuahkan ancaman dan intimidasi dari<br />

                                                        aparat setempat. Saat ini penduduk desa Ayawan lelah berjuang<br />

                                                        – mereka merasa tidak berdaya menghadapi sistem yang<br />

                                                        melindungi kepentingan penguasa. Kepercayaan mereka yang<br />

                                                        rendah terhadap polisi menjadi semakin parah.<br />

                                                        Korupsi telah menjalar seperti kanker di kecamatan ini. Belajar<br />

                                                        dari kepemimpinan, baik setempat maupun nasional, mereka<br />

                                                        memandang tidak perlu melunasi utang-utang kredit ringan<br />

                                                        PPK mereka. “Utang saya kecil, tapi Ijuh ambil empat puluh<br />

                                                        juta. Nggak adil mengejar orang kecil,” kata seorang penduduk<br />

                                                        yang tidak mau membayar utang. “Kalau Ijuh bayar, saya akan<br />

                                                        bayar,” yang lain berkata. Kasus ini juga telah menarik<br />

                                                        perhatian kecamatan-kecamatan tetangga yang menderita<br />

                                                        korupsi kecil-kecilan. “Kecamatan lain tunggu hasil kasus ini,”<br />

                                                        kata Toni, Konsultan Management Kabupaten (KMKab) PPK.<br />

                                                        Dua kasus ini telah meninggalkan gejala petunjuk korupsi<br />

                                                        endemik – impunitas yang mengakar, ketidakberdayaan<br />

                                                        masyarakat dan perasaan bahwa kepentingan penguasa jauh<br />
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                                                        dari jangkauan hukum. Apakah penyelesaian kasus Ijuh Biring<br />

                                                        dapat menyembuhkan kanker dan memutuskan lingkaran bebas<br />

                                                        hukuman? Belum tentu. Kepercayaan masyarakat terhadap<br />

                                                        sistem Peradilan dan kekuatan mereka sendiri melalui tindakan<br />

                                                        kolektif tergantung pada hal tersebut.<br />

                                                        Profil Daerah<br />

                                                        Kecamatan Seruyan Tengah berlokasi dekat tengah-tengah<br />

                                                        Kabupaten Seruyan, sebuah kabupaten bentukan baru, di bagian<br />

                                                        barat Kalimantan Tengah. Seruyan dibentuk pada bulan Januari<br />

                                                        2003 dan saat ini tetap hanya merupakan sebuah nama – secara<br />

                                                        efektif tetap di bawah kontrol pemerintahan Kotawaringin Timur<br />

                                                        (Kotim) di Sampit. Sebelum dipecah menjadi tiga kabupaten pada<br />

                                                        bulan Januari, Kotim merupakan wilayah yang sangat luas, yang<br />

                                                        cakupannya lebih besar dari provinsi Jawa Tengah.<br />

                                                        Seruyan Tengah berjarak kira-kira 7 jam perjalanan melalui jalan<br />

                                                        darat arah Utara Sampit dengan kondisi jalan yang parah dan<br />

                                                        melelahkan; atau tiga jam perjalanan darat dilanjutkan dengan dua<br />

                                                        setengah jam perjalanan dengan perahu sungai. Ongkos dari Sampit<br />

                                                        ke Rantau Pulut dengan bus umum dan/atau perahu Rp 80.000,-<br />

                                                        Perjalanan menghabiskan waktu sehari penuh. Oleh sebab itu akses<br />

                                                        ke polisi, jaksa, pengadilan negeri dan bantuan hukum sangat sulit.<br />
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                                                        Area ini merupakan hutan lebat, tetapi tanda-tanda pembukaan lahan<br />

                                                        terlihat jelas di mana-mana. Selama musim kering, debu dan kabut<br />

                                                        asap tebal yang berasal dari kebakaran hutan yang menutup seluruh<br />

                                                        wilayah memperburuk perasaan jauh dan terasing. Kadang-kadang<br />

                                                        jarak pandang di jalan dapat mencapai hanya sekitar 10 meter. Selama<br />

                                                        musim tersebut, pada pukul lima sore sudah gelap, dan kerusakan<br />

                                                        lingkungan sangat terasa.<br />

                                                        Seruyan Tengah merupakan sumber pejuang selama konflik etnis<br />

                                                        di Sampit selama bulan Februari 2001. Tempat ini telah menjadi<br />

                                                        saksi pembantaian ribuan orang Madura, dan juga pembunuhan<br />

                                                        banyak orang Dayak. Etnis Madura telah melarikan diri dari wilayah<br />

                                                        ini dan hanya sedikit yang telah kembali. Namun, berbagai kelompok<br />

                                                        etnis lain – Jawa, Bali, Banjar, dan lainnya hidup dengan nyaman di<br />

                                                        daerah tersebut. Perbedaan agama juga merupakan ciri menonjol –<br />

                                                        dengan jumlah pemeluk yang sebanding antara Islam, Kristen, dan<br />

                                                        kepercayaan setempat, yaitu: Kaharingan (diakui resmi oleh<br />

                                                        pemerintah sebagai salah satu bentuk kepercayaan Hindu). Paling<br />

                                                        tidak di permukaan, daerah ini terlihat damai. Sungai merupakan<br />

                                                        sumber utama dan pusat kehidupan. Kayu dan penambangan emas<br />

                                                        mendominasi ekonomi setempat. Sementara penilaian secara tepat<br />

                                                        sukar dilakukan, proporsi yang besar dari aktivitas ini tergolong<br />

                                                        ilegal.<br />

                                                        Kebanyakan desa di Seruyan Tengah memiliki tata wilayah hampir<br />

                                                        sama, terdiri dari hanya satu ruas jalan panjang yang paralel dengan<br />

                                                        sungai, dan deretan rumah di sisi yang lain. Mesjid dan/atau gereja,<br />

                                                        beberapa kios yang menjual kebutuhan pokok, sekolah dasar dan<br />

                                                        puskesmas/pustu merupakan aset standar yang dimiliki sebuah desa.<br />
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                                                        Ada beberapa pedagang kaya dan pemilik tanah, tetapi secara<br />

                                                        keseluruhan Seruyan merupakan daerah miskin dan terpencil.<br />

                                                        Kronologi Peristiwa<br />

                                                        Sama seperti banyak kasus korupsi PPK, metode yang ditempuh<br />

                                                        oleh Ijuh Biring bersifat sederhana. Implementasi PPK di Kalimantan<br />

                                                        Tengah agak diperumit di awal tahun 2001 dengan adanya keputusan<br />

                                                        pemerintah untuk mencairkan milyaran rupiah melalui sistem PPK<br />

                                                        dengan pemberitahuan dalam waktu yang singkat. Program yang<br />

                                                        disebut PPM-Pras didanai dari subsidi minyak, dan ditujukan untuk<br />

                                                        infrastruktur umum. Namun, singkatnya waktu untuk<br />

                                                        mendistribusikan dana serta jumlah dana yang menggiurkan, telah<br />

                                                        menimbulkan dampak yang merusak PPK di wilayah tersebut.<br />

                                                        Dengan tersedianya dana dalam jumlah besar, unsur kompetitif PPK<br />

                                                        berkurang. Ini berarti hampir semua proposal yang diajukan<br />

                                                        penduduk di daerah PPK / PPM-Pras disetujui. Banyak kredit usaha<br />

                                                        kecil dan kelompok Ekonomi Produktif berlipat dan angka<br />

                                                        pelunasan utang terhadap skema perputaran dana di desa tersebut<br />

                                                        rendah. Seperti yang dikatakan oleh KMKab, “Ini yang terjadi kalau<br />

                                                        kasih uang gratis.”<br />

                                                        Ijuh Biring merupakan figur yang disegani di desa tersebut . Sebagai<br />

                                                        mantan ketua adat (damang) dan anggota DPRD, ia seorang yang<br />

                                                        terpelajar dan pandai berbicara. Sepertinya ia merupakan calon<br />

                                                        sempurna untuk menduduki posisi ketua UPK. Namun, dengan<br />

                                                        70

                                                    

                                                    Kanker Korupsi<br />

                                                        cepat ia mengambil keuntungan atas banjirnya dana yang melimpahi<br />

                                                        wilayah tersebut melalui PPK dan PPM-Pras.<br />

                                                        Modus operandi sederhana<br />

                                                        Dana PPM-Pras mulai mengalir bulan Februari 2001 dan PPK di<br />

                                                        bulan Mei tahun yang sama. Bulan Juli kelompok kredit usaha kecil<br />

                                                        mulai membayar kembali pinjaman mereka ke UPK. Seharusnya<br />

                                                        mereka membayar kepada Bendahara UPK yang sudah dipilih.<br />

                                                        Namun karena Bendahara tidak begitu aktif, maka Ijuh sendiri yang<br />

                                                        mengumpulkan pembayaran pinjaman tersebut di kecamatan.<br />

                                                        Cabang bank terdekat berada di Sampit yang berjarak kira-kira tujuh<br />

                                                        jam perjalanan dengan mobil. Sejak konflik etnis pada bulan Februari<br />

                                                        2001 – yang menyebabkan banyak orang dibunuh secara brutal –<br />

                                                        penduduk Seruyan Tengah enggan bepergian ke ibukota kabupaten.<br />

                                                        Dengan alasan jauhnya jarak dan besarnya ongkos perjalanan yang<br />

                                                        harus dikeluarkan untuk mencapai bank, Ijuh menyimpan dana<br />

                                                        pengembalian utang dalam jumlah besar di rumahnya.<br />

                                                        Kecurigaan terhadap Ijuh mulai muncul pada bulan September 2001,<br />

                                                        ketika fasilitator kecamatan (FK) PPK memeriksa saldo bank di<br />

                                                        Sampit dan menyadari betapa kecilnya dana yang tersimpan di<br />

                                                        rekening perguliran dana. Mereka menanyakan hal ini kepada Ijuh<br />

                                                        di bulan Oktober dan dengan tanggapan yang kurang meyakinkan,<br />

                                                        melakukan audit keuangan di bulan berikutnya. Dari hasil audit<br />

                                                        terungkap bahwa Rp 27 juta sebagai pembayaran kembali utang<br />

                                                        oleh penduduk Suka Maju, Ayawan dan Durian Tunggal belum<br />

                                                        dimasukkan ke dalam rekening tersebut.<br />
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                                                        Ijuh menyatakan bahwa ia menyimpan uang tersebut di rumahnya<br />

                                                        yang lain di Sampit dan akan segera menyetorkan uang tersebut.<br />

                                                        Hingga bulan Desember ia belum mengambil tindakan perbaikan.<br />

                                                        Oleh sebab itu, FK melaporkan kasus ini ke KMKab dan Konsultan<br />

                                                        Manajemen Provinsi (KMProp).<br />

                                                        Pada tanggal 7 Desember diadakan sebuah pertemuan di kantor<br />

                                                        Camat. Pada pertemuan tersebut Ijuh menandatangani surat<br />

                                                        pertanggungjawaban atas raibnya dana dan berjanji mengembalikan<br />

                                                        uang tersebut dalam jumlah utuh dalam jangka waktu sebulan. Pada<br />

                                                        saat jatuh tempo, hanya Rp 3 juta yang dikembalikan oleh Ijuh. Ia<br />

                                                        mengaku telah menghabiskan uang tersebut untuk biaya pendidikan<br />

                                                        anak-anaknya serta untuk membeli sebuah truk.<br />

                                                        Masyarakat mencari tahu<br />

                                                        Pada tanggal 22 Januari 2002 Forum Khusus Antar Desa (UDKP<br />

                                                        Khusus) digelar untuk membicarakan masalah tersebut. Pada<br />

                                                        pertemuan tersebut, Ijuh dipecat dari jabatannya sebagai Ketua<br />

                                                        UPK. Segera setelah kejadian tersebut, ia menandatangani surat<br />

                                                        kedua, dan dalam kesempatan ini ia juga mengaku telah mengambil<br />

                                                        Rp 13 juta dari PPM-Pras dengan menahan pembayaran dari desa<br />

                                                        Ayawan dan Suka Makmur. Ia berjanji mengembalikan uang yang<br />

                                                        telah disalahgunakan secara utuh dalam tiga kali cicilan hingga bulan<br />

                                                        April.<br />

                                                        72

                                                    

                                                    Kanker Korupsi<br />

                                                        Polisi dipanggil<br />

                                                        Hingga tanggal 7 Maret tidak terjadi apa-apa – jelaslah bahwa<br />

                                                        menawarkan kepada Ijuh jalan keluar terhormat dari kekacauan<br />

                                                        tersebut tidak mebuahkan hasil. Melalui UDKP Khusus lagi,<br />

                                                        masyarakat menunjuk Dehar, Kepala UPK yang baru, untuk<br />

                                                        melaporkan kasus ini kepada polisi. Yang menarik adalah bahwa<br />

                                                        pertemuan tersebut juga memutuskan untuk mengalokasikan Rp<br />

                                                        25 juta dari dana perguliran untuk mendanai proses hukum tersebut.<br />

                                                        Pada kesempatan tersebut tidak dirumuskan kriteria penggunaan<br />

                                                        dana Rp 25 juta tersebut. Namun rapat menetapkan bahwa setiap<br />

                                                        pengeluaran harus mendapatkan persetujuan dari Kepala UPK,<br />

                                                        Fasilitator Kecamatan (FK), dan PJOK. Pada titik ini, kasus juga<br />

                                                        diliput di media oleh koran lokal besar, Kalteng Pos.<br />

                                                        Tanggapan segera dari Kepolisian<br />

                                                        Dehar melaporkan kasus tersebut melalui surat dan kemudian secara<br />

                                                        langsung kepada Polsek Seruyan Tengah pada tanggal 22 Maret.<br />

                                                        Tidak seperti kasus-kasus lain yang diliput oleh Justice for the Poor,<br />

                                                        polisi dengan cepat bergerak. Hingga tanggal 24 Maret, Ijuh Biring<br />

                                                        telah dipanggil dari kediamannya di Sampit dan diinterogasi oleh<br />

                                                        polisi di Rantau Pulut. Penyidikan diselesaikan dan dirujuk ke Polisi<br />

                                                        Resort (Polres) di tingkat kabupaten dalam waktu 2-3 minggu.<br />

                                                        Kemudian pada tanggal 23 April, Polres segara melimpahkan kasus<br />

                                                        tersebut ke Jaksa Penuntut Umum di Sampit. Ijuh dikenakan<br />

                                                        tuduhan penggelapan yang melanggar pasal 372 KUHP. Menurut<br />

                                                        ketentuan hukum, jaksa memiliki waktu 14 hari untuk menanggapi.<br />

                                                        Pada tahap inilah kesalahan mulai terjadi.<br />
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                                                        Permainan Ping-Pong antar lembaga<br />

                                                        Pada tanggal 10 Juni, empat puluh delapan hari setelah menerima<br />

                                                        hasil penyidikan polisi, jaksa penuntut umum menanggapinya dengan<br />

                                                        daftar pertanyaan dan syarat bukti tambahan sepanjang delapan<br />

                                                        halaman. Polres sangat terbuka dan memperlihatkan kepada kami<br />

                                                        daftar pertanyaan jaksa penuntut umum. Beberapa pertanyaan<br />

                                                        masuk akal, tetapi lainnya banyak yang tidak perlu. Sebagai contoh<br />

                                                        dua dari sekian banyak pertanyaan, yaitu, “Bagaimana cara saksi<br />

                                                        untuk meyakinkan benar-benar telah terjadi selisih atas<br />

                                                        pengembalian dana PPK?” dan “Bagaimana tahu bahwa tertuduh<br />

                                                        telah menggunakan uang yang telah hilang untuk kepentingan<br />

                                                        pribadi?” Pertanyaan-pertanyaan ini nampaknya hampir tidak perlu<br />

                                                        karena jaksa telah memiliki surat pernyataan dari tertuduh yang<br />

                                                        mengakui telah mengambil dan menyalahgunakan uang tersebut<br />

                                                        untuk kepentingan pribadi. Rekening bank dan tanda terima dari<br />

                                                        desa yang dikorupsi juga telah dimiliki oleh si jaksa.<br />

                                                        Polisi berdiam diri… tetapi tekanan dari luar membawa hasil<br />

                                                        Mungkin karena dibingungkan oleh banyaknya persyaratan<br />

                                                        tambahan yang diminta jaksa penuntut, polisi tidak melakukan<br />

                                                        tindakan apa-apa selama beberapa bulan. Mereka mengatakan bahwa<br />

                                                        mereka sibuk dengan prioritas lain, tetapi penyelidikan tambahan<br />

                                                        tidak pernah dilakukan hingga setelah adanya misi supervisi dari<br />

                                                        Bank Dunia di bulan Oktober 2002. Pada saat yang sama wakil<br />

                                                        tokoh masyarakat di Seruyan Tengah menulis surat kepada Kepala<br />

                                                        Jaksa Penuntut Wilayah, tembusan kepada Polisi dan Bupati, yang<br />
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                                                        menyatakan kekecewaan mereka terhadap lambannya proses<br />

                                                        penyelesaian. Surat ini juga melibatkan Bupati, yang juga<br />

                                                        melayangkan surat kepada polisi untuk memberi prioritas kepada<br />

                                                        kasus tersebut.<br />

                                                        Tekanan dari berbagai pihak inilah yang mendorong polisi untuk<br />

                                                        membuka kembali penyelidikan. Mereka melimpahkan kembali<br />

                                                        kasus tersebut kepada jaksa penuntut setelah melengkapi semua<br />

                                                        persyaratan tambahan.<br />

                                                        Di bulan November 2002 jaksa kembali menolak kasus tersebut.<br />

                                                        Pada kesempatan ini mereka benar-benar memperumit proses<br />

                                                        dengan mengajukan dua permintaan:<br />

                                                        1. Kasus tersebut dipecah, dengan dua dakwaan terpisah untuk<br />

                                                        pencurian uang PPM-Pras dan uang PPK.<br />

                                                        2. Dakwaan dalam dua kesempatan harus dirubah dari kasus<br />

                                                        penggelapan menjadi kasus Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan<br />

                                                        Undang-Undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.<br />

                                                        Polisi bergerak cepat, memanggil Ijuh kembali selama beberapa hari<br />

                                                        untuk diinterogasi. Tetapi di bulan Desember 2002, Kepala<br />

                                                        Kesatuan Reserse di Sampit dan Kepala Polsek Seruyan Tengah<br />

                                                        diganti berdasarkan penggantian rutin, sehingga memperlambat<br />

                                                        penyelidikan. Sekali lagi kasus ini nampaknya akan berhenti sebelum<br />

                                                        diangkat kembali oleh misi Bank Dunia lainnya dan liputan media<br />

                                                        pada bulan Maret 2003. Setelah misi ini, penyelidikan digelar<br />

                                                        kembali. Pada bulan Juli 2003, polisi melengkapi penyelidikan dan<br />

                                                        sekali lagi kemajuan terletak di tangan jaksa.<br />

                                                        75

                                                    

                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        Proses Penyelesaian<br />

                                                        Proses penyelesaian mengikuti pola umum yang terlihat pada<br />

                                                        kebanyakan studi kasus korupsi yang dilakukan oleh tim Justice for<br />

                                                        the Poor. Inisiatif penyelesaian pada awalnya berpusat pada<br />

                                                        pendekatan pribadi – FK mendekati Ijuh untuk negosiasi<br />

                                                        pengembalian dana. Pengetahuan publik atas kasus ini terbatas pada<br />

                                                        titik ini.<br />

                                                        Pada saat pendekatan tersebut gagal, kesadaran publik dan unsur<br />

                                                        sanksi sosial diperkenalkan ketika kasus tersebut dibawa kepada<br />

                                                        UDKP Khusus. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan setiap desa<br />

                                                        di kecamatan, sangat memperluas pengetahuan akan aksi pelaku<br />

                                                        kejahatan.<br />

                                                        Ketika usaha ini gagal, lapor polisi merupakan upaya terakhir. Proses<br />

                                                        penyelesaian dilakukan dengan cara seperti berikut:<br />

                                                        Langkah 1. Pendekatan 2. Pendekatan 3. Sistem Per-<br />

                                                        Penyelesaian Pribadi Masyarakat adilan<br />

                                                        Pokok-pokok Hubungan pri- Sanksi sosial/ Sanksi sosial/<br />

                                                        Tekanan badi/rasa malu rasa malu rasa malu/kekuasaan<br />

                                                        dan<br />

                                                        sanksi negara<br />

                                                        melalui hukum<br />

                                                        Sementara proses penyelesaian bergerak maju dalam tiga tahap<br />

                                                        berbeda, hal ini tidak sepenuhnya berjalan seiring. Bahkan setelah<br />

                                                        terjadi perselisihan muncul pada tingkat masyarakat dan kemudian<br />
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                                                        berlanjut ke sistem peradilan, usaha untuk menerapkan sanksi sosial<br />

                                                        yang bersifat pada pendekatan pribadi dan masyarakat berlanjut.<br />

                                                        Negosiasi langsung dengan Ijuh untuk mengembalikan uang yang<br />

                                                        hilang telah berlanjut bahkan sementara penyelidikan polisi<br />

                                                        berlanjut. Memang, laporan kepada pihak polisi tidak dimaksudkan<br />

                                                        untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan sebagai alat untuk<br />

                                                        meningkatkan tekanan agar uang dikembalikan. Pengembalian uang<br />

                                                        demi kepentingan masyarakat merupakan motivasi utama baik bagi<br />

                                                        anggota masyarakat dan konsultan program. Pada tahap ini,<br />

                                                        pendekatan penyelesaian melalui proses hukum formal masih sebatas<br />

                                                        upaya untuk memperkuat keberhasilan proses musyawarah dan<br />

                                                        negosiasi personal. Pendekatan penyelesaian masalah dalam PPK<br />

                                                        mencerminkan pendekatan yang dipakai oleh komunitas pedesaan<br />

                                                        dalam penyelesaian sengketa umum yang terjadi di desa, seperti<br />

                                                        pencurian kecil, kekerasan berskala kecil atau sengketa pernikahan,<br />

                                                        perceraian dan harta warisan.<br />

                                                        Boks I: Penyelesaian Sengketa tingkat Desa di Seruyan<br />

                                                        Tengah<br />

                                                        Konflik merupakan hal yang terjadi sehari-hari dan merupakan<br />

                                                        hal yang wajar terjadi dalam kehidupan. Masyarakat di Seruyan<br />

                                                        Tengah, sebagaimana di daerah lainnya di Indonesia, telah<br />

                                                        membangun mekanisme setempat dalam menangani berbagai<br />

                                                        kasus perselisihan yang biasa timbul. Tujuan mekanisme ini<br />

                                                        adalah untuk menyelesaikan masalah pada tingkat serendah<br />
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                                                        mungkin, dan secepat mungkin serta berdasarkan musyawarah<br />

                                                        dan mufakat.<br />

                                                        Perkelahian antar remaja merupakan bentuk perselisihan umum<br />

                                                        di daerah ini. Perkelahian ini sering terjadi pada pesta pernikahan,<br />

                                                        yang beberapa di antaranya berlangsung selama tiga hari dan<br />

                                                        hampir selalu melibatkan orang yang mengkonsumsi alkohol<br />

                                                        (minuman keras). Dua remaja di desa Ayawan terlibat<br />

                                                        perkelahian setelah menenggak minuman keras di sebuah pesta.<br />

                                                        Seseorang menderita luka cukup serius yang perlu perawatan<br />

                                                        dokter. Keluarga remaja yang terluka melaporkan perkara ini<br />

                                                        kepada Ketua RT untuk meminta bantuan. Ketua RT<br />

                                                        membicarakan masalah tersebut dengan mereka, dan kemudian<br />

                                                        hari berikutnya berbicara langsung kepada keluarga remaja pihak<br />

                                                        lain yang terlibat dalam perkelahian tersebut. Dari proses ini,<br />

                                                        Ketua RT memastikan fakta-fakta dari kedua belah pihak dan<br />

                                                        memastikan apakah rela menempuh penyelesaian secara damai.<br />

                                                        Pada saat hal ini jelas, kedua belah pihak dipanggil untuk<br />

                                                        bermufakat dalam penyelesaian masalah. Persoalan diselesaikan<br />

                                                        melalui permohonan maaf dan penentuan sanksi yang patut atau<br />

                                                        jipen. Jipen mencakup biaya pengobatan korban dan denda yang<br />

                                                        bersifat sebagai hukuman.<br />

                                                        Dalam kasus ini, kompensasi dalam bentuk uang yang masuk<br />

                                                        akal disetujui kedua belah pihak untuk menutup biaya<br />

                                                        pengobatan, menurut kesanggupan keluarga yang<br />

                                                        bersangkutan. Pada pokoknya kedua belah pihak puas dengan<br />

                                                        hasil penyelesaian masalah yang telah diselesaikan secara cepat,<br />
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                                                        musyawarah, dan dengan menerapkan hukuman yang fleksible<br />

                                                        berdasarkan realitas keuangan dan norma-norma sosial yang<br />

                                                        dapat diterima. Hasil seperti ini tidak akan mungkin tercapai<br />

                                                        melalui pengadilan. Kecepatan, biaya rendah, aksebilitas, dan<br />

                                                        sifat mufakat dalam proses penyelesaian merupakan alasan yang<br />

                                                        jelas mengapa cara ini lebih disukai dibandingkan dengan sistem<br />

                                                        peradilan.<br />

                                                        Jika persoalan tidak dapat diselesaikan oleh Ketua RT, pihak<br />

                                                        yang berselisih pasti akan membawanya ke kepala desa, atau<br />

                                                        tokoh adat (damang), dan kepada polisi sebagai upaya terakhir.<br />

                                                        Namun bila hal tersebut gagal, tekanan secara fisik mungkin<br />

                                                        saja berhasil...<br />

                                                        Kebanyakan masyarakat yang telah kami ajak bicara baik di<br />

                                                        Kalimantan Tengah maupun di mana saja memberikan<br />

                                                        tanggapan positif tentang efektivitas sistem penyelesaian<br />

                                                        perselisihan berdasarkan mufakat. Survey nasional juga<br />

                                                        memperkuat temuan ini. 1 Tetapi meluasnya konflik sosial dan<br />

                                                        kejahatan balas dendam di seluruh wilayah Indonesia<br />

                                                        mengindikasikan bahwa sistem penyelesaian perselisihan secara<br />

                                                        tradisional tidak efektif di semua tempat. Salah satu kunci<br />

                                                        kekuatan sistem ini, yaitu mufakat, pada saat yang sama juga<br />

                                                        merupakan kelemahan. Ambil contoh kasus Desa Rantau Pulut<br />

                                                        1<br />

                                                        Asia Foundation, Citizen’s Perception of the Indonesian Justice Sector, August 2001.<br />

                                                        79

                                                    

                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        di Seruyan Tengah ketika salah seorang penduduk desa<br />

                                                        setempat menjelaskan bagaimana ia menghadapi masalah<br />

                                                        serupa seperti yang dikemukakan di atas:<br />

                                                        Adik Ibu Nuning (bukan nama sebenarnya) terluka parah dalam<br />

                                                        perkelahian di desa. Tidak lama kemudian, pelaku<br />

                                                        meninggalkan area. Nuning meminta bantuan polisi untuk<br />

                                                        mencarinya, tetapi polisi tidak akan bertindak tanpa uang.<br />

                                                        Kemudian ia bermaksud meneruskan masalah ini secara<br />

                                                        informal melalui damang. Sebagaimana damang sendiri berkata,<br />

                                                        “Prinsip damang adalah pihak harus mau berdamai. Kita tidak<br />

                                                        bisa memaksa.” Jadi, kalau dengan prosedur formal dan<br />

                                                        informal tertutup, ke mana dia dapat mencari keadilan?<br />

                                                        Jawabannya jelas. “Ancaman lebih cepat,” kata Ibu Nuning.<br />

                                                        “Utang beras dibayar dengan beras, darah dengan darah.<br />

                                                        Preman cepat.” Nuning mendatangi keluarga pelaku dan<br />

                                                        mengancam akan menyewa preman setempat untuk ambil<br />

                                                        paksa barang mereka. Dalam menghadapi ancaman, keluarga<br />

                                                        pelaku membayar permintaan uang Rp 14 juta dan kasus<br />

                                                        selesai. “Ini cara hukum sini,” kata Nuning menyimpulkan.<br />

                                                        Jadi dalam kasus ini, pertama-tama konsultan PPK dan masyarakat<br />

                                                        mengusahakan musyawarah secara damai, baik menurut proses PPK<br />

                                                        maupun praktek masyarakat tradisional. Usaha untuk menyelesaikan<br />

                                                        masalah melalui musyawarah pada awalnya berhasil. Ijuh mengakui<br />

                                                        telah menyalahgunakan dana dan berjanji untuk melunasinya. Ia<br />
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                                                        menandatangani beberapa deklarasi yang intinya mengakui kesalahan,<br />

                                                        dan menawarkan aset pribadi sebagai jaminan jika ia gagal. Tetapi tujuh<br />

                                                        belas bulan kemudian, ia telah membayar hanya Rp 3 juta dan sekarang<br />

                                                        ia berkata ia tidak mempunyai uang untuk menyelesaikan utangnya.<br />

                                                        Efektifkah sanksi sosial?<br />

                                                        Desa dan program PPK jelas tidak memiliki wewenang untuk<br />

                                                        mengeksekusi perjanjian informal yang ditandatangani oleh Ijuh.<br />

                                                        Sanksi PPK yang ada hanyalah memotong dana untuk kecamatan,<br />

                                                        yang pada akhirnya menghukum masyarakat atas dosa para pemimpin<br />

                                                        mereka. Hal ini berarti bahwa perjanjian informal seperti yang<br />

                                                        ditandatangani oleh Ijuh, penegakannya bergantung pada sanksi<br />

                                                        sosial. Rasa malu atau perasaan bahwa ia tidak lagi dapat dengan<br />

                                                        nyaman tinggal di tengah masyarakat akan menjadi kunci untuk<br />

                                                        menjamin terlaksananya kesepakatan tersebut.<br />

                                                        Pandangan masyarakat terhadap penerapan segala bentuk sanksi<br />

                                                        sosial beragam. Salah seorang penduduk desa yang marah berkata,<br />

                                                        “Ijuh enak-enak disini. Seolah nggak ada masalah.” Namun<br />

                                                        penduduk lainnya beranggapan bahwa jelas reputasi Ijuh telah sangat<br />

                                                        terpengaruh. Kebanyakan penduduk di kecamatan yang kami<br />

                                                        tanyakan sadar akan masalah ini. Keponakan Ijuh, seorang fasilitator<br />

                                                        PPK, tidak berkunjung ke rumah pamannya sejak masalah tersebut<br />

                                                        muncul. Pejabat Damang yang sekarang tidak menunjukkan<br />

                                                        simpatinya terhadap pendahulunya berteriak, “Dihukum saja!” Ijuh<br />

                                                        sendiri secara keras berusaha menolak kasus dibawa kepada pers<br />

                                                        atau polisi. Ia takut akan akibat segala yang dapat mempengaruhi<br />
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                                                        reputasinya. Putra Ijuh merasa kerusakan yang timbul sangat berarti<br />

                                                        – “Nama baik ayah hancur.” Perasaan tersebut begitu mendalam<br />

                                                        sehingga puteranya bahkan mengancam kami langsung, walaupun<br />

                                                        sekedar gertakan. “Jangan bikin repot di Seruyan Tengah,” katanya<br />

                                                        kepada kami, “Karena bisa muncul banyak masalah.”<br />

                                                        Ada jalan keluar yang relatif jelas – kebanyakan masyarakat merasa<br />

                                                        bahwa jika Ijuh harus membayar kembali uang yang telah ia<br />

                                                        salahgunakan, reputasinya akan pulih. Ijuh memang tidak terlihat<br />

                                                        kaya, namun ia memiliki rumah dan asset lain, serta keluarga yang<br />

                                                        sanggup mendukungnya. Jelas tidak ada upaya untuk<br />

                                                        mengembalikan dana dan membersihkan namanya. Hal ini membuat<br />

                                                        kita bertanya, ‘mengapa sanksi sosial tidak cukup’?<br />

                                                        Ada beberapa jawaban yang mungkin. Pertama, mungkin ia benarbenar<br />

                                                        tidak peduli – ia merasa dapat selamat dari serangan dan<br />

                                                        meneruskan hidupnya dengan nyaman di desa ketika teriakanteriakan<br />

                                                        itu hilang. Ini merupakan gejala yang bisa diamati oleh<br />

                                                        kebanyakan orang Indonesia setelah bertahun-tahun impunitas atas<br />

                                                        contoh kasus korupsi yang jauh lebih besar. Kebanyakan orang di<br />

                                                        desa masih melihat Ijuh sebagai anggota elit, dan sebagai seorang<br />

                                                        yang terpandang, “Hadapi orang besar, ya, susah.”<br />

                                                        Ijuh sendiri mengatakan kepada kami bahwa ia mulai menentang<br />

                                                        resolusi yang disepakati pada bulan Maret 2002. Ia telah<br />

                                                        menandatangani surat janji untuk mengembalikan dana yang raib<br />

                                                        melalui cicilan hingga April, tetapi pada bulan-bulan menjelang jatuh<br />

                                                        tempo, ia belum membayar apa-apa. Jadi, pada bulan Maret,<br />

                                                        fasilitator PPK dan beberapa tokoh rakyat melaporkan kasus ini<br />

                                                        baik kepada polisi maupun media. “Sudah saya bilang ‘jangan bawa<br />
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                                                        kasus ini ke hukum formal’” katanya dengan marah. “Saya punya<br />

                                                        itikad baik. Saya telah mengaku. Tetapi mereka melaporkan saya<br />

                                                        ke polisi, dan saya dibawa dari Sampit seperti buruan. Saya sudah<br />

                                                        bilang, ‘jangan di-ekspos’, tapi malah diliput di koran tiga kali. Ini<br />

                                                        tidak sopan. Mereka terlalu sombong.” Jadi, menurut Ijuh, ia tidak<br />

                                                        mau lagi berurusan dengan masyarakat atau konsultan PPK dalam<br />

                                                        penyelesaian kasus ini. Ia menyerahkannya kepada sistem peradilan,<br />

                                                        “Saya sudah tua. Mau bawa saya ke penjara? Silahkan. Mati<br />

                                                        ditembak...biarin saja.”<br />

                                                        Alasan lain mengapa sanksi sosial mungkin tidak mempan terhadap<br />

                                                        Ijuh adalah bahwa ia menyadari bahwa usaha terakhir – proses<br />

                                                        hukum – tidak akan berfungsi. Ini merupakan asumsi yang masuk<br />

                                                        akal di mana keadaan sistem peradilan sangat tidak responsif. Dan<br />

                                                        di Seruyan Tengah yang terpencil, prospek penegakan hukum<br />

                                                        kelihatannya tipis. Masyarakat di sana tidak mempunyai kesadaran<br />

                                                        hukum yang kuat, tetapi mereka cukup tahu. “Hukum bekerja kalau<br />

                                                        bayar,” kata seorang penduduk Rantau Pulut. Kinerja sektor<br />

                                                        peradilan dalam kasus ini akan diperdalam pada bagian berikut ini.<br />

                                                        Penyelesaian Melalui Jalur Hukum Formal<br />

                                                        Ketika usaha penyelesaian yang telah disepakati gagal, masyarakat<br />

                                                        (melalui UDKP) melaporkan kasus ini ke polsek di Seruyan Tengah.<br />

                                                        Tidak seperti dalam kasus-kasus lain, polisi bergerak dengan cepat.<br />

                                                        Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam waktu satu bulan<br />

                                                        setelah laporan formal, polisi telah menyiapkan berkas perkara dan<br />

                                                        menyerahkannya ke Kejaksaan Negeri.<br />
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                                                        Polisi bergerak cepat, mungkin dikarenakan adanya pengamatan<br />

                                                        eksternal yang cermat dan sangat tinggi terhadap mereka yang<br />

                                                        dilakukan oleh konsultan PPK dan perwakilan masyarakat.<br />

                                                        Sebagaimana dikatakan oleh seorang anggota kepolisian, “Kalau<br />

                                                        kita jalan-jalan, sering dipertanyakan [tentang kasus ini].” Fasilitator<br />

                                                        PPK yang aktif secara berkala juga menindaklanjutinya dengan<br />

                                                        mendorong Polsek untuk bertindak. Juga sangat menarik bahwa<br />

                                                        kebanyakan masyarakat yang kami jumpai di desa tidak terkejut<br />

                                                        dengan tanggapan polisi yang sangat cepat – mereka mengatakan<br />

                                                        bahwa pada umumnya polisi cepat bertindak, namun lambat<br />

                                                        menyelesaikan.<br />

                                                        Kontribusi Warga<br />

                                                        Aspek unik dari kasus ini adalah dalam pertemuan UDKP bulan<br />

                                                        Maret 2002, masyarakat memutuskan untuk menyisihkan dana dua<br />

                                                        puluh lima juta rupiah dari PPK untuk menyokong proses hukum.<br />

                                                        Ini keputusan berani, dilihat dari kenyataan bahwa mereka sedang<br />

                                                        berusaha untuk menarik dana hanya sebesar empat puluh juta rupiah.<br />

                                                        Namun konsultan PPK sangat ingin membuat contoh kasus ini<br />

                                                        untuk mengirim pesan kepada koruptor-koruptor kecil lainnya di<br />

                                                        Kabupaten ini. Mereka merasa bahwa investasi waktu, uang dan<br />

                                                        upaya dalam kesempatan ini sangat patut. Para anggota UDKP<br />

                                                        setuju.<br />

                                                        Hingga Maret 2003, kira-kira 12 juta dari 25 juta rupiah yang<br />

                                                        dialokasikan telah dihabiskan. Hampir separuh dari jumlah ini telah<br />

                                                        diberikan kepada polisi, dengan perincian sebagai berikut:<br />
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                                                        1. Ongkos untuk 4 orang menyiduk Ijuh Biring dari Sampit – Rp<br />

                                                        1,4 juta (uang ini tidak diberikan kepada polisi, karena penduduk<br />

                                                        setempat yang menyiduk Ijuh. Namun, ini merupakan tugas<br />

                                                        polisi). Maret 2002.<br />

                                                        2. Perjalanan petugas Polsek ke Sampit untuk membicarakan kasus<br />

                                                        ini dengan Polres – Rp 2 juta. Mei 2002.<br />

                                                        3. Ongkos penyimpanan truk Ijuh Biring sebagai bukti di Sampit –<br />

                                                        Rp 3 juta. Mei 2002.<br />

                                                        4. Ongkos Kapolsek ke Sampit – Rp 500.000,-. November 2002.<br />

                                                        5. Makan siang dan makan malam untuk anggota Polres – Rp<br />

                                                        150.000,-. November 2002.<br />

                                                        Sisa dana kebanyakan telah dihabiskan untuk ongkos dan konsumsi<br />

                                                        penduduk untuk memberikan kesaksian mereka entah di Rantau<br />

                                                        Pulut atau Sampit. Tanpa dukungan dana ini, penduduk tidak akan<br />

                                                        dapat memberikan kesaksian, khususnya di Sampit.<br />

                                                        Menariknya kebanyakan uang yang diminta polisi diberikan setelah<br />

                                                        penyerahan berkas penyelidikan awal ke tingkat kabupaten. Jadi,<br />

                                                        Polsek menanggapi dengan cepat dan efisien terhadap laporan awal<br />

                                                        tanpa dukungan keuangan berarti dari masyarakat. Laporan awal<br />

                                                        masyarakat, tindak lanjut rutin dari konsultan PPK dan liputan<br />

                                                        media atas kasus ini telah menaikkan profilnya. Hal inilah yang<br />

                                                        mungkin membantu memastikan tanggapan yang sangat cepat.<br />

                                                        Namun, jelas pula bahwa jika masyarakat tidak menyediakan<br />

                                                        dukungan dana, investigasi lanjutan pada November 2002 tidak<br />

                                                        mungkin diteruskan secara efisien. Waktu, biaya dan jarak antara<br />
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                                                        Seruyan Tengah dan Sampit akan menyebabkan tindak-lanjut<br />

                                                        menjadi sulit baik bagi polisi maupun masyarakat.<br />

                                                        Oleh sebab itu, masyarakat – sebagaimana diwakili oleh UPK,<br />

                                                        Fasilitator Kecamatan, dan PJOK – merasa wajar menyediakan dana<br />

                                                        tambahan kepada polisi untuk melanjutkan investigasi. Pada<br />

                                                        pokoknya dapat dikatakan bahwa polisi di Seruyan Tengah<br />

                                                        beroperasi agak seperti bisnis pemerintah yang diprivatisasi, seperti<br />

                                                        kendaraan umum atau pendidikan. Yaitu, masyarakat harus<br />

                                                        membayar ongkos pelayanan. Apakah hal ini bisa disebut sebagai<br />

                                                        sogok, atau sekedar realitas praktis dalam menghadapi kekuatan<br />

                                                        polisi yang di bawah standar, hal ini hanyalah masalah persepsi.<br />

                                                        Tetapi praktek serupa sulit diterima bila kita percaya bahwa akses<br />

                                                        untuk mendapatkan keadilan harusnya sama bagi semua lapisan<br />

                                                        masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin yang masih<br />

                                                        harus menerima bantuan pemerintah untuk pembangunan di<br />

                                                        wilayahnya.<br />

                                                        Boks 2: Siapa yang mau jadi polisi?<br />

                                                        Kantor Polsek di Seruyan Tengah terkesan kusam dan tidak<br />

                                                        terawat. Bangunan yang rusak di sana sini yang dikelilingi oleh<br />

                                                        jalan berlubang dan berlumpur, memiliki tiga ruangan kecil,<br />

                                                        beberapa peralatan kerja, dan jadwal lama yang tertera di<br />

                                                        whiteboard dan asrama yang terhubung, di mana lima anggota<br />

                                                        polisi dan keluarganya tinggal berdesak-desakkan dan dalam<br />

                                                        kondisi yang tidak nyaman.<br />
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                                                        Anggaran operasi anggota polisi sangat minim. Mereka<br />

                                                        mempunyai sebuah sepeda motor untuk berlima dan bergantung<br />

                                                        pada bantuan masyarakat untuk ongkos tambahan. Di Sampit,<br />

                                                        Kepala Satuan Reserse Polres mengatakan kepada kami bahwa<br />

                                                        mereka memiliki anggaran operasi per investigasi, tergantung<br />

                                                        kompleksitas kasus. Namun di Seruyan Tengah, sistem seperti<br />

                                                        itu tidak ada karena anggaran seluruhnya dikontrol oleh Kepala<br />

                                                        Polsek. “Selama saya ada di sini, belum pernah mendengar<br />

                                                        tentang dana operasional,” kata seorang polisi yang bertugas<br />

                                                        di Seruyan Tengah lebih dari 10 tahun. Dengan fasilitas terbatas<br />

                                                        seperti itu, mungkin adalah suatu berkah bagi mereka dengan<br />

                                                        hanya memiliki lima anggota polisi di kesatuan mereka, dari<br />

                                                        10-15 orang anggota polisi yang dibutuhkan untuk mempunyai<br />

                                                        kesatuan yang tangguh.<br />

                                                        Kebanyakan pekerjaan mereka berkaitan dengan<br />

                                                        menyelesaikan perkelahian kecil di antara penduduk, dan<br />

                                                        keluarga. Tetapi, kadang-kadang muncul kasus-kasus yang lebih<br />

                                                        kompleks seperti investigasi kasus Ijuh Biring. Motivasi di<br />

                                                        kantor Polsek semakin berkurang dimana seringkali pada<br />

                                                        kenyataannya mereka tidak menerima tanggapan atas laporan<br />

                                                        yang telah disampaikan kepada atasan di Polres di Sampit. Hal<br />

                                                        ini mengakibatkan keengganan untuk mencari tahu tindak<br />

                                                        lanjut atas hasil investigasi yang sudah mereka lakukan apakah<br />

                                                        hal itu benar-benar diikuti proses hukum atau tidak.<br />

                                                        Walaupun ada benarnya bahwa karier sebagai polisi cukup<br />

                                                        berat, tapi sayangnya sikap mereka semakin memperparah<br />
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                                                        situasi yang ada. Khususnya di daerah Kalimantan Tengah<br />

                                                        polisi mempunyai reputasi buruk dalam hal korupsi dan<br />

                                                        berpihak. Persepsi di antara suku Dayak bahwa polisi bisa<br />

                                                        dibeli – khususnya dari sogokan orang Madura, dilihat oleh<br />

                                                        kebanyakan orang sebagai salah satu penyebab kunci konflik<br />

                                                        etnis yang berbuah di seluruh provinsi di awal 2001. 2 Persepsi<br />

                                                        masyarakat umum mungkin dapat disimpulkan oleh seorang<br />

                                                        bocah berumur 16 tahun di Sampit, “Polisi dibenci<br />

                                                        masyarakat.” Di desa Ayawan, seorang penduduk berkata<br />

                                                        kepada kami bahwa peran polisi bukan untuk melayani dan<br />

                                                        melindungi tetapi “menakutkan rakyat”. Tetapi menariknya,<br />

                                                        bocah berumur 16 tahun di Sampit itu masih berkata bahwa<br />

                                                        ia sendiri ingin menjadi polisi, sehingga ia dapat melayani<br />

                                                        masyarakat dengan benar.<br />

                                                        Apakah harapan tersebut dapat dicapai ketika berhadaphadapan<br />

                                                        dengan korupsi yang sistematis –hal ini adalah<br />

                                                        persoalan tersendiri. Sebagai contoh, dua anggota polisi yang<br />

                                                        kami ajak bicara di Sumatera, memberi pandangan berbeda<br />

                                                        tentang mengapa seseorang mau masuk kepolisian, terlepas dari<br />

                                                        kurangnya fasilitas dan respek dari masyarakat. “Ditugaskan<br />

                                                        di daerah adalah kesempatan berharga bagi kami untuk<br />

                                                        2<br />

                                                        Lihat International Crisis Group, Kekerasan Komunal di Indonesia: Pelajaran dari<br />

                                                        Kalimantan 27 Juni 2001. Kepala Dewan Adat Wilayah di Sampit menceritakan kisah<br />

                                                        yang mirip. Satu masalah di Kalteng adalah kurangnya perwakilan Dayak di kepolisian.<br />

                                                        Kurangnya kemampuan bahasa Dayak dilihat oleh ICG sebagai alasan utama kurangnya<br />

                                                        cakupan intelegensi dalam menuju konflik bulan Februari 2001.<br />
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                                                        membangun rumah bagi keluarga. Di daerah, kami punya<br />

                                                        banyak teman – pengusaha dan pejabat – jadi kalau ingin bangun<br />

                                                        rumah, mereka bantulah. Pemerintah tidak repot-repot soal<br />

                                                        ijin dan pengusaha kasih bahan konstruksi dengan harga<br />

                                                        diskon.”<br />

                                                        Pada pokoknya sangat sulit mengubah persepsi, khususnya di<br />

                                                        antara para anggota bintara, bahwa menjadi seorang polisi<br />

                                                        membawa kekuasaan dan kesempatan untuk menghasilkan<br />

                                                        uang. Bergabung dengan kepolisian merupakan kesempatan<br />

                                                        untuk lari dari kemiskinan, sehingga konsep melayani publik,<br />

                                                        bukan merupakan visi sentral dalam budaya kepolisian.<br />

                                                        Tetapi dengan roda yang dilicinkan oleh uang masyarakat, polisi<br />

                                                        bergerak cepat. Pola ini terus berlanjut di tingkat kabupaten, dan<br />

                                                        menariknya tanpa insentif uang yang signifikan dari masyarakat.<br />

                                                        Pada tingkat ini, tekanan luar yang dilakukan oleh konsultan PPK,<br />

                                                        media, dan beberapa anggota masyarakat ternyata mendorong<br />

                                                        tindakan yang sangat cepat. Namun, sebagaimana dijelaskan<br />

                                                        terperinci di atas, banyak hal berjalan sangat lamban ketika kasus<br />

                                                        dirujuk ke kantor kejaksaan.<br />

                                                        Alasan atas kelambatan tersebut banyak. Ada kemungkinan bahwa<br />

                                                        jaksa penuntut sangat teliti. Jaksa yang menangani kasus tersebut<br />

                                                        memberitahukan kepada kami bahwa ia selalu mengkaji laporan<br />

                                                        polisi secara sangat teliti untuk mencegah kasus tersebut ditolak<br />

                                                        oleh pengadilan.<br />
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                                                        Polisi memiliki pandangan berbeda. Kepala Satuan Reserse (Kasat<br />

                                                        Serse) kritis terhadap kejaksaan. “Saksi ada, bukti ada, pengakuan<br />

                                                        ada. Kenapa nggak dilanjutkan?”<br />

                                                        Hubungan disfungsional antara polisi dan jaksa menjadi hambatan<br />

                                                        serius bagi penyelesaian kasus ini. Kebingungan terjadi di antara<br />

                                                        mereka apakah menanggapi kasus tersebut sebagai korupsi menurut<br />

                                                        Undang-Undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi atau<br />

                                                        kasus penggelapan di bawah KUHP. Kebingungan ini tergantung<br />

                                                        status dana PPK pada saat dicairkan kepada masyarakat. Jika tetap<br />

                                                        milik negara, maka tuduhan korupsi menjadi mungkin. Tetapi jika<br />

                                                        telah menjadi milik masyarakat, maka penggelapan merupakan<br />

                                                        tuntutan yang pas.<br />

                                                        Ambiguitas atas syarat-syarat pembuktian memperlambat proses dan<br />

                                                        menyebabkan permainan ping-pong antar lembaga. Ini terjadi,<br />

                                                        walaupun jaksa berkata, “Saya nggak mau saling melempar kasus<br />

                                                        ini.” Tetapi baik jaksa maupun polisi tidak bersedia bertemu untuk<br />

                                                        mengatasi kesalahpahaman atas interpretasi hukum. Anehnya, dalam<br />

                                                        kunjungan kami di Kalimantan Tengah, Bank Dunia secara tidak<br />

                                                        resmi mengambil peran sebagai penengah di antara polisi dan jaksa.<br />

                                                        Dengan prospek penyelesaian di luar pengadilan saat ini nol, semua<br />

                                                        tergantung proses hukum. Dengan investigasi polisi yang sekarang<br />

                                                        telah lengkap, jaksa diharapkan akan membawa kasus ini ke<br />

                                                        persidangan. Walaupun masih sulit, pengamatan seksama oleh media<br />

                                                        lokal, konsultan PPK, penduduk Seruyan Tengah, dan Bank Dunia<br />

                                                        membuka peluang bagi suksesnya tuntutan terhadap Ijuh Biring.<br />
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                                                        Analisis/Kesimpulan<br />

                                                        1. Kekuatan pengamatan dari pihak luar<br />

                                                        Salah satu perkiraan pokok fundamental Justice for the Poor adalah<br />

                                                        bahwa institusi legal dapat dibuat menjadi lebih responsif,<br />

                                                        transparan dan bertanggungjawab melalui penerapan pemantauan<br />

                                                        intensif oleh pihak luar. Studi kronologis atas proses resolusi<br />

                                                        mengindikasikan bahwa kombinasi tekanan dari anggota<br />

                                                        masyarakat, konsultan PPK dan Bank Dunia dapat membawa<br />

                                                        keuntungan. Sementara dukungan keuangan dari masyarakat juga<br />

                                                        jelas sebagai faktor yang sama penting, polisi bertindak jika<br />

                                                        pemantauan diarahkan kepada mereka.<br />

                                                        Setelah energi awal, kasus menguap hingga Oktober, bertepatan<br />

                                                        dengan surat dari masyarakat kepada Jaksa Penuntut Umum, dan<br />

                                                        surat dari Bupati kepada Polisi dan Jaksa, misi Bank Dunia, serta<br />

                                                        tekanan terus menerus dari Konsultan Manajeman Kabupaten<br />

                                                        PPK. Pada titik ini penyelidikan bangkit kembali dengan penuh<br />

                                                        semangat.<br />

                                                        Pada saat kemajuan tersendat lagi setelah jaksa menolak berkas<br />

                                                        perkara untuk kedua kali, misi kedua di bulan Maret 2003 dari<br />

                                                        Bank Dunia dan Kantor Manajemen Wilayah PPK, ditambah<br />

                                                        liputan media dari Kalteng Pos, membangkitkan kembali<br />

                                                        investigasi. Sementara kasus tetap belum terselesaikan, kejadiankejadian<br />

                                                        menunjukkan bahwa pengamatan seksama dari pihak<br />

                                                        luar dapat membuat polisi terpacu.<br />
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                                                        2. Kanker Korupsi<br />

                                                        Korupsi anggaran desa dan program pembangunan telah menjadi<br />

                                                        kebiasaan di Seruyan Tengah. Disamping kasus-kasus yang<br />

                                                        tercatat di dalam laporan ini, masalah juga timbul di tiga desa<br />

                                                        lainnya di kecamatan yang sama. Tidak ada satu pun dari kasus<br />

                                                        ini yang telah dapat diselesaikan. Penduduk desa yang kami jumpai<br />

                                                        membicarakan bagaimana program pembangunan terdahulu di<br />

                                                        desa tersebut telah sama korupnya, bagaimana kredit usaha kecil<br />

                                                        telah digelapkan dengan tanpa hukuman. Hal ini telah<br />

                                                        meniadakan hak masyarakat atas pemerintahan yang<br />

                                                        bertanggungjawab dan transparan. Pada saat yang sama, hal ini<br />

                                                        telah mengarahkan terjadinya penurunan tanggung jawab baik<br />

                                                        individu maupun masyarakat. Banyak penduduk di daerah ini<br />

                                                        telah berhenti melunasi utang Kredit Usaha Kecil PPK mereka<br />

                                                        sejak kasus Ijuh Biring diungkapkan. Beberapa orang menganggap<br />

                                                        hal itu tidak adil mereka dikejar oleh UPK untuk membayar utang<br />

                                                        mereka sementara Ijuh tetap bebas, tidak dihukum. “Jika Ijuh<br />

                                                        bayar, saya akan bayar,” kata seorang penduduk. “Utang saya<br />

                                                        kecil. Ijuh punya Rp 40 juta. Nggak adil memburu orang biasa<br />

                                                        seperti saya,” kata seseorang sambil orang-orang lain<br />

                                                        mengangguk-anggukan kepala.<br />

                                                        Contoh kepemimpinan dari tingkat desa hingga nasional telah<br />

                                                        menunjukkan bahwa adalah dapat diterima untuk menyimpan<br />

                                                        dana pengembangan yang seharusnya diputar bagi keuntungan<br />

                                                        seluruh masyarakat. Hal ini juga telah menyampaikan pesan<br />

                                                        bahwa hal ini dapat dilakukan tanpa ancaman sanksi.<br />
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                                                        3. Dambaan akan <strong>Keadilan</strong><br />

                                                        “Kami haus akan hukum.”<br />

                                                        -- Penduduk Ayawan<br />

                                                        Sementara kasus ini dan lainnya mengungkapkan keinginan<br />

                                                        masyarakat bagi penyelesaian perselisihan secara informal, tidak<br />

                                                        berarti bahwa kehendak untuk menyelesaikan melalui jalur<br />

                                                        hukum formal benar-benar berhenti. Penduduk tingkat desa tidak<br />

                                                        mengerti bagaimana sistem peradilan beroperasi, tetapi mereka<br />

                                                        mengerti bahwa hal ini dapat membuka kesempatan bagi<br />

                                                        penyelesaian perselisihan, khususnya ketika ketidakseimbangan<br />

                                                        kekuatan pada tingkat lokal membuat penyelesaian yang telah<br />

                                                        disepakati menjadi sulit.<br />

                                                        Walaupun mereka memiliki keinginan akan hukum, beberapa<br />

                                                        anggota masyarakat yang kami jumpai di Seruyan kurang memiliki<br />

                                                        rasa percaya terhadap kemampuan sendiri untuk terlibat secara<br />

                                                        aktif dengan sistem peradilan.<br />

                                                        Selama diskusi tentang keuntungan program paralegal bagi desa,<br />

                                                        kebanyakan responden pada awalnya menyatakan ada baiknya<br />

                                                        paralegal berasal dari luar desa. “Orang sini wibawanya kurang<br />

                                                        sih. Orang luar didengarkan sekali,” kata salah seorang penduduk<br />

                                                        desa Rantau Pulut. “Tidak ada seorang pun di sini yang<br />

                                                        dipercaya,” kata seorang yang lain dari Ayawan.<br />

                                                        Tetapi melalui diskusi mendalam terungkap bahwa rakyat merasa<br />

                                                        bahwa kehadiran penduduk setempat yang terlatih bersama<br />
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                                                        dengan para ahli dan otoritas dari luar akan merupakan kombinasi<br />

                                                        ideal bagi pendidikan hukum berbasis masyarakat dan program<br />

                                                        paralegal. Ini merupakan gambaran pendekatan PPK saat ini,<br />

                                                        dengan konsultan lokal di tingkat kecamatan untuk memberikan<br />

                                                        dukungan dan fasilitas di lapangan, yang disokong oleh konsultan<br />

                                                        di tingkat kabupaten.<br />

                                                        4. Dana masyarakat bagi proses hukum<br />

                                                        Kasus ini merupakan kasus pertama yang dicatat oleh Justice for<br />

                                                        the Poor yang di dalamnya masyarakat menyisihkan dana mereka<br />

                                                        sendiri untuk mendukung proses hukum. Sungguh pilihan yang<br />

                                                        berani dan penting. Jarak dan ongkos perjalanan ke Sampit<br />

                                                        menjadi halangan. Tanpa uang PPK, saksi tidak mungkin dapat<br />

                                                        memberikan kesaksian. Bila kasus ini dapat diselesaikan<br />

                                                        kelihatannya akan memiliki efek domino ke seluruh wilayah.<br />

                                                        Dengan membuktikan bahwa hukum bekerja, bahkan melawan<br />

                                                        figur penting seperti Ijuh Biring, nampaknya sejumlah kasus<br />

                                                        korupsi yang lebih kecil akan dapat diselesaikan. Tingkat<br />

                                                        pengembalian pinjaman di bawah skema Kredit Usaha Kecil PPK<br />

                                                        juga akan meningkat tajam. Ini akan mejadikan uang Rp 25 juta<br />

                                                        menjadi investasi yang solid.<br />

                                                        Namun, pengalaman juga memperlihatkan bahwa masyarakat<br />

                                                        rentan dimanipulasi. Salah seorang petugas Polsek, mengambil<br />

                                                        Rp 2 juta untuk perjalanan ke Sampit, pada awalnya meminta<br />

                                                        Rp 4 juta. Walaupun ia memberikan kwitansi ketika menerima<br />

                                                        uang tersebut, ia tidak mempertanggungjawabkannya setelah<br />
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                                                        perjalanan selesai. Ia tidak memberikan kwitansi untuk ongkos,<br />

                                                        akomodasi atau makan selama di Sampit. Hal yang sama juga<br />

                                                        berlaku pada uang Rp 3 juta untuk ongkos membawa truk Ijuh<br />

                                                        ke Sampit. Namun, anggota masyarakat yang ditugaskan<br />

                                                        mengelola dana tersebut tidak sepenuhnya menyadari bahwa hal<br />

                                                        tersebut merupakan keharusan. Mereka juga merasa tidak nyaman<br />

                                                        untuk meminta kwitansi kepada polisi.<br />

                                                        Jika PPK akan mendorong masyarakat untuk membayar jasa<br />

                                                        hukum, maka perlu dikembangkan kriteria yang lebih ketat dalam<br />

                                                        penggunaan uang seperti itu. Lebih jauh, persyaratan<br />

                                                        pertangggungjawaban yang lebih ketat perlu diterapkan, terlepas<br />

                                                        pihak mana yang menggunakan uang tersebut, entah penduduk<br />

                                                        atau anggota polisi senior.<br />
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                                                        Kesimpulan<br />

                                                        Kasus Ijuh Biring berada di persimpangan. Banyak anggota<br />

                                                        masyarakat telah menanamkan waktu dan uang guna<br />

                                                        membantu penyelesaian. Struktur PPK di kabupaten telah<br />

                                                        memprioritaskan kasus ini dengan harapan akan menciptakan<br />

                                                        preseden yang nantinya akan diperhatikan oleh daerah lain.<br />

                                                        Banyak cara yang ditempuh untuk mencapai hasil terbaik<br />

                                                        melalui proses hukum. Bila tuntutan dapat dijatuhkan dan/<br />

                                                        atau uang dikembalikan, efek yang terus mengalir dalam hal<br />

                                                        kepercayaan publik terhadap hukum dan kekuatan mereka<br />

                                                        sendiri untuk menuntut pemerintahan yang lebih baik, harus<br />

                                                        signifikan.<br />

                                                        Jika kasus ini bergulir ke arah sebaliknya, maka harapan yang<br />

                                                        tinggi akan menimbulkan kekecewaan, kepercayaan publik<br />

                                                        lebih jauh akan hilang, dan penegakan hukum mundur<br />

                                                        selangkah.<br />
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                                                        Kasus 2: Ketimpangan Posisi Tawar di Ayawan<br />

                                                        “Teriakan dari masyarakat tidak didengar atasan. Lebih baik kerja dan<br />

                                                        mengisi perut. Masyarakat lemah sekali, lebih baik tinggal diam.”<br />

                                                        -- Penduduk Ayawan, Kalimantan Tengah.<br />

                                                        Latar belakang<br />

                                                        Bersamaan dengan terkuaknya kasus Ijuh Biring, sejumlah kasus<br />

                                                        korupsi lain juga muncul di Seruyan Tengah. Terlepas dari kecilnya<br />

                                                        jumlah uang yang terlibat, salah satu contoh di desa Ayawan<br />

                                                        menimbulkan kemarahan dan frustrasi masyarakat yang luar biasa.<br />

                                                        Ketika dana PPM-PRAS dan PPK disalurkan ke Ayawan, kepala<br />

                                                        desa langsung menggunakan otoritasnya untuk mengambil bagian<br />

                                                        untuk dirinya sendiri. Penduduk bersatu menentang korupsi kepala<br />

                                                        desa. Namun, kelihatannya ia kukuh melawan kehendak publik agar<br />

                                                        ia mengembalikan dana yang ia curi.<br />

                                                        Setelah usaha negosiasi gagal, anggota masyarakat melaporkan kasus<br />

                                                        tersebut ke polisi. Namun, tidak seperti kasus Ijuh Biring, polisi<br />

                                                        tidak memberikan tanggapan positif. Melainkan mereka<br />
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                                                        memperlakukan para pengadu sebagai provokator dan menahan<br />

                                                        sementara seorang penduduk. Oleh sebab itu, jalur informal dan<br />

                                                        formal menuju keadilan nampaknya terhambat.<br />

                                                        Badan Perwakilan Desa, yang memiliki kekuasaan untuk<br />

                                                        merekomendasikan pencopotan seorang kepala desa, tidak berfungsi<br />

                                                        sebagai kontrol terhadap kekuasaan kepala desa Ayawan. Anggota<br />

                                                        dewan ini tidak dipilih secara demokratis, melainkan dipenuhi oleh<br />

                                                        anggota keluarga dan orang-orang yang mendukung koruptor.<br />

                                                        Jadi, dengan kekuatan yang tidak seimbang yang menghalangi<br />

                                                        tercapainya penyelesaian secara informal, polisi yang enggan<br />

                                                        bertindak, dan kepala desa yang tidak bertanggungjawab kepada<br />

                                                        rakyat, nampaknya kecil kemungkinan adanya penyelesaian tuntas<br />

                                                        sebuah kasus korupsi kecil.<br />

                                                        Kasus ini memperjelas hambatan yang dihadapi penduduk ketika<br />

                                                        berhadapan langsung dengan kekuatan pejabat setempat. Tapi kasus<br />

                                                        ini sekaligus juga menunjukkan betapa masyarakat masih memiliki<br />

                                                        harapan untuk mencoba menyelesaikan masalah secara<br />

                                                        bermusyawarah atau melalui kepolisian –meskipun terdapat banyak<br />

                                                        kendala dan rendahnya kepercayaan publik secara umum terhadap<br />

                                                        lembaga penegak hukum. Tingkat kesadaran-kewarganegaraan<br />

                                                        seperti ini merupakan unsur pokok pemberdayaan hukum – ini<br />

                                                        merupakan sikap dan pola pikir yang menuntut pemerintahan yang<br />

                                                        lebih baik, tetapi perlu bantuan dari luar untuk direalisasi.<br />
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                                                        Kronologi<br />

                                                        Dana PPM-Pras disalurkan ke Ayawan pada bulan Februari 2001<br />

                                                        untuk merehabilitasi dan melebarkan jalan utama desa, yang rawan<br />

                                                        terhadap longsor. Rehabilitasi akan membuat truk yang lebih besar,<br />

                                                        terutama dari perusahaan penebangan kayu lokal, dapat melewati<br />

                                                        desa.<br />

                                                        Ketika uang tersebut tiba di Ayawan, Laun, Kepala Desa langsung<br />

                                                        “memaksa” tim pelaksana kegiatan desa untuk menyerahkan uang<br />

                                                        tersebut kepadanya. Salah seorang anggota tim tersebut menjelaskan<br />

                                                        kepada kami, “Saya takut sama kepala desa. Dia atasan saya.”<br />

                                                        Pada tanggal 30 April 2001, kepala desa mengulangi perbuatannya,<br />

                                                        dengan mengklaim bahwa ia memerlukan uang sebagai bagian<br />

                                                        tanggung jawab pribadi untuk memastikan perbaikan jalan selesai.<br />

                                                        Walaupun Ketua LKMD (bertanggung jawab atas aktivitas<br />

                                                        pengembangan di desa) mencoba mencegah, ia merasa tidak berdaya<br />

                                                        melawan kepala desa. Beberapa waktu kemudian di tahun yang<br />

                                                        sama, kepala desa juga mengambil Rp 3,5 juta dari dana PPK,<br />

                                                        dengan menggunakan metode sederhana yang sama. Akibatnya,<br />

                                                        hingga pertengahan tahun 2001, hasil curian yang ia peroleh dari<br />

                                                        masyarakat telah mencapai Rp 16,5 juta.<br />

                                                        Rakyat desa marah atas kejadian tersebut, tetapi banyak yang tidak<br />

                                                        yakin langkah apa yang harus mereka ambil karena begitu besarnya<br />

                                                        kekuasaan Laun di desa. “Masyarakat marah uang mereka diambil,”<br />

                                                        kata seorang penduduk, “Tetapi mereka hanya protes di belakang<br />

                                                        karena takut sama kepala desa.”<br />
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                                                        Terlepas dari ketakutan ini, sejumlah pertemuan diadakan antara<br />

                                                        anggota masyarakat dan kepala desa sepanjang tahun 2001, yang<br />

                                                        difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan PPK dan pegawai kecamatan<br />

                                                        yang bertanggung jawab atas aktivitas program (PJOK). Pertemuanpertemuan<br />

                                                        ini akhirnya menghasilkan pengakuan tertulis pada<br />

                                                        tanggal 20 Desember 2001 dimana Laun mengaku telah melakukan<br />

                                                        tindak korupsi dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Ia<br />

                                                        juga setuju untuk tunduk kepada tuntutan hukum jika ia gagal<br />

                                                        mengembalikan uang yang raib. Beberapa pertemuan diadakan di<br />

                                                        kantor Camat untuk memperkuat persetujuan tersebut, tetapi Camat<br />

                                                        sendiri tidak berpartisipasi aktif. Ia secara rutin mengabsenkan diri<br />

                                                        dari pertemuan-pertemuan ini. Jadi, walaupun ada pengakuan tertulis<br />

                                                        dan janji mengembalikan dana, selama berbulan-bulan tidak ada<br />

                                                        kejadian apa-apa.<br />

                                                        Boks 1: Uang <strong>Tak</strong> Bertuan – apa yang terjadi ketika dana<br />

                                                        pengembangan membanjiri sebuah desa?<br />

                                                        Kecamatan Seruyan Tengah pada tahun 2001 dibanjiri uang<br />

                                                        pengembangan ketika PPK diberikan tambahan dana dari<br />

                                                        PPM-Pras. Hal ini mengurangi unsur kompetisi PPK, karena<br />

                                                        hampir seluruh proposal desa disetujui di tingkat forum antar<br />

                                                        desa tanpa memperhitungkan kelayakan proposal tersebut.<br />

                                                        Akibat banjir uang dan proses percepatan dapat jelas terlihat.<br />

                                                        PPK mendorong pembentukan kelompok masyarakat untuk<br />

                                                        pelaksanaan aktivitas ekonomi produktif. Kelompok ini<br />
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                                                        dirancang untuk mempromosikan aktivitas bagi kepentingan<br />

                                                        publik, untuk menghindari campur tangan elit secara individu,<br />

                                                        dan menyebarkan keuntungan dari program tersebut di antara<br />

                                                        rakyat miskin, serta menciptakan akuntabilitas internal di antara<br />

                                                        kelompok. Yaitu, jika seorang anggota kelompok tidak dapat<br />

                                                        mengembalikan pinjamannya pada bulan tertentu, rekan<br />

                                                        anggota yang lain akan membantu. Demikian juga sebaliknya.<br />

                                                        Tetapi di Ayawan, banyak kelompok “papan-nama.” Satu<br />

                                                        “kelompok” terdiri atas tujuh belas anggota, yang setiap<br />

                                                        anggotanya menerapkan aktivitas terpisah. Seorang anggota<br />

                                                        menyerahkan proposal sebesar Rp 5 juta untuk membuat<br />

                                                        perahu, tetapi sebenarnya menggunakan uang tersebut untuk<br />

                                                        membayar para pekerja yang menggarap tanah miliknya. Ketika<br />

                                                        panen gagal, ia tidak mampu melunasi pinjamannya. Anggota<br />

                                                        yang lain dari kelompok tersebut menggunakan dananya untuk<br />

                                                        membangun kios, walaupun tidak memiliki pengalaman<br />

                                                        berbisnis. Ketika usahanya ambruk, ia tidak memiliki uang<br />

                                                        sepeser pun. Anggota lain dari “kelompok” tersebut yang telah<br />

                                                        berhasil tidak mempunyai rasa berbagi tanggung jawab untuk<br />

                                                        mendukung rekan anggota lainnya. Kelompok tersebut<br />

                                                        seharusnya tidak boleh didanai, tetapi banjir uang menyebabkan<br />

                                                        hampir semua proposal disetujui. Yang lebih parah, tiga puluh<br />

                                                        dua warga desa tersebut diberikan uang PPK bahkan tanpa<br />

                                                        menyerahkan proposal.<br />

                                                        Tindakan seperti itu merendahkan prinsip PPK – pemberdayaan<br />

                                                        masyarakat, transparansi dan pertanggungjawaban atas korupsi.<br />
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                                                        PPK dimaksudkan berbeda dari program-program sebelumnya,<br />

                                                        untuk menghentikan budaya impunitas bagi penyalahgunaan<br />

                                                        dana. Tetapi ketika uang diberikan secara bebas kepada semua<br />

                                                        yang datang, maksud baik ternyata sulit dipertahankan.<br />

                                                        Masyarakat berkumpul, polisi mengintimidasi<br />

                                                        “Polisi ada untuk menakutkan rakyat.”<br />

                                                        -- Penduduk Ayawan<br />

                                                        Ketika jelas bahwa camat tidak bersedia membantu dan kepala desa<br />

                                                        tidak mau bernegosiasi, sebuah kelompok anggota masyarakat<br />

                                                        memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada polisi. Pertemuan<br />

                                                        yang dihadiri 20 orang diadakan di rumah ketua LKMD. Mereka<br />

                                                        yang berkumpul mewakili kelompok elit desa yang terhormat,<br />

                                                        termasuk bidan yang vokal, guru SD dan dua ketua RT. Pada<br />

                                                        umumnya mereka tidak punya pengalaman untuk menyelesaikan<br />

                                                        masalah melalui jalur hukum formal. Sebagaimana dicatat oleh<br />

                                                        seorang warga, “Nggak biasa lapor ke polisi, dan sebenarnya nggak<br />

                                                        mau begitu karena kami tidak tahu hukum.” Tetapi karena tidak<br />

                                                        ada pilihan lain, anggota masyarakat menulis surat pengaduan ke<br />

                                                        polisi, dengan catatan, “penyelesaian informal tidak memungkinkan<br />

                                                        lagi.” Tidak lama kemudian ditunjuk kelompok yang lebih kecil<br />

                                                        sebagai wakil masyarakat untuk melaporkan kasus ini langsung ke<br />

                                                        polisi Seruyan Tengah.<br />
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                                                        Polisi telah menanggapi laporan dalam kasus Ijuh Biring dengan<br />

                                                        sangat cepat, lain halnya perlakuan yang diterima atas laporan oleh<br />

                                                        penduduk Ayawan. Anggota masyarakat dianggap sebagai<br />

                                                        provokator dan Hardiman, Ketua RT 4, bahkan ditahan selama<br />

                                                        beberapa jam. Bidan dan guru diancam akan dipindahtugaskan dari<br />

                                                        desa tersebut.<br />

                                                        Kantor polisi sama, tanggapan berbeda<br />

                                                        Ada beberapa dugaan alasan terhadap perilaku polisi tersebut.<br />

                                                        Beberapa penduduk Ayawan mencurigai adanya kolusi antara kepala<br />

                                                        desa, mantan camat, dan polisi. Kemungkinan alasan lain adalah<br />

                                                        skala korupsi ini jauh lebih kecil. Salah seorang penduduk mengakui<br />

                                                        bahwa anggota Polres mengatakan kepadanya kasus ini terlalu kecil<br />

                                                        untuk ditanggapi.<br />

                                                        Dibanding dengan kasus Ijuh Biring, dukungan pihak luar kepada<br />

                                                        rakyat Ayawan lebih kecil. Dalam kasus terdahulu, tekanan<br />

                                                        diterapkan oleh Konsultan PPK kabupaten dan provinsi. Kasus Ijuh<br />

                                                        Biring juga dimuat di pers lokal berkali-kali. Rupanya dampak<br />

                                                        pengawasan dari pihak luar cukup signifikan.<br />

                                                        Laun juga merupakan kepala desa yang masih aktif dengan status<br />

                                                        dan kekuasaan, sementara Ijuh Biring tidak lagi memegang posisi<br />

                                                        formal. Penyelesaian perselisihan di desa sangat tergantung pada<br />

                                                        hubungan kekuasaan. Sebagaimana diamati oleh seorang penduduk,<br />

                                                        “Ya, tentu saja, kalau orang biasa, proses hukum cepat.”<br />
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                                                        Wajah baru, harapan baru?<br />

                                                        Hingga September 2002, proses penanganan kasus sepertinya<br />

                                                        berhenti. Namun, di bulan Oktober sejumlah kejadian terjadi<br />

                                                        sehingga membangkitkan kembali kasus ini. Pertama, pengangkatan<br />

                                                        camat baru. Sebagai penduduk asli, dengan pengalaman bertahuntahun<br />

                                                        di Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), ia hadir dengan<br />

                                                        keinginan membangun kepercayaan anti korupsi. Pada bulan yang<br />

                                                        sama diangkat pula Kepala Polsek Seruyan Tengah yang baru, dan<br />

                                                        akhirnya misi pengawasan Bank Dunia menyoroti kasus ini kembali,<br />

                                                        dan menggembleng minat masyarakat.<br />

                                                        Ketika negosiasi informal gagal, penduduk desa pada umumnya<br />

                                                        menengadah ke atas untuk meminta bantuan. Camat terdahulu tidak<br />

                                                        membantu. Namun, camat yang baru mengambil tindakan segera.<br />

                                                        Menindaklanjuti misi Bank Dunia, dalam tiga kesempatan berbeda<br />

                                                        ia memanggil kepala desa untuk membicarakan kasus ini.<br />

                                                        Akhirnya diputuskan untuk memberikan jalan keluar yang tidak<br />

                                                        terlalu konfrontatif kepada kepala desa – uang sebesar Rp 3,5 juta<br />

                                                        yang dicuri dari PPK akan dianggap sebagai utang, bukan korupsi.<br />

                                                        Kepala desa mengembalikan uang tersebut, tetapi uang PPM-Pras<br />

                                                        sebesar Rp 13 juta tetap terutang.<br />

                                                        Perlahan-lahan, karena pemanggilan oleh camat hilang sengatnya<br />

                                                        dan kasus kembali mulai keluar dari arusnya. Bersamaan dengan<br />

                                                        misi Bank Dunia di bulan Oktober 2002, kepala LKMD, PJOK,<br />

                                                        dan sejumlah tokoh masyarakat menulis surat ke kejaksaan negeri<br />

                                                        memprotes kurangnya tindakan terhadap kasus Ijuh Biring dan<br />

                                                        Ayawan. Surat tersebut ternyata membantu kasus yang pertama,<br />

                                                        namun kasus Ayawan terus terselip di bawah radar.<br />
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                                                        Pertanggungjawaban politis<br />

                                                        Dengan diblokirnya jalur informal dan formal menuju keadilan,<br />

                                                        nampaknya prospek penyelesaian menjadi kecil. Tetapi secara teori,<br />

                                                        alternatif lain tetap ada. Salah satu unsur penting UU No. 22/1999<br />

                                                        tentang Otonomi Daerah adalah pembentukan Badan Perwakilan<br />

                                                        Desa (BPD) terpilih. Hal ini secara eksplisit dimaksudkan untuk<br />

                                                        memperkuat badan legislatif desa dan membatasi kekuasaan kepala<br />

                                                        desa yang tidak terbatas. Hak BPD termasuk merekomendasikan<br />

                                                        penggantian kepala desa kepada Bupati.<br />

                                                        Namun, di sepanjang kasus ini, BPD tetap diam. Salah satu<br />

                                                        kelemahan UU No. 22/1999 adalah gagal mendefinisikan makna<br />

                                                        yang tepat kata “terpilih” – gagal memberikan mandat pemilihan<br />

                                                        langsung oleh rakyat. Hal ini membuka situasi seperti yang terjadi<br />

                                                        di Ayawan, di mana proses pemilihan tidak sepenuhnya demokratis.<br />

                                                        Kedelapan anggota BPD dipilih dengan cara mengacungkan<br />

                                                        tangan dalam pertemuan di hadapan 200-300 orang, bukan melalui<br />

                                                        pemungutan suara secara rahasia yang melibatkan seluruh<br />

                                                        penduduk desa. Empat dari perwakilan terpilih mempunyai<br />

                                                        hubungan dekat dengan kepala desa, termasuk Kepala dan Wakil<br />

                                                        Kepala yang merupakan saudara Laun. Tidak lama setelah<br />

                                                        pemilihan, Laun secara paksa mencopot keempat anggota lainnya<br />

                                                        dan menggantikan mereka dengan pendukungnya. Beberapa orang<br />

                                                        mengajukan protes langsung di desa atas pelecehan kekuasaan ini.<br />

                                                        Orang-orang yang kami ajak bicara mengatakan mereka ingin<br />

                                                        kepala desa yang baru, dan BPD yang lebih baik, tetapi takut untuk<br />

                                                        mengangkat isu ini. “Lebih baik diam saja,” kata salah seorang<br />

                                                        penduduk.<br />
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                                                        Oleh sebab itu, Laun terus memegang monopoli kekuasaan atas<br />

                                                        desa, yang mengingkari penduduk akan suatu alternatif yang kredibel<br />

                                                        dan dapat diterima publik guna penyelesaian perselisihan besar dan<br />

                                                        bertanggung jawab atas segala pelecehan kekuasaan dalam<br />

                                                        kepemimpinan mereka.<br />

                                                        “Belajar untuk tidak melawan” (Learned Helplessness)<br />

                                                        Literatur terbaru tentang pemberdayaan hukum telah menguraikan<br />

                                                        fenomena “belajar untuk tidak melawan”. Dihadapkan pada<br />

                                                        kegagagalan terus-menerus dari perangkat hukum dan<br />

                                                        ketidakmampuan yang berlanjut untuk menyampaikan<br />

                                                        ketidakseimbangan kekuasaan, anggota masyarakat yang dirugikan<br />

                                                        merasa menyerah untuk menerima sistem peradilan yang tidak<br />

                                                        efektif dan tidak responsif dan tidak memiliki kekuatan untuk<br />

                                                        mengubahnya.<br />

                                                        Menarik untuk dicatat dalam kasus ini bahwa terlepas dari tantangan<br />

                                                        yang menggunung yang menghadang mereka, masyarakat tidak<br />

                                                        langsung menyerah dan menerima tindakan kepala desa mereka.<br />

                                                        Negosiasi informal menghasilkan pengakuan tertulis dan paling<br />

                                                        tidak, kepala desa menegembalikan sebagian dari uang yang ia<br />

                                                        gelapkan.<br />

                                                        Namun, dalam menghadapi kekuatan yang tidak seimbang, polisi<br />

                                                        yang tidak responsif dan tidak adanya akuntabilitas publik, bahwa<br />

                                                        penduduk desa yang paling marah dan termotivasi cenderung<br />

                                                        menyerah. “Rakyat sini udah bosan dengan kasus ini,” sang bidan<br />
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                                                        berkata. “Kami tidak punya uang untuk melanjutkan kasus ini,”<br />

                                                        kata seorang penduduk lainnya.<br />

                                                        Akhirnya kesempatan membangkitkan sesuatu yang kelihatannya<br />

                                                        mati memerlukan biaya yang tinggi. “Kami lelah dengan pertemuan<br />

                                                        dan negosiasi dengan kepala desa. Kami takut ancamannya, dan<br />

                                                        benar-benar bosan dengan kasus ini. Lebih baik mengurusi ladang,”<br />

                                                        kata salah satu tokoh masyarakat.<br />

                                                        Akibat dari pengalaman tersebut dapat menimbulkan perasaan<br />

                                                        bahwa tindakan melawan kepentingan penguasa tidak ada gunanya.<br />

                                                        “Tidak benar kami tidak percaya pada polisi, tapi, ya, mungkin lain<br />

                                                        kali kami tidak akan mengambil jalur ini lagi,” kata salah seorang<br />

                                                        anggota masyarakat yang paling aktif terlibat dalam kasus ini.<br />
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                                                        Kesimpulan<br />

                                                        Apa yang membuat sebuah kasus gagal atau berhasil?<br />

                                                        Penyelesaian sengketa paling berhasil jika penyelesaian tersebut<br />

                                                        berjalan sedekat mungkin dengan sumber sengketa dan<br />

                                                        melanjutkannya dengan sikap rekonsiliasi. Namun kedua kasus<br />

                                                        yang didokumentasikan di sini menunjukkan bahwa ketika<br />

                                                        ketidakseimbangan kekuasaan terjadi di antara pihak yang<br />

                                                        bertikai membuat hasil perundingan menjadi sulit. Dalam<br />

                                                        keadaan seperti ini, usaha melalui sistem peradilan merupakan<br />

                                                        alternatif terakhir.<br />

                                                        Kami memulainya dengan asumsi bahwa biasanya sistem<br />

                                                        peradilan tidak akan memenuhi harapan masyarakat desa. Polisi<br />

                                                        mengalami kekurangan dana dan sumber daya. Waktu, biaya<br />

                                                        dan jarak yang diperlukan dalam berhubungan dengan polisi<br />

                                                        biasanya terlalu besar untuk ditanggung anggota masyarakat.<br />

                                                        Hal ini berlaku khususnya bagi kasus yang berada di kecamatan<br />

                                                        terpencil seperti Seruyan Tengah. Dan isu ini bersifat praktis –<br />

                                                        persepsi masyarakat secara luas tentang sektor peradilan bahwa<br />

                                                        sektor ini merupakan sektor yang korup dan tidak kompeten<br />

                                                        merupakan hambatan lain.<br />

                                                        Dua kasus ini sejauh ini merefleksikan dua hasil yang<br />

                                                        berbeda. Kasus Ijuh Biring telah ditangani secara serius oleh<br />

                                                        polisi. Namun ada dua faktor yang mendukung fenomena<br />

                                                        ini. Pertama, uang – walaupun Polsek Seruyan Tengah<br />
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                                                        menangani keluhan awal secara cepat dan professional,<br />

                                                        hampir dapat dipastikan investigasi tidak akan dilanjutkan<br />

                                                        setelah penolakan pertama oleh Jaksa tanpa dana<br />

                                                        masyarakat.<br />

                                                        Faktor kedua adalah sorotan pihak luar. Upaya bersama yang<br />

                                                        dijalankan oleh anggota masyarakat, konsultan program, media<br />

                                                        dan Bank Dunia telah berhasil membuat proses hukum tetap<br />

                                                        berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa sorotan dan transparansi<br />

                                                        dapat berpengaruh.<br />

                                                        Akan tetapi, harus diakui bahwa sorotan dan transparansi bukan<br />

                                                        merupakan “alat berat”. Lebih dari satu setengah tahun sejak<br />

                                                        pertama kali dilaporkan, kasus ini tetap di tangan jaksa dan<br />

                                                        pada titik ini nasibnya belum tentu. Jika pada akhirnya kasus<br />

                                                        ini dapat diselesaikan, sorotan dan komitmen terhadap<br />

                                                        penyelesaian oleh pihak luar akan menjadi faktor penentu. Hal<br />

                                                        ini akan merupakan kemenangan berarti bagi tekanan<br />

                                                        masyarakat. Tetapi waktu dan upaya yang dihabiskan juga<br />

                                                        merupakan indikasi betapa sulitnya jalur ini.<br />

                                                        Bantuan apa yang dapat diberikan untuk menggapai<br />

                                                        sukses?<br />

                                                        Kasus ini menunjukkan bahwa anggota masyarakat perlu<br />

                                                        bantuan untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi antara<br />

                                                        mereka dengan penguasa di lingkungan desa.<br />
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                                                        Pada dasarnya, untuk berhubungan dengan sistem peradilan,<br />

                                                        penduduk perlu kombinasi:<br />

                                                        1. Peningkatan kesadaran hukum terhadap isu yang relevan<br />

                                                        dengan kehidupan mereka sehari-hari.<br />

                                                        2. Dana untuk mendukung keterlibatan masyarakat dengan<br />

                                                        sistem peradilan – memberikan kesaksian, perjalanan ke<br />

                                                        kecamatan dan kabupaten, dan sebagainya.<br />

                                                        3. Akses kepada bantuan dan fasilitasi hukum untuk mewakili<br />

                                                        kepentingan mereka dan bertindak atas nama mereka<br />

                                                        dengan sistem peradilan.<br />

                                                        4. Fasilitasi untuk menekankan sistem peradilan.<br />

                                                        Masyarakat rasanya sadar akan situasi tersebut. Ketika ditanya<br />

                                                        bantuan seperti apa yang paling baik untuk mendukung mereka<br />

                                                        dalam menghadapi kasus seperti ini di kemudian hari,<br />

                                                        penduduk dalam beberapa seri diskusi kelompok tidak meminta<br />

                                                        uang. Sebaliknya, salah seorang penduduk menyimpulkan<br />

                                                        seperti berikut, “Kami perlu bantuan suara.”<br />

                                                        Kasus Ijuh Biring menunjukkan bahwa kombinasi kesadaran,<br />

                                                        akses kepada bantuan dan fasilitasi upaya advokasi, serta<br />

                                                        sorotan dapat menghasilkan produk yang lebih baik dari sektor<br />

                                                        keadilan. Kasus Ayawan merupakan “reality check” bahwa<br />

                                                        bahkan dengan adanya faktor-faktor tersebut di atas, perjalanan<br />

                                                        menuju reformasi hukum masih panjang dan sukar.<br />
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                                                        <strong>Keadilan</strong> Yang <strong>Tak</strong><br />

                                                        Sampai<br />

                                                        Studi Kasus Korupsi PPK di Kecamatan<br />

                                                        Wanareja, Cilacap<br />

                                                        Ringkasan<br />

                                                        Sebaik-baik menyimpan bangkai, akhirnya ketahuan juga.<br />

                                                        Pepatah lama ini kembali berlaku pada Warnengsih, Bendahara<br />

                                                        Unit pengelola Keuangan (UPK) pada Program Pengembangan<br />

                                                        Kecamatan (PPK) di Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah.<br />

                                                        Meskipun berhasil membodohi berbagai pihak selama hampir<br />

                                                        1 tahun, toh akhirnya korupsi senilai Rp 257 juta itu terbongkar<br />

                                                        juga. Bermula dari sekedar permintaan dana perguliran simpan<br />

                                                        pinjam kelompok Desa Palugon yang diajukan pada<br />

                                                        pertengahan Desember 2001 yang gagal dipenuhi. Padahal,<br />

                                                        menurut perkiraan ada cukup banyak dana yang tersimpan di<br />

                                                        rekening UPK. Kecurigaan beberapa pihak kemudian<br />
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                                                        berkembang menjadi tindakan pemeriksaan intensif atas<br />

                                                        pembukuan UPK. Tidak terlalu sulit untuk menemukan bahwa<br />

                                                        ternyata seluruh angsuran pinjaman kelompok yang mulai<br />

                                                        dibayarkan sejak setahun lalu belum satu kali pun disetorkan<br />

                                                        ke bank. Temuan ini kemudian diperkuat oleh audit yang<br />

                                                        dilakukan oleh sebuah tim bentukan masyarakat (Tim 8) serta<br />

                                                        BPKP Kabupaten Cilacap. Akhirnya bendahara mengakui<br />

                                                        kesalahannya dan berjanji pada Camat akan membayar<br />

                                                        sejumlah uang yang hilang tersebut dengan cara menyerahkan<br />

                                                        aset pribadinya.<br />

                                                        Sementara proses negosiasi antara Tim 8 dan Warnengsih<br />

                                                        sedang berjalan, tekanan terhadap Warnengsih ditingkatkan<br />

                                                        dengan adanya laporan 2 elemen masyarakat ke Polsek<br />

                                                        Wanareja tentang kasus ini. Laporan pertama datang dari<br />

                                                        Forum Lintas Partai (FLP) – forum koordinasi antar tokoh<br />

                                                        partai politik di Wanareja, yang disusul oleh laporan dari<br />

                                                        aparat desa Palugon. Hanya beberapa hari sebelum pembuatan<br />

                                                        akte notaris mengenai penyerahan penguasaan aset<br />

                                                        Warnengsih terhadap Tim 8, tiba-tiba Warnengsih berubah<br />

                                                        sikap dan menolak segala upaya perundingan. Ia memilih<br />

                                                        menggunakan jalur hukum dengan menyewa tenaga pengacara<br />

                                                        untuk menangani kasusnya.<br />

                                                        Proses hukum pun mulai berjalan diawali dengan penyelidikan<br />

                                                        oleh pihak Polres Cilacap selama 4 bulan. Usai melangkapi<br />

                                                        Berita Acara Pemeriksaan, Polres melimpahkan kasus ini<br />

                                                        kepada pihak Kejaksaan Negeri Cilacap pada Juli 2002. Tidak<br />
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                                                        memakan waktu lama, sebulan kemudian kasus ini telah<br />

                                                        dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Cilacap.<br />

                                                        Persidangan yang dimulai pada awal Agustus 2002 berjalan<br />

                                                        relatif cepat. Hal ini didorong pula dengan kebijakan Majelis<br />

                                                        Hakim yang mengagendakan persidangan 2 kali seminggu.<br />

                                                        Akhirnya, kasus yang melibatkan lebih dari 35 saksi ini dapat<br />

                                                        diputuskan 3,5 bulan kemudian.<br />

                                                        Merasa tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim, Jaksa<br />

                                                        Penuntut Umum mengajukan memori banding ke Pengadilan<br />

                                                        Tinggi (PT) di Semarang 3 hari kemudian. Lagi-lagi proses<br />

                                                        banding berjalan cepat. Dua bulan kemudian, 6 Maret 2003,<br />

                                                        PT Semarang menjatuhkan putusan yang pada dasarnya<br />

                                                        menguatkan Keputusan Majelis Hakim PN Cilacap. Isi<br />

                                                        keputusan itu antara lain: Menyatakan Warnengsih bersalah<br />

                                                        melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam<br />

                                                        pasal 3 UU Pidana Korupsi. Karena itu ia dijatuhi sanksi pidana<br />

                                                        sebagai berikut:<br />

                                                        a. Pidana penjara selama 4 tahun;<br />

                                                        b. Membayar denda Rp 75 juta;<br />

                                                        c. Membayar uang pengganti Rp 154 juta. Atas putusan<br />

                                                        tersebut Warnengsih mengajukan upaya hukum grasi –<br />

                                                        meminta keringanan kepada Presiden RI di Jakarta.<br />

                                                        Proses hukum telah berjalan. Dan relatif cepat. Tapi, apakah<br />

                                                        keadilan telah sampai? Belum tentu. <strong>Keadilan</strong> masih harus<br />

                                                        diwujudkan dalam pelaksanaan keputusan hakim, terutama<br />

                                                        kembalinya uang ganti rugi kepada masyarakat Wanareja.<br />
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                                                        Sayangnya, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus<br />

                                                        lainnya, proses eksekusi lebih seperti rimba belantara yang tak<br />

                                                        jelas benar ujung dan pangkalnya. Pertama, proses<br />

                                                        mendapatkan ganti rugi itu sangat tergantung dengan<br />

                                                        pengusutan atas aset Warnengsih dan pelelangan yang ditangani<br />

                                                        oleh Kejaksaan. Kemudian, uang tersebut –sebagaimana<br />

                                                        termuat dalam keputusan hakim, harus dikembalikan ke Kas<br />

                                                        Negara. Di sini pesoalan baru akan muncul karena tidak ada<br />

                                                        satu pihakpun yang yakin benar bagaimana proses meminta<br />

                                                        kembali dana tersebut dari Kas Negara oleh masyarakat korban<br />

                                                        tindakan korupsi. Waktu pelaksanaan eksekusi dan<br />

                                                        pengembalian dana ke masyarakat dapat menjadi indikator,<br />

                                                        tidak saja menyangkut telah sampainya keadilan ke masyarakat<br />

                                                        korban korupsi melainkan termasuk juga penghargaan atas kerja<br />

                                                        keras aparat hukum sejak kepolisian sampai Pengadilan Tinggi<br />

                                                        di wilayah Jawa Tengah.<br />
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                                                        Kronologi<br />

                                                        Metamorfosis<br />

                                                        Nama Warnengsih mulai ramai dibicarakan saat ibu satu orang anak<br />

                                                        yang berlatar pendidikan sebagai tenaga kesehatan ini dicalonkan<br />

                                                        desanya sebagai salah satu pengurus Unit Pengelola Keuangan<br />

                                                        (UPK) PPK kecamatan Wanareja. Selain Warnengsih, nama lain<br />

                                                        yang dijagokan dalam pemilihan dalam forum Musyawarah Antara<br />

                                                        Desa pada bulan Oktober 2000 itu adalah Sugito dan Wawan<br />

                                                        Wardoyo. Hasilnya, Sugito terpilih sebagai Ketua, Wawan sebagai<br />

                                                        Bendahara dan Warnengsih sebagai Sekretaris. Namun tak lama<br />

                                                        kemudian, dengan alasan kurang menguasai masalah pembukuan,<br />

                                                        Wawan meminta pergantian posisi dengan Warnengsih. Sejak itulah,<br />

                                                        dengan sepengetahuan Camat dan Fasilitator Kecamatan,<br />

                                                        Warnengsih bertindak sebagai bendahara UPK Wanareja.<br />

                                                        Sebulan kemudian, dengan diantar oleh Fasilitator Kecamatan,<br />

                                                        Warnengsih membuka rekening Bank untuk kepentingan UPK.<br />

                                                        Namun, berbeda dengan ketentuan dalam PPK dimana rekening<br />

                                                        UPK harus kolektif –dengan 3 spesimen tanda tangan, rekening<br />

                                                        itu dibuka atas nama Warnengsih sendiri. Selanjutnya proses kegiatan<br />

                                                        UPK berjalan dengan lancar. Bila utusan kelompok simpan pinjam<br />

                                                        dari desa yang hendak menyetorkan angsuran pinjamannya ke UPK<br />

                                                        tidak dapat menemui Warnengsih, mereka biasa menitipkan uang<br />

                                                        tersebut kepada pengurus UPK yang lain untuk kemudian diserahkan<br />

                                                        pada Warnengsih. Tidak ada seorangpun yang merasa perlu<br />

                                                        memastikan apakah Warnengsih akhirnya memasukkan uang<br />
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                                                        tersebut ke dalam rekening UPK atau tidak. Yang ada adalah rasa<br />

                                                        “saling percaya”. Apalagi tidak pernah ada masalah bila ada<br />

                                                        kelompok yang mengajukan permohonan perguliran dana:<br />

                                                        Warnengsih selalu bisa memenuhinya.<br />

                                                        Lambat laun gaya hidup Warnengsih mulai berubah. Mulai dari<br />

                                                        rumah yang makin mentereng, pakaian yang bagus-bagus, perhiasan,<br />

                                                        hingga dandanan wajahnya semakin glamour. Ia juga mulai rajin<br />

                                                        membeli beberapa petak tanah di wilayah Wanareja. Namun ia bisa<br />

                                                        menangkis setiap kecurigaan dengan alasan bahwa semua kekayaan<br />

                                                        tersebut datang dari kiriman adiknya yang menjadi TKI di Jepang.<br />

                                                        FK tetap tidak merasa perlu memastikan apakah mekanisme<br />

                                                        pembukuan UPK sudah berjalan baik karena merasa “percaya”<br />

                                                        dengan UPK. Konsultan Manajemen tingkat Kabupaten (KMKab)<br />

                                                        dalam supervisinya tidak pernah berhasil mendapatkan salinan buku<br />

                                                        rekening UPK. Warnengsih selalu beralasan bahwa buku rekening<br />

                                                        tertinggal di rumah dalam lemari yang terkunci dan kuncinya selalu<br />

                                                        terbawa oleh suaminya yang bekerja di kota lain.<br />

                                                        Sampailah suatu hari pada bulan Desember 2001. Siang itu<br />

                                                        perwakilan kelompok peminjam dari Desa Palugon datang ke kantor<br />

                                                        UPK untuk meminta dana perguliran yang berkisar Rp 15 juta saja.<br />

                                                        Menurut perkiraan, dana yang harusnya tersimpan di kas UPK saat<br />

                                                        itu bahkan lebih dari Rp 200 juta. Karena belum bisa memberi uang<br />

                                                        tersebut, Warnengsih meminta perwakilan desa untuk pulang dan<br />

                                                        ia berjanji akan menyerahkan dana tersebut pada tanggal 14<br />

                                                        Desember 2001. Sesuai dengan waktu yang ditentukan, anggota<br />

                                                        kelompok sejak siang telah <strong>menunggu</strong> kedatangannya di rumah<br />

                                                        Kepala Desa. Namun hari itu ia tidak datang. Bahkan ia tetap tidak<br />
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                                                        dapat memberikan dana tersebut sampai 5 hari berselang.<br />

                                                        Warnengsih menghilang.<br />

                                                        Tahap Awal Penyelesaian<br />

                                                        Menyadari ada masalah serius, pengurus UPK yang lain beserta FK<br />

                                                        melaporkan hal ini kepada Camat yang segera melaporkan hal ini<br />

                                                        kepada Bupati Cilacap dalam sebuah pertemuan tanggal 24<br />

                                                        Desember 2001. Keesokan harinya Warnengsih berhasil ditemukan.<br />

                                                        Di hadapan Camat ia mengakui bahwa ia telah menggelapkan dana<br />

                                                        UPK dan berjanji akan segera melunasi. Keesokan harinya Camat<br />

                                                        mengumpulkan seluruh pengurus UPK dan FK dan meminta<br />

                                                        mereka segera mengumpulkan bukti tanda setoran dari masingmasing<br />

                                                        kelompok di setiap desa.<br />

                                                        Respon juga datang dari Bupati Cilacap yang pada tanggal 4 Januari<br />

                                                        2002 memerintahkan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk<br />

                                                        segera melakukan audit terhadap dana PPK di Wanareja. Dari hasil<br />

                                                        audit tersebut diketahui bahwa seluruh dana yang telah disetor<br />

                                                        kelompok peminjam sebesar Rp 318 juta sementara dari jumlah<br />

                                                        tersebut telah digulirkan sebesar Rp 60 juta. Dengan demikian, dana<br />

                                                        yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 258 juta.<br />

                                                        Tim Koordinasi PPK tingkat Kabupaten mengadakan pertemuan<br />

                                                        di minggu ke-3 Januari dimana salah satu rekomendasinya adalah<br />

                                                        agar dilakukan Musyawarah Antar Desa di Wanareja pada tanggal<br />

                                                        28 Januari 2002. Seperti yang terjadi pada Rapat di Tim Koordinasi<br />

                                                        PPK Cilacap, dalam Musyawarah Antara Desa itu Warnengsih<br />

                                                        mengakui perbuatannya dan setuju untuk mengembalikan dana<br />
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                                                        PPK. Hanya saja ia meminta adanya audit ulang. Karena itu<br />

                                                        masyarakat membentuk sebuah Tim yang terdiri dari 8 orang<br />

                                                        (selanjutnya disebut “Tim-8”) perwakilan masyarakat yang bertugas<br />

                                                        untuk melakukan audit ulang serta mengamankan aset-aset pribadi<br />

                                                        milik Warnengsih.<br />

                                                        Upaya penyelesaian masalah di jalur konsultan PPK juga terus<br />

                                                        berjalan. Sehari sebelum pertemuan Tim Koordinasi PPK<br />

                                                        Kabupaten, salah seorang barefoot lawyer 1 , Jojo, diberitahu oleh<br />

                                                        National Management Consultant (NMC) PPK di Jakarta mengenai<br />

                                                        kasus ini dan diminta kesediaannya untuk mendampingi masyarakat<br />

                                                        Wanareja. Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Jojo dengan segera<br />

                                                        datang ke Wanareja dan berdiskusi dengan masyarakat—terutama<br />

                                                        wakil desa Palugon. Sementara itu, awal Februari diadakan<br />

                                                        pertemuan antara wakil Bank Dunia, KMKab Cilacap, Tim<br />

                                                        Koordinasi dan Bupati Cilacap untuk membahas kasus ini. Saat itu<br />

                                                        Pemda menjanjikan akan menuntaskan masalah ini pada tanggal 5<br />

                                                        Februari 2002.<br />

                                                        Berbagai tekanan baik dari konsultan, pihak Kecamatan dan Tim<br />

                                                        Koordinasi cukup berhasil untuk memaksa Warnengsih<br />

                                                        mengupayakan penyelesaian masalah. Pada tanggal 7 Februari ia<br />

                                                        dan keluarganya menandatangani surat kuasa kepada Tim-8 untuk<br />

                                                        memperjualbelikan aset miliknya yang akan digunakan sebagai uang<br />

                                                        pengganti bagi UPK. Namun, muncul keragu-raguan di pihak Tim-<br />

                                                        1<br />

                                                        Barefoot lawyer atau pengacara masyarakat adalah pengacara yang diminta untuk<br />

                                                        memberikan nasehat hukum atau pendampingan hukum bagi masyarakat penerima PPK<br />

                                                        sebagai bagian dari pelaksanaan pilot project bantuan hukum di PPK. Jawa Tengah<br />

                                                        merupakan salah satu wilayah pilot selain Sumetera Utara.<br />
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                                                        8 mengenai kekuatan hukum surat kuasa tersebut sehingga muncul<br />

                                                        usulan agar penguasaan penjualan aset dari Warnengsih tersebut<br />

                                                        dikuatkan melalui sebuah akte notaris.<br />

                                                        Meskipun terlihat adanya itikad baik dari Warnengsih, namun barefoot<br />

                                                        lawyer, yang sejak semula memang lebih mengarahkan penyelesaian<br />

                                                        melalui jalur hukum, mendorong Kepala Desa Palugon untuk<br />

                                                        melaporkan Warnengsih ke Kepolisian pada tanggal 20 Februari.<br />

                                                        Sebelumnya, Polsek Wanareja telah menerima laporan untuk kasus<br />

                                                        serupa dari pihak Forum Lintas Partai (FLP). Laporan ini<br />

                                                        ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kepada aparat Desa dan FK<br />

                                                        oleh Polsek Wanareja dua minggu kemudian. Merasa ‘rikuh’<br />

                                                        memeriksa orang-orang di tingkat Kecamatan, Polsek kemudian<br />

                                                        melimpahkan kasus ini ke Polres Cilacap beberapa hari berikutnya.<br />

                                                        Sementara itu, upaya pembuatan akte notaris penguasaan aset<br />

                                                        Warnengsih kepada Tim-8 masih terus berjalan. Namun tiba-tiba<br />

                                                        saja pada tanggal 18 Maret Warnengsih dan keluarganya menolak<br />

                                                        bertemu dengan Tim-8 dengan alasan, “Semua urusan sudah diserahkan<br />

                                                        kepada pengacara!”<br />

                                                        Dan Proses Penyelesaian Melalui Hukum Formal Mulai<br />

                                                        Berjalan...<br />

                                                        Ketetapan untuk segera menggunakan upaya hukum semakin<br />

                                                        menguat setelah adanya persetujuan dalam Musyawarah Antar Desa<br />

                                                        ke-2 yang khusus diadakan untuk membahas penyelesaian masalah<br />

                                                        ini. Sementara Polres Cilacap mulai melakukan pemeriksaan, upaya<br />

                                                        tekanan terhadap Pemda dan Tim Koordinasi dari jalur konsultan<br />
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                                                        terus berjalan. Mengantisipasi lambannya proses hukum dan<br />

                                                        ketidakjelasan hasilnya, konsultan mengajukan usulan agar Pemda<br />

                                                        mengganti terlebih dahulu dana PPK yang hilang. Diharapkan,<br />

                                                        Pemda akan menindaklanjuti kasus ini dengan lebih serius. Usulan<br />

                                                        ini ditolak oleh Pemda.<br />

                                                        Usai melakukan berbagai pemeriksaan, Polres Cilacap segera<br />

                                                        menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Kejaksaan<br />

                                                        Negeri Cilacap awal Mei 2002. Namun karena masih dianggap<br />

                                                        kurang lengkap, BAP tersebut beberapa kali dikembalikan<br />

                                                        Kejaksaan ke Polres untuk dilengkapi. Akhirnya, kasus baru<br />

                                                        dilimpahkan ke Kejaksaan pada tanggal 1 Juli 2002. Pelimpahan<br />

                                                        kasus disertai dengan penyerahan tersangka yang sebelumnya sudah<br />

                                                        menjadi tahanan pihak Polres Cilcacap sejak 3 April 2002.<br />

                                                        Nampaknya hasil penyidikan Polsek telah lengkap sehingga Jaksa<br />

                                                        Penuntut Umum hanya memerlukan waktu 1 bulan saja untuk<br />

                                                        melengkapi tuntutan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri<br />

                                                        Cilacap. Isi tuntutan yang diajukan pada tanggal 2 Agustus itu antara<br />

                                                        lain: Dakwaan primair yaitu tindakan korupsi sebagaimana diatur<br />

                                                        dalam pasal 2 (1) UU No. 20/2001 dengan sanksi penjara 6 tahun,<br />

                                                        denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, ganti rugi Rp 154<br />

                                                        juta subsidair 2 tahun penjara & dakwaan sekunder, yaitu tindak<br />

                                                        pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU yang sama.<br />

                                                        Proses persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap berlangsung cukup<br />

                                                        singkat –mengingat kompleksitas pembuktian kasus korupsi dan<br />

                                                        jumlah saksi yang lebih dari 35 orang. Hal ini dapat terjadi berkat<br />

                                                        inisiatif Majelis Hakim yang diketuai oleh Suroso SH, yang<br />

                                                        mengagendakan persidangan dua kali dalam seminggu (biasanya<br />
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                                                        untuk satu kasus persidangan hanya berlangsung sekali dalam<br />

                                                        seminggu). Keputusan Majelis Hakim akhirnya dapat dibacakan pada<br />

                                                        tanggal 24 Desember 2002 dimana Warnengsih dinyatakan bersalah<br />

                                                        sesuai dengan dakwaan sekunder yang diajukan oleh Jaksa Penuntut<br />

                                                        Umum dengan sanksi pidana 2 tahun penjara, denda Rp 75 juta<br />

                                                        subsidair 4 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 154<br />

                                                        juta subsidair 8 bulan kurungan.<br />

                                                        Merasa tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim PN Cilacap,<br />

                                                        Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding kepada<br />

                                                        Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang<br />

                                                        hanya 3 hari setelah keluarnya keputusan PN Cilacap. Alasan<br />

                                                        mengajukan banding pada dasarnya Jaksa menganggap bahwa<br />

                                                        terdakwa telah memenuhi pasal 2 UU Korupsi dimana, “Korupsi<br />

                                                        yang dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut.”<br />

                                                        Banding tersebut diterima oleh PT Semarang dan berhasil<br />

                                                        dituntaskan pada tanggal 6 Maret 2003. Pada intinya PT kembali<br />

                                                        menguatkan keputusan Majelis Hakim PN Cilacap. Dengan<br />

                                                        keputusan tersebut pihak Warnengsih menyatakan menerima namun<br />

                                                        mengajukan upaya grasi kepada presiden Republik Indonesia.<br />

                                                        Apakah masyarakat mengikuti proses hukum ini...?<br />

                                                        Meski awalnya warga masyarakat yang diwakili oleh Tim-8 dan<br />

                                                        FLP cukup aktif mengupayakan penyelesaian kasus ini, namun<br />

                                                        sejak kasus mulai ditangani pihak Kepolisian, peran aktif<br />

                                                        masyarakat jauh berkurang. Tercatat hanya sekali FLP mendatangi<br />

                                                        Polsek Cilacap, April 2002, untuk memastikan penahanan<br />
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                                                        Warnengsih oleh institusi tersebut. Sedangkan selama persidangan,<br />

                                                        pada umumnya masyarakat yang terlibat adalah mereka yang<br />

                                                        dipanggil menjadi saksi. Ketua UPK yang baru hanya 2 kali<br />

                                                        melakukan pemantauan terhadap jalannya sidang. Selain Ketua<br />

                                                        UPK, terdapat seorang pegawai kecamatan yang cukup sering<br />

                                                        mengikuti jalannya persidangan namun dalam rangka penulisan<br />

                                                        skripsinya di bidang Hukum Pidana.<br />

                                                        Sejak mencuatnya kasus ini, pihak NMC mengambil kebijakan<br />

                                                        untuk menghentikan pencairan dana untuk kegiatan PPK tahun ke-<br />

                                                        2 di Wanareja. Kegiatan baru boleh dilaksanakan kembali (artinya<br />

                                                        dana PPK boleh dicairkan kembali) bila kasus ini telah “selesai”.<br />

                                                        Ketika kasus mulai disidangkan di PN Cilacap, NMC menganggap<br />

                                                        bahwa upaya penyelesaian oleh masyarakat sudah “selesai” sehingga<br />

                                                        dikeluarkan keputusan bahwa kegiatan PPK bisa dimulai kembali<br />

                                                        dalam kategori “percepatan” –masyarakat hanya punya waktu<br />

                                                        sekitar 3 bulan untuk melakukan berbagai proses PPK yang dalam<br />

                                                        keadaan normal membutuhkan waktu sekitar 10 bulan. Sejak itu,<br />

                                                        aktifitas masyarakat terkonsentrasi pada kegiatan percepatan PPK<br />

                                                        dan kurang memperhatikan proses hukum atas kasus Warnengsih.<br />

                                                        Bahkan pada saat berlangsungnya Musyawarah Antar Desa untuk<br />

                                                        membahas kegiatan percepatan, perkembangan kasus Warnengsih<br />

                                                        tidak dibahas sama sekali.<br />
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                                                        Profil Wanareja<br />

                                                        Kecamatan Wanareja terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan<br />

                                                        Jawa Barat. Karena itulah, kebanyakan warga masyarakat merupakan<br />

                                                        campuran antara keluarga yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa<br />

                                                        Tengah. Bahasa pergaulan sehari-hari juga memakai kedua bahasa<br />

                                                        daerah: Sunda dan Jawa. Jalan utama Jalur Lintas Selatan Pulau<br />

                                                        Jawa tepat di tengah membagi antara desa-desa di bagian Utara dan<br />

                                                        Selatan. Kantor kecamatan sangat mudah diakses karena dilewati<br />

                                                        oleh jalan utama lintas selatan tersebut. Kemudahan akses<br />

                                                        transportasi ini diikuti pula oleh tersedianya sarana komunikasi dan<br />

                                                        penerangan yang baik.<br />

                                                        Tingkat kemiskinan mulai terlihat bila kita memasuki desa-desa yang<br />

                                                        sedikit berjauhan dari Kantor Kecamatan. Desa Palugon, misalnya,<br />

                                                        hanya bisa dikunjungi melalui jalan berbatu yang menembus hutan<br />

                                                        pinus di wilayah dataran tinggi. Mata pencarian penduduk desa<br />

                                                        sebagian besar hanya berkebun –sementara beberapa warga desa<br />

                                                        lain mendapat pengasilan dengan menebang hutan pinus secara ilegal<br />

                                                        untuk dijual kayunya. Karena itu, pada banyak bagian hutan menuju<br />

                                                        Palugon terlihat hutan pinus yang mulai gundul.<br />

                                                        Ikatan sosial antara desa, dalam kasus ini Desa Palugon, terkesan<br />

                                                        masih cukup erat. Bersama dua desa tetangganya: Palu Jambu dan<br />

                                                        Palu Jantung sebelumnya tergabung dalam satu Desa. Dalam<br />

                                                        kepengurusan atau penyelesaian masalah masyarakat sehari-hari<br />

                                                        terlihat kerjasama yang erat antara aparat ketiga desa tersebut.<br />

                                                        Solidaritas antara ketiga desa itu juga ditunjukkan ketika dua aparat<br />

                                                        desa lainnya mengancam Polsek Wanareja bila sampai menjadikan<br />
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                                                        Kepala Desa Palugon sebagai tersangka. Padahal, saat itu Kepala<br />

                                                        Desa Palugon hanya diperiksa sebagai saksi. Namun karena persepsi<br />

                                                        negatif mereka terhadap aparat hukum setempat –mereka merasa<br />

                                                        khawatir bila justru Kepala desa itu dijadikan tersangka.<br />

                                                        Yang juga menarik dicatat adalah dinamika politik kepartaian yang<br />

                                                        sudah menjangkau di tingkat Kecamatan. Sebagaimana dipaparkan<br />

                                                        di atas, di Wanareja terdapat Forum Lintas Partai (FLP) yang<br />

                                                        merupakan wadah komunikasi antara aktifis partai-partai politik<br />

                                                        yang ada di kecamatan. Kesadaran politik beberapa anggota FLP<br />

                                                        terbilang maju. Dalam kasus Warnengsih ini misalnya, mereka<br />

                                                        dengan lantang ‘menuntut’ perhatian serius dari wakil-wakil partai<br />

                                                        politik di DPRD Cilacap yang kebetulan berasal dari Wanareja dan<br />

                                                        sekitarnya.<br />

                                                        Analisa<br />

                                                        Bayangkan Bila Anda Punya Waktu 1 Tahun Untuk<br />

                                                        Menggelapkan Uang...<br />

                                                        Awalnya Warnengsih memang sangat beruntung. <strong>Bisa</strong> dibayangkan;<br />

                                                        selama kurun waktu setahun, sejak Desember 2000 sampai<br />

                                                        Desember 2001, tidak ada seorangpun yang melakukan pengawasan<br />

                                                        terhadap pembukuan UPK Wanareja! Bahkan, sejak membuka<br />

                                                        rekening Bank untuk UPK, tidak serupiah pun angsuran kelompok<br />
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                                                        peminjam yang pernah disetorkan oleh bendahara itu ke rekening<br />

                                                        tersebut.<br />

                                                        Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tidakkah PPK mengatur ketat<br />

                                                        mengenai rekening dan pengawasan UPK? Saat berdiskusi<br />

                                                        dengan mantan FK Wanareja, Sri Lestari, ia menyatakan bahwa<br />

                                                        tidak ada yang salah dengan rekening UPK yang hanya<br />

                                                        diatasnamakan oleh Warnengsih karena, “Toh tidak ada ketentuan<br />

                                                        bahwa rekening UPK harus atas nama kolektif...,” ujarnya. Padahal,<br />

                                                        selain tertulis dalam buku Petunjuk Teknis Operasional PPK<br />

                                                        yang tergeletak di meja kerjanya, masih terdapat setidaknya 3<br />

                                                        Memorandum yang diedarkan oleh Pimpinan Project Sekretariat<br />

                                                        PMD-Jakarta dan NMC tentang keharusan KMKab dan FK<br />

                                                        untuk selalu memastikan bahwa rekening UPK dibuka secara<br />

                                                        kolektif dan mensyaratkan adanya 3 spesimen tanda tangan;<br />

                                                        pengurus UPK, FK dan LKMD.<br />

                                                        Selain karena kelemahan supervisi dari konsultan, terutama FK<br />

                                                        Dan KM Kab, sikap “sangat mempercayai” Warnengsih oleh<br />

                                                        sebagian besar pengurus UPK dan petugas kecamatan agak di luar<br />

                                                        kewajaran. Hal ini mengingat bahwa setidaknya sejak paruh<br />

                                                        pertama tahun 2001 telah banyak berhembus isu penggelapan dana<br />

                                                        PPK dari masyarakat yang heran dengan perubahan gaya hidup<br />

                                                        dan sikap boros si bendahara. Terlepas dari supervisi dan sikap<br />

                                                        naif pelaku PPK di kecamatan, kasus ini memperlihatkan bahwa<br />

                                                        untuk kecamatan Wanareja, prinsip keterbukaan masih jauh dari<br />

                                                        yang diharapkan.<br />
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                                                        Dari Musyawarah Antara Desa ke Meja Hijau<br />

                                                        “Ada urusan sini ada urusan sana. Yang penting uang kembali lah. Yang<br />

                                                        lain itu sih urusan yang diatas (pejabat yang berwenang)...”<br />

                                                        -- Warga Desa Palugon<br />

                                                        Semula upaya penyelesaian kasus di luar jalur hukum berjalan dengan<br />

                                                        cukup baik. Hal ini memang sesuai dengan kehendak sebagian besar<br />

                                                        masyarakat yang tercermin dari berbagai musyawarah, baik di tingkat<br />

                                                        kecamatan maupun kabupaten. “Menggunakan jalur hukum” –yang<br />

                                                        dalam pengertian umum di Wanareja adalah melaporkan kasus ini<br />

                                                        kepada Kepolisian, sering pula dilontarkan dalam berbagai<br />

                                                        pembahasan mengenai kasus ini. Namun pada dasarnya Tim-8 dan<br />

                                                        perwakilan masyarakat yang lain tidak menunjukkan kesungguhan<br />

                                                        untuk menggunakan jalur hukum selain sekedar mempertinggi<br />

                                                        tekanan psikologis kepada Warnengsih dan keluarganya untuk bersedia<br />

                                                        bekerjasama. Sebagaimana seringkali diucapkan oleh anggota Tim-8<br />

                                                        bahwa yang penting adalah kembalinya uang tersebut sementara soal<br />

                                                        sanksi hukum, “Biarlah urusan yang di sana...”<br />

                                                        Pada tahap ini partisipasi masyarakat (Musyawarah Khusus Antar<br />

                                                        Desa, investigasi, pembentukan Tim 8, audit) terbilang cukup tinggi.<br />

                                                        Bahkan masalah ini cukup hangat dibicarakan dalam berbagai<br />

                                                        kesempatan pertemuan informal di masyarakat luas. Dari seluruh<br />

                                                        proses ini, sasaran utama adalah kembalinya dana tersebut kepada<br />

                                                        masyarakat. Strategi yang dirancang adalah melalui negosiasi dengan<br />

                                                        pihak Warnengsih agar bersedia menyerahkan asetnya kepada Tim<br />

                                                        8 untuk kemudian dilelang dan uang hasil lelang tersebut<br />

                                                        dikembalikan ke UPK.<br />
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                                                        Selain memancing partisipasi yang cukup tinggi, pada tahap ini upaya<br />

                                                        penyelesaian masalah relatif terkoordinasi. Bila Tim 8 berhasil<br />

                                                        memperluas pelibatan Tim Koordinasi PPK tingkat Kabupaten, FLP<br />

                                                        juga berhasil memperluas tekanan dengan melibatkan Komisi E<br />

                                                        DPRD Cilacap. Lewat sidang Komisi ini, DPRD secara tidak<br />

                                                        langsung mengaitkan penyelesaian kasus ini dengan audit kinerja<br />

                                                        Bupati Cilacap yang kebetulan menjelang waktu pemilihan. Bupati<br />

                                                        yang sedang menjabat saat itu, tentu saja berkepentingan untuk<br />

                                                        mendapat penilaian kinerja yang baik oleh anggota DPRD bila ia<br />

                                                        ingin terpilih kembali. Sayangnya, tekanan dari pihak Bank Dunia<br />

                                                        agar sebelum proses penyelesaian selesai Pemda bersedia mengganti<br />

                                                        dana yang hilang itu dengan anggaran pemerintah, ditolak oleh<br />

                                                        Pemda setempat.<br />

                                                        Apakah Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tidak Penting Buat<br />

                                                        Masyarakat?<br />

                                                        Target pokok dari seluruh proses penyelesaian di masyarakat ini<br />

                                                        adalah kembalinya dana yang telah diselewengkan oleh Warnengsih.<br />

                                                        Sementara mengenai perlunya sanksi pidana bagi bendahara itu<br />

                                                        hampir tidak pernah dibicarakan di tingkat masyarakat.<br />

                                                        Mengapa? Pertama-tama, jatuhnya sanksi pidana membutuhkan<br />

                                                        proses hukum. Padahal, sebagaimana akan diuraikan berikutnya,<br />

                                                        masyarakat merasa “enggan” berurusan dengan hukum.<br />

                                                        Kemungkinan lain adalah tidak adanya jaminan bahwa penistaan<br />

                                                        akibat jatuhnya sanksi pidana terhadap pelaku tindakan pidana<br />

                                                        benar-benar berdampak penjeraan (kapok). Pada kebanyakan kasus,<br />
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                                                        justru orang-orang yang pernah dikenai sanksi pidana (penjara)<br />

                                                        adalah calon potensial pelakui kejahatan begitu ia keluar dari<br />

                                                        Lembaga Pemasyarakatan.<br />

                                                        Sayang, Upaya Penyelesaian Masyarakat itu Gugur Sebelum<br />

                                                        Berbuah...<br />

                                                        Meski Warnengsih dan keluarganya sampai tanggal 14 Maret 2002<br />

                                                        masih menunjukkan kesediaan untuk menggunakan penyelesaian<br />

                                                        informal, namun tanggal 5 Februari FLP sudah melaporkan kasus<br />

                                                        ini ke Polsek Wanareja. Sementara pihak warga masyarakat yang<br />

                                                        diwakili oleh Desa Palugon mengikuti tindakan tersebut pada tanggal<br />

                                                        20 Februari 2002.<br />

                                                        Mengapa? Koordinator FLP menyatakan bahwa alasan utama ia<br />

                                                        melaporkan kasus itu segera bukan karena mengendurnya itikad<br />

                                                        Warnengsih menyerahkan aset kepada Tim-8 melainkan untuk<br />

                                                        “menjaga” nama baiknya dari fitnah yang mulai berkembang.<br />

                                                        Diceritakan bahwa sejak terlibat dalam kasus ini, Ia acap kali<br />

                                                        melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak termasuk Pak<br />

                                                        Camat. Namun mulai muncul selentingan dari anggota FLP yang<br />

                                                        lain bahwa ia “ada main” dengan Pak Camat untuk mengambil<br />

                                                        keuntungan dari kasus Warnengsih ini. Tidak tahan dengan fitnah<br />

                                                        tersebut, ia segera mem-”formal” kan penyelesaian dengan<br />

                                                        menyerahkan kasus pada Polsek Wanareja. Kemungkinan lain adalah<br />

                                                        karena Pemda Cilacap tidak dapat memenuhi janjinya untuk<br />

                                                        menuntaskan kasus yang dijanjikan pada tanggal 5 Februari tersebut.<br />

                                                        Sementara latar belakang aparat desa Palugon yang melaporkan<br />
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                                                        kasus ini dua minggu kemudian karena dorongan dari barefoot lawyer<br />

                                                        yang memang sejak semula merasa ragu akan keberhasilan upaya<br />

                                                        informal yang ditempuh oleh Tim 8.<br />

                                                        Tapi Warnengsih masih tetap menunjukkan keinginan untuk<br />

                                                        meneruskan negosiasi dengan Tim 8. Upaya informal betul-betul<br />

                                                        berhenti saat pihak keluarga Warnengsih pada minggu ke-3 Maret<br />

                                                        tiba-tiba menolak kedatangan anggota Tim 8 dengan alasan, “Kami<br />

                                                        tidak mau berurusan lagi. Silakan bicarakan kasus ini dengan pengacara<br />

                                                        yang sudah kami tunjuk!” Ada cerita menarik dibalik keputusan<br />

                                                        keluarga Warnengsih untuk menggunakan jasa pengacara –yang<br />

                                                        berarti menghentikan upaya informal. Tindakan ini ternyata<br />

                                                        diprovokasi oleh salah satu anggota FLP sendiri. Dengan alasan<br />

                                                        untuk melindungiWarnengsih dari maksud jahat pihak Kecamatan<br />

                                                        dan FLP, anggota FLP ini lantas menghubungkan Warnengsih dengan<br />

                                                        seorang pengacara yang berkantor di kecamatan tetangga mereka,<br />

                                                        Majenang. Belakangan baru terungkap bahwa motif utama anggota<br />

                                                        FLP tersebut justru untuk mendapat keuntungan dari<br />

                                                        “memperdagangkan” kasus ini kepada rekan pengacara tersebut!<br />

                                                        Box: Mengapa Proses Hukum Diikuti Oleh Menurunnya<br />

                                                        Partisipasi Masyarakat?<br />

                                                        “Kami perlu pendidikan hukum biar tidak terperangkap oleh hukum,<br />

                                                        sehingga kami bisa hati-hati dimasa-masa mendatang”<br />

                                                        -- Seorang anggota kelompok simpan pinjam Desa Palugon<br />
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                                                        Partisipasi masyarakat menurun seiring dengan mulai<br />

                                                        berjalannya proses hukum. Perbincangan tentang kasus ini<br />

                                                        semakin berkurang seiring dengan semakin sedikitnya<br />

                                                        informasi baru yang bisa diakses oleh masyarakat. Bahkan<br />

                                                        dalam Musyawarah Antar Desa berikutnya perwakilan desa<br />

                                                        tidak terlalu tertarik untuk membahas perkembangan<br />

                                                        terakhir dari masalah ini. Dampak yang sangat kentara<br />

                                                        ketika dalam kunjungan Tim Justice berikutnya, hampir<br />

                                                        tidak ada seorangpun yang mengetahui sampai informasi<br />

                                                        terakhir penangan kasus ini. Penjelasan atas fenomena ini<br />

                                                        antara lain:<br />

                                                        Pertama, jawaban yang umum didengar, terutama dari kalangan<br />

                                                        elit masyarakat, terdapat anggapan bahwa urusan hukum adalah<br />

                                                        “wewenang orang yang di atas” –artinya aparat hukum dan<br />

                                                        pemerintah. Melakukan pemantauan terlihat lebih sebagai<br />

                                                        campur tangan terhadap proses hukum. Padahal bagi mereka,<br />

                                                        “Orang desa ini tidak tahu hukum.”<br />

                                                        Kedua, persepsi masyarakat atas proses hukum adalah sesuatu<br />

                                                        yang rumit dan “tidak sembarangan” –dibutuhkan dasar pijakan<br />

                                                        hukum yang kuat ketika seseorang ingin berurusan dengan<br />

                                                        hukum. Bagi mereka, bila pun dibutuhkan partisipasi semisal<br />

                                                        pemantauan selama proses hukum berlangsung, disyaratkan<br />

                                                        adanya seorang yang sangat menguasai ilmu hukum untuk<br />

                                                        mendampingi mereka agar jangan “terperangkap” dan justru<br />

                                                        menjadi korban (tersangka).<br />
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                                                        Ketiga, tidak sekedar merasa “tidak tahu hukum”. Menurunnya<br />

                                                        partisipasi mempunyai akar penyebab yang lebih dalam, yaitu<br />

                                                        persepsi bahwa hukum mudah untuk dimanipulasi dimana<br />

                                                        seorang saksi, misalnya, bisa dirubah menjadi tersangka.<br />

                                                        Hukum terlihat lebih sebagai ancaman daripada alat untuk<br />

                                                        melindungi hak-hak masyarakat. Sebagai contoh, saat Kepala<br />

                                                        Desa Palugon dipanggil sebagai saksi oleh Kepolisian, warga<br />

                                                        desa tersebut dan dua desa tetangga lainnya serta merta<br />

                                                        berembug dan bersepakat bahwa mereka akan menyerang<br />

                                                        kantor polisi bila sampai Kepala Desa Palugon dijadikan sebagai<br />

                                                        tersangka. Faktor yang mendorong mereka melakukan hal itu<br />

                                                        karena sudah lazim dalam pemahaman masyarakat awam<br />

                                                        bahwa hukum mudah dimanipulasi dan dipermainkan untuk<br />

                                                        kemudian merugikan pihak yang lemah, “Saya nggak punya uang.<br />

                                                        Tapi Warnengsih punya 257 juta. Dia juga punya pengacara. Jadi kita<br />

                                                        takut melaporkan dia, salah-salah nanti saya yang jadi tersangka,”<br />

                                                        kata Kepala Desa Palugon. Sedemikian takutnya masyarakat<br />

                                                        untuk bersentuhan dengan urusan hukum sampai-sampai ada<br />

                                                        sebuah peristiwa di mana salah seorang warga desa mengaku<br />

                                                        nyaris “ngompol” saat diperiksa sebagai saksi.<br />

                                                        Begitu pula dalam diskusi bersama anggota kelompok di tingkat<br />

                                                        desa mengenai kebutuhan akan program bantuan hukum.<br />

                                                        Seorang peserta menyatakan bahwa pendidikan hukum pada<br />

                                                        masyarakat sangat diperlukan –bukan sebagai bekal untuk<br />

                                                        melindungi hak atau upaya penyelesaian sengketa antara<br />

                                                        warga, namun agar, “kami tidak terperangkap oleh hukum!”<br />
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                                                        Seorang peserta menyatakan bahwa pendidikan hukum<br />

                                                        memang sangat diperlukan. Ia tidak mengatakan pentingnya<br />

                                                        pendidikan hukum untuk melindungi hak-hak warga<br />

                                                        masyarakat atau menyelesaikan sengketa yang muncul antar<br />

                                                        warga masyarakat melainkan agar tidak terperangkap atau<br />

                                                        dimanipulasi oleh hukum. Dengan penjelasan yang manapun<br />

                                                        dari ketiga uraian di atas, jelas sulit mengharapkan partisipasi<br />

                                                        warga masyarakat untuk mengontrol jalannya sebuah kasus<br />

                                                        hukum –bahkan dalam kasus korupsi yang jelas-jelas merugikan<br />

                                                        kepentingan ekonomi mereka.<br />

                                                        Jaksa & Majelis Hakim: Lewat Mereka Akhirnya <strong>Keadilan</strong> Itu<br />

                                                        Terwujud<br />

                                                        “Saya kira (berlangsungnya) persidangan ini lebih penting daripada sekedar<br />

                                                        kembalinya uang kami. Sudah saatnya kita melihat keadilan ditegakkan...”<br />

                                                        -- Kepala Desa Palugon<br />

                                                        Betapapun proses hukum menakutkan, masyarakat Wanareja cukup<br />

                                                        beruntung karena lembaga hukumnya bekerja dengan baik dan cepat<br />

                                                        dalam menangani kasus ini: Jaksa Penuntut Umum yang memiliki<br />

                                                        integritas dan bekerja dengan cepat serta dilanjutkan dengan<br />

                                                        Majelis Hakim yang bersemangat mewujudkan peradilan yang<br />

                                                        cepat. Jaksa Penuntut Umum, hanya membutuhkan waktu 1<br />

                                                        bulan untuk menyelesaikan persiapan penuntutannya.<br />
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                                                        Sebelumnya, ia juga aktif melakukan dialog dengan Kepolisian<br />

                                                        untuk melengkapi penyelidikan mereka. Bila proses pembuatan<br />

                                                        draft rencana tuntutan sering dipakai oleh Jaksa untuk<br />

                                                        “bernegosiasi” dengan terdakwa, Jaksa dalam kasus ini bahkan<br />

                                                        merelakan waktu cutinya dipakai untuk merumuskan draft rencana<br />

                                                        tuntutan (rentut) kasus ini. Integritasnya kembali ditunjukkan<br />

                                                        dengan segera memajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi<br />

                                                        Semarang hanya dalam waktu 3 hari setelah keputusan Majelis<br />

                                                        Hakim di PN Cilacap dibacakan –peristiwa yang mungkin baru pertama<br />

                                                        kali terjadi dalam sejarah kasus korupsi di Indonesia. Sementara itu<br />

                                                        proses di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri Cilacap maupun<br />

                                                        Pengadilan Tinggi Semarang, berjalan relatif cepat. Majelis Hakim<br />

                                                        PN Cilacap berinisiatif menjadwalkan sidang 2 kali seminggu. PT<br />

                                                        Semarang menuntaskan pengajuan banding hanya selama 2 bulan.<br />

                                                        Sehingga, mengingat kompleksitasnya persidangan korupsi, baik<br />

                                                        dari jumlah saksi dan pembuktian, dapat dikatakan pengadilan<br />

                                                        mencatat kinerja yang sangat baik dalam kasus ini.<br />

                                                        Apa yang menjadi faktor pendorong baiknya kinerja aparat hukum<br />

                                                        dalam kasus ini?<br />

                                                        Sebenarnya kinerja Kejaksaan dan Pengadilan Cilacap memang<br />

                                                        dikenal cukup baik tidak hanya dalam kasus ini semata. Menurut<br />

                                                        keterangan pengacara Warnengsih dan beberapa sumber lainnya,<br />

                                                        Jaksa sudah dikenal integritas dan keseriusannya dalam menangani<br />

                                                        setiap kasus. Sementara PN Cilacap juga diakui memegang teguh<br />

                                                        prinsip beracara dengan cepat. Tapi beberapa penjelasan tentang<br />

                                                        baiknya kinerja aparat hukum yang menangani kasus ini dapat<br />

                                                        disebutkan antara lain:<br />
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                                                        Pertama, frekuensi peliputan media massa, terutama koran Suara<br />

                                                        Merdeka di Jawa Tengah, cukup tinggi. Meski pada awalnya peliputan<br />

                                                        koran lebih mengedepankan isu perselingkuhan Warnengsih dan<br />

                                                        Sekretaris Kecamatan Wanareja serta berita-berita berbau mistik<br />

                                                        (“Jimat Warnengsih Berhamburan”), namun hampir setiap tahap proses<br />

                                                        penyelesaian kasus ini sejak upaya masyarakat sampai keputusan<br />

                                                        hakim terus mendapat peliputan. Dalam berbagai pemberitaan<br />

                                                        tersebut, terdapat pesan yang jelas bahwa keberhasilan penyelesaian<br />

                                                        kasus ini akan sangat menentukan kepercayaan pemerintah pusat dan<br />

                                                        lembaga internasional terhadap Kabupaten Cilacap.<br />

                                                        Kedua, sejak awal ada banyak lembaga, baik milik masyarakat<br />

                                                        maupun pemerintah, yang terlibat dalam upaya penyelesaian<br />

                                                        masalah: rapat-rapat Pemda Cilacap, sidang di DPRD, Musyawarah<br />

                                                        Antar Desa, rapat Kecamatan dan Forum Lintas Partai. Pesan yang<br />

                                                        selalu diulang dalam kebanyakan momen tersebut juga menyangkut<br />

                                                        nama baik dan kepercayaan pemerintah pusat dan lembaga<br />

                                                        internasional terhadap Kabupaten Cilacap. Faktor pertama dan<br />

                                                        kedua ini berdampak sebagai berikut:<br />

                                                        a. Tingkat keseriusan dan semangat penyelesaian di antara berbagai<br />

                                                        lembaga pemerintah dan jajaran aparat hukum Cilacap relatif<br />

                                                        sama. Ada semacam dorongan untuk ikut “menjaga nama baik”<br />

                                                        kabupaten Cilacap;<br />

                                                        b. Sosialiasi yang sangat luas atas kasus ini agaknya membuat<br />

                                                        persepsi di jajaran aparat hukum dan pemerintah bahwa mereka<br />

                                                        diawasi oleh masyarakat luas. Dalam situasi demikian,<br />

                                                        ketidakseriusan akan dengan sangat mudah memancing ledakan<br />

                                                        ketidakpuasan dan amarah warga masyarakat.<br />
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                                                        Selain itu, di tingkat PN Cilacap, faktor lain yang ikut mendorong<br />

                                                        adalah munculnya kepatuhan jajaran hakim di PN tersebut atas<br />

                                                        Surat Edaran Mahkamah Agung yang menginstruksikan PN di<br />

                                                        seluruh kabupaten di Indonesia agar menyelesaikan suatu kasus<br />

                                                        paling lambat 6 bulan sejak didaftarkan. Bila terpaksa<br />

                                                        memperpanjang masa persidangan, Majelis Hakim diwajibkan<br />

                                                        untuk membuat pemberitahuan tertulis ke Pengadilan Tinggi<br />

                                                        yang memuat alasan perpanjangan masa sidang tersebut. Menurut<br />

                                                        Majelis hakim kasus ini, “Bila terlalu sering meminta<br />

                                                        perpanjangan, hal itu akan menurunkan performance kerja kami<br />

                                                        di mata atasan.”<br />

                                                        Namun kerja keras aparat hukum di atas belum berarti bahwa proses<br />

                                                        menghantar keadilan telah tuntas ditunaikan. Masyarakat, yang<br />

                                                        memang sejak semula tidak terlalu perduli dengan sanksi hukum<br />

                                                        terhadap Warnengsih, sangat mengharapkan kembalinya dana yang<br />

                                                        dikorupsi tersebut ke masyarakat. Tapi nampaknya proses itu masih<br />

                                                        akan rumit dan, sebagaimana diterangkan oleh Jaksa, masih akan<br />

                                                        membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dimulai dari pengusutan<br />

                                                        kembali aset-aset yang “sah” sebagai milik Warnengsih untuk<br />

                                                        kemudian dilakukan pelelangan. Uang hasil dari pelelangan tersebut,<br />

                                                        sesuai dengan keputusan hakim, kemudian akan disetorkan ke Kas<br />

                                                        Negara. Sementara itu, pengaturan mengenai proses pengembalian<br />

                                                        dana tersebut dari kas negara ke masyarakat korban korupsi masih<br />

                                                        jauh dari jelas. Dan itu bisa berarti membutuhkan waktu yang sangat<br />

                                                        lama. Masalah ini sebetulnya bisa sedikit teratasi bila hakim<br />

                                                        memenuhi tuntutan jaksa agar dana ganti rugi tersebut “langsung<br />

                                                        dikembalikan ke kas UPK Wanareja”.<br />
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                                                        Hati-hati di-”Warnengsih”-kan!<br />

                                                        Meskipun terdapat perbedaan derajat kepuasan pihak-pihak di<br />

                                                        Wanareja atas putusan akhir kasus ini, namun secara garis besar<br />

                                                        ada semacam pengakuan bahwa lembaga hukum pada akhirnya bisa<br />

                                                        bekerja. Sayangnya, sebagai akibat dari menurunnya partisipasi<br />

                                                        warga masyarakat sejak berlangsungnya proses hukum, informasi<br />

                                                        dan perkembangan atas kasus ini hanya dapat diserap oleh segelintir<br />

                                                        orang di tingkat kecamatan saja. Dari sedikit orang yang mendapat<br />

                                                        informasi itu memang terlihat adanya perubahan persepsi terhadap<br />

                                                        lembaga hukum dan terutama perlunya berhati-hati dengan program<br />

                                                        bantuan pemerintah. Sampul buku laporan UPK Wanareja terbaru,<br />

                                                        mislnya, menggambarkan tangan yang terikat dengan b<strong>org</strong>ol dan<br />

                                                        ditambahi kalimat, “Mau Curang? Awas Dipenjarakan!” Selain itu,<br />

                                                        dalam percakapan sehari-hari sering terdengar kalimat, “Wah mau<br />

                                                        main-main uang ya? Hati-hati di-”Warnengsih”-kan!”<br />
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                                                        Kesimpulan<br />

                                                        Tidak berbeda dengan kasus korupsi lainnya, latar belakang<br />

                                                        terjadinya tindakan korupsi kali ini adalah sikap abai terhadap<br />

                                                        prinsip transparansi dan besandar pada situasi “saling percaya”<br />

                                                        antar pelaku program. Perlu ditekankan bahwa sikap percaya<br />

                                                        antar aktor berulangkali terbukti tidak dapat diandalkan untuk<br />

                                                        menjaga sebuah program terhindar dari penyimpangan. Karena<br />

                                                        itu, sebagaimana ditekankan dalam PPK, pengelolaan kegiatan<br />

                                                        publik haruslah mengandaikan adanya proses akuntabilitas yang<br />

                                                        melibatkan sebanyak “mata” yang akan memantau.<br />

                                                        Anehnya, rasa saling percaya itu justru hilang pada saat begitu<br />

                                                        dibutuhkan. Pada situasi genting menjelang tercapainya<br />

                                                        kesepakatan antara Tim 8 yang mewakili masyarakat dengan<br />

                                                        Warnengsih, justru rasa saling percaya antara tokoh masyarakat<br />

                                                        menipis sehingga mencuatlah berbagai rumor bahwa sebagian<br />

                                                        pihak berencana mengambil keuntungan pribadi dari<br />

                                                        penyelesaian kasus ini. Atas dasar itulah akhirnya Koordinator<br />

                                                        FLP, misalnya, mem-formal kan kasus ini dengan melaporkan<br />

                                                        secara resmi ke Polsek Wanareja. Ia mengaku gerah dengan<br />

                                                        tudingan bahwa pertemuannya dengan Camat untuk membahas<br />

                                                        kasus ini dianggap sebagai “ada main” untuk memperoleh<br />

                                                        keuntungan pribadi. Laporan tersebut, yang kemudian disusul<br />

                                                        dengan laporan serupa dari aparat desa Palugon beberapa saat<br />

                                                        kemudian, mungkin sekali menjadi faktor yang mendorong<br />

                                                        Warnengsih akhirnya memilih jalur hukum yang dimulainya<br />

                                                        dengan menyewa pengacara.<br />
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                                                        Untungnya proses hukum berjalan dengan baik. Meskipun ada<br />

                                                        beberapa laporan negatif ketika proses di kepolisian, namun<br />

                                                        penuntutan dan persidangan berjalan relatif cepat dengan<br />

                                                        keputusan yang memuaskan. Justru pesimisme mulai muncul<br />

                                                        di ujung tahap proses hukum: pelaksanaan eksekusi. Bila<br />

                                                        pelaksanaan pidana penjara relatif mudah, namun<br />

                                                        pengembalian dana korupsi tersebut ke masyarakat belumlah<br />

                                                        terlalu jelas prosedur dan perkiraan waktunya.<br />

                                                        Betapapun, kasus ini merupakan catatan keberhasilan, baik<br />

                                                        bagi PPK maupun bagi kinerja aparat hukum di wilayah Cilacap,<br />

                                                        Jawa Tengah. Bagi PPK, partisipasi masyarakat –setidaknya<br />

                                                        selama tahap informal, merupakan indikasi berhasilnya upaya<br />

                                                        mempertinggi partisipasi masyarakat tidak hanya<br />

                                                        merencanakan dan melaksanakan kegiatan sendiri, tapi juga<br />

                                                        untuk mencoba menyelesaikan masalah yang menyangkut<br />

                                                        kepentingan bersama. Tentu saja sambil berharap bahwa contoh<br />

                                                        baik dari aparat hukum dalam kasus ini bisa menular di wilayah<br />

                                                        lain di Indonesia, lembaga-lembaga masyarakat desa seperti<br />

                                                        Tim 8 dan FLP perlu didorong kemunculannya dan dipelihara<br />

                                                        keberadaannya.<br />
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                                                        Skandal di Pinggir Kota.<br />

                                                        <strong>Keadilan</strong> di Kota<br />

                                                        Studi Kasus Semarang & Demak<br />

                                                        Ringkasan<br />

                                                        Studi kasus yang dilaksanakan di Semarang dan Demak<br />

                                                        menggambarkan dua metoda penyelesaian yang sangat berbeda<br />

                                                        atas kasus korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan<br />

                                                        perkotaan. Akar dari kedua masalah ini sama, yakni<br />

                                                        penyalahgunaan dana P2KP oleh para anggota BKM, dengan<br />

                                                        kisaran jumlah dana yang sama – untuk kepentingan pribadi<br />

                                                        mereka sendiri. Sementara terjadi stagnasi di satu kasus, tanpa<br />

                                                        ada pihak yang bertanggung jawab menindaklanjuti kasus<br />

                                                        tersebut, kasus lain ditangani secara lebih serius oleh sebuah<br />

                                                        jaringan yang terdiri dari para aktor berwawasan reformasi, yang<br />

                                                        dibantu oleh fasilitator kelurahan, untuk mencari penyelesaian<br />

                                                        kasus di luar pengadilan.<br />
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                                                        Di Rowosari, di pinggir kota Semarang, Fasilitator Proyek<br />

                                                        melarikan diri dengan membawa uang sebesar Rp 100 juta,<br />

                                                        namun ia diyakini bekerja sama dengan sekurang-kurangnya<br />

                                                        seorang petugas BKM yang terkait dengan preman lokal.<br />

                                                        Dikarenakan kekuatan yang tidak seimbang dan kurangnya<br />

                                                        sosialisasi proyek ini, maka hanya ada sedikit inisiatif dari<br />

                                                        segelintir masyarakat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat<br />

                                                        kasus korupsi ini akhirnya dilaporkan ke pihak Kepolisian,<br />

                                                        respon yang diperoleh tidak memuaskan. Sebagian anggota<br />

                                                        masyarakat mencurigai adanya suap. Oleh karenanya, kasus<br />

                                                        ini macet dan prospek penyelesaiannya tidak dapat diharapkan.<br />

                                                        Sebaliknya, kasus di Demak, di lingkungan perkotaan Bintoro<br />

                                                        yang dinamis, dapat dijadikan contoh yang baik bagi<br />

                                                        penyelesaian kasus korupsi yang dipelopori masyarakat. Waktu<br />

                                                        seorang anggota masyarakat mencurigai adanya tindak korupsi,<br />

                                                        ia segera menemui Fasilitator Kelurahan di daerah tersebut<br />

                                                        untuk meminta bantuan - dimana mereka berdua kemudian<br />

                                                        menyebarkan informasi tentang kasus tersebut ke masyarakat,<br />

                                                        serta menggerakkan satu tim dari masyarakat berwawasan<br />

                                                        reformasi agar mendesak dilakukannya penyelesaian secara<br />

                                                        informal. Strategi mereka untuk memperoleh kembali dana<br />

                                                        tersebut melibatkan berbagai sistem pendekatan, antara laín<br />

                                                        penyebaran informasi, pemilihan beberapa tokoh dari<br />

                                                        masyarakat, meminta dukungan dari pemerintah daerah,<br />

                                                        menjaga peliputan media massa, serta memberi ancaman sanksi<br />

                                                        hukum. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari sistem<br />

                                                        pendekatan berbagai aspek yang inovatif ini.<br />
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                                                        Cara berbeda yang diterapkan kedua masyarakat di atas, dalam<br />

                                                        menghadapi masalah yang sama menunjukkan adanya<br />

                                                        perbedaan dinamika sosial di Indonesia. Perbedaan ini secara<br />

                                                        khusus memperlihatkan berbagai tingkat kapasitas masyarakat<br />

                                                        dan akuntabilitas pemerintah dalam memberantas korupsi serta<br />

                                                        investasi dalam pengembangan masyarakat baik jangka pendek<br />

                                                        maupun jangka panjang.<br />

                                                        Kasus Pertama: ROWOSARI<br />

                                                        Dinamika Kehidupan Desa<br />

                                                        Meskipun Kelurahan Rowosari berada di wilayah P2KP, namun secara<br />

                                                        jelas kelurahan ini dianggap lebih merupakan areal pedesaan tinimbang<br />

                                                        perkotaan. Kelurahan yang terbentang di bawah kaki bukit di luar<br />

                                                        kota Semarang dan dikelilingi sawah serta ladang tembakau ini hanya<br />

                                                        dapat diakses dengan menggunakan perahu sebelum dilakukannya<br />

                                                        pembangunan jalan di tahun 2000. Rowosari adalah kelurahan yang<br />

                                                        sangat miskin. Sebagian besar rumah penduduk terdiri dari gubuk<br />
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                                                        kayu dan bambu. Rumah beton yang lebih kokoh hanya berdiri<br />

                                                        beberapa menyelingi rumah-rumah tersebut.<br />

                                                        Di tahun 70-an, Rowosari memiliki reputasi buruk sebagai tempat<br />

                                                        tinggal para preman yang melakukan kegiatan kriminal di Semarang<br />

                                                        dan sekitarnya. Namun anehnya, Rowosari juga merupakan daerah<br />

                                                        tinggal alim ulama dan di sana sering diadakan pertemuanpertemuan<br />

                                                        keagamaan. Kelompok masyarakat ini terbagi secara<br />

                                                        terpisah, satu di bagian utara dan satunya di bagian selatan<br />

                                                        kelurahan, sehingga tidaklah mengherankan bila antar mereka tidak<br />

                                                        bergaul dengan baik. Hal ini membuat suasana Rowosari menjadi<br />

                                                        tegang. Menurut lurah yang baru, masyarakat di sana sangat “keras”<br />

                                                        dan mudah terlibat dalam tindak kekerasan, dibandingkan<br />

                                                        melakukan diskusi sebagai sarana untuk memecahkan masalah.<br />

                                                        Kronologi<br />

                                                        Waktu proyek P2KP dimulai di akhir tahun 1999, Rowosari menerima<br />

                                                        alokasi dana sebesar Rp 250 juta yang dibagi dalam tiga kali pencairan.<br />

                                                        Dana tersebut akan disalurkan sebagai kredit guna menyediakan modal<br />

                                                        bagi anggota masyarakat yang miskin. Selama masa pencairan kedua<br />

                                                        di bulan September 2000, Fasilitator Kelurahan (Faskel), bekerja sama<br />

                                                        dengan beberapa petugas BKM, mencairkan dana sebesar Rp 100 juta<br />

                                                        dari rekening bersama di sebuah bank lokal, tanpa sepengetahuan dan<br />

                                                        persetujuan Area Manager P2KP di Semarang. Modus operandi ini<br />

                                                        sangat sederhana, yakni dengan memalsukan tanda tangan area manager<br />
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                                                        dan stempel resmi untuk mengesahkan pencairan dana tersebut. Faskel<br />

                                                        tersebut melarikan diri segera setelah mengeluarkan dana tersebut. Sejak<br />

                                                        saat itu, ia tidak pernah terlihat lagi di daerah tersebut.<br />

                                                        Kasus ini terbongkar saat BKM dari kelurahan tetangga menanyakan<br />

                                                        kepada area manager, mengapa Rowosari menerima dana lebih awal<br />

                                                        dari kelurahan-kelurahan lain. Beberapa orang penerima P2KP di<br />

                                                        Rowosari juga mulai bertanya-tanya mengapa pencairan dana tahap<br />

                                                        kedua untuk kelompok-kelompok mikro kredit mereka belum<br />

                                                        dicairkan juga. Berita tentang kecurangan ini pun tersebar di segelintir<br />

                                                        anggota masyarakat yang sebenarnya tahu tentang proyek tersebut.<br />

                                                        Beberapa bulan kemudian, beberapa anggota masyarakat ini, yaitu<br />

                                                        sekretaris dan para fasilitator BKM mencoba menyelesaikan masalah<br />

                                                        ini secara informal, tanpa melibatkan proses pengadilan. Mereka<br />

                                                        melakukan beberapa investigasi awal untuk menentukan apa yang<br />

                                                        telah terjadi. Sebagai contoh, pada bulan November, area manager<br />

                                                        terkait mengunjungi bank lokal tersebut untuk meminta penjelasan<br />

                                                        bagaimana dana tersebut dicairkan. Mereka juga mencari faskel yang<br />

                                                        menghilang tersebut namun tidak berhasil.<br />

                                                        Pada bulan Desember, kepala BKM Basori pun menjadi orang yang<br />

                                                        dicurigai. Namun ia menolak mengakui keterlibatannya dalam tindak<br />

                                                        pencurian tersebut. Anehnya, ia menyatakan keinginannya untuk<br />

                                                        membayar kembali 50% dari jumlah dana yang hilang tersebut. Area<br />

                                                        manager dan PJOK memutuskan untuk menganggap hal ini sebagai<br />

                                                        masalah utang pribadi diantara Basori dengan BKM, daripada sebagai<br />

                                                        masalah penggelapan uang atau korupsi. Masih di bulan Desember,<br />

                                                        bahkan area manager tersebut menemui seorang notaris untuk<br />

                                                        membuat akte perjanjian dengan maksud tujuan tersebut. Namun<br />

                                                        sayangnya perjanjian tersebut tidak pernah ditandatangani, karena<br />

                                                        143

                                                    

                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        tidak ada pihak yang mau memberikan tanda tangan atas nama<br />

                                                        kelurahan. Lurah sendiri menolak menandatangani akte perjanjian<br />

                                                        ini karena ia tidak ingin terlibat secara hukum; setelah itu tidak ada<br />

                                                        orang lain yang diminta untuk memberikan tanda tangannya.<br />

                                                        Basori berjanji akan membayar kembali dana tersebut dalam waktu<br />

                                                        satu bulan. Namun setelah batas waktu berakhir, ia meninggalkan<br />

                                                        kelurahan tersebut untuk tinggal di kelurahan lain di dekat Cilacap,<br />

                                                        Jawa Tengah. Walaupun Basori tidak lagi tinggal di Rowosari, namun<br />

                                                        ia terlihat kembali ke kelurahan tersebut setiap minggu untuk<br />

                                                        mengunjungi keluarga dan teman-temannya dan bahkan mengadakan<br />

                                                        bisnis di sana. Bahkan Lurah sendiri mengunjungi Basori secara<br />

                                                        teratur. Kebebasan dari tanggung jawab hukum (impunitas) yang ia<br />

                                                        nikmati ini merupakan salah satu dari aspek yang paling<br />

                                                        membingungkan dari kasus ini – ini merupakan salah satu hal yang<br />

                                                        akan diselidiki lebih jauh di bawah.<br />

                                                        Dan sekali lagi sebagai upaya terakhir ...<br />

                                                        Setelah beberapa bulan tidak melakukan kegiatan, area manager<br />

                                                        tersebut akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi, sesuai rekomendasi<br />

                                                        dari misi pengawas Bank Dunia. Hampir dua tahun kemudian, di<br />

                                                        saat kunjungan kami yang kedua di bulan April 2003, masih belum<br />

                                                        ada perubahan. Masyarakat menolak menandatangani laporan ke<br />

                                                        Polisi, tampaknya karena tidak ada koordinasi di antara mereka<br />

                                                        untuk memutuskan apakah ini merupakan tindakan yang tepat atau<br />

                                                        bukan. Polisi belum menyelidiki kasus ini secara serius – mereka<br />

                                                        tidak punya saksi, tidak ada tersangka, dan tidak ada dokumen<br />
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                                                        pengeluaran palsu. Memang pada waktu kami menanyakan hal ini<br />

                                                        kepada Polisi di saat kunjungan kami yang kedua, mereka berbohong<br />

                                                        tentang status investigasi.<br />

                                                        BAPPEDA dan fasilitator-fasilitator proyek yang lain mengatakan<br />

                                                        bahwa mereka sedang <strong>menunggu</strong> hasil investigasi polisi yang tidak<br />

                                                        pernah ada, namun tanpa akuntabilitas internal dari pihak kepolisian<br />

                                                        maupun tekanan eksternal dari pihak manapun, maka penantian<br />

                                                        mereka akan sia-sia.<br />

                                                        Proses Penyelesaian<br />

                                                        Hanya sedikit atau bahkan tidak ada upaya untuk menyelesaikan kasus<br />

                                                        ini<br />

                                                        ... Menurut Masyarakat<br />

                                                        Selain pencarian awal terhadap fasilitator yang hilang tersebut, tidak<br />

                                                        ada upaya nyata lain yang dilakukan oleh masyarakat luas untuk<br />

                                                        menyelesaikan kasus ini. Setelah adanya rekomendasi dari Bank<br />

                                                        Dunia, kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh area manager,<br />

                                                        dan bukan oleh masyarakat. Faktor pertama yang mempengaruhi<br />

                                                        kurangnya motivasi masyarakat adalah masalah biasa dalam kasuskasus<br />

                                                        PPK dan P2KP yaitu kurangnya sosialisasi tentang proyek<br />

                                                        ini. Hanya segelintir orang yang tahu tentang proyek ini, apalagi tentang<br />

                                                        masalah yang terkait dengan pencairan dana kedua. Bahkan kantor<br />
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                                                        kelurahan tidak begitu mengetahui tentang proyek ini dan bagaimana<br />

                                                        pelaksanaannya. Suroso, kepala LKMD (Lembaga Kesejahteraan<br />

                                                        Masyarakat Desa) yaitu lembaga yang biasanya mengelola dana<br />

                                                        pembangunan – mengatakan “Uang ini milik Bank Dunia, bukan milik<br />

                                                        kita, bukan milik masyarakat.” Suroso kemudian melanjutkan bahwa<br />

                                                        oleh karena itu, masyarakat seharusnya menjaga dana tersebut –<br />

                                                        namun pernyataan-pernyataan seperti ini sering terdengar di lapangan<br />

                                                        untuk menunjukkan buruknya sosialisasi tentang proyek ini karena<br />

                                                        masyarakat seharusnya merasa bahwa uang tersebut adalah milik<br />

                                                        mereka yang harus dikelola dengan baik. Akibat kurangnya<br />

                                                        pemahaman atau rasa ikut memiliki proyek ini, masyarakat tidak punya<br />

                                                        kemauan untuk menyelesaikan kasus ini. Anak Suroso, Ali, bekerja<br />

                                                        sebagai seorang kader masyarakat, yang membantu faskel tersebut<br />

                                                        memberi penyuluhan kepada masyarakat. Ia berpendapat Parman<br />

                                                        mungkin sengaja tidak mensosialisasikan proyek ini secara efektif. Ia<br />

                                                        menambahkan bahwa Parman hanya memberi sedikit informasi<br />

                                                        tentang proyek tersebut, padahal teman-temannya di kelurahankelurahan<br />

                                                        lain lebih banyak mengetahui tentang proyek ini.<br />

                                                        Faktor kedua yang menghalangi penyelesaian-penyelesaian yang<br />

                                                        dipelopori masyarakat adalah rasa takut. Dikarenakan kepala BKM<br />

                                                        dan faskel menjadi tersangka utama dari kasus korupsi dana P2KP<br />

                                                        ini, maka anggota-anggota BKM yang lain kemungkinan besar juga<br />

                                                        turut terlibat di dalamnya. Kami menghubungi Suhadi, sekretaris<br />

                                                        BKM yang merupakan pihak yang paling marah dengan hilangnya<br />

                                                        dana tersebut. Suhadi sangat dikucilkan oleh anggota-anggota BKM<br />

                                                        yang lain selama kasus ini. Ia tinggal di selatan kelurahan tersebut,<br />

                                                        sedangkan anggota-anggota yang lain berasal dari utara, di daerah<br />

                                                        yang dikenal padat dengan preman. Tampaknya, anggota-anggota<br />
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                                                        BKM yang lain sering mengadakan pertemuan-pertemuan di malam<br />

                                                        hari di warung-warung dan tidak pernah mengundangnya. Ia<br />

                                                        beranggapan mereka bersekongkol untuk menggelapkan dana<br />

                                                        tersebut. Suhadi sangat marah dengan adanya kasus ini tapi tidak<br />

                                                        begitu vokal karena katanya, “Basori dan kawan-kawannya adalah orangorang<br />

                                                        yang keras, karena mereka sering menggunakan cara-cara kekerasan<br />

                                                        dan ilmu hitam. Itulah sebabnya kadang-kadang saya merasa khawatir,<br />

                                                        karena masalah ini juga dapat mengancam keluarga saya.” Kedua anggota<br />

                                                        yang “sangat terlibat” dalam kasus korupsi tersebut, menurut kepala<br />

                                                        LKMD, dikenal sangat berbahaya.<br />

                                                        Itulah sebabnya mengapa proses informal tidak dilakukan: karena terlalu<br />

                                                        banyak kepentingan besar yang terlibat di dalamnya, sehingga anggota<br />

                                                        masyarakat seperti Suhadi tidak mungkin mengungkapkan sikapnya.<br />

                                                        Kurangnya informasi dan adanya rasa takut membuat prospek pencarian<br />

                                                        penyelesaian yang dipelopori masyarakat menjadi kecil.<br />

                                                        Faktor ketiga yang membuat masyarakat kurang mau memberikan<br />

                                                        laporan adalah kurangnya dukungan untuk menempuh jalur<br />

                                                        hukum. Kalaupun proyek ini sudah disosialisasikan dengan baik,<br />

                                                        tindakan apa yang perlu diambil tetap tidak jelas. P2KP tidak memiliki<br />

                                                        mekanisme yang efektif untuk membantu masyarakat menyelesaikan<br />

                                                        masalah dan menangani kasus. Kedua warga desa yang kami temui<br />

                                                        tersebut yang mungkin telah mendorong masyarakat menyelesaikan<br />

                                                        kasus tersebut secara informal, yaitu Suhadi dan Suroso, Kepala<br />

                                                        LKMD, hanya diberi sedikit dukungan dari tim pengelola daerah.<br />

                                                        Suhadi percaya masyarakat sebenarnya ingin memberi laporan tentang<br />

                                                        kasus tersebut kepada pihak kepolisian, namun tidak tahu bagaimana<br />

                                                        caranya. Tidak ada orang yang memberi mereka arahan untuk<br />

                                                        menempuh jalur hukum dikarenakan kepentingan-kepentingan besar<br />
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                                                        yang terkait di dalamnya, walaupun mungkin itu merupakan satusatunya<br />

                                                        cara untuk menyelesaikan kasus tersebut.<br />

                                                        Faktor keempat dan yang terakhir adalah status pelaku. Basori<br />

                                                        masih muda dan ayahnya adalah seorang kyai yang merupakan<br />

                                                        anggota masyarakat yang dihormati. Menurut area manager, di saat<br />

                                                        kasus tersebut terjadi, ayah Basori sakit dan masyarakat setempat,<br />

                                                        “...tidak mau membuatnya shock karena kasus ini dapat menyebabkan<br />

                                                        kematiannya.” Akibatnya, mereka tidak serius mengejar Basori.<br />

                                                        Bahkan Suhadi yang paling vokal tentang dana yang hilang tersebut,<br />

                                                        mengatakan bahwa ia tidak melihat indikasi sebelumnya bahwa<br />

                                                        Basori adalah tipe orang yang berani menyalah-gunakan uang<br />

                                                        masyarakat. Masyarakat lebih suka menyangka Parman – yaitu<br />

                                                        fasilitator yang datang dari luar kelurahan tersebut – sebagai pelaku<br />

                                                        sebenarnya. Mereka juga yakin kalau Basori hanya dijebak oleh<br />

                                                        anggota-anggota BKM yang lain. Itulah sebabnya Basori dapat terus<br />

                                                        bergerak bebas ke kelurahan tersebut tanpa dikenai sanksi sosial,<br />

                                                        atas apa yang telah ia lakukan.<br />

                                                        ... Menurut Tim Pengelola Daerah/Kantor Kelurahan<br />

                                                        Ada upaya awal untuk menyelesaikan kasus ini oleh tim pengelola<br />

                                                        daerah – area manager mengunjungi kelurahan untuk menyelidiki<br />

                                                        kasus tersebut satu bulan setelah dana tersebut ditengarai hilang. Ia<br />

                                                        pergi ke bank dan mendapati nama Basori ada di slip pencairan<br />

                                                        dana tersebut – oleh karena itu Basori bertanggung jawab atas<br />

                                                        hilangnya dana tersebut. Dalam sebuah rapat di kelurahan, Basori<br />

                                                        sepakat untuk membayar kembali 50% dari dana tersebut. Area<br />
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                                                        manager menerima apa yang ia anggap sebagai cara yang paling<br />

                                                        mudah untuk menyelesaikan masalah ini, dan memutuskan untuk<br />

                                                        menganggap dana yang hilang tersebut bukan sebagai penggelapan<br />

                                                        dana, tapi sebagai utang pribadi. Akhirnya, dengan bantuan seorang<br />

                                                        notaris, sebuah perjanjian kontraktual dibuat antara Basori dengan<br />

                                                        lurah yang mewakili masyarakat setempat.<br />

                                                        Lurah menolak menandatangani perjanjian dimaksud, karena ia<br />

                                                        merasa bahwa kantor kelurahan tidak terlibat langsung dengan<br />

                                                        P2KP. Disamping itu, ia khawatir persoalan tersebut mengikatnya<br />

                                                        secara hukum dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Lurah menyatakan<br />

                                                        bahwa ia akan membantu masyarakat bilamana mereka ingin<br />

                                                        menuntaskan kasus itu, namun tidak dalam kapasitas sebagai wakil<br />

                                                        masyarakat secara hukum. Area Manager tidak mengupayakan<br />

                                                        secara aktif orang sebagai pengganti Lurah untuk menandatangani<br />

                                                        untuk dan atas nama kelurahan, atau tidak mengupayakan sarana<br />

                                                        lain bagi upaya penyelesaian masalah.<br />

                                                        Setelah kunjungan pengawas Bank Dunia di awal tahun 2001, area<br />

                                                        manager tersebut dianjurkan untuk melaporkan kasus ini ke polisi<br />

                                                        dan ia telah melakukannya tanggal 4 Mei 2001. Seperti yang telah<br />

                                                        disebutkan di atas, respon polisi sangat buruk. Masalah utamanya<br />

                                                        adalah bahwa tim pengelola daerah tidak merasa memiliki wewenang<br />

                                                        untuk menekan polisi agar melaksanakan tugas mereka dengan benar.<br />

                                                        Mereka mengatakan: “Kami memiliki yurisdiksi yang terbatas sebagai<br />

                                                        KMW. Apa yang kami punya hanyalah wewenang moral, dan itu tidak<br />

                                                        cukup kuat. Kami tidak merasa memiliki wewenang untuk menekan polisi.”<br />

                                                        KMW juga mengklaim bahwa ia kekurangan dana untuk menangani<br />

                                                        masalah-masalah dari tahap pertama proyek tersebut, karena mereka<br />

                                                        sekarang dalam pelaksanaan proyek tahap kedua.<br />
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                                                        ... Menurut Polisi<br />

                                                        Pada kunjungan kami yang kedua, Polisi di markas Polsek Semarang<br />

                                                        Selatan tampak berbohong tentang kemajuan yang dicapai tentang<br />

                                                        kasus ini. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengadakan<br />

                                                        investigasi menyeluruh dan telah menetapkan Basori sebagai<br />

                                                        “tertuduh”. Hal ini sangat tidak mungkin – KMW mengatakan bahwa<br />

                                                        Polisi belum pernah memberitahukan mereka tentang status Basori.<br />

                                                        Tidak ada seorang pun di Rowosari yang kami temui, termasuk semua<br />

                                                        saksi – lurah, kepala LKMD dan para petugas BKM – yang telah<br />

                                                        dimintai keterangan oleh polisi. Mereka mengatakan tidak ada orang<br />

                                                        lain di keluharan tersebut yang juga dimintai keterangan. Oleh karena<br />

                                                        itu, tanpa bukti dan saksi, Basori mustahil ditingkatkan statusnya<br />

                                                        menjadi tertuduh. Polisi juga menyatakan bahwa mereka telah mencari<br />

                                                        Basori di seluruh Jawa Tengah, tapi tidak berhasil. Kenyataannya<br />

                                                        Basori secara teratur mengunjungi kelurahan tersebut untuk mengelola<br />

                                                        bisnis dan rumah sewanya. Lurah sendiri mengatakan bahwa ia<br />

                                                        sebenarnya telah bertemu dengan Basori di kantor kelurahan satu<br />

                                                        hari sebelum kami bertemu dengannya.<br />

                                                        Hal yang paling mengganggu berkenaan dengan teguhnya pendirian<br />

                                                        pihak kepolisian adalah alasan-alasan standar mereka yang tidak<br />

                                                        dapat diterima. Biaya operasional untuk menyelidiki kasus ini<br />

                                                        tidaklah besar, mengingat Rowosari dapat ditempuh dengan mudah<br />

                                                        yaitu hanya 20 sampai 30 menit berkendaraan dari kantor polisi.<br />

                                                        Ada banyak saksi yang potensial. Dan walaupun polisi mengatakan<br />

                                                        bahwa Basori dan Parman tidak mungkin dapat ditemukan, namun<br />

                                                        kami dapat menentukan keberadaan Basori dan nomor telepon<br />

                                                        genggam Parman hanya dengan bekerja selama tiga jam.<br />
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                                                        Anggota BKM mencurigai tidak adanya tindakan ini diakibatkan<br />

                                                        oleh suap. Suhadi dan orang-orang lain melihat polisi hanya datang<br />

                                                        ke kelurahan satu kali untuk meminta keterangan dari Basori.<br />

                                                        Mereka datang tanpa menahan Basori dan tidak pernah kembali<br />

                                                        lagi setelah itu. Kena suap tidaknya polisi, tidak adanya tindakan<br />

                                                        dan kurangnya transparansi mereka membuat mereka sangat terbuka<br />

                                                        untuk tuduhan tersebut. Bagaimanapun juga, apa yang lebih nyata<br />

                                                        adalah bahwa tidak ada penelitian eksternal yang dilakukan terhadap<br />

                                                        polisi untuk menyelesaikan kasus ini, baik oleh area manager,<br />

                                                        camat, PJOK atau masyarakat. Dikarenakan kurangnya tekanan dari<br />

                                                        luar dan kurangnya pengetahuan mereka tentang proyek ini, polisi,<br />

                                                        seperti yang mereka katakan selama kunjungan kami yang pertama,<br />

                                                        tidak menganggap hal ini sebagai “kasus yang nyata”.<br />

                                                        … Menurut Pemerintah Daerah<br />

                                                        Pegawai pemerintah di tingkat kelurahan maupun kecamatan<br />

                                                        membantah kalau masalah ini merupakan tanggung jawab mereka 1 .<br />

                                                        Wahyu, seorang PJOK, mengatakan bahwa karena KMW telah<br />

                                                        melaporkan kasus ini, maka mereka menyerahkan sepenuhnya tindak<br />

                                                        1<br />

                                                        Salah satu perbedaan antara PPK dengan P2KP adalah bahwa PPK dilaksanakan di<br />

                                                        tingkat Pusat oleh Departemen Dalam Negeri, yang memiliki hubungan yang sangat erat<br />

                                                        dengan pemerintah daerah, bahkan sejak awal desentralisasi. Sedangkan P2KP<br />

                                                        dilaksanakan oleh lembaga lain di Jakarta (Kimpraswil), yang kurang memiliki hubungan<br />

                                                        yang erat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pegawai-pegawai pemerintah<br />

                                                        yang kami temui di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan tampak kurang memiliki<br />

                                                        rasa ikut memiliki P2KP, tidak seperti yang tampak jelas dari pengalaman kami dengan<br />

                                                        PPK.<br />
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                                                        lanjut kasus ini kepada pihak kepolisian. “Apa yang kami lakukan adalah<br />

                                                        memfasilitasi program ini,” katanya. Mereka jelas tidak merasa ikut<br />

                                                        memiliki karena dana tersebut tidak melewati birokrasi ini. Lurah<br />

                                                        juga merasa tidak ikut memiliki, sehingga ia menganggap bukanlah<br />

                                                        kewajibannya sebagai kepala kelurahan meneliti masalah ini.<br />

                                                        Analisis<br />

                                                        Di Rowosari, penyelesaian di luar pengadilan atas masalah ini nyaris<br />

                                                        mustahil dilakukan. Masyarakat tidak punya rasa ikut memiliki yang<br />

                                                        cukup kuat atas proyek ini guna mengambil tindakan kolektif yang<br />

                                                        kuat. Situasi politik yang memanas di kelurahan tersebut juga<br />

                                                        membahayakan siapa saja yang mengambil inisiatif untuk melawan<br />

                                                        para pelaku. Resiko yang ada terlalu tinggi.<br />

                                                        Di samping itu, walaupun Rp 100 juta telah dicuri dari pencairan<br />

                                                        dana kedua, namun anggota kelompok peminjam P2KP di kelurahan<br />

                                                        ini masih tetap menerima pencairan dana yang ketiga. Motivasi untuk<br />

                                                        menindak lanjuti kasus ini secara aktif sirna setelah mereka<br />

                                                        mengetahui pencairan dana yang ketiga telah berhasil diselamatkan.<br />

                                                        Atas adanya dinamika sosial seperti itu, sistem hukum mungkin<br />

                                                        merupakan jalur yang lebih menjanjikan guna menyelesaikan kasus<br />

                                                        korupsi. Namun masyarakat kurang memperoleh dukungan<br />

                                                        menempuh jalur ini. Mereka perlu seseorang yang dapat memberi<br />

                                                        penjelasan dengan baik tentang kasus dan proyek ini, serta memberi<br />
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                                                        bimbingan kepada mereka selama proses hukum ini, jika mereka<br />

                                                        memilih untuk melaporkan kasus ini ke polisi.<br />

                                                        Karena dinamika kekuasaan di kelurahan membuat solusi informal<br />

                                                        mustahil dilakukan, maka apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan<br />

                                                        kasus ini adalah adanya tekanan kepada pihak kepolisian dari tingkat<br />

                                                        yang lebih tinggi seperti KMW atau pemerintah daerah. Seperti yang<br />

                                                        Suroso katakan secara tegas, “Tanpa kemauan politik di tingkat atas,<br />

                                                        maka tidak akan ada perubahan… Basori akan langsung ditahan kalau<br />

                                                        camat melakukan upaya untuk datang ke sini.”<br />

                                                        Di tingkat kabupaten, seharusnya sudah dapat dijelaskan bahwa<br />

                                                        Semarang mungkin sudah dimasukkan dalam blacklist untuk<br />

                                                        menerima dana P2KP apabila masalah ini tidak diselesaikan – hal<br />

                                                        ini mungkin dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengambil<br />

                                                        sikap yang lebih aktif.<br />

                                                        Namun pada intinya, masyarakat merasa dijebak ke dalam situasi<br />

                                                        dimana mereka tidak dapat melakukan suatu tindakan, pemerintah<br />

                                                        cuci tangan dari tanggung jawabnya dan polisi mencari suap dan<br />

                                                        duduk berpangku tangan. Kasus ini masih tetap dapat dipecahkan,<br />

                                                        namun prospeknya jauh dari memuaskan. Kasus ini telah<br />

                                                        mengakibatkan semakin berkurangnya modal sosial di Rowosari<br />

                                                        dimana kelurahan ini kini kekurangan modal. Kepercayaan<br />

                                                        masyarakat telah dirusak dan keyakinan kepada pemerintah,<br />

                                                        lembaga-lembaga penegak hukum dan integritas inisiatif<br />

                                                        pembangunan telah berkurang. Memecahkan masalah merupakan<br />

                                                        bagian terpadu dari target P2KP tentang pemberdayaan masyarakat,<br />

                                                        namun struktur dan prosedur proyek ini belum cukup kuat untuk<br />

                                                        mencapai target tersebut.<br />
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                                                        Kasus Kedua: B I N T O R O<br />

                                                        Dinamika Kehidupan Desa<br />

                                                        Bintoro adalah wilayah perkotaan yang berbeda, yang terletak di<br />

                                                        jantung kota Demak, yakni kota kecil yang dapat ditempuh satu<br />

                                                        jam perjalanan dari Semarang (dan terkenal dengan mesjid<br />

                                                        tertuanya di pulau Jawa). Bintoro terdiri dari beberapa jalan kecil<br />

                                                        yang teduh di samping jalan utama yang membelah tumbuhtumbuhan<br />

                                                        hijau dan beberapa rumah beton berukuran kecil.<br />

                                                        Sebagian besar rumah saling berdekatan satu sama lain dan<br />

                                                        dilengkapi serambi sehingga tingkat interaksi masyarakat tampak<br />

                                                        tinggi dan sangat ramah. Dilihat dari kondisi rumah dan karakter<br />

                                                        pekerjaan – ada banyak penjaga toko – tampaknya daerah ini jauh<br />

                                                        lebih baik dari Rowosari.<br />

                                                        Kronologi<br />

                                                        Pada bulan Juli 2001, Pak Effendi diangkat menjadi fasilitator<br />

                                                        kelurahan yang baru di Bintoro. Ia segera menemukan adanya<br />

                                                        beberapa praktek yang tidak lazim. Sebagian warga kelurahan di<br />

                                                        daerah tersebut melapor kepadanya bahwa KTP mereka telah<br />
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                                                        dipinjam oleh beberapa orang BKM dan mereka tidak tahu alasannya.<br />

                                                        Effendi kemudian mulai melakukan investigasi dan mendapati<br />

                                                        bahwa sebagian anggota BKM telah menggunakan KTP tersebut<br />

                                                        untuk mendirikan KSM (kelompok pinjam) fiktif guna memperoleh<br />

                                                        dana untuk kepentingan pribadi mereka.<br />

                                                        BKM tidak senang dengan investigasi yang dilakukan pak Effendi<br />

                                                        dan mengirim surat ke area manager P2KP di Semarang yang pada<br />

                                                        intinya menolak pak Effendi sebagai fasilitator kelurahan hanya 2<br />

                                                        minggu setelah pengangkatannya. BKM mengatakan bahwa mereka<br />

                                                        akan menyewa seorang konsultan independen sebagai fasilitator.<br />

                                                        Dan dikarenakan mereka tidak melakukan hal tersebut, area<br />

                                                        manager kemudian mengangkat Yanto, seorang fasilitator dari<br />

                                                        kelurahan tetangga yang merupakan warga asli Bintoro, sebagai<br />

                                                        pejabat sementara fasilitator kelurahan.<br />

                                                        Pengangkatan faskel yang baru ini ternyata tidak membantu BKM<br />

                                                        menutup-nutupi tindakan mereka. Pada bulan Agustus, hasil audit<br />

                                                        reguler dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan<br />

                                                        (BPKP) mengkonfirmasi bahwa di antara beberapa keganjilan<br />

                                                        yang ada, petugas-petugas BKM sebenarnya telah mendirikan<br />

                                                        KSM fiktif yang bernama Amanah. Di samping itu, Amanah<br />

                                                        memiliki hutang sebesar Rp 56 juta kepada BKM, atau hampir<br />

                                                        60% dari semua pembayaran kembali kredit mikro yang tertunda<br />

                                                        di kelurahan tersebut. Para anggota lembaga ini telah<br />

                                                        menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi mereka –<br />

                                                        misalnya bendahara Zaenuri mengklaim telah meminjamkan uang<br />

                                                        sebesar Rp 10 juta ke beberapa orang temannya untuk memulai<br />

                                                        usaha perdagangan jahe.<br />
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                                                        Berdasarkan hasil audit ini, rapat tahunan 2 (RAT) pertama diadakan<br />

                                                        tanggal 1 November, namun hanya 5 orang yang hadir, agaknya hal<br />

                                                        ini dikarenakan anggota masyarakat tidak mengetahui adanya rapat<br />

                                                        tersebut. Dan dikarenakan korum tidak tercapai, maka keputusan<br />

                                                        sah mustahil dapat diambil. Meskipun demikian, laporan<br />

                                                        pertanggung jawaban BKM diterima dengan beberapa catatan revisi.<br />

                                                        Kegagalan mengumumkan laporan BPKP tersebut berarti bahwa<br />

                                                        temuan-temuan penting akan tetap tidak diketahui oleh anggota<br />

                                                        masyarakat yang berkepentingan. Namun sesuai dengan peraturan<br />

                                                        P2KP, pada bulan Februari 2002, seorang auditor independen<br />

                                                        melakukan pemeriksaan lain atas buku-buku tersebut di Bintoro.<br />

                                                        Tanggal 13 April merupakan saat penting yang menentukan dalam<br />

                                                        publikasi kasus ini kepada masyarakat. Pada tanggal tersebut, rapat<br />

                                                        RAT yang kedua diadakan dan dihadiri kurang lebih 20 anggota<br />

                                                        masyarakat. Forum ini menyetujui dua hal yaitu menolak laporan<br />

                                                        pertanggung jawaban BKM sebelumnya dan membubarkan BKM<br />

                                                        lama.<br />

                                                        Hal penting lainnya adalah bahwa rapat tersebut kemudian menjadi<br />

                                                        ajang bagi kumpulnya orang-orang berwawasan reformasi di dalam<br />

                                                        masyarakat yang selanjutnya bisa saling berkomunikasi satu sama lain.<br />

                                                        Kilas balik: Sebelum RAT kedua diadakan, Labit, seorang ketua KSM<br />

                                                        dan mantan aktivis mahasiswa, mengikuti kasus ini karena istrinya<br />

                                                        dipilih sebagai anggota BKM – namun istrinya tidak terlibat secara<br />

                                                        2<br />

                                                        Dalam rapat-rapat ini, badan yang diangkat untuk mengelola dana-dana P2KP (BKM)<br />

                                                        diharuskan memberi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.<br />
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                                                        aktif karena kepala BKM yang lama merahasiakan banyak informasi.<br />

                                                        Labit mengatakan bahwa ia berusaha mencari tahu hasil-hasil audit<br />

                                                        BPKP karena petugas BPKP pernah datang untuk meminta<br />

                                                        keterangan darinya. Ia kemudian pergi menemui Sekretaris BKM,<br />

                                                        Fatoni, dan membujuknya agar mau menyerahkan hasil audit tersebut.<br />

                                                        Menurut Labit, Fatoni berjanji memberi Labit laporan audit tersebut<br />

                                                        asalkan namanya tidak disebut-sebut dalam RAT berikutnya. Fatoni<br />

                                                        tidak pernah mengaku hal ini secara langsung selama interview dengan<br />

                                                        kami, namun kami curiga hal itu benar adanya.<br />

                                                        Labit mengajukan strategi komunikasi yang inovatif sebelum RAT<br />

                                                        kedua diadakan. Ia menulis satu lembar ringkasan hasil audit BPKP<br />

                                                        dengan beberapa pertanyaan dalam huruf besar yang intinya<br />

                                                        menanyakan apa yang terjadi pada dana yang hilang tersebut. Ia<br />

                                                        menyebarkan informasi yang mudah dicerna ini kepada beberapa<br />

                                                        anggota masyarakat tertentu, serta memberi motivasi kepada mereka<br />

                                                        untuk menghadiri RAT kedua.<br />

                                                        Yanto, pejabat sementara faskel, juga membantu Labit<br />

                                                        melaksanakan proses pemecahan masalah tersebut. Dua hari<br />

                                                        sebelum rapat RAT kedua diadakan, Yanto mengingatkan Labit<br />

                                                        bahwa ia punya waktu dua hari untuk berkoordinasi dengan para<br />

                                                        tokoh masyarakat yang lain guna membahas penolakan laporan<br />

                                                        pertanggung jawaban tersebut serta memecat BKM lama. Labit dan<br />

                                                        sekitar empat anggota masyarakat yang lain kemudian menyusun<br />

                                                        satu strategi untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui negosiasi<br />

                                                        dan penerapan sanksi sosial.<br />

                                                        Akhirnya, selama RAT kedua tersebut, Labit melihat seorang tokoh<br />

                                                        masyarakat yang lebih tua dan vokal, Kurnen, yang berdiri dan<br />
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                                                        menyatakan bahwa mereka belum mencapai korum dan ingin<br />

                                                        menunda rapat tersebut guna dapat mengundang lebih banyak<br />

                                                        anggota masyarakat agar apapun keputusan yang bakal diambil dapat<br />

                                                        diterima. Kedua orang ini kemudian saling berkomunikasi dan saling<br />

                                                        bertukar informasi.<br />

                                                        Walaupun sudah ada hasil RAT kedua, namun kepala BKM lama<br />

                                                        berusaha menggali lubang perlindungan. Ia bersikeras<br />

                                                        mempertahankan posisinya dan meminta dukungan dari Badan<br />

                                                        Perencanaan Daerah (BAPPEDA).<br />

                                                        Kelompok yang terdiri dari anggota masyarakat yang peduli dengan<br />

                                                        kasus ini mengadakan beberapa pertemuan di rumah Labit dan<br />

                                                        memutuskan untuk membentuk sebuah tim yang diberi nama Tim<br />

                                                        Penyelamat Dana P2KP. Tujuan utama mereka adalah membubarkan<br />

                                                        BKM lama. Salah satu strateginya adalah mensosialisasikan<br />

                                                        masalah ini kepada masyarakat yang lebih luas serta<br />

                                                        mengumpulkan dukungan untuk tujuan mereka. Strategi kedua<br />

                                                        adalah mengikuti jalur yang sama seperti BKM lama, dengan<br />

                                                        meminta dukungan dari BAPPEDA, sebagai Ketua Tim Koordinasi<br />

                                                        Pemerintah untuk P2KP.<br />

                                                        Tim yang dipimpin oleh Kurnen, Labit dan Yanto ini juga<br />

                                                        berkonsultasi secara informal dengan polisi untuk meminta nasehat<br />

                                                        mereka tentang status hukum para pelaku korupsi. Dengan dibekali<br />

                                                        pengetahuan hukum, tim ini memiliki posisi tawar menawar yang<br />

                                                        sangat kuat.<br />

                                                        Tim 9 menghadiri rapat untuk menindak lanjuti RAT kedua di kantor<br />

                                                        BAPPEDA, dengan mengundang seorang wartawan dari surat kabar<br />
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                                                        lokal Suara Merdeka dengan harapan bisa memberi tekanan ekstra<br />

                                                        terhadap Bappeda dan Kepala BKM yang keras kepala, agar mau<br />

                                                        mengambil tindakan. Melalui inisiatif Yanto dan Tim 9 ini,<br />

                                                        BAPPEDA akhirnya dapat diyakinkan untuk mau bertindak selaku<br />

                                                        moderator di antara Tim 9 dengan BKM lama. Selama 3 bulan<br />

                                                        berikutnya, lima rapat diadakan di kantor BAPPEDA untuk<br />

                                                        membahas kasus ini dan mendesak diadakannya rapat RAT ketiga.<br />

                                                        Pada rapat keempat, BKM lama akhirnya disetujui untuk<br />

                                                        dibubarkan. Tim 9 lalu mengumpulkan para tokoh masyarakat guna<br />

                                                        memilih calon untuk mengisi posisi yang lowong tersebut. Dua hari<br />

                                                        kemudian, tim ini memilih 3 orang calon dan 130 orang – termasuk<br />

                                                        para tokoh pemuda, RT dan pemimpin agama – diundang datang<br />

                                                        ke balai pertemuan untuk memilih BKM baru.<br />

                                                        Akuntabilitas menghasilkan manfaat langsung<br />

                                                        Kini BKM lama sudah dibubarkan dan BKM baru sudah dibentuk<br />

                                                        dan dipilih melalui proses yang melibatkan masyarakat luas secara<br />

                                                        lintas sektoral. Banyak anggota masyarakat lain kini menghadiri<br />

                                                        rapat-rapat tahunan yang jauh lebih terpublikasi. BKM juga telah<br />

                                                        menetapkan peraturan-peraturan bagi mereka sendiri yang khusus<br />

                                                        diterapkan di Bintoro untuk mencegah korupsi terjadi lagi – anggota<br />

                                                        BKM tidak berhak lagi meminjam dana. Ketiga anggota BKM lama<br />

                                                        yang telah menyalah gunakan dana tersebut telah membayar kembali<br />

                                                        sebagian besar hutang mereka. Tim 11 menyatakan bahwa mereka<br />

                                                        dapat mengambil tindakan hukum bila hutang-hutang tersebut tidak<br />

                                                        dilunasi pada bulan Desember 2003.<br />
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                                                        Proses Penyelesaian<br />

                                                        Studi kasus Justice for the Poor Project selama ini menunjukkan bahwa<br />

                                                        masyarakat miskin cenderung lebih suka penyelesaian informal<br />

                                                        atas masalah-masalah mereka karena berbagai alasan. Alasanalasan<br />

                                                        tersebut mencakup ketidak percayaan mereka terhadap<br />

                                                        lembaga-lembaga penegak hukum (yaitu polisi dan kejaksaan),<br />

                                                        serta keinginan mereka untuk menjaga agar masalah ini tetap<br />

                                                        menjadi masalah internal masyarakat. Dalam hal ini, alasan<br />

                                                        terakhir inilah yang membuat anggota masyarakat berupaya<br />

                                                        mencari penyelesaian informal. Pak Kurnen mengatakan bahwa<br />

                                                        ia menganggap kelurahan sebagai “satu keluarga besar” dan oleh<br />

                                                        karena itu ia tidak ingin melibatkan polisi, karena dapat<br />

                                                        mengganggu dinamika sosial dalam masyarakat tersebut. Kurnen<br />

                                                        sebenarnya telah menghubungi seorang personil polisi, yang juga<br />

                                                        merupakan temannya, dimana polisi ini memberinya nasehat yang<br />

                                                        sama: kelurahan adalah “keluarga” dan oleh karena itu, sebaiknya<br />

                                                        tidak melibatkan proses hukum formal kalau mereka dapat<br />

                                                        menghindarinya. Seperti kasus-kasus kami yang lain, menerapkan<br />

                                                        sistem hukum adalah pilihan yang terakhir – Kurnen mengatakan<br />

                                                        bahwa ia dapat pergi menemui polisi ini bila dana tersebut tidak<br />

                                                        dilunasi pada akhir bulan Desember nanti, seperti yang dijanjikan<br />

                                                        oleh kepala BKM lama. Cukup menarik, Kurnen dan Ibrahim –<br />

                                                        petugas BKM baru – mengatakan bahwa bila mereka memberikan<br />

                                                        laporan, mereka mengharapkan pelaku tersebut mengambil<br />

                                                        tindakan, dan bukan polisi. Karena mereka memahami bahwa<br />

                                                        ancaman dapat dijadikan cara yang efektif terhadap seseorang yang<br />

                                                        memiliki reputasi memberikan perlindungan.<br />
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                                                        Tidak seperti pengadilan lain untuk kasus-kasus yang melibatkan<br />

                                                        masyarakat miskin, kasus ini, selama ini, telah diselesaikan secara<br />

                                                        berhasil tanpa melibatkan proses hukum formal. Namun lembagalembaga<br />

                                                        hukum formal menggunakan sejenis “ancaman” selama<br />

                                                        proses informal ini. Dikarenakan sistem hukum formal biasanya<br />

                                                        menjadi pilihan terakhir, maka dalam kasus ini, para pelaku didesak<br />

                                                        untuk memahami bahwa polisi telah diberitahukan tentang masalah<br />

                                                        ini. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi persidangan<br />

                                                        kriminal bila tidak mengembalikan dana tersebut.<br />

                                                        Strategi Tim 11<br />

                                                        Tim 11 menekan para pelaku untuk mengembalikan dana tersebut<br />

                                                        dengan menerapkan beberapa strategi, yakni dengan surat<br />

                                                        peringatan, tuduhan yang dilakukan secara hati-hati, penerapan<br />

                                                        sanksi sosial, pemakaian lembaga pemerintah (BAPPEDA) sebagai<br />

                                                        penengah, dan liputan pers untuk memperoleh transparansi. Aspek<br />

                                                        yang paling berkesan dari strategi ini adalah bahwa strategi ini bukan<br />

                                                        merupakan serangkaian tindakan secara random, tapi merupakan<br />

                                                        proses yang telah dipikirkan dan dikelola secara seksama.<br />

                                                         Menciptakan kesadaran masyarakat<br />

                                                        “Pengetahuan adalah Kekuatan” tentu memiliki makna yang<br />

                                                        sangat penting dalam mendorong terciptanya penyelesaian yang<br />

                                                        dipelopori masyarakat. Kecurigaan tentang adanya korupsi<br />

                                                        dikonfirmasi melalui laporan audit BPKP, namun BKM berupaya<br />
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                                                        semaksimal mungkin untuk meredamnya. Apabila Labit tidak<br />

                                                        berusaha memperjuangkan laporan ini dan menyusun<br />

                                                        ringkasannya serta mendistribusikan ringkasan ini dalam format<br />

                                                        yang mudah dibaca anggota masyarakat, maka BKM lama<br />

                                                        mungkin sekarang masih tegak berdiri. Dengan meringkas<br />

                                                        laporan audit BPKP dalam satu halaman selebaran – lengkap<br />

                                                        dengan beberapa pertanyaan dalam huruf besar yang intinya<br />

                                                        menanyakan apa yang telah terjadi dengan dana tersebut – ia<br />

                                                        memberikan pengumuman tentang rapat masyarakat berikutnya,<br />

                                                        menciptakan kesadaran masyarakat tentang masalah tersebut,<br />

                                                        baik kepada calon anggota Tim 11 dan masyarakat yang lebih<br />

                                                        luas. Keterlibatan media massa juga merupakan bagian dari<br />

                                                        penghargaan tim atas publisitas dan transparansi (lihat di bawah).<br />

                                                         Memahami dampak sanksi sosial<br />

                                                        Tim “penyelamat” dana ini terdiri dari 9 atau 11 orang anggota 3 ,<br />

                                                        tapi hanya 2 atau 3 orang anggota - yaitu Kurnen, Labit dan Yanto<br />

                                                        – yang melaksanakan sebagian besar tugas. Namun dengan memiliki<br />

                                                        tim yang lebih besar, yang mencakup berbagai KSM dan seorang<br />

                                                        anggota wanita, maka mereka memastikan adanya pengetahuan<br />

                                                        masyarakat luas lintas sektoral yang mengetahui tentang kasus ini<br />

                                                        dan mendukung upaya-upaya mereka. Mereka tahu bahwa tekanan<br />

                                                        ekstra ini dapat membantu mencapai target mereka.<br />

                                                        3<br />

                                                        Masih ada perdebatan apakah tim ini merupakan Tim 9 atau Tim 11. Tim 9 adalah<br />

                                                        kelompok inti, namun dua orang anggota lainnya adalah Yanto dan Ibrahim, yang menjadi<br />

                                                        penasehat tim ini.<br />
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                                                         Menerapkan ancaman sanksi hukum<br />

                                                        Walaupun lebih suka mengambil jalur informal, namun sistem<br />

                                                        hukum mendasari proses penyelesaian tersebut, yaitu sebagai<br />

                                                        “ancaman” untuk menekan para pelaku agar mereka mau<br />

                                                        mengembalikan dana tersebut. Tiga surat peringatan dari Tim<br />

                                                        11 dikirim ke para pelaku, dan tembusannya dikirim ke polisi.<br />

                                                        Di samping itu, selama proses penyelesaian ini, Kurnen<br />

                                                        berkonsultasi dengan polisi dan pegawai pengadilan daerah untuk<br />

                                                        menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan terhadap ketiga<br />

                                                        pelaku tersebut, sehingga hal ini memberi kesan tentang<br />

                                                        pengetahuan hukum. Ini membuat tim memiliki posisi tawar yang<br />

                                                        lebih kuat dengan menetapkan tuduhan-tuduhan selama rapatrapat<br />

                                                        di kantor BAPPEDA. Kedua taktik ini menunjukkan<br />

                                                        kepada para pelaku bahwa Tim 11 tahu cara membawa kasus ini<br />

                                                        ke jalur hukum.<br />

                                                        Alasan Kurnen untuk tidak segera mengajukan kasus ini ke polisi<br />

                                                        adalah: “Mereka adalah anggota kelurahan ini. Kami ingin memberi<br />

                                                        mereka kesempatan terlebih dulu untuk menyelesaikan masalah secara<br />

                                                        damai.” Ia menambahkan bahwa tim tidak pernah mau<br />

                                                        menggunakan jalur hukum, tapi dikarenakan ia memiliki akses<br />

                                                        ke kepolisian (dibuktikan dengan mudahnya ia memperoleh<br />

                                                        nasehat dari polisi), maka ancaman sanksi hukum dapat dibuat<br />

                                                        tampak nyata. Kurnen mengatakan, “Jika kami melaporkan kasus<br />

                                                        ini ke polisi, kami tidak mengharapkan polisi melakukan sesuatu, tapi<br />

                                                        kami harap hal ini dapat dijadikan ancaman terhadap para pelaku.”<br />
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                                                         Menggunakan otoritas pemerintah<br />

                                                        Menyadari bahwa kepala BKM lama berusaha mencari dukungan<br />

                                                        BAPPEDA, dan bila ia berhasil melakukannya maka<br />

                                                        kemungkinan untuk memecatnya menjadi kecil, maka Tim 9 juga<br />

                                                        melobi BAPPEDA untuk menyampaikan versi cerita mereka.<br />

                                                        Mereka melakukan hal ini melalui beberapa kali kunjungan ke<br />

                                                        kantor BAPPEDA untuk membahas kasus ini, kadang-kadang<br />

                                                        dengan ditemani seorang wartawan. Di akhir April, BAPPEDA<br />

                                                        setuju untuk menjadi penengah rapat-rapat yang akan diadakan.<br />

                                                        Lima rapat telah diadakan dimana kepala BKM lama akhirnya<br />

                                                        mau mengundurkan diri.<br />

                                                        BAPPEDA pada awalnya lambat dalam mengambil peran<br />

                                                        sebagai mediator walaupun sudah ada lobi dari masyarakat<br />

                                                        melalui surat dari fasilitator kecamatan maupun tekanan dari<br />

                                                        Kurnen dan lain-lain untuk melakukan sesuatu. Namun mereka<br />

                                                        akhirnya menjadi sekutu yang kuat. Pada rapat yang pertama,<br />

                                                        Bappeda mengundang BKM tentang perlunya membahas hasil<br />

                                                        audit BPKP, namun segera mengalihkan diskusi tersebut ke<br />

                                                        penyelesaian atas penyalah-gunaan dana yang dilakukan BKM.<br />

                                                        Hal ini diikuti dengan empat rapat lanjutan dimana kemudian<br />

                                                        dua orang anggota mengundurkan diri dan ketiga orang anggota<br />

                                                        BKM dimaksud menanda tangani perjanjian untuk membayar<br />

                                                        kembali dana tersebut.<br />
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                                                         Memanfaatkan liputan pers yang tepat sasaran<br />

                                                        Surat kabar utama di Semarang, Suara Merdeka meliput kasus ini<br />

                                                        dalam tiga seri artikel. Ibu Hapsari dari BAPPEDA membantah<br />

                                                        dampak langsung liputan pers tentang keterlibatan mereka dalam<br />

                                                        proses penyelesaian kasus ini. Namun, saat artikel pertama<br />

                                                        diterbitkan dengan menyebutkan nama proyek tersebut,<br />

                                                        BAPPEDA diminta untuk menyusun surat penjelasan kepada<br />

                                                        Bupati yang menerangkan tentang masalah tersebut. Tindakan<br />

                                                        ini mungkin telah mendesak mereka untuk merespon permintaan<br />

                                                        Kurnen agar mereka mau menjadi penengah dalam serangkaian<br />

                                                        diskusi yang akan diadakan. Tentang dampak liputan pers,<br />

                                                        Kurnen mengatakan sebagai berikut:<br />

                                                        “Saya mencoba mengajak BAPPEDA tapi prosesnya sangat lamban. Lalu<br />

                                                        saya memutuskan melaporkan masalah ini ke kalangan pers karena saya rasa<br />

                                                        cerita ini dapat menyentuh masyarakat dengan maksud membantu masyarakat<br />

                                                        miskin … Saya harap liputan pers dapat meningkatkan motivasi Tim 11 dan<br />

                                                        juga meningkatkan jumlah masyarakat yang peduli atas kasus ini… Saya<br />

                                                        rasa liputan pers memiliki pengaruh besar terhadap BAPPEDA yang sampai<br />

                                                        saat ini hanya membantu setengah hati.”<br />

                                                        Kurnen juga mengatakan bahwa keberadaan seorang wartawan<br />

                                                        dalam rapat tersebut telah berhasil membuat Zaenuri, pelaku<br />

                                                        utama, merasa tidak senang dan malu. Ini mungkin menjadi<br />

                                                        bagian dari sanksi sosial yang lebih luas sehingga memaksanya<br />

                                                        membayar kembali dana tersebut.<br />
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                                                        Profil: Tim 11<br />

                                                        Para anggota tim yang paling aktif pada awalnya mempunyai<br />

                                                        beberapa inisiatif perbaikan, berdasarkan latar belakang politik<br />

                                                        dan aktivisme mereka.<br />

                                                        <br />

                                                        Kurnen adalah ketua Rukun Tetangga (RT) di Bintoro dan<br />

                                                        termasuk kalangan elit di desa, walaupun tinggal di sebuah<br />

                                                        rumah yang sederhana. Ia memiliki pengalaman di bidang<br />

                                                        birokrasi melalui karirnya yang lama di Departemen<br />

                                                        Pendidikan. Ia juga pernah memperjuangkan kepentingan<br />

                                                        masyarakat. Sewaktu pindah ke desa ini pada tahun 1984,<br />

                                                        ia mendesak perlunya listrik dan jalan-jalan aspal di desa<br />

                                                        tersebut. Ia juga membantu warga desa menyelesaikan<br />

                                                        perselisihan mereka dengan polisi, sehingga akhirnya polisi<br />

                                                        mau membayar pemilik gerobak Bakso atas kerusakan yang<br />

                                                        diakibatkan oleh tembakan polisi. Berkaitan dengan kasus,<br />

                                                        Kurnen adalah salah satu warga yang menghubungi<br />

                                                        wartawan dan yang paling mendesak perlunya diadakan<br />

                                                        rapat-rapat dengan BAPPEDA – terutama karena ia<br />

                                                        menganggap rapat sebagai cara yang lebih efektif ketimbang<br />

                                                        melakukan aksi demonstrasi, karena banyak anggota tim<br />

                                                        yang marah ingin melakukannya. Ia diangkat oleh Tim 11<br />

                                                        untuk mengkoordinir mereka karena ia memiliki senioritas<br />

                                                        dan catatan “bersih”. Ia tampil bak seorang reformis sejati,<br />

                                                        dan menunjukkan kekhawatirannya bahwa proyek ini tidak<br />

                                                        sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Ia mengatakan: “Motivasi<br />

                                                        pribadi saya adalah P2KP ada di kelurahan ini untuk membantu<br />
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                                                        masyarakat miskin dan saya menganggap hal ini sangat penting,<br />

                                                        dan dana tersebut harus terus digunakan untuk membantu<br />

                                                        masyarakat miskin di kelurahan ini.”<br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        Labit adalah seorang ketua KSM muda dan mantan aktivis<br />

                                                        mahasiswa yang mempelajari Hukum Islam di sebuah<br />

                                                        universitas. Ia mendekati sekretaris BKM – yang juga ketua<br />

                                                        partai politik besar di Indonesia (PKB) di Demak – untuk<br />

                                                        bekerja sama dengannya untuk sementara waktu dan belajar<br />

                                                        politik. Sekretaris BKM tersebut mengatakan Labit adalah<br />

                                                        seorang yang memiliki semangat, namun agak gegabah dan<br />

                                                        kurang berpengalaman dalam menangani birokrasi. Labit<br />

                                                        adalah orang yang berhasil memperoleh hasil audit BPKP<br />

                                                        dari sekretaris BKM, mempublikasikan kasus ini melalui<br />

                                                        selebaran, serta mendorong minat masyarakat terhadap<br />

                                                        kasus ini agar mereka mau menghadiri RAT kedua. Baik<br />

                                                        Kurnen maupun Harno tidak mengetahui tentang kasus ini<br />

                                                        sebelum menghadiri rapat tersebut, jadi Labit memainkan<br />

                                                        peran penting dalam mempelopori proses ini.<br />

                                                        Harno mungkin merupakan anggota tim yang paling muda.<br />

                                                        Ia adalah anggota aktif sebuah LSM yang mempromosikan<br />

                                                        tenaga kerja. Ia menghadiri rapat-rapat di kantor BAPPEDA<br />

                                                        dan membantu menciptakan kesadaran masyarakat.<br />

                                                        Anggota-anggota lain dari tim ini, seperti Darto dan Ida<br />

                                                        memiliki motivasi untuk berupaya agar dana tersebut<br />

                                                        dikembalikan. Minat mereka untuk menyelesaikan kasus ini<br />
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                                                        terutama didasari pada fakta bahwa kasus ini masuk dalam<br />

                                                        kepentingan ekonomi mereka, dan bukan kepentingan moral.<br />

                                                        Menurut pandangan Darto, para pelaku mengambil dana<br />

                                                        tersebut dan tindakan harus dilakukan. Ia ingin dana tersebut<br />

                                                        dikembalikan agar dapat membantu bisnisnya sendiri – ia<br />

                                                        menginginkan pinjaman yang lebih besar untuk kelompokkelompok<br />

                                                        peminjam dan melihat adanya hubungan dengan<br />

                                                        kasus ini. Kita dapat menyebutnya sebagai kepentingan pribadi<br />

                                                        yang sah. Menurut Harno, saat Kurnen diangkat sebagai<br />

                                                        koordinator, tidak ada pemimpin yang sebenarnya atau orang<br />

                                                        yang mengambil inisiatif dalam kelompok tersebut. Semua<br />

                                                        anggota memiliki peran yang sama, dimana masing-masing<br />

                                                        anggota melakukan upaya untuk mengunjungi kantor<br />

                                                        BAPPEDA, menghubungi wartawan, mencari hasil audit<br />

                                                        independen dan dari BPKP untuk mendukung kasus mereka,<br />

                                                        serta memberitahukan masyarakat tentang rapat-rapat<br />

                                                        tergantung waktu mereka. Setiap anggota harus menanggung<br />

                                                        sendiri biaya transportasi mereka.<br />

                                                        Dampak Fasilitator Aktif<br />

                                                        Walaupun ada keinginan untuk menyelesaikan kasus ini, namun<br />

                                                        penyelesaian mungkin mustahil dapat dicapai tanpa usaha yang<br />

                                                        dilakukan Yanto, pejabat sementara Faskel, dalam mengkoordinir<br />

                                                        tim dan memfasilitasi pemahaman mereka tentang proyek. Yanto<br />
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                                                        adalah seorang Faskel dari kelurahan tetangga, Wedung, tapi berasal<br />

                                                        dari Bintoro. Oleh karena itu, ia memiliki kepentingan besar terhadap<br />

                                                        masyarakat, tapi juga mampu menyediakan sudut pandang<br />

                                                        perbandingan tentang cara kerja proyek di daerah-daerah lain. Yanto<br />

                                                        memainkan peran yang aktif dari awal, waktu ia membahas kasus<br />

                                                        ini pertama kali dengan Labit, membujuknya untuk memberitahukan<br />

                                                        masyarakat tentang masalah ini dan membentuk kelompok bersama.<br />

                                                        Di samping melakukan tugas yang baik sekali dalam<br />

                                                        mensosialisasikan prinsip-prinsip P2KP, Yanto adalah contoh ideal<br />

                                                        untuk fasilitator-fasilitator lain karena ia aktif bekerja sama dengan<br />

                                                        para anggota masyarakat agar mereka dapat menyelesaikan<br />

                                                        perselisihan itu sendiri. Yanto melakukan tiga hal yang penting yaitu:<br />

                                                         Memobilisasi Reformis. Ia mengumpulkan para aktor<br />

                                                        berwawasan reformasi dan mengundang mereka menghadiri<br />

                                                        pertemuan. Mantan aktivis mahasiswa, aktivis LSM muda dan<br />

                                                        mantan birokrat yang berwawasan reformasi, semua tahu ada<br />

                                                        yang salah dengan proyek ini. Yanto mengajak mereka bertemu<br />

                                                        secara teratur agar mereka dapat menyusun strategi kolektif<br />

                                                        untuk melakukan tindakan terhadap masalah ini.<br />

                                                         Menyediakan tempat berkumpul. Yanto memberi alasan<br />

                                                        kepada Tim 11 untuk berkumpul bersama dan bekerja secara<br />

                                                        aktif guna memperoleh kembali dana yang dicuri tersebut.<br />

                                                        Dengan membuat mereka memahami tentang prinsip-prinsip<br />

                                                        P2KP dan menunjukkan mereka tentang manual proyek, ia<br />

                                                        menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh BKM adalah tidak<br />

                                                        sesuai dengan prosedur P2KP: dana yang seharusnya disalurkan<br />

                                                        ke masyarakat miskin ternyata disalurkan ke orang kaya.<br />
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                                                        Mengembalikan dana tersebut ke masyarakat miskin adalah<br />

                                                        tujuan mereka, yaitu dengan mendorong para aktor tersebut agar<br />

                                                        mau mendesak diadakannya penyelesaian kasus ini. Hal ini<br />

                                                        dibuktikan dengan nama kelompok mereka yaitu Tim Penyelamat<br />

                                                        Dana P2KP.<br />

                                                         Menawarkan Perspektif Komparatif. Sejalan dengan promosi<br />

                                                        tentang transparansi proyek, Yanto mampu memberi pengertian<br />

                                                        tentang cara melaksanakan proyek tersebut yang sebenarnya,<br />

                                                        berdasarkan pengalamannya di kelurahan lain.<br />

                                                        Catatan: Ketiga aktivitas ini juga merupakan contoh yang baik tentang<br />

                                                        cara mengembangkan jaringan di antara mereka yang berwawasan<br />

                                                        reformasi. Jaringan dapat dikembangkan dengan mengumpulkan<br />

                                                        reformis, menetapkan sasaran, dan membiarkan perspektif komparatif<br />

                                                        mencari dan membantu mengembangkan ide-ide tentang cara mencapai<br />

                                                        sasaran tersebut. Reformis-reformis ini harus dikumpulkan bersama<br />

                                                        untuk mencapai tujuan yang nyata dan dapat diraih, yang menarik<br />

                                                        bagi kepentingan pribadi individual maupun secara kolektif – untuk<br />

                                                        dapat menyelesaikan kasus korupsi. Ada beberapa prinsip dasar yang<br />

                                                        perlu dipertimbangkan waktu mencoba membentuk koalisi untuk<br />

                                                        reformasi. Di samping itu, harus ada kemauan untuk memperbaiki<br />

                                                        atau merubah sistem. Dalam kasus Bintoro, para aktor yang terlibat<br />

                                                        telah memikirkan tentang persyaratan ini dari pengalaman mereka<br />

                                                        sebelumnya di bidang politik dan aktivisme, atau punya kepentingan<br />

                                                        ekonomi bila melihat kasus ini diselesaikan.<br />
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                                                        Analisis<br />

                                                        Observasi umum:<br />

                                                        Dalam kasus ini, kelompok “elit yang baik” (Tim 11) mengembangkan<br />

                                                        strategi dengan menggabungkan sistem pendekatan informal<br />

                                                        dengan ancaman sanksi hukum.<br />

                                                        Mereka memilih mengambil jalur informal karena dua alasan berikut<br />

                                                        ini:<br />

                                                         Kesempatan lebih besar untuk memperoleh kembali dana<br />

                                                        tersebut; dan<br />

                                                         Mempertahankan kerukunan sosial.<br />

                                                        Kedua alasan ini saling terkait satu sama lain, karena tim merasa ada<br />

                                                        kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh kembali dana tersebut<br />

                                                        melalui kekuatan bujukan dan sanksi sosial daripada melalui polisi.<br />

                                                        Kurnen mengatakan, “Jika kita langsung menuduh pelaku maka tuduhan ini<br />

                                                        dapat mempengaruhi hubungan pribadi kita.” Di samping menimbulkan<br />

                                                        keretakan hubungan, hal ini juga dapat menjadi penghalang bagi mereka<br />

                                                        yang berusaha memperoleh kembali dana tersebut dan pelakunya akan<br />

                                                        mempersulit upaya ini karena kontrol atas proses ini akan terhambat<br />

                                                        akibat adanya kekuatan dari luar. Berdasarkan pengalaman pribadi<br />

                                                        mereka dengan proses hukum formal, masyarakat tahu bahwa<br />

                                                        kemungkinan dana tersebut tidak kembali adalah lebih besar. Kurnen<br />

                                                        mengatakan, “Di masa lalu, jika kita langsung menyerahkan masalah ini ke<br />

                                                        polisi, maka kita mencuci tangan kita dari kasus ini. Tapi kami tidak dapat<br />

                                                        memastikan bahwa dana itu akan kembali. Namun karena kita adalah keluarga<br />
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                                                        besar, maka kita akan mencoba semaksimal mungkin menyelesaikan masalah<br />

                                                        ini melalui sistem pendekatan pribadi.”<br />

                                                        Anggota kelompok peminjam menjelaskan pendapat mereka tentang<br />

                                                        sistem pendekatan informal melalui “sanksi sosial” yang dapat<br />

                                                        diterapkan bila ada yang melakukan tindak kriminal: “Kita perlu<br />

                                                        mencoba dan mencari jalan melalui cara ini ... bagaimanapun hal ini tidak<br />

                                                        pernah terjadi di sini. Kita akan coba duduk bersama Anda dan mencari<br />

                                                        jalan untuk menyelesaikan masalah ini.” Tim 9 mungkin sudah<br />

                                                        menggunakan sistem pendekatan ini, namun mereka berpendapat<br />

                                                        perlunya melibatkan kehadiran lembaga-lembaga pemerintah –<br />

                                                        BAPPEDA, polisi dan pengadilan – dalam strategi informal mereka.<br />

                                                        Dalam hal ini, mereka dapat mempertahankan kontrol atas proses<br />

                                                        ini dan mengajak pelaku untuk mengikuti dialog, sambil menarik<br />

                                                        otoritas yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga negara.<br />

                                                        Motivasi<br />

                                                        1. Resiko yang Ada: Perbedaan Persepsi<br />

                                                        Dari waktu ke waktu, tim Justice for the Poor Project telah mengetahui<br />

                                                        bahwa masyarakat lebih suka mengambil jalur informal agar dapat<br />

                                                        mempertahankan kerukunan di tengah masyarakat. Alasan utamanya<br />

                                                        adalah mungkin rasa takut – takut merusak keseimbangan dinamika<br />

                                                        masyarakat serta takut menimbulkan kebencian yang dapat<br />

                                                        mengakibatkan munculnya masalah-masalah lain. Ibu Hapsari, seorang<br />

                                                        pegawai BAPPEDA yang terlibat dalam menengahi diskusi-diskusi ini,<br />
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                                                        mengatakan bahwa masyarakat lebih suka penyelesaian secara informal<br />

                                                        karena, “...jika Anda bertemu di jalan, Anda masih dapat melemparkan senyum<br />

                                                        kepada orang lain. Namun dengan mengambil jalur hukum, maka resiko balas<br />

                                                        dendam adalah lebih besar.” Ini mungkin masalah kemalasan – sehingga<br />

                                                        ia membutuhkan lebih banyak inisiatif untuk mengambil tindakan<br />

                                                        daripada membiarkan masalah tersebut lepas – terutama jika resiko<br />

                                                        yang ada dirasakan terlalu tinggi. Di samping itu, ada juga pendapat di<br />

                                                        antara kelompok peminjam dan pemerintah daerah bahwa masalahmasalah<br />

                                                        seperti ini harus dibiarkan tenang guna melindungi reputasi<br />

                                                        masyarakat tersebut. Lurah mengatakan, “...kami akan merasa malu jika<br />

                                                        masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat masyarakat.”<br />

                                                        Berdasarkan semua alasan ini – rasa takut, malas, dan melindungi<br />

                                                        reputasi masyarakat, maka banyak dari aktor-aktor ini menganggap<br />

                                                        bahwa mempertahankan kerukunan sosial adalah hal yang lebih penting<br />

                                                        sebagai resiko melakukan investasi dalam pembangunan ekonomi.<br />

                                                        Bahkan beberapa orang anggota yang lebih vokal dari kelompok<br />

                                                        peminjam yang kami wawancarai tidak menganggap manfaat dari<br />

                                                        menyelamatkan dana proyek sebagai hal yang lebih penting dari<br />

                                                        resiko mengganggu kerukunan sosial. Sewaktu kami bertanya<br />

                                                        kepada Komeri, ketua KSM, alasan mengapa ia tidak menjelaskan<br />

                                                        masalah tersebut kepada anggota-anggota KSM yang lain, ia<br />

                                                        menjawab, “Karena saya berusaha untuk mempertahankan kerukunan<br />

                                                        masyarakat. Dana P2KP hanya Rp 400 juta – biaya untuk merukunkan<br />

                                                        kembali masyarakat yang terpecah belah adalah jauh lebih mahal.”<br />

                                                        Di sisi lain, para anggota tim 11 didesak untuk memperoleh kembali<br />

                                                        dana tersebut untuk kebaikan masyarakat dan kesejahteraan<br />

                                                        ekonomi mereka sendiri. Oleh karena itu, motivasi mereka baik<br />

                                                        secara moral – dana tersebut milik masyarakat miskin, maupun secara<br />
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                                                        ekonomi – dana tersebut harus dibiarkan kembali ke masyarakat<br />

                                                        untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri beserta para<br />

                                                        anggotanya. Seperti yang dibuktikan melalui pernyataan Kurnen,<br />

                                                        kedua motivasi ini tidak berbeda, tapi saling terkait satu sama lain.<br />

                                                        “Semua berawal saat Labit menyerahkan hasil audit. Kami sebagai<br />

                                                        masyarakat merasa bahwa kerugian tersebut adalah kerugian kami. Jadi<br />

                                                        kami mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini ... kami dapati<br />

                                                        dana tersebut diambil oleh BKM. Hal ini telah menyebabkan banyak masalah<br />

                                                        ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha kecil.”<br />

                                                        Oleh karena itu, Kurnen, Yanto, Labit dan Darto (anggota-anggota<br />

                                                        utama dari Tim 11 yang menyampaikan alasan-alasan ini) memiliki<br />

                                                        visi jangka panjang untuk masyarakat tersebut yang melebihi<br />

                                                        kepentingan pribadi mereka sendiri. Kecuali Darto, tidak ada dari<br />

                                                        mereka yang merupakan anggota kelompok ekonomi atau merasa<br />

                                                        kehilangan secara pribadi. Bagi mereka semua, resiko membiarkan<br />

                                                        pelaku melarikan diri dengan dana hasil korupsi memiliki dampak<br />

                                                        negatif terhadap perkembangan masyarakat untuk jangka panjang.<br />

                                                        Kepentingan mereka dalam menyelesaikan masalah ini dan berusaha<br />

                                                        untuk memperoleh kembali dana tersebut terutama diawali dari penjelasan<br />

                                                        Yanto tentang tujuan proyek ini kepada mereka. Setelah memahami<br />

                                                        manfaat jangka panjang bagi masyarakat dari proyek ini, bilamana mampu<br />

                                                        menyelamatkan proyek tersebut – yang ditekankan pada transparansi,<br />

                                                        pemberdayaan dan pembangunan ekonomi – maka mereka berupaya<br />

                                                        keras untuk mencapai target ini. Memberi tekanan tentang manfaat sosial<br />

                                                        dan ekonomi jangka panjang dari memerangi korupsi adalah salah satu<br />

                                                        hal yang paling penting yang dapat dilakukan seorang fasilitator guna<br />

                                                        mendorong masyarakat mau melakukan tindakan.<br />
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                                                        Memerangi Koruptor: Investasi Jangka Panjang<br />

                                                        Di Lampung, Alpian – seorang pengacara aktivis – menerapkan<br />

                                                        strategi berikut ini saat ia mengunjungi desa-desa untuk<br />

                                                        mengajar mereka tentang cara menyelesaikan sendiri masalah<br />

                                                        mereka. Ia membahas tentang strategi-strategi inovatif untuk<br />

                                                        memerangi korupsi yang diterapkan oleh desa-desa lain serta<br />

                                                        menyarankan bahwa warga desa harus mulai memikirkan<br />

                                                        tentang upaya untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai<br />

                                                        investasi jangka panjang, yaitu jika mereka melakukannya satu<br />

                                                        kali, maka mereka akan mempersulit koruptor untuk melarikan<br />

                                                        dana mereka kembali. Di Rowosari, Rp 50 juta tidak<br />

                                                        didistribusikan karena hilangnya dana. Suroso mengatakan,<br />

                                                        “Memalukan sekali, kita tidak punya uang – Saya sedang berusaha<br />

                                                        membangun pesantren di sini, tapi faskel mengatakan tidak ada uang<br />

                                                        untuk infrastruktur fisik.” Jika anggota masyarakat telah<br />

                                                        diberitahukan tentang manfaat jangka panjang dari proyek ini,<br />

                                                        maka mereka mungkin akan memiliki minat yang lebih besar<br />

                                                        untuk menyelesaikan kasus tersebut.<br />

                                                        2. Pilihan Moral dan Kepentingan Umum<br />

                                                        Yanto mengatakan bahwa kelompok yang berkumpul bersama<br />

                                                        tersebut telah sepakat bahwa kalau masalah-masalah serupa yang<br />

                                                        terkait dengan uang bagi masyarakat miskin kembali muncul, maka<br />
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                                                        mereka akan menerapkan sistem pendekatan yang sama. Menurutnya,<br />

                                                        “Kami perlu memikirkan tidak saja tentang diri kami tapi juga orang lain.”<br />

                                                        Kurnen, Harno dan Labit sebelumnya tidak terlibat dalam proyek<br />

                                                        ini, dan dorongan morallah yang menjadi motivasi utama mereka.<br />

                                                        Sebagian anggota masyarakat mungkin tidak begitu peduli untuk<br />

                                                        mengambil tindakan, atau terlalu sibuk dengan urusan pribadi mereka<br />

                                                        masing-masing, setiap hari berjuang untuk kepentingan yang terkait<br />

                                                        dengan masalah-masalah masyarakat yang lebih luas. Labit mengatakan,<br />

                                                        “Mencari warga masyarakat yang peduli tidaklah mudah … Sebagian orang di<br />

                                                        KSM-KSM benar-benar tidak peduli … Untuk pergi langsung ke masyarakat<br />

                                                        bawah dan melibatkan masyarakat adalah sangat sulit karena mereka tidak<br />

                                                        memiliki kepentingan.” Fasilitator atau anggota masyarakat yang aktif<br />

                                                        hanya dapat mendistribusikan pamflet, mengadakan rapat-rapat dan<br />

                                                        menyebarkan informasi. Setelah hal itu dilakukan, terserah anggota<br />

                                                        masyarakat masing-masing untuk memilih peran apa yang ingin mereka<br />

                                                        mainkan dalam menyelesaikan kasus ini, berdasarkan pada kepentingan<br />

                                                        pribadi mereka atau investasi mereka dalam masyarakat yang lebih luas.<br />

                                                        Namun secara umum, para anggota masyarakat akan merasa lebih<br />

                                                        senang untuk menyerahkan perjuangan politik kepada mereka yang<br />

                                                        lebih berpengalaman. Pak Komedi mengatakan, “Kami beruntung karena<br />

                                                        di tengah-tengah masyarakat, kami dapat menemukan beberapa orang yang dapat<br />

                                                        berurusan langsung dengan BKM.”<br />

                                                        Alasan utama<br />

                                                        Tidak penting apakah alasan anggota masyarakat bertindak didasari<br />

                                                        oleh moralitas murni atau ekonomi murni, atau kombinasi keduanya,<br />

                                                        176

                                                    

                                                    Skandal di Pinggir Kota. <strong>Keadilan</strong> di Kota<br />

                                                        karena termasuk dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberi pilihan<br />

                                                        bagi mereka. Mensosialisasikan peran warga yang aktif membutuhkan<br />

                                                        waktu yang lama. Kurnen, Labit dan Harno kini mungkin lebih dapat<br />

                                                        memahami kasus ini daripada sebagian besar masyarakat karena<br />

                                                        sejarah pribadi mereka sendiri. Namun pelajaran utama yang dapat<br />

                                                        diambil dari kasus ini adalah bahwa anggota masyarakat<br />

                                                        membutuhkan akses ke informasi tentang masalah-masalah<br />

                                                        pemerintahan yang terkait dengan mereka. Mereka memiliki hak<br />

                                                        untuk memberi nasehat tentang cara-cara dimana mereka dapat<br />

                                                        menyelesaikan masalah dan memilih peran apa yang dapat mereka<br />

                                                        lakukan sebagai individu dalam proses penyelesaian masalah.<br />

                                                        Analisis Komparatif<br />

                                                        Penyelesaian yang sangat berhasil dicapai di Bintoro karena adanya<br />

                                                        usaha Yanto dan Labit untuk mensosialisasikan proses P2KP<br />

                                                        kepada anggota masyarakat yang memiliki kemauan menyelesaikan<br />

                                                        kasus ini. Rowosari jelas tidak memiliki keuntungan dari fasilitator<br />

                                                        aktif seperti Yanto. Di samping itu, dinamika kekuasaan yang tidak<br />

                                                        seimbang dari desa tersebut tidak kondusif untuk memunculkan<br />

                                                        masyarakat dengan warga aktif yang mau menyelesaikan kasus<br />

                                                        tersebut secara informal. Solusi hukum adalah satu-satunya cara<br />

                                                        yang dapat menyelesaikan kasus tersebut, dan masyarakat tidak<br />

                                                        memperoleh dukungan untuk menggunakan jalur ini.<br />

                                                        Geografi adalah faktor yang sangat penting. Rowosari adalah daerah<br />

                                                        semi pedesaan, terisolir dan terbentang luas. Tidak seperti Bintoro<br />

                                                        yang merupakan daerah perkotaan dimana daerah ini dekat dengan<br />
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                                                        BAPPEDA, polisi, dan media massa sehingga Tim 9 memperoleh<br />

                                                        elemen kontrol atas proses ini dan keyakinan untuk meminta<br />

                                                        bantuan, serta akses ke lembaga-lembaga mediasi yang tidak dimiliki<br />

                                                        Rowosari. Jarak antara masyarakat, polisi, media, unit pengelola<br />

                                                        keuangan, LSM dan kantor BKM membutuhkan biaya transportasi<br />

                                                        yang mahal, waktu yang lama dan pemahaman tentang apa yang<br />

                                                        dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga ini untuk mendukung<br />

                                                        tercapainya penyelesaian. Kurangnya rasa ikut memiliki proyek<br />

                                                        P2KP mencegah warga desa atau kelompok warga desa untuk<br />

                                                        mengupayakan proses yang lama tersebut.<br />

                                                        Oleh karena itu, cara penyelesaian masalah di dua lokasi ini sangat<br />

                                                        berbeda. Di Rowosari, masyarakat hidup di bawah rasa takut<br />

                                                        terhadap preman, sehingga fasilitator mengalami kesulitan untuk<br />

                                                        memobilisir masyarakat. Personil polisi dan pegawai pemerintah<br />

                                                        tidak melakukan apa-apa, mungkin karena adanya penyuapan dari<br />

                                                        para pengurus lama. Mereka tidak menghadapi tekanan masyarakat<br />

                                                        untuk merubah cara-cara mereka karena masyarakat terpaku oleh<br />

                                                        rasa takut dan ketidakpedulian.<br />

                                                        Di Bintoro, para anggota masyarakat dilibatkan, dimulai dari<br />

                                                        penyebaran informasi tentang masalah tersebut yang dilakukan oleh<br />

                                                        Labit melalui selebaran. Dengan adanya informasi ini, mereka dapat<br />

                                                        memilih peran apa yang dapat mereka lakukan dalam proses ini –<br />

                                                        apakah menyelesaikan kasus ini secara aktif sebagai anggota tim 9<br />

                                                        atau membiarkan orang lain mengatasi masalah ini, sebagai anggota<br />

                                                        KSM. Lingkungan kondusif di Bintoro – dimana akses ke lembagalembaga<br />

                                                        mediasi dan informasi tentang kasus ini sudah diperoleh<br />

                                                        berkat bantuan Labit – sehingga memungkinkan anggota masyarakat<br />

                                                        yang lebih aktif untuk bergabung dan mengembangkan strategi yang<br />
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                                                        impresif untuk memperoleh kembali dana tersebut. Sebagai strategi<br />

                                                        yang informal dan di luar pengadilan, strategi ini memungkinkan<br />

                                                        mereka memperoleh kontrol penuh atas proses yang berhasil dengan<br />

                                                        bantuan seorang fasilitator yang baik. Ada banyak hal yang dapat<br />

                                                        kita pelajari dari pengalaman Bintoro.<br />

                                                        Rekomendasi<br />

                                                        Tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme P2KP<br />

                                                        untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam proyek ini, ada tiga<br />

                                                        observasi yang dapat dilakukan:<br />

                                                         Seorang fasilitator proyek yang aktif jelas merupakan aset<br />

                                                        bagi anggota masyarakat untuk mensosialisasikan proyek dan<br />

                                                        membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah terkait seperti<br />

                                                        korupsi. Dikarenakan tidak semua fasilitator dapat diharapkan<br />

                                                        memiliki kemampuan yang sama seperti Yanto, maka banyak<br />

                                                        pelajaran yang dapat diambil dari strategi penyelesaian yang<br />

                                                        diterapkan di Demak. Para fasilitator proyek membutuhkan<br />

                                                        pelatihan tentang cara menghasilkan reformis lokal dan<br />

                                                        membangun jaringan di antara mereka. Dalam melakukan hal<br />

                                                        ini, fasilitator dapat memberdayakan dan memfasilitasi upayaupaya<br />

                                                        masyarakat untuk memecahkan masalah sendiri dan<br />

                                                        memperoleh kepemilikan proyek. Di samping itu, memberi<br />

                                                        tekanan pada manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang dari<br />

                                                        suatu proyek ke spektrum anggota masyarakat yang lebih luas<br />
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                                                        dapat membantu mengumpulkan dukungan apabila kasus-kasus<br />

                                                        korupsi hendak diselesaikan di masa mendatang.<br />

                                                         Di samping itu, Unit Penanganan Masalah (Handling<br />

                                                        Complaint Unit = HCU) yang lebih kuat diperlukan untuk<br />

                                                        mengelola kasus-kasus korupsi dan memecahkan masalah. Hal<br />

                                                        ini sangat penting terutama di daerah-daerah yang mungkin tidak<br />

                                                        memiliki fasilitator yang kuat, atau bila fasilitator itu sendiri<br />

                                                        terlibat dalam korupsi. Setidak-tidaknya unit ini dapat<br />

                                                        menyediakan tempat dimana anggota masyarakat dapat menyampaikan<br />

                                                        keluhan-keluhan mereka. Pada saat ini, tampaknya<br />

                                                        HCU yang didirikan baru-baru ini oleh P2KP di tingkat nasional<br />

                                                        hanya memiliki tanggung jawab untuk mencatat masalah yang<br />

                                                        ada. Baru-baru ini, PPK telah mendirikan HCU-nya tidak hanya<br />

                                                        untuk mencatat, tapi juga memantau kasus dan membantu<br />

                                                        masyarakat secara aktif. Studi kasus Justice for the Poor Project di<br />

                                                        Lampung misalnya mencatat cara HCU PPK setelah menerima<br />

                                                        keluhan, mengundang seorang pengacara yang sangat efektif<br />

                                                        untuk membantu masyarakat. Seperti Yanto, pengacara ini<br />

                                                        menciptakan suatu jaringan pencari keadilan untuk mendorong<br />

                                                        terciptanya penyelesaian kasus tersebut. Di samping itu, PPK<br />

                                                        baru-baru ini juga telah mendirikan beberapa HCU di tingkat<br />

                                                        regional untuk meningkatkan akses masyarakat.<br />

                                                         Tim pengelola daerah tidak merasa memiliki wewenang untuk<br />

                                                        menekan polisi dan jaksa agar mengambil tindakan. Memantau<br />

                                                        proses hukum adalah komponen yang penting dari reformasi<br />

                                                        hukum di tingkat lokal. Dalam struktur pemantauan P2KP,<br />

                                                        kesadaran hukum yang lebih besar sangat diperlukan.<br />

                                                        Mungkin ada suatu kebutuhan akan pelatihan hukum untuk unit-<br />
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                                                        unit pengelola daerah, tapi setidak-tidaknya, harus ada seseorang<br />

                                                        dalam struktur P2KP di tingkat nasional yang telah mengikuti<br />

                                                        pelatihan hukum dan memiliki pengalaman yang dapat membantu<br />

                                                        kontrol masyarakat atas aparat penegak hukum.<br />

                                                        Observasi-observasi lain mengacu secara lebih luas pada pemberian<br />

                                                        fasilitas penyelesaian perselisihan dan akses ke pengadilan di daerahdaerah<br />

                                                        pedesaan/perkotaan:<br />

                                                         Di daerah pedesaan atau semi perkotaan seperti Rowosari,<br />

                                                        badan mediasi seperti HCU atau Bantuan Hukum jelas<br />

                                                        diperlukan untuk memfasilitasi warga desa yang berurusan<br />

                                                        dengan proses hukum dan memberitahukan masyarakat tentang<br />

                                                        jalur-jalur tindakan yang ada. Di sini, akses ke lembaga-lembaga<br />

                                                        mediasi kurang; di samping menyediakan advokasi hukum, HCU<br />

                                                        atau lembaga bantuan hukum harus melakukan upaya untuk<br />

                                                        mengunjungi masyarakat dan berbicara dengan mereka dan<br />

                                                        memberi penjelasan bahwa mereka ada di sana dan bersedia<br />

                                                        membantu masyarakat menyelesaikan perselisihan-perselisihan<br />

                                                        yang ada.<br />

                                                         Di daerah perkotaan seperti Bintoro, beberapa pelaku<br />

                                                        berwawasan reformasi kemungkinan besar sudah ada dan mereka<br />

                                                        memiliki akses ke lembaga-lembaga mediasi yang ingin<br />

                                                        menyumbangkan waktu untuk membantu masyarakat<br />

                                                        menyelesaikan perselisihan yang ada. Pelatihan paralegal untuk<br />

                                                        masyarakat ini sangat penting agar mereka dapat mulai atau<br />

                                                        meneruskan upaya mereka mencari sendiri solusi atas<br />

                                                        permasalahan mereka dan membantu orang lain melakukannya.<br />

                                                        Dikarenakan mereka telah memiliki akses yang lebih mudah ke<br />
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                                                        lembaga-lembaga pemerintah, polisi dan kejaksaan, maka apa<br />

                                                        yang perlu dilakukan adalah mengarahkan mereka. Apa yang<br />

                                                        dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga ini? Dan apa keterbatasan<br />

                                                        mereka? Ini mencakup pengetahuan misalnya tentang kapan<br />

                                                        waktu yang tepat untuk menyelesaikan suatu kasus secara<br />

                                                        lengkap dan informal (dalam kelurahan itu sendiri), secara<br />

                                                        informal melalui lembaga-lembaga luar, dan melalui proses<br />

                                                        hukum.<br />

                                                        Kesimpulan<br />

                                                        “Menurut teori, hukum sangat jelas, namun hukum Indonesia adalah<br />

                                                        omong kosong, kecuali ada kemauan baik, maka tidak akan ada<br />

                                                        perubahan apapun di lapangan. Jika kami, sebagai warga desa, mencoba<br />

                                                        menyelesaikan masalah, maka masalah akan menjadi berantakan. Jika<br />

                                                        saya mengundang sekelompok masyarakat untuk melakukan protes di<br />

                                                        kecamatan, maka saya akan dianggap sebagai provokator dan ditahan<br />

                                                        oleh polisi, walaupun pada kenyataannya masyarakat memiliki maksud<br />

                                                        baik.”<br />

                                                        -- Suroso, anggota BKM, Rowosari<br />

                                                        “Di masa mendatang, bila kami melakukan sesuatu yang bermanfaat<br />

                                                        bagi masyarakat, maka saya yakin kami akan menang.”<br />

                                                        -- Yanto, fasilitator, Bintoro<br />
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                                                        Kedua pernyataan ini menunjukkan dua persepsi yang sangat<br />

                                                        berbeda tentang kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan<br />

                                                        masalah. Pernyataan pertama penuh putus asa – dimana orang<br />

                                                        kecil (penduduk desa) tidak memiliki kekuatan untuk<br />

                                                        memperjuangkan hak-hak mereka. Sedangkan pernyataan<br />

                                                        kedua penuh dengan harapan – dimana bila masyarakat<br />

                                                        memperjuangkan hak-hak mereka, maka mereka akan selalu<br />

                                                        berhasil. Kedua pernyataan ini didasari pada pengalaman seperti<br />

                                                        yang diuraikan dalam studi kasus ini. Dengan menciptakan<br />

                                                        lingkungan yang kondusif untuk mencapai penyelesaian yang<br />

                                                        dipelopori masyarakat, maka preseden-preseden seperti dalam<br />

                                                        kasus Bintoro diharapkan dapat terjadi dan jurang di antara<br />

                                                        kedua persepsi ini dapat dijembatani.<br />
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                                                        Kala Pribumi Jadi Tamu<br />

                                                        di Tanahnya Sendiri<br />

                                                        Studi Kasus Konflik Tanah di Propinsi Lampung<br />

                                                        Pengantar<br />

                                                        Persoalan pokok dalam penguatan reformasi hukum di tingkat<br />

                                                        lokal adalah akses masyarakat –terutama kalangan miskin,<br />

                                                        dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga<br />

                                                        hukum formal maupun informal. Sebagaimana studi kasus lain<br />

                                                        yang dilakukan oleh Justice for the Poor, studi kasus sengketa<br />

                                                        tanah ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai<br />

                                                        apa yang terjadi ketika sekelompok masyarakat berusaha<br />

                                                        mendapatkan keadilan. Seperti juga studi kasus lain yang<br />

                                                        menyangkut korupsi di berbagai program bantuan Bank Dunia,<br />

                                                        kasus sengketa tanah juga melibatkan kepentingan komunal<br />

                                                        (desa, kampung atau suku). Namun lebih jauh dari korupsi,<br />

                                                        sengketa tanah biasanya disertai konflik kekerasan yang<br />
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                                                        biasanya terjadi karena pendekatan “keamanan” dari pihak<br />

                                                        pemerintah atau perusahaan. Selain itu kekerasan juga terjadi<br />

                                                        karena radikalisasi masyarakat agraris yang memandang tanah<br />

                                                        lebih dari sekedar alat produksi.<br />

                                                        Mengapa Lampung?<br />

                                                        Propinsi Lampung sejak tahun 60-an merupakan wilayah<br />

                                                        sasaran program transmigrasi yang ditandai dengan kedatangan<br />

                                                        penduduk dari Pulau Jawa dan Bali yang kemudian mendapat<br />

                                                        fasilitas berupa lahan pertanian dan perumahan. Menyusul<br />

                                                        pada era tahun 80-an kebijakan pusat untuk memprioritaskan<br />

                                                        pertumbuhan ekonomi berakibat maraknya perusahaan yang<br />

                                                        masuk ke propinsi Lampung dengan mendapat previlese<br />

                                                        mengenai lahan usaha. Kedua program pemerintah pusat<br />

                                                        tersebut, transmigrasi dan pertumbuhan ekonomi, tidak<br />

                                                        memberi tempat yang selayaknya bagi masyarakat pribumi<br />

                                                        penduduk asli wilayah ini. Akibatnya, muncullah beberapa<br />

                                                        kasus sengketa tanah, baik antar kelompok masyarakat, antar<br />

                                                        masyarakat dan perusahaan, maupun masyarakat dan<br />

                                                        pemerintah (Dinas Kehutanan). Meskipun secara statistik<br />

                                                        jumlah konflik tanah di Propinsi Lampung tidak terlalu besar 1 ,<br />

                                                        1<br />

                                                        Data dari Tim asistensi Gubernur memperlihatkan bahwa selama periode 2000–2002<br />

                                                        jumlah kasus tanah di propinsi Lampung sebanyak 333 kasus dimana 261 kasus telah<br />

                                                        diselesaikan dan sisa 72 kasus. Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Wilayah Badan<br />

                                                        Pertanahan Nasional Lampung, jumlah kasus tanah di Sumatera Utara atau DKI Jakarta,<br />

                                                        misalnya, jauh lebih banyak.<br />
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                                                        namun berbagai kasus sengketa tanah menyedot perhatian<br />

                                                        akibat adanya tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat<br />

                                                        pemerintah/militer maupun oleh kelompok masyarakat sendiri.<br />

                                                        Selama pemerintahan Orde Baru sengketa tanah tersebut jarang<br />

                                                        mencuat menjadi konflik yang luas karena pemerintah dan<br />

                                                        sektor dunia usaha kerap menggunakan aparat militer dan<br />

                                                        kepolisian untuk menekan masyarakat –yang seringkali<br />

                                                        memakai pendekatan kekerasan seperti penangkapan ilegal,<br />

                                                        pembakaran dan penjarahan rumah penduduk serta<br />

                                                        penggusuran penduduk di suatu wilayah. Setelah Orde Baru<br />

                                                        tumbang, konflik sosial yang bersumber dari persoalan sengketa<br />

                                                        tanah mulai bermunculan dalam skala luas. Sementara aparat<br />

                                                        pemerintah belum terbiasa dengan pendekatan penyelesaian<br />

                                                        sengketa selain pendekatan militer, radikalisasi di kalangan<br />

                                                        rakyat menguat dengan semakin intensnya pendidikan politik<br />

                                                        dan advokasi yang dilakukan oleh aktifis mahasiswa dan LSM<br />

                                                        setempat. Dalam situasi tersebut, muncullah inisiatif lokal<br />

                                                        berupa pembentukan “Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan<br />

                                                        di Propinsi Lampung” atau lebih dikenal dengan nama “Tim-<br />

                                                        13” yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan<br />

                                                        aparat pemerintah Propinsi Lampung. Selain itu, pendirian<br />

                                                        posko-posko “Mahasiswa dan Rakyat Bersatu” di wilayah titik<br />

                                                        konflik mendorong pemberdayaan hukum masyarakat dan<br />

                                                        mengenalkan strategi gerakan tanpa kekerasan.<br />

                                                        Dalam laporan studi kasus ini akan dipaparkan proses<br />

                                                        penyelesaian sengketa tanah yang menyangkut kepentingan<br />

                                                        187

                                                    

                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        sekelompok masyarakat pengolah atau penggarap lahan dari 3<br />

                                                        contoh kasus sengketa tanah di wilayah Kabupaten Lampung<br />

                                                        Selatan. Laporan ini akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:<br />

                                                        a. Contoh kasus tanah di Lampung. Pada bagian ini akan<br />

                                                        dipaparkan 3 contoh kasus tanah yaitu: Hanau Berak,<br />

                                                        Kubang Badak dan Sidodadi Asri. Ketiga sampel ini tidak<br />

                                                        merepresentasikan sebaran wilayah konflik (ketiganya<br />

                                                        berada di Kabupaten Lampung Selatan) namun lebih<br />

                                                        mewakili jenis aktor yang terlibat dalam konflik (warga<br />

                                                        masyarakat versus perusahan perseorangan, perusahaan<br />

                                                        negara dan Dinas Kehutanan);<br />

                                                        b. Inisiatif Mediasi & Advokasi untuk Konflik Tanah. Pada<br />

                                                        bagian ini akan dipaparkan mengenai sejarah dan peran dari<br />

                                                        2 inisiatif lokal dalam penyelesaian sengketa tanah yaitu<br />

                                                        Pembentukan Posko Reformasi (pendidikan hukum dan<br />

                                                        advokasi) serta Pembentukan Tim 13 (mediasi);<br />

                                                        c. Analisa & Kesimpulan. Bagian ini berisi pemaparan<br />

                                                        mengenai keterkaitan antara upaya penyelesaian konflik<br />

                                                        tanah dan dukungan inisiatif mediasi & advokasi.<br />
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                                                        Contoh Kasus Konflik Tanah di Lampung<br />

                                                        A. Dusun Hanau Berak, Kec. Padang Cermin, Lampung Selatan<br />

                                                        Sengketa antara Warga Dusun dan PT Masari Multi Fruity (MMF)<br />

                                                        Lahan perkebunan itu seperti cita-cita. Dan bila dirampas di depan<br />

                                                        mata, orang bisa kehilangan kesadarannya. Hal itulah yang terjadi<br />

                                                        pada seorang warga Hanau Berak, sebut saja namanya Hardi, yang<br />

                                                        mengalami depresi dan kemudian menjadi gila menyusul<br />

                                                        pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT MMF. Lahan yang sejak<br />

                                                        tahun 1980-an telah ditinggalkan oleh PT Cargo yang habis Hak<br />

                                                        Guna Usahanya itu dikelola oleh warga sekitar dengan menanami<br />

                                                        tanaman kebun, seperti kopi, cengkeh, pisang dan durian. Menjelang<br />

                                                        pembebasan lahan oleh PT MMF pada sekitar 1997, perkebunan<br />

                                                        warga sedang menjelang panen pertama. “Bunga kopi itu lagi bagusbagusnya<br />

                                                        menjelang panen. Harga saat itu pun tinggi sekitar 17 ribu<br />

                                                        perkilonya”, kenang salah seorang warga Hanau Berak.<br />

                                                        Pembebasan lahan oleh PT MMF memang sempat menimbulkan<br />

                                                        konflik dengan warga. Meskipun MMF, yang memperoleh surat ijin<br />

                                                        lokasi sejak Maret 1998, mengaku melakukan pembebasan lahan<br />

                                                        secara langsung tanpa perantara dan dengan harga pantas, namun<br />

                                                        warga mengaku bahwa perusahaan meminjam tangan aparat<br />

                                                        kepolisian dan kecamatan setempat untuk melakukan berbagai<br />

                                                        manipulasi dan intimidasi. Sebagaimana terungkap kemudian, proses<br />

                                                        pembayaran ganti rugi seringkali dengan memalsukan tanda tangan<br />

                                                        warga penggarap serta dengan harga yang sangat murah. Akibatnya,<br />

                                                        warga yang sedang bersiap menjelang panen pertama banyak yang<br />
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                                                        mengalami guncangan kejiwaan dan memendam benih kekerasan<br />

                                                        terhadap perusahaan.<br />

                                                        Dorongan warga untuk kembali ke lahan yang dulu dibebaskan<br />

                                                        secara paksa kembali muncul sejak akhir tahun 1999 menyusul<br />

                                                        ditelantarkannya lahan oleh PT MMF akibat gempuran krisis<br />

                                                        ekonomi yang melanda Indonesia. Hampir seratus warga kembali<br />

                                                        naik ke lahan perbukitan tersebut untuk mengolah kembali tanaman<br />

                                                        yang pernah mereka tanam dahulu. Sengketa antara perusahaan dan<br />

                                                        warga dalam skala kecil sesekali terjadi di beberapa tempat.<br />

                                                        Pendudukan Kembali Lahan oleh Warga Awal tahun 2000,<br />

                                                        salah seorang warga Hanau Berak yang merantau ke Pulau Jawa<br />

                                                        datang berkunjung ke desanya. Ia dikejutkan dengan kenyataan<br />

                                                        bahwa salah seorang anggota keluarganya menjadi gila akibat<br />

                                                        pembebasan lahan tersebut. Ia kemudian diminta oleh keluarga<br />

                                                        besarnya untuk kembali mengusut masalah pembebasan lahan<br />

                                                        tersebut. Awalnya, tanpa dukungan siapapun, ia berusaha<br />

                                                        menghubungi warga untuk menandatangani pernyataan bahwa telah<br />

                                                        terjadi manipulasi tanda tangan dan jumlah ganti rugi dalam<br />

                                                        pembebesan lahan sejak tahun 1997 tersebut. Meski sulit, beberapa<br />

                                                        bulan kemudian ia dapat mengumpulkan 80 tanda tangan warga<br />

                                                        pengelola lahan perkebunan.<br />

                                                        Ia kemudian mendapat informasi mengenai adanya pendidikan<br />

                                                        hukum dan <strong>org</strong>anisasi masyarakat oleh LBH Bandar Lampung di<br />

                                                        Posko Reformasi di lahan sengketa desa tetangga Kubang Badak.<br />

                                                        Setelah mengikuti pertemuan di Posko Kubang Badak beberapa<br />

                                                        kali, beberapa orang Hanau Berak berinisiatif untuk membentuk<br />

                                                        Posko serupa di lahan sengketa Hanau Berak. Posko yang<br />
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                                                        didampingi oleh relawan dari LBH tersebut menjadi tempat ke 80<br />

                                                        warga Hanau Berak untuk belajar mengenai advokasi dan<br />

                                                        <strong>org</strong>anisasi masyarakat. Hasilnya, pada tanggal 5 Februari 2002,<br />

                                                        menyusul demo warga terhadap PT MMF, warga menyatakan<br />

                                                        menduduki kembali (reclaiming) lahan tersebut. Sempat dilakukan<br />

                                                        negosiasi dengan perusahaan dengan kesepakatan bahwa<br />

                                                        perusahaan mengijinkan warga mengelola lahan yang belum digarap<br />

                                                        oleh perusahaan.<br />

                                                        Kesepakatan tersebut tidak berarti bahwa warga yang tergabung<br />

                                                        dalam Posko Reformasi dapat mengusahakan lahannya dengan<br />

                                                        tenang. Perusahaan sengaja merekrut warga non Posko untuk<br />

                                                        mengelola sebagian lahan perusahaan. Dalam situasi dimana batasbatas<br />

                                                        lahan yang tidak jelas, yang sering terjadi justru keributan<br />

                                                        antara warga Posko dan non Posko mengenai pokok tanaman dan<br />

                                                        hasil perkebunan. Dalam menghadapi situasi pecah belah tersebut,<br />

                                                        LBH dan warga Posko menegaskan komitmen mereka untuk tidak<br />

                                                        menggunakan cara-cara kekerasan terhadap perusahaan atau warga<br />

                                                        non Posko.<br />

                                                        Selain itu, warga Posko masih sering mendapat intimidasi dari aparat<br />

                                                        kepolisian dan kecamatan setempat. Tidak jarang mereka dijuluki<br />

                                                        sebagai “Warga PKI” (cap buruk mengingat sejarah hitam Partai<br />

                                                        Komunis di Indonesia). Intimidasi tersebut memuncak pada sore<br />

                                                        hari tanggal 12 Mei 2002 berapa orang berseragam polisi<br />

                                                        menggrebek Posko tempat warga biasa berkumpul. Beberapa tokoh<br />

                                                        posko langsung ditangkap dan digiring ke kantor polisi. Alasan polisi<br />

                                                        melakukan hal tersebut karena ada dugaan warga posko melakukan<br />

                                                        pencurian terhadap peralatan milik perusahaan. Tindakan tersebut<br />
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                                                        berhasil membuat warga pokso kocar-kacir dan tidak berani<br />

                                                        menghadiri pertemuan di Posko reformasi selama beberapa minggu.<br />

                                                        Belakangan baru diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut ternyata<br />

                                                        warga non Posko. Meski demikian, tudingan sebagai “PKI” dan<br />

                                                        tuduhan pelanggaran hukum karena “menyerobot lahan” masih<br />

                                                        gencar dialamatkan pada warga Posko.<br />

                                                        Proses Penyelesaian Lewat Mediasi Tim 13. Setelah beberapa<br />

                                                        kali proses negosiasi dengan pihak perusahaan tak kunjung<br />

                                                        berhasil –bahkan berakibat semakin tingginya intimidasi terhadap<br />

                                                        warga, maka atas inisiatif warga kasus ini diserahkan kepada<br />

                                                        Tim 13 untuk menjadi mediator antara warga dan PT MMF.<br />

                                                        Kasus Hanau Berak ini pertama kali dibahas di Tim 13 pada<br />

                                                        bulan Juni 2002. Setelah melewati beberapa kali pertemuan dan<br />

                                                        negosiasi yang difasilitasi oleh Tim 13, akhirnya pada<br />

                                                        perundingan tanggal 27 Februari 2003, setelah menegaskan<br />

                                                        bahwa pihaknya telah mendapat Hak Guna Usaha dari Pemda<br />

                                                        Lampung Selatan, perusahaan menawarkan kerjasama model<br />

                                                        kemitraan kepada warga posko untuk menggarap lahan tersebut.<br />

                                                        Tim 13 meminta tawaran ini disosialisasikan kepada warga Hanau<br />

                                                        Berak dan merekomendasikan agar warga bersedia menerima<br />

                                                        tawaran tersebut mengingat status pengelolaan lahan oleh warga<br />

                                                        memang sangat lemah secara hukum.<br />

                                                        Sampai saat ini masih berlangsung proses negosiasi antara warga<br />

                                                        dan PT MMF mengenai skema kemitraan tersebut dengan<br />

                                                        pengawasan dari Tim 13. Namun jelas terlihat sampai hari ini tidak<br />

                                                        terjadi letupan aksi kekerasan, baik yang diprovokasi oleh pihak<br />

                                                        perusahaan maupun akibat radikalisasi warga penggarap lahan.<br />
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                                                        B. Dusun Kubang Badak, Kec. Padang Cermin, Lampung Selatan<br />

                                                        Sengketa antara Warga Masyarakat dengan Dinas Kehutanan<br />

                                                        Monumen kekerasan itu masih dapat disaksikan hingga hari ini:<br />

                                                        penggalan tiang kayu yang menghitam karena hangus terbakar. Hari<br />

                                                        itu pada pertengahan April 1998 dilaksanakan “Operasi Senyum”<br />

                                                        oleh Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dengan tujuan<br />

                                                        mengembalikan fungsi lahan di register 19 menjadi wilayah hutan<br />

                                                        lindung dengan melakukan pembersihan pemukiman warga yang<br />

                                                        menempati lahan tersebut. Entah apa alasan penamaan operasi<br />

                                                        “senyum” tersebut, karena pada kenyataannya tidak seorangpun<br />

                                                        aparat Polisi penjaga hutan (Jagawana) dan aparat militer yang<br />

                                                        melaksanakan operasi itu sempat tersenyum. Yang terjadi justru<br />

                                                        kedatangan mereka secara mendadak meminta warga angkat kaki<br />

                                                        meninggalkan wilayah tersebut. Tidak ada negosiasi.<br />

                                                        Pengusiran tersebut bahkan diikuti dengan tindakan pembakaran<br />

                                                        rumah tinggal penduduk (hanya tempat ibadat sederhana yang<br />

                                                        berhasil selamat dari pembakaran). Sementara warga segera lari<br />

                                                        mengungsi ke rumah-rumah penduduk sekitarnya –bahkan sebagian<br />

                                                        terpaksa bermalam di dalam hutan. <strong>Tak</strong> lupa aparat “mengamankan”<br />

                                                        3 orang anggota masyarakat yang salah satunya adalah kepala dusun<br />

                                                        Kubang Badak.<br />

                                                        Sengketa tanah di lahan yang termasuk Register 19 Dinas Kehutanan<br />

                                                        tersebut telah berumur panjang. Berawal dari datangnya sekelompok<br />

                                                        warga yang berasal dari wilayah Barat Pulau Jawa sejak tahun 1956<br />

                                                        yang segera membangun pemukiman dan pertanian di lokasi tersebut.<br />

                                                        Melihat pengelolaan lahan secara baik oleh warga pendatang<br />
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                                                        tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung mengeluarkan<br />

                                                        Surat Ijin Usaha Pertanian kepada warga Kubang Badak tertanggal<br />

                                                        31 Desember 1964 dengan catatan, “Bila warga dapat memenuhi semua<br />

                                                        ketentuan, maka dalam waktu singkat mereka akan diberi Hak Milik atas<br />

                                                        tanah yang telah mereka kelola selama ini.”<br />

                                                        Meskipun janji pemberian Hak Milik tidak pernah dipenuhi, namun<br />

                                                        surat tersebut telah menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah Lampung<br />

                                                        Selatan untuk mengakui secara de facto keberadaan dusun Kubang<br />

                                                        Badak sebagai dusun ke-10 dari desa Padang Cermin di Lampung<br />

                                                        Selatan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya surat Kartu Tanda<br />

                                                        Penduduk (KTP) bagi warga yang beralamat di Kubang Badak yang<br />

                                                        diikuti dengan kewajiban membayar pajak atas tanah dan bangunan<br />

                                                        yang mereka miliki. Indikasi lain pengakuan pemerintah daerah atas<br />

                                                        dusun ini ditandai pula dengan pendirian Pos Pemilihan Umum setiap<br />

                                                        5 tahun sekali.<br />

                                                        Namun sikap Pemerintah Daerah tetap ambigu. Sejak tahun 1982<br />

                                                        Pemda terus melakukan upaya pengosongan atas lahan Kubang<br />

                                                        Badak. Pada awalnya, warga atas kemauan sendiri mengajukan diri<br />

                                                        untuk mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan. Namun<br />

                                                        jawaban yang diperoleh perwakilan warga dari kantor transmigrasi<br />

                                                        malah membingungkan karena menurut mereka Kubang Badak tidak<br />

                                                        termasuk lokasi target untuk ditransmigrasikan. Hal ini ditegaskan<br />

                                                        pula oleh Pemda yang menyatakan bahwa wilayah Kubang Badak<br />

                                                        masih bisa dijadikan wilayah pemukiman. Akhirnya, insiatif warga<br />

                                                        untuk melakukan transmigrasi itu gagal.<br />

                                                        Pada tahun 1986 kepanikan warga kembali terjadi. Pasalnya Bupati<br />

                                                        Lampung Selatan mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 25<br />
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                                                        September yang memerintahkan pengosongan seluruh wilayah<br />

                                                        Register 19, termasuk dusun Kubang Badak. Perwakilan warga<br />

                                                        segera meminta keterangan dari pihak kecamatan yang dijawab<br />

                                                        bahwa status Kubang Badak tetap aman dan masyarakat tidak perlu<br />

                                                        khawatir akan dipindahkan.<br />

                                                        Tahun 1991 permasalahan kembali muncul setelah dusun tetangga<br />

                                                        mereka, Way Kutu, mengalami pengusiran oleh Dinas Kehutanan<br />

                                                        Propinsi. Kali ini warga kembali mengajukan usul ikut transmigrasi<br />

                                                        ke wilayah lain di propinsi Lampung. Usulan itu kembali ditolak<br />

                                                        dengan jawaban yang sama dengan jawaban sebelumnya yaitu status<br />

                                                        Kubang Badak aman. Rupanya “status aman” itu berakhir dengan<br />

                                                        aksi kekerasan Operasi Senyum pada April 1998 tersebut.<br />

                                                        Lewat media massa pihak Dinas Kehutanan mengelak bahwa telah<br />

                                                        terjadi kekerasan dalam operasi tersebut, “Tidak mungkin ada<br />

                                                        kekerasan. Ini kan operasi senyum dan saya akan tindak setiap petugas<br />

                                                        yang melakukan kekerasan,” ujar Kepala Dinas Kehutanan. Setelah<br />

                                                        lewat satu malam, ketiga warga yang diamankan aparat tersebut<br />

                                                        belum kembali, pihak keluarga mulai melakukan pencarian dan<br />

                                                        menanyakan status 3 orang tersebut ke Polsek setempat. Karena<br />

                                                        tidak dapat ditemui, anggota keluarga segera meminta bantuan LBH<br />

                                                        untuk mengusut keberadaan 3 orang tersebut. Beberapa jam setelah<br />

                                                        warga menandatangani surat kuasa kepada LBH, pihak Polda segera<br />

                                                        mengeluarkan surat penangkapan atas 3 warga Kubang Badak yang<br />

                                                        langsung diantar ke kantor LBH.<br />

                                                        Proses Hukum atas 3 Warga Kubang Badak. Ketiga warga<br />

                                                        tersebut ternyata dikenakan tuduhan pasal 6 dan pasal 18 Peraturan<br />

                                                        Pemerintah No. 28/1985 mengenai Perlindungan Hutan. Ketika<br />
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                                                        kasus mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Lampung Selatan,<br />

                                                        LBH sebagai kuasa hukum segera mengajukan permintaan<br />

                                                        praperadilan karena proses penangkapan mereka telah melanggar<br />

                                                        hukum acara pidana. Permintaan tersebut ditolak oleh Majelis<br />

                                                        Hakim.<br />

                                                        Menurut keterangan salah seorang tersangka, proses persidangan<br />

                                                        yang mulai berlangsung sejak Mei 1998 itu berjalan setengah hati.<br />

                                                        Kadang sidang hanya berlangsung 10 menit yang hanya diisi dengan<br />

                                                        gurauan majelis hakim dan jaksa. “Saya sering ditanya Pak Hakim<br />

                                                        tapi dibentak-bentak,” ujar warga yang menjadi tersangka. Selama<br />

                                                        masa persidangan (3 bulan) itu para tersangka berada di tahanan.<br />

                                                        Akhirnya keputusan dijatuhkan bahwa ketiga orang itu dinyatakan<br />

                                                        bersalah dan dijatuhi pidana penjara 3 bulan dipotong masa tahanan.<br />

                                                        Pembentukan Posko Reformasi Mahasiswa dan Rakyat<br />

                                                        Bersatu. Hubungan antara LBH dan warga Kubang Badak mulai<br />

                                                        terbangun. Sesuai dengan strategi bantuan hukum LBH saat itu<br />

                                                        dimana pendampingan dan advokasi diutamakan dibanding<br />

                                                        pendampingan di peradilan, maka relawan LBH dan beberapa<br />

                                                        relawan aktifis mahasiswa mulai melakukan pendidikan hukum dan<br />

                                                        advokasi untuk warga masyarakat. Tujuan pendampingan tersebut<br />

                                                        adalah agar bila suatu saat warga masyarakat kembali mengalami<br />

                                                        masalah hukum mereka dapat melakukan advokasi dan membangun<br />

                                                        jaringan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.<br />

                                                        Meskipun tidak secara teratur, namun frekuensi diskusi antara<br />

                                                        relawan dan warga cukup intens. Bahkan, demi untuk membangun<br />

                                                        kepercayaan warga serta agar dapat memahami irama kehidupan<br />

                                                        warga, para relawan menyediakan diri untuk tinggal selama 5 hari<br />
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                                                        berturut-turut tiap minggunya. Sebagai Posko yang telah didirikan<br />

                                                        paling awal, Posko Kubang Badak kemudian ikut mendorong<br />

                                                        pembentukan Dewan Rakyat Lampung serta Tim Penyelesaian<br />

                                                        Sengketa Tanah (tim 13) pada Agustus 1998.<br />

                                                        Mediasi Tim 13. Lewat berbagai tekanan dan aksi demonstrasi<br />

                                                        oleh warga posko, akhirnya pada akhir Agustus 1998 Dinas<br />

                                                        Kehutanan Propinsi mengeluarkan surat edaran yang berisi ijin<br />

                                                        kepada warga untuk kembali menempati lokasi dusun seperti semula.<br />

                                                        Namun, belajar dari pengalaman, warga merasa bahwa pernyataan<br />

                                                        itu belum cukup kuat. Karena itu sejak bulan Oktober 2001 kembali<br />

                                                        warga meminta Tim 13 untuk memediasi sengketa tersebut dan<br />

                                                        mendorong Gubernur mengeluarkan ketentuan yang lebih kuat<br />

                                                        mengenai status lahan dusun Kubang Badak.<br />

                                                        Proses penyelesaian oleh Tim 13 melibatkan berbagai instansi<br />

                                                        pemerintah (Kecamatan, BPN Lampung Selatan, Dinas Kehutanan<br />

                                                        TK Propinsi dan Kabupaten) serta warga masyarakat untuk<br />

                                                        didengarkan keterangannya. Melalui beberapa perundingan<br />

                                                        disepakati bahwa lahan Kubang Badak memang berada di dalam<br />

                                                        lahan Register 19. Solusi yang paling baik untuk semua pihak adalah<br />

                                                        dengan memasukkan Kubang Badak sebagai wilayah Hutan<br />

                                                        Kemasyarakatan (HKM) sebagaimana beberapa dusun lain di<br />

                                                        wilayah tersebut. Sementara itu, tindak kekerasan kepada warga<br />

                                                        yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan aparat militer diakui.<br />

                                                        Disepakati adanya kompensasi atas aksi kekerasan tersebut dalam<br />

                                                        bentuk bantuan pembangunan masyarakat (community development)<br />

                                                        yaitu pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan sarana<br />

                                                        pendidikan. Sayangnya, hingga akhir tahun 2002, tidak semua<br />

                                                        masyarakat mendapat informasi mengenai model HKM serta belum<br />
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                                                        ada satu pun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibangun sebagai<br />

                                                        langkah kompensasi atas kekerasan yang pernah terjadi.<br />

                                                        C. Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan<br />

                                                        Sengketa antara warga Kulon Rowo dan Perusahaan<br />

                                                        Perkebunan Negara (PTPN VII)<br />

                                                        Saat ini rakyat yang sama masih harus bersitegang dengan<br />

                                                        pemerintahnya sendiri untuk mempertahankan haknya atas tanah.<br />

                                                        Itulah yang terjadi pada warga masyarakat yang menempati dusun<br />

                                                        Kulon Rowo yang merupakan bagian dari Desa Sidodadi Asri di<br />

                                                        Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.<br />

                                                        Berdasarkan keterangan para pelaku sejarah, lahan seluas 453 Ha<br />

                                                        yang sebelumnya adalah rawa itu mulai ditempati dan dikelola oleh<br />

                                                        para pekerja perkebunan PK Bergen atas ijin dari Mr Kelud, pimpinan<br />

                                                        Nederlandsche Plantage Matschapij, tahun 1939. Sejak itu, warga mulai<br />

                                                        membangun perumahan dan lahan pertanian. Mulai tahun 1967 warga<br />

                                                        Kulon Rowo telah membayar Pajak Iuran Pembangunan Daerah atas<br />

                                                        lahan yang mereka miliki. Pembayaran Ipeda itu kemudian dikuatkan<br />

                                                        dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak.<br />

                                                        Tahun-tahun berikutnya status lahan sebagai hunian milik warga<br />

                                                        semakin menguat. Pada tahun 1977, susukan Kulon Rowo<br />

                                                        ditetapkan menjadi Desa mandiri dengan nama Sidodadi Asri yang<br />

                                                        peresmiannya langsung dipimpin oleh Bupati Lampung Selatan pada<br />

                                                        masa itu. Beberapa bulan kemudian menyusul dilakukannya<br />

                                                        pengukuran tanah oleh pihak Agraria Lampung Selatan untuk<br />

                                                        pembuatan sertifikat hak milik sesuai dengan Program Pertanahan<br />
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                                                        Nasional (Pronas). Proses pembuatan sertifikat tersebut memang<br />

                                                        terhenti tanpa adanya penjelasan. Namun beberapa warga yang<br />

                                                        berinisiatif melanjutkan pengurusan sertifikat hak milik atas lahan<br />

                                                        tersebut berhasil mendapatkan sertifikat hak milik.<br />

                                                        Sengketa antara masyarakat dan PTPN VII dimulai sejak tahun 1979.<br />

                                                        Ketika itu PTP mulai meminta warga meninggalkan lokasi tersebut<br />

                                                        dengan alasan bahwa lahan tersebut merupakan konsesi dari Belanda<br />

                                                        yang diserahkan pada perkebunan. Klaim perusahaan itu dikuatkan<br />

                                                        pula oleh Bupati dengan mengeluarkan Surat Ketetapan tertanggal<br />

                                                        20 September 1980 yang berisi perintah kepada warga untuk<br />

                                                        melakukan pengosongan atas lahan tersebut. Mulailah berbagai<br />

                                                        tindakan intimidasi oleh pihak PTP diarahkan kepada warga<br />

                                                        Sidodadi Asri dengan menggunakan aparat keamanan setempat.<br />

                                                        Pengusiran besar-besaran yang memunculkan konflik kekerasan<br />

                                                        terjadi sekitar bulan Mei 1981 dimana terjadi pembakaran terhadap<br />

                                                        rumah dan lahan pertanian warga. Pada saat itu 13 kepala keluarga<br />

                                                        yang melawan ditangkap tanpa prosedur penahanan yang benar.<br />

                                                        Bahkan penahanan itu dilakukan bukan oleh pihak Kepolisian<br />

                                                        melainkan oleh pihak Polisi Militer (PM) –yang tidak memiliki hak<br />

                                                        untuk melakukan penahanan terhadap warga sipil, dengan surat<br />

                                                        penangkapan tertanggal 25 mei 1981. Warga yang lain berlarian<br />

                                                        menyelamatkan diri dan keluarganya. Mereka terpaksa hidup<br />

                                                        berpindah bahkan sampai ke wilayah Sumatera Utara. Penahanan<br />

                                                        tanpa melalui proses hukum itu berakhir 2 bulan kemudian namun<br />

                                                        dengan ketentuan bahwa ke 13 kepala keluarga tersebut wajib lapor<br />

                                                        diri sekali setiap minggu. Selesai melakukan pengosongan areal<br />

                                                        tersebut, Tim yang ditugaskan oleh Pemda Lampung Selatan<br />

                                                        membuat berita acara pengosongan lahan tertanggal 17 Juli 1981.<br />
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                                                        Setelah 16 tahun, kekerasan itu kembali terjadi. Meskipun telah<br />

                                                        16 tahun berlalu, namun kekerasan itu masih membekas di benak<br />

                                                        warga Sidodadi Asri yang tersebar di perantauan. Luka itu diwariskan<br />

                                                        oleh orangtua mereka kepada generasi ke dua yang sesekali bertemu<br />

                                                        dan bertukar cerita sesaat pulang ke lahan sengketa tersebut.<br />

                                                        Generasi kedua inilah yang kemudian berinisiatif untuk kembali<br />

                                                        melakukan perlawanan. Seiring dengan maraknya era reformasi<br />

                                                        menyusul kejatuhan Soeharto tahun 1998, beberapa orang kembali<br />

                                                        berkumpul di Sidodadi dan menawarkan perundingan dengan pihak<br />

                                                        PTPN VII unit Bergen untuk mendapatkan kembali lahan mereka.<br />

                                                        Namun tawaran beruding itu selalu ditanggapi oleh pihak PTPN<br />

                                                        dengan ancaman bahwa mereka akan menggunakan jalur hukum<br />

                                                        bila warga kembali mempersoalkan lahan tersebut. Karena itulah<br />

                                                        warga mulai berfikir untuk mencari bantuan hukum.<br />

                                                        Ditengah berbagai tekanan tersebut akhirnya sekelompok warga dari<br />

                                                        perantaun tersebut mengambil sikap untuk menduduki kembali lahan<br />

                                                        pemukiman dan perkebunan keluarga mereka dahulu dengan cara<br />

                                                        paksa. Bahkan tanaman kelapa sawit milik PTPN ditebang dan<br />

                                                        dibakar oleh warga. Konflik kekerasan pun tidak dapat dihindari.<br />

                                                        Meskipun tidak ada aksi kekerasan balasan dari pihak PTP, namun<br />

                                                        aksi intimidasi dimulai lagi. Tidak jarang di tengah hari beberapa<br />

                                                        aparat keamanan yang tidak berseragam menembakkan senjata ke<br />

                                                        udara di tengah-tengah perkampungan penduduk tempat di mana<br />

                                                        warga perantauan itu tinggal sementara. Situasi kembali memanas<br />

                                                        dan kekerasan mudah untuk diletupkan kapan saja.<br />

                                                        Kebutuhan akan Bantuan Hukum dan Pembentukan Posko.<br />

                                                        Dari desa tetangga yang memiliki sengketa tanah, mereka mendengar<br />
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                                                        adanya Posko Mahasiswa dan Rakyat Bersatu. Awalnya mereka<br />

                                                        hanya sesekali mengikuti pertemuan di Posko Desa Sukamaju dan<br />

                                                        belum bersedia mendirikan Posko serupa di desa mereka. Pada<br />

                                                        dasarnya warga masih menaruh curiga kepada setiap pihak luar untuk<br />

                                                        terlibat dalam sengketa tanah mereka dengan PTPN. Namun karena<br />

                                                        tawaran perundingan selalu ditolak oleh PTP, maka awal 1999<br />

                                                        mereka secara resmi mendatangi LBH untuk meminta bantuan<br />

                                                        hukum.<br />

                                                        <strong>Tak</strong> lama kemudian terbentuknya Posko Mahasiswa dan Rakyat<br />

                                                        Bersatu di desa Sidodadi. Karena saat itu situasi konflik sedang<br />

                                                        memanas, tidak jarang relawan LBH dan aktifis mahasiswa ikut<br />

                                                        berjaga-jaga di perkampungan penduduk untuk mengantisipasi<br />

                                                        adanya serangan dari aparat keamanan yang diduga akan disewa<br />

                                                        oleh PTP untuk mengusir warga. Namun sedikit demi sedikit relawan<br />

                                                        mulai menekankan bahwa perlawanan rakyat tidak boleh dengan<br />

                                                        menggunakan kekerasan. Bahkan para relawan sempat mengancam<br />

                                                        akan meninggalkan posko bila suatu saat warga terpancing dengan<br />

                                                        aksi provokasi dari pihak PTP dan melakukan aksi kekerasan.<br />

                                                        Dengan kehadiran posko ini warga mulai dapat meningkatkan posisi<br />

                                                        tawar mereka terutama terhadap PTPN dan Pemda Lampung<br />

                                                        Selatan.<br />

                                                        Tim Mediasi Sengketa Bentukan Pemda Lampung Selatan.<br />

                                                        Perundingan dengan pihak PTP sebetulnya telah beberapa kali<br />

                                                        berlangsung sejak akhir tahun 1998. Sayangnya perundingan<br />

                                                        seringkali menghadapi jalan buntu karena utusan dari PTP bukanlah<br />

                                                        orang yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan. Ditengah<br />

                                                        situasi konflik yang memburuk itu, pihak Pemda berinisiatif<br />
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                                                        membentuk Tim Mediasi penyelesaian sengketa tanah di Sidodadi<br />

                                                        Asri dengan SK Bupati tertanggal 28 April 1999.<br />

                                                        Tim mulai melakukan identifikasi masalah sejak Agustus 1999.<br />

                                                        Namun kritik datang dari warga karena tim ini tidak pernah benarbenar<br />

                                                        melakukan pengecekan masalah langsung sampai ke tingkat<br />

                                                        desa dan lebih banyak mendatangi pihak PTP saja. Beberapa<br />

                                                        perundingan yang terjadi antara warga dan PTP yang dimediasi oleh<br />

                                                        Tim ini masih menemui jalan buntu karena masalah yang sama yaitu<br />

                                                        tidak adanya otoritas utusan PTP untuk mengambil keputusan.<br />

                                                        Pada minggu ketiga januari 2000 keluarlah rekomendasi dari Tim<br />

                                                        Mediasi Pemda ini yang pada dasarnya menyarankan untuk<br />

                                                        dilakukan peninjauan kembali proses ganti rugi kepada warga pada<br />

                                                        tahun 1981 tersebut dan meminta pihak PTPN agar mau<br />

                                                        berkompromi dengan keinginan warga Sidodadi. Namun posisi warga<br />

                                                        disebutkan sekedar sebagai “penggarap lahan” dan bukan “pemilik”.<br />

                                                        Keluarnya rekomendasi tersebut memancing kemarahan warga<br />

                                                        karena diambil tanpa kehadiran perwakilan dari pihak warga<br />

                                                        Sidodadi Asri. Akhirnya rekomendasi kerja Tim ini tidak digubris<br />

                                                        oleh kedua belah pihak.<br />

                                                        Dukungan pun datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br />

                                                        Lampung. Berkat pengenalan terhadap keterampilan <strong>org</strong>anisasi<br />

                                                        massa dan advokasi yang mereka terima melalui Posko, warga<br />

                                                        melebarkan tekanan langsung kepada pihak DPRD Propinsi<br />

                                                        Lampung. Sejak tahun 1999, terhitung beberapa kali mereka<br />

                                                        melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD untuk meminta<br />

                                                        perhatian para anggota dewan atas permasalahan tersebut. Merasa<br />

                                                        kurang ditanggapi, maka pada Januari 2000 warga posko kurang<br />
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                                                        lebih sebanyak 300 orang kembali melakukan aksi demonstrasi di<br />

                                                        halaman kantor DPRD.<br />

                                                        Kali ini aksi mereka mendapat tanggapan dari anggota dewan yang<br />

                                                        mengadakan kunjungan lapangan untuk mengklarifikasi sengketa<br />

                                                        tanah tersebut pada bulan berikutnya. Hasil dari beberapa kali<br />

                                                        kunjungan lapangan dan dengar pendapat dengan kedua pihak ini<br />

                                                        berupa rekomendasi yang menguatkan posisi warga posko.<br />

                                                        Rekomendasi DPRD itu tidak digubris oleh pihak PTP. Untuk<br />

                                                        menguatkan rekomendasinya, pihak DPRD kemudian<br />

                                                        mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan<br />

                                                        Menteri Negara BUMN di Jakarta yang berisi saran agar Menkeu<br />

                                                        sebagai pemegang saham PTPN mempertimbangkan hak warga atas<br />

                                                        lahan seluas 453 Ha tersebut. Selain itu, DPRD meminta Menkeu<br />

                                                        untuk mempertimbangkan pemberian HGU terhadap PTP terutama<br />

                                                        yang menyangkut lahan yang disengketakan. Meskipun hingga hari<br />

                                                        ini tidak ada respon dari pihak Menkeu atau Meneg BUMN, namun<br />

                                                        surat DPRD tersebut menjadi pegangan bagi warga Sidodadi Asri<br />

                                                        untuk membangun pemukiman dan membagi lahan Kulon Rowo<br />

                                                        untuk usaha pertanian mereka.<br />

                                                        PTP tidak tinggal diam, gugatan pun dilayangkan...<br />

                                                        Ketegangan tetap terasa namun PTP seolah-olah bersikap diam saja<br />

                                                        ketika warga membangun pemukiman dan mengusahakan lahan<br />

                                                        pertanian mereka. Paling yang terlihat hanya beberapa spanduk<br />

                                                        buatan PTP yang bertuliskan, “Warga yang baik bisa menjaga asset<br />

                                                        negara” yang terpancang di beberapa tempat. Atas bunyi spanduk<br />

                                                        ini tokoh warga hanya berkomentar pendek, “Ya kalau kami warga<br />

                                                        negara ini tidak dianggap sebagai asset negara... bunuhin aja!”.<br />
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                                                        Tapi mulai Desember 2000 warga dikejutkan dengan surat<br />

                                                        gugatan yang dilayangkan oleh PTP kepada Pengadilan Negeri<br />

                                                        Lampung Selatan. Namun, dengan terpaksa warga posko<br />

                                                        melayani gugatan tersebut karena, “Kalau kami diam, bisa-bisa<br />

                                                        nanti PTP yang menang,” ujar Suwarno. Cerita mereka tentang<br />

                                                        proses persidangan terkesan minor dimana, “Sidang kayaknya cuma<br />

                                                        main-main. Baru dibuka sebentar terus langsung ditutup. Yang serius<br />

                                                        hanya waktu pemeriksaan saksi dan waktu pembacaan putusan,” papar<br />

                                                        tokoh warga setempat.<br />

                                                        Setelah berjalan kira-kira 19 bulan, pada September 2002 keluarlah<br />

                                                        Keputusan Persidangan Perdata Pengadilan Negeri Lampung Selatan<br />

                                                        atas gugatan PTPN terhadap 424 warga Sidodadi Asri yang pada<br />

                                                        dasarnya mengakui hak PTPN atas lahan sengketa dan<br />

                                                        memerintahkan warga Sidodadi Asri untuk mengosongkan lahan<br />

                                                        tersebut. Namun demikian, pengadilan tidak mengabulkan tuntutan<br />

                                                        ganti rugi dari PTPN kepada warga masyarakat tersebut. Warga<br />

                                                        menolak hasil keputusan ini dan tidak berinisiatif untuk mengajukan<br />

                                                        banding karena, “Kalau bicara menang atau kalah, rakyat tidak mungkin<br />

                                                        menang di pengadilan. Lha nggak punya modal. Tapi kalau bicara benar<br />

                                                        atau salah, pasti ada setitik kebenaran pada kami,” kata tokoh warga<br />

                                                        tersebut.<br />

                                                        Keputusan pengadilan ini ternyata tidak juga dapat menyelesaikan<br />

                                                        sengketa. Namun, setidaknya, dengan adanya pendampingan lewat<br />

                                                        Posko dapat meredam ketegangan yang bisa berakibat terjadinya<br />

                                                        kekerasan.<br />
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                                                        Posko Reformasi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu<br />

                                                        Wujud dari Posko Reformasi pada umumnya adalah semacam rumah<br />

                                                        atau gardu atau base camp yang berada di areal pemukiman warga<br />

                                                        masyarakat atau areal tanah sengketa yang dipakai sebagai tempat<br />

                                                        berkumpul bagi warga masyarakat dan relawan LBH dan mahasiswa.<br />

                                                        Berbagai kegiatan dilakukan di Posko mulai dari sekedar berkumpul<br />

                                                        dan bertukar cerita sehari-hari, diskusi, pelatihan dan pendidikan<br />

                                                        advokasi dan <strong>org</strong>anisasi massa, perencanaan aksi demonstrasi<br />

                                                        sampai fungsi sebagai gardu jaga mengantisipasi tindakan kekerasan<br />

                                                        dari aparat setempat.<br />

                                                        Sejarah Pembentukan. Cikal bakal Posko reformasi dimulai ketika<br />

                                                        pertengahan tahun 90-an LBH merubah strategi bentuan hukum<br />

                                                        dari pendampingan di pengadilan (litigasi) menjadi advokasi rakyat.<br />

                                                        Pertimbangannya antara lain untuk pemberdayaan rakyat serta<br />

                                                        keterbatasan sumber daya LBH sendiri sehingga jauh lebih baik<br />

                                                        bila setiap kasus dimanfaatkan untuk menjadi pintu pendidikan<br />

                                                        warga masyarakat dengan tujuan kemandirian warga untuk<br />

                                                        menghadapi kasus-kasus lain di masa mendatang. Hingga tahun<br />

                                                        1995, LBH Bandar Lampung telah memiliki “desa binaan” untuk<br />

                                                        lokasi yang memiliki sengketa tanah dan lingkungan sebanyak 60<br />

                                                        buah di seluruh propinsi Lampung.<br />

                                                        Pemberdayaan masyarakat lewat “desa binaan” tersebut semakin<br />

                                                        diperkuat menyusul kejatuhan Soeharto pada Mei 1998. Pada<br />

                                                        Agustus tahun itu, beberapa elemen masyarakat sipil (mahasiswa,<br />

                                                        pelajar, buruh, tani, LSM, <strong>org</strong>anisasi profesi, partai politik)<br />

                                                        membentuk <strong>org</strong>anisasi bernama Dewan Rakyat Lampung (DRL)<br />
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                                                        yang bertujuan untuk menguatkan barisan masyarakat sipil guna<br />

                                                        menyusun strategi langkah reformasi. Salah satu inisiatif yang<br />

                                                        disepakati adalah segera membuka posko pengaduan masalah<br />

                                                        hukum dan ekonomi rakyat di 3 tempat yaitu: kantor LBH, Kampus<br />

                                                        Universitas Lampung dan Kampus Universitas Bandar Lampung.<br />

                                                        Dengan keberadaan Posko pengaduan tersebut komunikasi antara<br />

                                                        DRL dan masyarakat semakin intens. Laporan pengaduan yang<br />

                                                        masuk ditindaklanjuti DRL dengan melakukan pendampingan dan<br />

                                                        pendidikan advokasi kepada warga.<br />

                                                        Fungsi dan Cara Kerja. Awal mula pembentukan Posko adalah<br />

                                                        adanya kasus kongkrit yang dihadapi oleh warga masyarakat karena,<br />

                                                        “Lewat kasus nyata, upaya untuk menggugah kesadaran rakyat menjadi<br />

                                                        lebih terbuka,” ujar seorang penggagas Posko Reformasi. Tahap<br />

                                                        berikutnya adalah membangun komunikasi dengan tokoh<br />

                                                        masyarakat setempat, baik tokoh formal maupun informal.<br />

                                                        Kemudian dimulailah sosialisasi mengenai <strong>org</strong>anisasi massa dan<br />

                                                        advokasi melalui berbagai cara seperti diskusi atau dalam bentuk<br />

                                                        kelas.<br />

                                                        Strategi berikutnya adalah inisiasi dimana pola hubungan antara<br />

                                                        relawan (mahasiswa/LBH) dan masyarakat tidak sekedar hubungan<br />

                                                        antara “orang luar” dan “warga asli”. Lewat upaya “live in” dimana<br />

                                                        relawan secara rutin tinggal dan bermalam di rumah-rumah warga,<br />

                                                        maka hubungan tersebut meningkat menjadi lebih dekat yang<br />

                                                        memunculkan rasa saling percaya antara warga dan relawan.<br />

                                                        Sesekali kemajuan sebuah posko dievaluasi dengan mengadakan<br />

                                                        aksi demonstrasi. Di situ akan dilihat apakah warga posko sudah<br />

                                                        memahami kasus mereka dengan baik, kemampuan warga untuk<br />
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                                                        meng<strong>org</strong>anisasi massa serta pelaksanaan aksi advokasi tanpa<br />

                                                        tindakan kekerasan –hal yang menjadi prinsip bagi DRL. Bila suatu<br />

                                                        Posko sudah dianggap relatif kuat, maka tindak lanjutnya adalah<br />

                                                        pembentukan jaringan dengan posko-posko lain serta hubungan<br />

                                                        dengan elemen masyarakat sipil lain seperti media massa dan partai<br />

                                                        politik.<br />

                                                        Dampak dari keberadaan Posko cukup mengesankan dimana seorang<br />

                                                        anggota warga dari desa terpencil dengan pendidikan setingkat<br />

                                                        Sekolah Dasar mampu menganalisa permasalahan hukum yang<br />

                                                        dihadapi kampungnya –bahkan dengan menyebutkan pasal-pasal<br />

                                                        dari peraturan perundang-undangan. Atau dalam kesempatan lain<br />

                                                        dapat disaksikan seorang warga yang sudah berusia sangat lanjut<br />

                                                        (80 tahun) dengan semangat berjalan kaki selama lebih dari 4 jam<br />

                                                        untuk mendatangi kantor LBH dan LSM di Bandar Lampung guna<br />

                                                        melaporkan aksi kekerasan oleh aparat kepolisian serta indikasi<br />

                                                        korupsi di daerahnya.<br />

                                                        Posko Reformasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah. Peran<br />

                                                        Posko di atas sangat besar dalam upaya penyelesaian sengketa tanah<br />

                                                        di Propinsi Lampung. Sebagaimana terlihat dari 3 contoh kasus di<br />

                                                        atas, persoalan sengketa tanah tidak dapat diselesaikan hanya<br />

                                                        sekedar memastikan kekuatan hukum salah satu pihak atas tanah<br />

                                                        yang disengketakan. Upaya tersebut cenderung memenangkan pihak<br />

                                                        pemerintah dan para pemilik modal dan tidak dapat meredam aksi<br />

                                                        kekerasan yang biasanya muncul dalam konflik tanah.<br />

                                                        Untuk memperoleh penyelesaian yang lebih adil mensyaratkan<br />

                                                        representasi warga, baik untuk menyampaikan perspektif warga<br />

                                                        atas kasus yang bersangkutan serta melindungi kepentingan mereka<br />
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                                                        atas lahan. Selain itu, dibanding menempuh proses penyelesaian<br />

                                                        melalui lembaga hukum formal, lebih dibutuhkan wadah bagi para<br />

                                                        pihak untuk dapat bernegosiasi tanpa intimidasi dan tindakan<br />

                                                        kekerasan.<br />

                                                        Dalam konteks inilah peran Posko Reformasi amat dibutuhkan<br />

                                                        dalam proses penyelesaian sengketa tanah guna meminimalisasi<br />

                                                        konflik kekerasan. Pertama, pendidikan advokasi yang diberikan<br />

                                                        kepada warga membantu mereka untuk dapat memahami duduk<br />

                                                        persoalan dengan lebih jernih. Hal ini amat dibutuhkan, baik ketika<br />

                                                        mereka harus bernegosiasi atau melakukan aksi demonstrasi. Kedua,<br />

                                                        dalam setiap sengketa tanah kedudukan warga masyarakat secara<br />

                                                        hukum umumnya lemah. Tapi hal itu tidak berarti bahwa hak mereka<br />

                                                        atas lahan yang disengketakan juga lemah. Karena soal sengketa<br />

                                                        tanah bukan sekedar soal hukum melainkan posisi tawar antara para<br />

                                                        pihak, maka lewat pembentukan jaringan kerja antara warga posko<br />

                                                        dengan elemen masyarakat sipil yang lain akan berdampak<br />

                                                        meningkatnya posisi tawar mereka. Terakhir, dan yang paling<br />

                                                        penting, dengan adanya wadah diskusi dan pendidikan advokasi,<br />

                                                        konflik dengan kekerasan dapat diminimalisir. Setidaknya, dari<br />

                                                        pengalaman berbagai Posko Reformasi yang ada di propinsi<br />

                                                        Lampung, tidak tercatat adanya aksi kekerasan warga Posko kecuali<br />

                                                        tindakan untuk mempertahankan diri dari agitasi pihak lawan.<br />

                                                        Posko Reformasi Hari Ini. Saat ini Posko yang masih aktif masih<br />

                                                        cukup banyak. Di sebagian lokasi –terutama di lokasi dimana<br />

                                                        sengketa tanah telah selesai, Posko Reformasi menjadi Posko Komite<br />

                                                        Anti Korupsi (KoAK), sebuah LSM anti korupsi yang berbasis di<br />

                                                        Bandar Lampung. Lewat Posko-posko tersebut, KoAK melakukan<br />
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                                                    Kala Pribumi Jadi Tamu di Tanahnya Sendiri<br />

                                                        pendidikan kepada warga masyarakat untuk dapat mengidentifikasi<br />

                                                        tindakan korupsi dan mengadvokasi diri untuk menghukum pelaku<br />

                                                        korupsi dan mengembalikan hak kepada warga masyarakat.<br />

                                                        Beberapa kasus korupsi dalam program bantuan Beras untuk Orang<br />

                                                        Miskin (Raskin) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)<br />

                                                        dapat terungkap dan diselesaikan berkat dukungan dan kerja keras<br />

                                                        Posko-posko yang dikelola oleh KoAK tersebut.<br />

                                                        Selebihnya adalah posko-posko reformasi yang menyangkut<br />

                                                        sengketa tanah yang belum selesai. Sayangnya intensitas LBH kian<br />

                                                        lama kian terbatas karena kendala pembiyaan dalam tubuh Yayasan<br />

                                                        Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang tidak kunjung selesai.<br />

                                                        Selain itu, dinamika posko semakin surut menyusul pecahnya<br />

                                                        elemen-elemen pendukung Dewan Rakyat Lampung karena<br />

                                                        persoalan internal <strong>org</strong>anisasi.<br />

                                                        TIM 13<br />

                                                        Sejarah Pembentukan. Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah<br />

                                                        di Lampung atau lebih dikenal dengan nama Tim 13 merupakan<br />

                                                        sebuah inisiatif lokal yang dapat menggabungkan faktor<br />

                                                        kredibilitas/kepercayaan dari elemen masyarakat sipil sekaligus<br />

                                                        faktor dukungan aparat pemerintahan. Tim 13 terbentuk melalui<br />

                                                        serangkaian aksi demonstrasi besar-besaran pada bulan Agustus<br />

                                                        1998 menyusul kejatuhan Soeharto. Aksi long march yang diikuti<br />
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                                                        hampir 5000 massa petani, buruh, pelajar dan mahasiswa. Sebagian<br />

                                                        besar warga masyarakat berasal dari berbagai posko reformasi yang<br />

                                                        telah berdiri beberapa bulan sebelumnya.<br />

                                                        Aksi demonstrasi yang berawal dari orasi di Kampus Universitas<br />

                                                        Lampung hingga menduduki lokasi halaman kantor Pemerintah<br />

                                                        Daerah Propinsi ini bertujuan untuk mengajukan tuntutan<br />

                                                        masyarakat menyangkut perbaikan ekonomi, hukum dan<br />

                                                        pengembalian tanah kepada rakyat. Setelah bermalam di lokasi<br />

                                                        tersebut, keesokan harinya barulah gubernur Lampung bersedia<br />

                                                        menemui para demonstran. Berkaitan dengan tuntutan penyelesaian<br />

                                                        masalah tanah, Gubernur pada saat itu bersedia mengikuti<br />

                                                        rekomendasi dari massa pendemo dengan membentuk Tim<br />

                                                        penyelesaian masalah tanah yang terdiri dari wakil LBH dan<br />

                                                        masyarakat sipil lainnya serta jajaran aparat pemerintah daerah.<br />

                                                        Keanggotaan dan Status Hukum. Lewat negosiasi yang cukup<br />

                                                        keras akhirnya disepakati bahwa keanggotaan Tim 13 akan mewakili<br />

                                                        unsur-unsur sebagai berikut: 5 anggota mewakili jajaran pemerintah<br />

                                                        daerah yang terkait dengan isu pertanahan, 2 anggota berasal dari<br />

                                                        LBH Lampung, 3 anggota perwakilan dari akademisi, 1 anggota<br />

                                                        mewakili media massa, 1 anggota mewakili DPRD Lampung dan 1<br />

                                                        anggota lagi mewakili unsur Advokat (IKADIN). Karena jumlah<br />

                                                        anggota yang tercatat saat itu sebanyak 13 orang, maka tim ini<br />

                                                        kemudian hari dikenal dengan nama Tim 13.<br />

                                                        Komposisi Tim 13 yang terdiri dari elemen masyarakat sipil dan<br />

                                                        jajaran aparat pemerintah ini lahir dari pengalaman LBH dalam<br />

                                                        proses penyelesaian sengketa tanah sebelumnya dimana hambatan<br />

                                                        yang paling sulit adalah meminta jajaran aparat pemerintah yang<br />
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                                                        berkait dengan masalah pertanahan untuk dapat duduk bersama<br />

                                                        mengurai sejarah kepemilikan suatu lahan sengketa. Dengan adanya<br />

                                                        unsur jajaran pemerintah dalam Tim, maka diharapkan upaya proses<br />

                                                        penyelesaian sengketa akan lebih mudah. Keuntungan lain dari Tim<br />

                                                        13 adalah karena adanya kredibilitas dan kepercayaan warga karena<br />

                                                        ada unsur masyarakat sipil dalam Tim.<br />

                                                        Namun sempat pula terjadi perdebatan mengenai status Tim 13.<br />

                                                        Sebagian anggota mengusulkan agar keberadaan Tim ini dikuatkan<br />

                                                        dengan adanya Surat Keputusan dari Gubernur guna mendapatkan<br />

                                                        dukungan sarana kerja (kendaraan untuk ke lapangan, ruang kerja<br />

                                                        dan fasilitas pertemuan). Namun sebagian merasa keberatan karena<br />

                                                        khawatir dengan adanya SK tersebut akan mengurangi independensi<br />

                                                        Tim. Akhirnya Gubernur hanya mengeluarkan semacam Surat<br />

                                                        Edaran kepada seluruh jajaran aparat pemerintahan, baik di tingkat<br />

                                                        Propinsi maupun Kabupaten, mengenai keberadaan dan fungsi Tim<br />

                                                        13. Namun akhirnya status Tim 13 dikuatkan lewat Surat Keputusan<br />

                                                        Gubernur Lampung G/133/B.11/HK/2003 tentang Pembentukan<br />

                                                        Tim Mediasi Penyelesaian Konflik Tanah di Propinsi Lampung yang<br />

                                                        mengatur mengenai anggota Tim, fungsi dan pembiayaan kerja tim.<br />

                                                        Fungsi dan Cara Kerja. Pada dasarnya fungsi Tim 13 adalah<br />

                                                        mediator dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan oleh<br />

                                                        pihak-pihak. Secara rinci fungsi tim dituangkan dalam SK Gubernur<br />

                                                        di atas. Dalam perannya sebagai mediator, Tim dapat melakukan<br />

                                                        proses klarifikasi, negosiasi dan rekomendasi solusi bagi para pihak.<br />

                                                        Untuk itu tim berwenang untuk memanggil para pihak atau lembaga<br />

                                                        dan person di luar sengketa guna mendapatkan keterangan atas suatu<br />

                                                        kasus.<br />
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                                                        Meski tidak ada batasan kriteria masalah yang bisa ditangani oleh<br />

                                                        Tim 13, namun pada umumnya kasus yang diproses berasal dari<br />

                                                        pengaduan masyarakat ke LBH. Hasil kerja Tim 13 diwujudkan dalam<br />

                                                        bentuk rekomendasi kepada Gubernur Lampung mengenai tindakan<br />

                                                        yang perlu dilakukan oleh Pemda serta hasil kesepakatan para pihak.<br />

                                                        Bila tidak terjadi kesepakatan, pernah pula Tim merekomendasikan<br />

                                                        agar kasus sebaiknya diselesaikan melalui proses pengadilan.<br />

                                                        Dari beberapa kasus yang masuk, pada tahun 2000 berhasil<br />

                                                        diselesaikan sebanyak 8 kasus sengketa tanah. Sementara untuk<br />

                                                        periode 2001 – 2002 Tim 13 menangani 9 kasus. Waktu yang<br />

                                                        diperlukan dalam menyelesaikan suatu kasus sangat bervariasi<br />

                                                        karena ditentukan oleh banyak faktor seperti kesediaan para pihak<br />

                                                        untuk bekerja sama, klarifikasi data sejarah dan dokumen<br />

                                                        kepemilikan tanah, kunjungan ke lokasi sengketa serta jadwal kerja<br />

                                                        Tim 13 sendiri yang hanya dapat bertemu 2 kali dalam 1 bulan.<br />

                                                        Tidak jarang proses medisi terpaksa ditunda karena adanya<br />

                                                        provokasi tindakan kekerasan kepada salah satu pihak –biasanya<br />

                                                        warga diprovokasi oleh pihak perusahaan.<br />

                                                        Box: Tim “Pemadam Kebakaran”<br />

                                                        Apakah Tim 13 dapat diterima oleh jajaran Pemda Propinsi<br />

                                                        Lampung?<br />

                                                        Sebagai sebuah inisiatif yang lahir dari proses tekanan politik<br />

                                                        massa serta ‘intervensi” kelompok masyarakat sipil terhadap<br />
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                                                        pemerintah, bisa dipastikan muncul sikap penolakan –<br />

                                                        setidaknya keengganan, untuk menerima keberadaan Tim ini.<br />

                                                        Yang paling jelas terlihat adalah dukungan administratif. Meski<br />

                                                        telah dibentuk 4 tahun lalu, sangat mengejutkan karena<br />

                                                        dokumen hasil rapat dan rekomendasi yang telah dikeluarkan<br />

                                                        oleh Tim sulit sekali diperoleh. Sebagian dokumen dipegang<br />

                                                        oleh seorang wakil LBH, sebagian lain oleh staf Tata<br />

                                                        Pemerintah Propinsi Lampung dan sebagian lagi dipegang oleh<br />

                                                        seorang staf Dinas Kesbang Linmas. Padahal, dukungan<br />

                                                        pengelolaan dokumentasi ini adalah hal yang paling elementer<br />

                                                        bila kita membicarakan dukungan Pemerintah terhadap Tim.<br />

                                                        Salah seorang pejabat Pemda Propinsi juga menyebutkan bahwa<br />

                                                        Tim 13 sebenarnya subordinat dengan Tim Asistensi Gubernur<br />

                                                        untuk Masalah Tanah. Tim asistensi yang terdiri dari berbagai<br />

                                                        unsur pemerintah dan lembaga hukum seperti Kejaksaan,<br />

                                                        Kepolisian, Kodim, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN)<br />

                                                        Pemda juga dibentuk di tiap-tiap kabupaten dengan tugas dan<br />

                                                        tanggungjawab secara berjenjang.<br />

                                                        Prosedur penanganan masalah oleh Tim asistensi terbilang<br />

                                                        cukup panjang. Input kasus biasanya dari surat pengaduan atau<br />

                                                        laporan yang sampai ke meja Gubernur yang kemudian<br />

                                                        melimpahkan pada jajaran aparat di bawahnya (3 tingkat) untuk<br />

                                                        kemudian dilimpahkan pada Tim asistensi di tingkat Kabupaten<br />

                                                        di mana masalah itu berada. Pada dasarnya Tim asistensi<br />

                                                        kabupaten yang harus menyelesaikan masalah. Namun bila<br />
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                                                        Kabupaten tidak sanggup, barulah kasus dilimpahkan kepada<br />

                                                        Tim asistensi di tingkat propinsi. Hasil mediasi Tim asistensi<br />

                                                        ini kelak akan direkomendasikan kepada Gubernur untuk<br />

                                                        menjadi kebijakan Pemda Propinsi. Dalam rangkaian prosedur<br />

                                                        ini, menurut pejabat tersebut, Tim 13 sekedar memberi<br />

                                                        rekomendasi kepada Tim asistensi di tingkat Propinsi.<br />

                                                        Penjelasan dari pihak BPN Propinsi Lampung sedikit berbeda.<br />

                                                        Menurut mereka, Tim 13 tidaklah subordinatif dengan Tim<br />

                                                        asistensi Propinsi atau Kabupaten. Namun ia mengakui bahwa<br />

                                                        keberadaan Tim 13 lebih sebagai kebijakan “pemadam<br />

                                                        kebakaran”. Artinya, kasus yang ditangani oleh Tim 13 biasanya<br />

                                                        adalah kasus dengan tensi konflik yang tinggi, “Karena di tim<br />

                                                        itu tidak hanya unsur pemerintah, tapi juga ada unsur LBH.<br />

                                                        Dengan demikian masyarakat terlibat langsung dalam proses<br />

                                                        mediasi tersebut,” ujar pejabat BPN. Ia menambahkan bahwa<br />

                                                        hasil kerja Tim 13 sejauh ini cukup baik dengan dukungan data<br />

                                                        yang jelas.<br />

                                                        Tim 13 dan Akses Masyarakat Kepada <strong>Keadilan</strong> dalam kasus<br />

                                                        tanah. Peran Tim 13 dalam penguatan akses masyarakat kepada<br />

                                                        keadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah cukup besar.<br />

                                                        Pertama, lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat<br />

                                                        dibanding bila menempuh proses penyelesaian melalui lembaga<br />

                                                        hukum formal. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dalam<br />
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                                                        banyak kasus sengketa tanah, posisi dan status hukum masyarakat<br />

                                                        relatif lemah. Hal ini dapat dimengerti karena pengetahuan mereka<br />

                                                        akan hak-hak atas tanah sangat minim. Selain itu, dengan budaya<br />

                                                        birokrasi yang lebih mengutamakan “uang pelicin”, maka berbagai<br />

                                                        persyaratan administrasi pertanahan hanya dapat dipenuhi oleh<br />

                                                        kelompok masyarakat mampu atau para pemodal besar. Dalam<br />

                                                        situasi tersebut, proses hukum formal –yang lebih sering merupakan<br />

                                                        proses klarifikasi menyangkut siapa yang paling kuat status<br />

                                                        kepemilikannya atas tanah, lebih sering meninggalkan aspek<br />

                                                        keadilan bagi masyarakat. Sejarah pengelolaan tanah dan hubungan<br />

                                                        antara warga penggarap dengan lahan yang telah berumur puluhan<br />

                                                        tahun bisa dimentahkan hanya oleh secarik kertas bukti sertifikat<br />

                                                        atau surat ijin pemakaian lahan tanah.<br />

                                                        Kedua, bila dibandingkan dengan mediasi yang dilakukan oleh Tim<br />

                                                        bentukan pemerintah/instansi pertanahan, Tim 13 lebih membuka<br />

                                                        peluang partisipasi warga dalam proses penyelesaian masalah. Dalam<br />

                                                        mediasi pemerintah, perwakilan warga yang dilibatkan biasanya<br />

                                                        sebatas elit atau tokoh masyarakat yang belum tentu memiliki<br />

                                                        komitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat yang<br />

                                                        diwakilinya. Selain itu, pelibatan tokoh elit ini rentan pula terhadap<br />

                                                        upaya penyuapan oleh pihak lawan sengketa.<br />
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                                                        Analisa & Kesimpulan<br />

                                                         Latar Belakang Sengketa Tanah. Sengketa tanah yang<br />

                                                        menyangkut sekelompok warga masyarakat dengan pihak lain<br />

                                                        seperti pemerintah atau perusahaan swasta biasanya terjadi karena<br />

                                                        2 hal:<br />

                                                        - Pertama, tidak jelasnya asal usul atau status penguasaan atas<br />

                                                        lahan. Pada kebanyakan kasus, ketidakjelasan ini lebih sering<br />

                                                        terjadi di pihak masyarakat. Bagi masyarakat kebanyakan,<br />

                                                        konsep “tanah negara” masih teramat abstrak. Apalagi<br />

                                                        mereka memang sudah terbiasa untuk mengolah lahan yang<br />

                                                        “tak bertuan” tanpa terlebih dahulu menegaskan status dan<br />

                                                        hak atas tanah lahan tersebut. Ketika terjadi pengalihan hak<br />

                                                        atas tanah ke pihak swasta, misalnya, barulah terlihat bahwa<br />

                                                        “hak di atas kertas” tidak sejelas “hak di lapangan”.<br />

                                                        - Kedua, bilapun akhirnya status dan hak atas tanah bisa<br />

                                                        diperjelas, sengketa tetap terjadi karena proses pembebasan<br />

                                                        lahan yang diikuti oleh tindakan intimidasi dan manipulasi<br />

                                                        nilai harga ganti rugi.<br />

                                                        Pada dasarnya, latar belakang sengketa tanah adalah pembuatan<br />

                                                        kebijakan pertanahan dan proses perubahan status tanah yang<br />

                                                        tidak partisipatif. Pendapat dan hak warga setempat yang berdiam<br />

                                                        dan mengolah lahan lalai diperhatikan ketika pemerintah<br />

                                                        mengkapling-kapling tanah di atas kertas.<br />

                                                        216

                                                    

                                                    Kala Pribumi Jadi Tamu di Tanahnya Sendiri<br />

                                                         Dari sengketa tanah menjadi konflik sosial. Di tengah-tengah<br />

                                                        kebingungan warga masyarakat yang sedang mengalami sengketa<br />

                                                        tanah, biasanya tidak ada satu pihak pun yang membantu mereka<br />

                                                        untuk menjelaskan duduk persoalannya. Dalam kasus Kubang<br />

                                                        Badak, meskipun telah keluar SK Bupati dan surat lain dari Kantor<br />

                                                        Wilayah Dinas Kehutanan, namun pihak kecamatan tetap<br />

                                                        mengatakan pada warga bahwa, “Tenang saja, status dusun<br />

                                                        Kubang Badak aman.” Dalam kasus Sidodadi Asri misalnya,<br />

                                                        tidak terlihat tindakan proaktif dari instansi pemerintah yang<br />

                                                        terkait untuk ikut membantu menjelaskan status lahan yang<br />

                                                        sedang disengketakan tersebut.<br />

                                                        Padahal, seringkali masyarakat sendiri cukup tanggap untuk<br />

                                                        “menyadari” bahwa status hak mereka atas lahan sengketa sangat<br />

                                                        lemah –meskipun merekalah yang selama beberapa tahun<br />

                                                        terakhir mengelola tanah yang terlantar itu. Warga Dusun Kubang<br />

                                                        Badak, misalnya, bahkan dengan sukarela beberapa kali<br />

                                                        mengajukan diri untuk meninggalkan lahan mereka dan ikut<br />

                                                        program transmigrasi. Namun tidak ditanggapi dengan baik.<br />

                                                        Begitu pula saat terjadi sengketa dengan PT MMF, warga Hanau<br />

                                                        Berak menyadari bahwa hak mereka atas tanah memang lemah.<br />

                                                        Sayangnya kesadaran warga ini tidak diimbangi dengan langkah<br />

                                                        kooperatif dari pemerintah atau pihak swasta. Yang terjadi justru<br />

                                                        intimidasi dan kemudian manipulasi harga ganti rugi dalam<br />

                                                        pembebasan lahan sengketa. Dan konflik dengan dampak<br />

                                                        kekerasan pun sulit dihindarkan.<br />

                                                        Sementara itu, lembaga mediasi sengketa bentukan pemerintah<br />

                                                        biasanya diragukan independensinya oleh masyarakat. Belum lagi<br />
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                                                        soal prosedur penanganan yang relatif panjang dan memakan<br />

                                                        waktu lama serta cenderung tertutup. Dalam penyusunan<br />

                                                        rekomendasi akhir untuk sengketa Sidodadi Asri, misalnya,<br />

                                                        kesepakatan diambil tanpa kehadiran pihak masyarakat. Dalam<br />

                                                        situasi demikian, tidak aneh bila persengketaan kemudian<br />

                                                        menjadi areal pertempuran dengan premis: “Siapa yang kuat<br />

                                                        dialah yang menang”. Pihak negara dan swasta biasanya<br />

                                                        meminjam tangan aparat keamanan atau preman. Pelibatan aparat<br />

                                                        keamanan ini biasanya dilegitimasi secara politis dengan cara<br />

                                                        menuding warga sebagai “anggota PKI”, “Gerombolan Pengacau<br />

                                                        Keamanan” atau “Penyerobot Lahan”. Pihak warga pun tidak<br />

                                                        tinggal diam. Berbagai aksi destruktif seperti pembakaran<br />

                                                        tanaman perkebunan atau gedung perkantoran akhirnya menjadi<br />

                                                        pilihan.<br />

                                                         Lalu, bagaimana pengalaman mereka dengan Lembaga<br />

                                                        Hukum Formal?<br />

                                                        “Penyelesaian hukum itu kan Cuma formalitas. Kalau bicara menang<br />

                                                        atau kalah, rakyat tidak mungkin menang di Pengadilan –lha nggak<br />

                                                        punya modal. Jadi, kalau kalahpun kami akan tetap di sini. Kalau<br />

                                                        rakyat tidak dianggap sebagai aset negara... ya bunuhin saja kami<br />

                                                        semua...!”<br />

                                                        -- Warga Posko Sidodadi Asri<br />

                                                        Bila lembaga hukum formal yang dimaksud adalah pihak<br />

                                                        Kepolisian, maka dalam 2 dari ketiga studi kasus ini justru<br />

                                                        memperlihatkan bahwa Kepolisian lebih sering menjadi alat<br />

                                                        penekan atau pelaku intimidasi terhadap warga masyarakat.<br />

                                                        218

                                                    

                                                    Kala Pribumi Jadi Tamu di Tanahnya Sendiri<br />

                                                        Dalam hal pengadilan, dari ketiga kasus di atas terdapat dua<br />

                                                        pengalaman masyarakat: persidangan pidana terhadap 3 warga<br />

                                                        dusun Kubang Badak yang dituduh melakukan penyerobotan<br />

                                                        lahan dan persidangan perdata untuk kasus sengketa tanah di<br />

                                                        Sidodadi Asri. Untuk yang pertama, persidangan bekerja cukup<br />

                                                        cepat namun terkesan kurang memenuhi rasa keadilan. Pengajuan<br />

                                                        sidang pra peradilan oleh LBH dengan pertimbangan proses<br />

                                                        penangkapan yang melanggar ketentuan Hukum beracara ditolak<br />

                                                        oleh Majelis Hakim. Sementara bagi para tersangka proses<br />

                                                        persidangan itu terkesan main-main dan hanya sandiwara. “Kami<br />

                                                        nggak tahu apa-apa waktu sidang. Sering cuma lima menit kemudian<br />

                                                        sidang sudah ditutup. Tahu-tahu kami sudah dinyatakan bersalah,” ujar<br />

                                                        Karis, salah satu terdakwa. Sementara dalam kasus Sidodadi<br />

                                                        masyarakat mengeluhkan majelis hakim yang “seperti memakai<br />

                                                        kaca mata kuda” hanya memperhatikan bukti-bukti tertulis.<br />

                                                        Dalam sengketa tanah yang melibatkan warga miskin,<br />

                                                        penyelesaian lewat pengadilan memang punya beberapa<br />

                                                        persoalan. Pertama, prinsip kerja lembaga pengadilan yang pasif<br />

                                                        –hanya bisa <strong>menunggu</strong> datangnya kasus. Artinya, sulit untuk<br />

                                                        membayangkan lembaga ini menjadi pencegah terjadinya konflik<br />

                                                        sosial dalam sengketa tanah. Kedua, dalam perdata, kedua<br />

                                                        pihaklah yang harus aktif untuk membela kepentingan masingmasing.<br />

                                                        Posisi para pihak tentu sulit untuk menjadi seimbang<br />

                                                        mengingat, jangankan menyewa tenaga pengacara untuk mewakili<br />

                                                        kepentingan hukum mereka, sekedar ongkos untuk datang ke<br />

                                                        persidangan saja sudah cukup sulit bagi masyarakat miskin<br />

                                                        tersebut.<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                         Tim 13, Sebuah Inisiatif Mediasi yang Sangat Dibutuhkan.<br />

                                                        Meskipun output dari Tim 13 masih belum bisa diukur tingkat<br />

                                                        keberhasilannya –mengingat banyaknya faktor yang<br />

                                                        mempengaruhinya, namun sebagai sebuah lembaga mediasi<br />

                                                        keberadaan Tim seperti ini patut dijadikan percontohan.<br />

                                                        Pertama, menggabungkan antara kelompok masyarakat sipil dan<br />

                                                        pemerintah. Hal ini memberi keuntungan berupa kredibilitas di<br />

                                                        mata masyarakat di satu pihak dan otoritas pemerintah di pihak<br />

                                                        lain. Kredibilitas publik itu perlu untuk merayu masyarakat<br />

                                                        dengan tensi tinggi untuk bersedia duduk berunding dan<br />

                                                        bernegosiasi. Selain itu, kehadiran wakil LBH, jurnalis membuat<br />

                                                        proses ini transparan dan partisipatif. Sementara dengan<br />

                                                        kehadiran wakil dari perguruan tinggi membuat proses mediasi<br />

                                                        memasukkan unsur pendekatan hukum dan sosiologis. Otoritas<br />

                                                        pemerintah yang diwakili oleh anggota dari pemda membuat tim<br />

                                                        ini punya kemampuan untuk memanggil para pihak –yang<br />

                                                        biasanya enggan untuk duduk bernegosiasi. Selain itu, karena<br />

                                                        pada banyak kasus akar persoalannya justru kerumitan<br />

                                                        administrasi pertanahan dari instansi pemerintah sendiri,<br />

                                                        keberadaan wakil pemda mempermudah untuk melakukan<br />

                                                        koordinasi dengan semua instansi yang terkait.<br />

                                                        Dilema yang dihadapi oleh Tim semacan ini terutama adalah<br />

                                                        dukungan administrasi dan pembiayaan kerja. Ketergantungan<br />

                                                        terhadap fasilitas pemda membuat kinerja tim sangat tergantung<br />

                                                        dengan “penerimaan” dari pihak pemerintah. Meskipun Gubernur<br />

                                                        mendukung keberadaan tim ini, namun keterbatasan dukungan<br />

                                                        jajaran aparat pemda di bawahnya membuat keterbatasan kerja<br />

                                                        seperti pertemuan yang hanya bisa dilakukan 2 kali dalam sebulan<br />
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                                                    Kala Pribumi Jadi Tamu di Tanahnya Sendiri<br />

                                                        (kurang lebih 6 jam kerja) serta dokumentasi kerja yang tercecer<br />

                                                        di tiga kantor atau bahkan lebih.<br />

                                                        Lebih jauh, dibutuhkan dukungan lembaga pemerintah dan aparat<br />

                                                        hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah<br />

                                                        dikeluarkan. Bila rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh<br />

                                                        Gubernur, berbagai rekomendasi Tim 13 sekedar menjadi<br />

                                                        “macam ompong” yang justru bisa berakibat konflik sosial yang<br />

                                                        lebih besar lagi. Selain itu, untuk beberapa kasus yang<br />

                                                        memerlukan penegasan/penguatan dari pihak Pengadilan. Dalam<br />

                                                        kasus Tim 13, untungnya beberapa rekomendasi lembaga ini<br />

                                                        sudah dikuatkan oleh pihak pengadilan setempat.<br />

                                                         Posko sebagai Perlindungan Hukum Masyarakat Miskin<br />

                                                        Jangka Panjang.<br />

                                                        “Kata orang-orang tua dulu, suatu saat kampung ini bakal ketemu<br />

                                                        dengan ayah kandung, ibu kandung dan anak kandungnya. Ternyata<br />

                                                        ramalan itu benar. Ya LBH inilah ayah, ibu dan anak kandung<br />

                                                        kampung ini. Sejarah akan bilang kalau nggak lama lagi negara ini<br />

                                                        akan jatuh ke tangan anak muda seperti mereka (relawan mahasiswa<br />

                                                        dan LBH) ini...”<br />

                                                        -- Kepala Dusun Kubang Badak<br />

                                                        Dari sisi kepentingan masyarakat, persoalan pokok mereka dalam<br />

                                                        penyelesaian sengketa tanah adalah terbatasnya akses mereka<br />

                                                        terhadap segala informasi yang menyangkut hak dan kewajiban<br />

                                                        atas tanah. Bila sengketa sudah dimulai, persoalan tambahan buat<br />

                                                        masyarakat adalah terbatasnya akses atas prosedur dan lembaga<br />
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                                                        yang dapat membantu penyelesaian sengketa. Karena itu,<br />

                                                        keberadaan Posko memiliki manfaat yang sangat besar antara<br />

                                                        lain:<br />

                                                        a. Membangun <strong>org</strong>anisasi rakyat dan mengajak mereka untuk<br />

                                                        bersama-sama mengupayakan penyelesaian sengketa. Sudah<br />

                                                        menjadi premis umum bahwa senjata terbaik bagi rakyat untuk<br />

                                                        melindungi kepentingannya adalah bekerjasama. Dalam<br />

                                                        situasi dimana berbagai institusi dan inisiatif lokal tidak diberi<br />

                                                        tempat dalam dinamika sosial, membangun kembali<br />

                                                        kesadaran masyarakat untuk meng<strong>org</strong>anisasi diri dan<br />

                                                        bekerjasama untuk kepentingannya bukanlah hal mudah.<br />

                                                        Berbagai kecurigaan, keengganan, bahkan perlawanan sering<br />

                                                        datang dari sebagian kelompok masyarakat lain. Karena itu,<br />

                                                        pendekatan dengan cara menetap sementara di tengah-tengah<br />

                                                        masyarakat (live in) merupakan strategi yang sangat baik<br />

                                                        untuk membangun rasa saling percaya antara para relawan<br />

                                                        LBH/aktifis mahasiswa dengan masyarakat setempat.<br />

                                                        Keuntungan lain didapat oleh para relawan sendiri. Dengan<br />

                                                        strategi menetap sementara ini, mereka dapat memiliki<br />

                                                        perspektif yang lebih realistis mengenai masalah dan jalan<br />

                                                        keluar yang paling mungkin buat situasi masyarakat setempat.<br />

                                                        Hal ini sekaligus untuk menjawab kritik bahwa para relawan<br />

                                                        lebih sering terjebak dalam tataran teoritis dalam menyikapi<br />

                                                        masalah masyarakatnya.<br />

                                                        b. Peningkatan keterampilan advokasi masyarakat. Tidak ada<br />

                                                        jaminan bahwa persoalan hukum masyarakat akan semakin<br />

                                                        berkurang di masa depan. Karena itu, strategi untuk<br />

                                                        mengedepankan kemandirian masyarakat untuk melindungi<br />
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                                                        kepentingan hukumnya jauh efektif dibanding menyediakan<br />

                                                        relawan bantuan hukum setiap saat ketika masalah muncul.<br />

                                                        Karena itu, pendidikan <strong>org</strong>anisasi massa dan keterampilan<br />

                                                        advokasi yang diberikan oleh LBH dan aktifis mahasiswa<br />

                                                        dalam posko tersebut sangat penting dalam konteks<br />

                                                        pemberdayaan hukum masyarakat.<br />

                                                        c. Membangun jaringan untuk advokasi (Coalition Building).<br />

                                                        Bagian paling penting dalam peningkatan kemampuan<br />

                                                        advokasi adalah pembentukan jaringan koalisi kerjasama yang<br />

                                                        menyertainya. Dalam melakukan advokasi, para relawan<br />

                                                        posko membantu terbentuknya akses masyarakat pada<br />

                                                        kelompok masyarakat sipil lain seperti: LSM, Perguruan Tinggi<br />

                                                        dan media massa. Dalam situasi dimana proses mediasi lebih<br />

                                                        diutamakan dibanding proses hukum, tekanan untuk<br />

                                                        memperkuat posisi tawar amat diperlukan. Di situlah peran<br />

                                                        penting dari adanya koalisi tersebut terutama untuk<br />

                                                        membangun opini publik yang lebih berpihak pada<br />

                                                        kepentingan warga masyarakat. Dalam kepentingan jangka<br />

                                                        panjang, akses terhadap kelompok masyarakat sipil akan terus<br />

                                                        memberikan banyak manfaat kepada warga masyarakat.<br />

                                                        Misalnya saat LBH mengalami beberapa hambatan untuk<br />

                                                        memelihara keberadaan posko-posko yang sudah dibentuk,<br />

                                                        aktifitas ini ditindaklanjuti oleh salah satu LSM di Lampung<br />

                                                        yakni Komite Anti Korupsi (KoAK) yang lantas<br />

                                                        menggunakan jaringan posko ini untuk gerakan anti korupsi<br />

                                                        di Lampung.<br />

                                                        d. Meredam konflik sosial. Lewat posko-posko tersebut,<br />

                                                        diberikan pula pengenalan “gerakan tanpa kekerasan” pada<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        warga masyarakat. Peluang untuk melakukan kekerasan dalam<br />

                                                        sengketa tanah amat terbuka sebagai akibat langsung dari<br />

                                                        kekerasan yang dilakukan oleh pihak lawan atau<br />

                                                        kecenderungan yang muncul dari dalam kelompok masyarakat<br />

                                                        itu sendiri. Sebagaimana diperlihatkan dalam sengketa<br />

                                                        Sidodadi Asri, misalnya, pihak relawan dengan biasanya ikut<br />

                                                        bersama masyarakat untuk melakukan tindakan penjagaan<br />

                                                        akan adanya serangan dari pihak PTPN VII. Bahkan pada<br />

                                                        saat tensi konflik sedang meninggi, mereka membangun<br />

                                                        beberapa titik penjagaan dalam posisi siap tempur selama<br />

                                                        beberapa hari. Namun, para relawan juga menolak setiap<br />

                                                        inisiatif untuk melakukan kekerasan yang muncul dari warga.<br />

                                                        Bahkan mereka sempat mengancam akan meninggalkan posko<br />

                                                        bila masyarakat bertahan menggunakan kekerasan. Hal ini<br />

                                                        sangat masuk akal mengingat setiap gerakan masyarakat dan<br />

                                                        LBH rentan terhadap upaya kriminalisasi oleh pihak aparat.<br />

                                                        Begitu tindakan provokasi dari aparat ditanggapi dengan<br />

                                                        kekerasan, maka stigma bahwa gerakan posko adalah “PKI”<br />

                                                        atau “GPK=Gerakan Pengacau Keamanan akan segera<br />

                                                        menempel dan merusak citra posko seterusnya.<br />
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                                                    Riwayat Penulisan Kasus<br />

                                                        Riwayat Penulisan Kasus<br />

                                                        Ketika Laba-laba Hendak Menjaring Elang ditulis oleh Taufik<br />

                                                        Rinaldi berdasarkan dua kunjungan lapangan ke Kecamatan Bukit<br />

                                                        Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung.<br />

                                                        Kunjungan pertama dilakukan tanggal 31 Mei s/d 5 Juni 2002 dengan<br />

                                                        melibatkan Alpian (LBH Lampung), Pieter Evers, Dyan Shinto<br />

                                                        Nugroho dan Taufik Rinaldi. Sedangkan kunjungan selanjutnya<br />

                                                        dilakukan tanggal 25 Februari s/d 2 Maret 2003 dengan melibatkan<br />

                                                        Dyan Shinto Nugroho, Su Lin Lewis dan Taufik Rinaldi.<br />

                                                        <strong>Keadilan</strong> Yang <strong>Tak</strong> Terjamah ditulis oleh Matt Stephens dan Taufik<br />

                                                        Rinaldi berdasarkan dua kunjungan lapangan ke Kecamatan<br />

                                                        Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kunjungan pertama<br />

                                                        dilakukan tanggal 5 s/d 9 Agustus 2002 dengan melibatkan Ella<br />

                                                        Hasanah, Matt Stephens dan Taufik Rinaldi. Sedangkan kunjungan<br />

                                                        kedua dilakukan tanggal 19 s/d 22 Desember 2002 dengan melibatkan<br />

                                                        Ewa J Wojkowska dan Taufik Rinaldi.<br />

                                                        Kanker Korupsi ditulis oleh Matt Stephens berdasarkan dua<br />

                                                        kunjungan lapangan ke Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten<br />

                                                        Seruyan, Kalimantan tengah. Kunjungan pertama yang dilakukan di<br />

                                                        bulan Agustus 2002 dengan melibatkan Agus Mahar (Universitas Nusa<br />

                                                        Cendana, Kupang, NTT), Edy Darmono (Bappenas), Linda Citra<br />

                                                        (PPK National Management Consultants) dan Matt Stephens. Dan<br />
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                                                    <strong>Keadilan</strong> <strong>Tak</strong> <strong>Bisa</strong> Menunggu<br />

                                                        kunjungan kedua dilakukan di bulan Maret 2003 dengan melibatkan<br />

                                                        Dyan Shinto Nugroho dan Matt Stephens.<br />

                                                        <strong>Keadilan</strong> Yang <strong>Tak</strong> Sampai ditulis oleh Bambang Soetono dan<br />

                                                        Taufik Rinaldi berdasarkan tiga kunjungan lapangan ke Desa Palugon,<br />

                                                        Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kunjungan<br />

                                                        pertama dilakukan tanggal 17 s/d 23 Juli 2003 dengan melibatkan<br />

                                                        Bambang Soetono, Intania Fajar dan Taufik Rinaldi. Kunjungan kedua<br />

                                                        dilakukan tanggal 23 s/d 27 Januari 2003 dengan melibatkan Andrea<br />

                                                        Woodhouse, Su Lin Lewis dan Taufik Rinaldi. Kunjungan terakhir<br />

                                                        dilakukan tanggal 21 s/d 25 April 2003 dengan melibatkan Dyan<br />

                                                        Shinto Nugroho, Matt Stephens dan Taufik Rinaldi.<br />

                                                        Skandal di Pinggir Kota, <strong>Keadilan</strong> di Kota ditulis oleh Su Lin<br />

                                                        Lewis berdasarkan kunjungan lapangan ke Desa Rowosari, Kota<br />

                                                        Semarang dan Desa Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.<br />

                                                        Kunjungan pertama dilakukan tanggal 23 s/d 27 September 2002<br />

                                                        oleh Bambang Soetono, Su Lin Lewis dan Taufik Rinaldi. Kunjungan<br />

                                                        kedua dilakukan di tanggal 7 s/d 11 April 2003 dengan melibatkan<br />

                                                        Matt Stephens, Su Lin Lewis dan Taufik Rinaldi.<br />

                                                        Kala Pribumi Jadi Tamu di Tanahnya Sendiri diteliti dan ditulis<br />

                                                        oleh Taufik Rinaldi berdasarkan dua kujungan lapangan ke Dusun<br />

                                                        Kubang Badak dan Dusun Hanau Berak, Kecamatan Padang Cermin<br />

                                                        serta Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung<br />

                                                        Selatan, Lampung. Kunjungan pertama di tanggal 20 s/d 28 Nopember<br />

                                                        2002 dan terakhir di tanggal 14 s/d 18 Juli 2003.<br />
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                                                    The World Bank<br />

                                                        www.worldbank.or.id<br />

                                                        Justice for the Poor Project<br />

                                                        The World Bank<br />

                                                        Social Development Office<br />

                                                        Jl. Cik Ditiro 68A Menteng<br />

                                                        Jakarta Pusat 10310<br />

                                                        Tel: (62-21) 3107158, 3911908/09<br />

                                                        Fax: (62-21) 3924640<br />

                                                        www.justiceforthepoor.or.id<br />

                                                        “KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) disusun<br />

                                                        dengan asumsi bahwa seluruh aparat hukum akan mewakili dan<br />

                                                        melindungi kepentingan negara dan tidak mengantisipasi bila<br />

                                                        terjadi sebaliknya. Nah, bagaimana kalau Jaksa Penuntut Umum,<br />

                                                        misalnya, justru melindungi kepentingan terdakwa?”<br />

                                                        - Irfanudin, Hakim PN Kotabumi, Lampung Utara<br />

                                                        “Sebenarnya tidak hanya Kecamatan, kami juga dirugikan dengan<br />

                                                        pemeriksaan polisi yang begini lama; dia (tersangka) telah<br />

                                                        kehilangan pekerjaan..., kehilangan nama baik..., tapi juga tidak<br />

                                                        dinyatakan bersalah”<br />

                                                        - Tersangka korupsi, Lebakwangi, Kuningan, Jawa Barat<br />

                                                        “Kami perlu pendidikan hukum biar tidak terperangkap oleh hukum,<br />

                                                        sehingga kami bisa hati-hati dimasa-masa mendatang”<br />

                                                        - Warga Desa Palugon, Cilacap, Jawa Tengah<br />

                                                        “Saya kira (berlangsungnya) persidangan ini lebih penting daripada<br />

                                                        sekedar kembalinya uang kami. Sudah saatnya kita melihat keadilan<br />

                                                        ditegakkan...”<br />

                                                        - Kepala Desa Palugon, Cilacap, Jawa Tengah
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